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A. Latar Belakang Masalah

Daam menyelesaikan perkara perdata, saah satu tugas hakim adalah
menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar
ada atau tidak. Untuk itu, hakim harus mengetahui kebenaran peristiwa yang
bersangkutan secara objektif melalui pembuktian. Dengan demikian, pembuktian
bermaksud untuk memperoleh kebenaran suatu peristiwa dan bertujuan untuk
menetapkan hubungan hukum antara kedua belah pihak dan menetapkan putusan
berdasarkan hasil pembuktian, serta untuk meyakinkan hakim tentang dalil-dalil
atau peristiwa yang diajukan.

Keyakinan hakim dalam pembuktian perkara perdata sangat terkait dengan
konsep kebenaran formil yang dianut dalam hukum acara perdata. Kebenaran
formil tidak mensyaratkan hakim memutus perkara dengan keyakinannya, tetapi
cukup berdasarkan adat bukti yang ada dan sah menurut undang-undang.
Penyelesaian perkara perdata yang lebih menekankan pada pencarian kebenaran
formil, mendapat perhatian dari para ahli hukum, karena terkadang menjadi alasan
ketidakpuasan pihak-pihak yang berperkara atas putusan hakim. Apabila hakim
semata-mata hanya mencari kebenaran formil, sangat mungkin terjadi pihak yang
sesungguhnya benar dapat dikalahkan perkaranya, karena tidak dapat
menunjukkan bukti-bukti yang diminta di muka persidangan. Sehingga putusan
hakim dalam praktek tidak selalu mencerminkan keadaan yang senyatanya.
Sebagai akibatnya, para pencari keadilan merasa dirugikan hak-hak dan
kepentingannya.

Oleh karena itu, upaya penyelesaian perkara perdata yang berpijak pada
kebenaran formil belum dapat sepenuhnya memberikan perlindungan dan jaminan
terciptanya keadilan bagi para pencari keadilan. Kalau hal itu terus dipertahankan,
maka nampaknya semboyan bahwa lembaga peradilan sebagai benteng terakhir



bagi pencari keadilan dalam mencari kebenaran dan keadilan tentunya menjadi
tidak signifikan lagi. Pada gilirannya dapat berakibat mengurangi kepercayaan
masyarakat terhadap kinerja dan integritas institus peradilan. Sehingga dalam
praktek peradilan perdata, ada kecendrungan mulai menuju kepada kebenaran
materil, karena pencarian kebenaran formil semata dirasakan belum cukup.

Dalam hal ini Abdul Manan, mengatakan bahwa kontras antara pencarian
kebenaran formil dan materil tidak relevan dalam hukum acara perdata, mengingat
bahwa dalam praktek, ada tuntutan untuk mencari keduanya secara bersamaan
daam pemeriksaan suatu perkara yang digukan kepada seorang hakim di
pengadilan.* Hal lain bisa dilihat dengan masih adanya putusan-putusan yang
bersifat tidak menyelesaikan perkara dan berpotenss menimbulkan sengketa
dikemudian hari serta putusan-putusan yang walaupun bersifat condemnatoir
namun tidak dapat dieksekusi.

Dalam Islam prinsip kebenaran dan keadilan itu banyak ditemui dalam al-
Qur'an diantaranya firman Allah swt.,dalam Surat Ali Imran ayat: 60
Artinya: “Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, karena itu janganlah engkau

(Muhammad) termasuk orang-orang yang ragu.” (QS. Ali Imrén:
60).2

Dalam ayat ini terdapat peneguhan dan penenteraman hati Rasulullah saw.
Dari ayat ini diambil sebuah prinsip, bahwa perkara yang ditegaskan oleh dalil-
dalil bahwa hal itu adalah hak (benar) dan meyakinkan hamba baik terkait dengan
masalah keyakinan maupun lainnya, maka wajib diyakini bahwa selain itu adalah
batil, dan bahwa semua syubhat yang datang kepadanya adalah fasid (rusak), baik
hamba tersebut sanggup menolak syubhat itu maupun tidak. Dengan prinsip ini,
semua kemusykilan yang dilontarkan oleh ahli kalam dan ahli mantiq dapat
tersingkirkan, kalau pun seseorang hendak membantah, maka hal itu merupakan

'Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta:
Kencana, 2006), h. 228
2 Kementerian Agama RI, Mushaf al-Mumayyaz, (Bekasi: Cipta bagus Segara, 2014), h. 57



kerelaan menambah amalan. Kalau pun tidak membantah, maka tugasnya adalah
menerangkan kebenaran dengan dalil-dalilnya dan berdakwah kepadanya.®
Kemudian firman Allah swt., dalam Surat al-Méidah ayat : 8
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Artinya:““Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil.
Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum,
mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil
itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah,
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS.
a-Maidah: 8).*

Islam telah menyeru umat manusia untuk selalu konsisten dengan
keadilan, baik dengan penguasa maupun dengan musuh. Maka, merupakan
tindakan yang tidak benar kalau kebencian mengakibatkan perlakuan tidak adil.
Hal itu diterapkan pada hubungan antar individu, dan hubungan antar institus
atau negara. Bersikap adil terhadap musuh diterangkan oleh al-Qur'an secara
sangat jelas, sebagai sikap yang mendekatkan diri kepada takwa. Seandainya
prinsip keadilan itu diterapkan dalam hukum internasional, maka tidak ada
peperangan. Dan kalau setiap agama mempunyai ciri khas tersendiri, maka ciri
khas Islam adalah konsep tauhid dan keadilan.®

Ayat-ayat diatas menggambarkan secara umum tentang kebenaran dan
keadilan, sedangkan bagaimana mengimplementasikannya dalam bentuk
beracara di pengadilan ditentukan oleh para hakim berdasarkan petunjuk Nabi
dan hasil ijtihadnya.

Daam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari berbagal
permasal ahan yang melingkupinya salah satu permasalahan yang sering muncul
dalam kehidupan adalah permasalahan yang berkaitan dengan kebendaan atau
kekayaan, karena kebendaan atau kekayaan merupakan faktor yang diperlukan

3Al-Mumayyaz al-Qur’an Tajwid Warna, Transliterasi Perkata, Terjemah Perkata, h. 57
4 .

Ibid., h. 108
*lbid.



untuk kelangsungan hidup manusia, permasalahan kebendaan dan kekayaan itu
terjadi tatkala masing-masing pihak merasa berhak memiliki dan ingin
menguasal atas benda dan kekayaan tersebut. Adanya saling merasa berhak atas
benda atau kekayaan inilah yang menimbulkan persengketaan di antara mereka.
Salah satu bentuk persengketaan atas kebendaan atau kekayaan yang sering
terjadi adalah persengketaan tentang warisan.

Masalah kewarisan timbul tatkala ada peristiwa kematian seseorang
yang meninggalkan kekayaan yang akan diwariskan kepada ahli warisnya,
sedang pada pelaksanaannya masalah pembagian warisan ini sering menjadi
penyebab adanya persengkataan di antara para ahli warisnya.

Untuk itulah syari’at Islam telah mengantisipasinya dengan
meletakkan kewarisan Islam secara terperinci dan sistematis. Pengaturan
hukum Islam terhadap hukum waris secara terperinci dan sistematis
dimaksudkan untuk mencegah timbulnya perpecahan diantara ahliwaris,
sebagaimana diketahui bahwa pada dasarnya manusia cenderung menyukai
harta benda (QS. Ali Imrén: 14) Salah satu dasar tentang pengaturan pembagian
warisan adalah dalam surat al-Nisa’ ayat 7:
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Artinya. "Bagi orang laki-laki ada bagian dari harta peninggalan yang di

tinggalkan kedua orang tuanya dan kerabatnya. Dan bagi perempuan

pun ada bagian dari harta peninggalan yang di tinggalkan oleh kedua

orang tuanya, dan kerabatkerabatnya baik sedikit maupun banyak

menurut bagian yang di tetapkan”.(QS. al-Nisa’: 7).°

Laki-laki mendapatkan hak bagian dari harta peninggalan orangtua dan

kerabat karibnya sebagai warisan. Demikian pula bagi wanita, ada hak bagian

dari harta peninggalan itu, tanpa dihilangkan atau dikurangi. Bagian-bagian
tersebut telah ditentukan demikian, baik hartaitu sedikit maupun banyak.

Dengan perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang

perempuan baik menurut hukum agama, dan kepercayaan maupun hukum

®Depag RI, al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 116.



negara menyebabkan adanya saling mewarisi apabila salah satunya meninggal
dunia, dan untuk mengetahui adanya perkawinan tersebut hanya dapat
dibuktikan melalui akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah.’
Menurut undang-undang suatu akta resmi mempunyai kekuatan yang
sempurna, artinya apabila suatu pihak mengajukan akta resmi hakim harus
menerimanya dan menganggap bahwa apa yang dituliskan didalam akta itu
sungguh-sungguh telah terjadi .
Firman Allah swt.,dalam al-Qur’an:
e PP A EPA e [T [P
Artinya: “Hal orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar ™. (QS. al-Nisa: 7).°

Sesuai dengan keberadaannya sebagai badan peradilan khusus peradilan
Agama mempunyal kewenangan memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan
perkara antara orang-orang Islam dibidang:

1. Perkawinan.
2. Pewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
3. Wakaf dan sedekah.™

Daam kompilas hukum Islam Pasa 188 manerangkan tentang
penyelesaian masalah sengketa kewarisan yaitu:“Para ahli waris baik secara
bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli
waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan, bila ada di antara
ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat
mengajukan gugatan melalui pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian

"Ahmad Rafig, Hukum Islam di Indonesia, cet. ke-1V, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Oersada, 2000),
h. 400.

83ubekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Inter Masa, cet. ke-14, 1979), h. 149.

° Kementerian Agama RI, Mushaf al-Mumayyaz, (Bekasi: Cipta bagus Segara, 2014), h. 78

Abdul Ghani Abdullah, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peraturan Peradilan
Agama, (Jakarta: PT. Inter Masa, 1991), h. 280.



. 1
harta warisan”.

Proses hidup manusia secara kodrati berakhir dengan suatu
kematianyang merupakan akhir dari perjalanan kehidupan seorang manusia
danmenimbulkan  akibat hukum tertentu, karena suatu kematian
merupakanperistiwa hukum. Artinya apabila ada seseorang yang meninggal
dunia, makasegala hak dan kewagjiban hukum yang dimiliki selama hidup
akanditinggalkan.

Akibat hukum yang timbul dengan terjadinya peristiwa
kematianseseorang idlah masalah bagaimana pengurusan harta yang dia
tinggalkan.Hal ini berkaitan dengan orang-orang tertentu yang mempunyai hak
sertakewgjiban sehubungan dengankematian tersebut, dan kelanjutan hak-hak
dankewgjiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian
danpengurusan hak-hak dan kewagjiban sebagai akibat meninggalnya
seseorangdiatur oleh hukum waris.

Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralisme, karena saat
iniberlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu hukum waris adat, hukum
warislslam, dan hukum waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata). Hal ini dapat dilihat dari belum adanya hukum nasional
yangmengatur khusus mengenai hukumkewarisan (unifikasi hukum waris),
sepertihalnya dalam hukum perkawinan. Dengan adanya pluralisme hukum
yangberlaku, maka para ahli waris diberi kebebasan untuk menentukan
hukumyang akan mereka gunakan dalam membagi harta warisan.

Uraian tersebut di  atas menjelaskan bahwa hukum waris
merupakansalah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan, tetapi bisa
jugadilihat sebagal bagian dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat
eratkaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap
manusiapasti akan mengalami peristiwa kematian.

Semua yang berhubungan dengan perkara warisan khususnya

“Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), h.
159.



dilndonesia merupakan perkara perdata yang kompleksitas masalahnya
sangatberagam di dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan perkara waris
merupakanperkara yang menyangkut hubungan antara pribadi satu dengan yang
lainyang masing-masing bertindak sebagai ahli waris, yang mana semua
ituberujung pada satu masalah yaitu pembagian harta warisan, yang
seringkalimenimbulkan perselisihan di dalam satu keluarga.

Hukum perdata, yang memiliki sifat terbuka dan tidak imperative
mengizinkan adanya keinginan pemilik harta yang pada saatnya
meninggalkelak, harta kekayaannya tersebut diperlakukan menurut cara
tertentu. Hal inidikarenakan pada dasarnya seorang pemilik harta kekayaan
adalah berhakpenuh untuk dapat menentukan peruntukan harta kekayaannya
menurutkehendak sendiri. Ini merupakan konsekuensi dari hukum waris
sebagaihukum yang bersifat mengatur.’? Kemauan terakhir dari seorang
manusi a atashartanya tentunya harus diperhatikan dan dihormati, sehingga perlu
untukdipenuhi sgjauh hal tersebut dapat dilaksanakan.

Sebenarnya, hukum mengatur kemauan terakhir dari pemilik hartauntuk
menjamin terwujudnya keadilan yang dikenal dengan istilah hukumwasiat.
Menurut para ahli hukum, wasiat adalah pemberian hak secarasukarela yang
dikaitkan dengan keadaan setelah mati, baik diucapkan dengankata-kata atau
secara tertulis.®> Wasiat dikenal dengan istilah testament yangbermakna suatu
akta yang memuat pernyataan dari seorang tentang hal yangdikehendakinya
akan terjadi setelah meninggal dunia, dan yang olehnyadapat dicabut kembali
lagi.

Wasiat juga merupakan perbuatan hukum yang sepihak.Hal ini erat
hubungannya dengan sifat herroepelijkheid (dapat dicabut) dariketetapan wasi at
itu. Disini berarti bahwa wasiat tidakdapat dibuat oleh lebih dari satu orang
karena akan menimbulkan kesulitanapabila salah satu pembuatnya akan

2 Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,
1997), h. 2-3.

BAbdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press, 2011), h. 7.



mencabut kembali wasiat.

Ha ini seperti tercantum dalam Pasa 930 KUHPerdata, yang
menyatakan:“Dalam satu-satunya akta, dua orang atau lebih takdiperbolehkan
menyatakan wasiat mereka, baik untukmengarunia seorang ke tiga, maupun
atas dasar pernyataanbersama atau bertimbal balik.”**

Suatu wasiat lazimnya berisi apa yang dinamakan pengangkatansebagai
waris dan pemberian hibah wasiat. Erfstellingadalah penunjukan satu atau
beberapa orang menjadi ahli waris untukmendapatkan semua harta warisan atau
bagian tertentu (seperberapa) atasharta warisan. Orang yang ditunjuk itu
dinamakan Testamentair Erfgenaam,yaitu ahli waris menurut wasiat dan sama
halnya dengan seorang ahli warismenurut undang-undang, ia memperoleh
segala hak dan kewajiban simeninggal onder algemene title.® Adapun hibah
wasiat yangmerupakan pengaruh dari hukum Islam adalah pemberian hak
kepadaseseorang atas dasar wasiat khusus, yang bendanya dapat ditentukan.
Orangyang menerima legaat disebut legaataris.

Keinginan terakhir seorang manusia dalam bentuk hibah
wasiatadakalanya dapat menghindarkan terjadinya perselishan antara para
ahliwaris, karena dengan adanya pesan terakhir serta kesadaran para ahli
warisuntuk menghormati keinginan terakhir dari pemberi hibah wasiat tersebut.
Di sis yang lain dapat pula menyebabkan perselisihan yang sampaiberakhir di
Pengadilan.

Daam Konteks ini, warisan merupakan haruslah diberikan kepada
orang-orang yang telah ditentukan bagiannya dalam hukum waris Islam, dan
dalam perkaraini, ada beberapa larangan-larangan bagi ahli waris, di antaranya
murtad, karena berlainan agama inilah, maka dalam Isam dilarang untuk
menerima warisan, namun dalam ha lain, justru Mahkamah Agung
mengijinkan pemberian warisan.

Berlandaskan uraian tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk

K UHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
>gubekti, Op.Cit,, h. 107.



mengangkatnya dalam sebuah penelitian dalam mengenai Konstruksi Pemikiran
Hakim dalam Perkara Pewarisan Beda Agama Guna Menemukan Makna
Keadilan (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung).

Yang menjadi menarik untuk dikgi dan dianalisa adalah bahwa para
ulama klasik telah melarang bagi seorang non Muslim untuk mendapatkan
warisan dari Muslim atau sebaliknya, begitu juga terdapat dalam Kompilasi
Hukum Islam yang juga melarang adanya waris beda agama, ha itu juga
seirama dengan fatwa MUI yang juga mengharamkan adanya waris beda
agama, ha ini berlandaskan pada hadis Nabi yang berbunyi tidaklah saling
Mewari seorang muslim kepada ahli warisnya yang kafir, atau seorang ahli
waris kafir mewaris kepada ahli waris muslim. Selain itu para ulama juga
menegaskan bahwa wasiat juga tidak didapatkan bagi ahli waris non Muslim
yang dianalogikan pada waris beda agama tersebut.

Tabel 1
Relevansi antara Pandangan Ulama, Perundang-Undangan, Fatwa MUI
dan Putusan Mahkamah Agung
Pandangan Undang-
NO Fatwa M UI Putusan MA
Ulama Undangan

1 | Paraulama Kompilasi FatwaMUI Ptusan Mahkamah
klasik telah Hukum mengharamkan Agung yang sangat
melarangbagi | |gam yang | adanyawarisbeda | berbedadan bahkan
i/leo;a'ng no? ) juga agama, hal ini bertentangan
m:n(;arg:tﬂal:] melarang berlandaskan pada | dengan dasar

. . adanya hadis Nabi yang hukum normatif dan

warisan dari . . g
Muslim atau waris beda bqbunyl tldall<lah hukum postnf di
sebaliknya. agama saling Mewari Indonesia, yaitu
Selain itu para seorang muslim Putusan No.
ulamajuga kepada ahli 368K/AG/1995 dan
menegaskan warisnya yang Putusan No.
bahwa wasi at kafir, atau seorang | 51K/SG/1999, serta
jugatidak ahli wariskafir Putusan No. 16
didapatkan bag! mewaris kepada | K/AG/2010 tentang
ali waris non ahli warismuslim. | kebolehan seorang
Muslim yang
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dianalogikan ahli waris non
pada waris beda Muslim
agama tersebut. mendapatkan

warisan dengan cara
diberikannya wasit
wajibah kepadanya,
dengan menggali
ulang makna
filosofis serta
pertimbangan
sosiologis. Illat
putusan hukum
tersebut tidak
digiyaskan kepada
ahli waris beda
agama yang tidak
mendapatkan
warisan, namun
digiyaskan kepada
bentuk sedekah atau
hibah dapat
diberikan kepada
siapa sgjayang
dikehendaki.

Yang menjadi masalah dalam disertasi ini adalah bahwa hakim
Mahkamah Agung telah memutuskan perkara waris beda agama dengan
putusan yang keluar dari tabi’at hukum atau peraturan perundang-undangan
yang ada, baik hukum normative maupun hukum positif, yaitu munculnya
putusan Mahkamah Agung yang sangat berbeda dan bahkan bertentangan
dengan dasar hukum normatif dan hukum positif di Indonesia, yaitu Putusan
No. 368K/AG/1995 dan Putusan No. 51K/SG/1999, serta Putusan No. 16
K/AG/2010 tentang kebolehan seorang ahli waris non Muslim mendapatkan
warisan dengan cara diberikannya wasit wajibah kepadanya, dengan menggali
ulang makna filosofis serta pertimbangan sosiologis. Illat putusan hukum
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tersebut tidak digiyaskan kepada ahli waris beda agama yang tidak
mendapatkan warisan, namun digiyaskan kepada bentuk sedekah atau hibah
dapat diberikan kepada siapa sga yang dikehendaki. Putusan yang ada ini
adalah sebagai contoh putusan yang sangat progresif dan bertentangan dengan

aturan umumnya.

|dentifikasi dan batasan Masalah
1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam disertasi ini adalah:

a. Beragamnya sistem kewarisan di Indonesia, ada yang masih berpegang
teguh kepada hukum adat, sistem hukum agama Islam, ordonansi hukum
kewarisan Kristen, maupun hukum kewarisan campuran.

b. Pendapat Nas yang menjelaskan salah satu halangan kewarisan dalam Islam
adalah disebabakan berbedanya agama

c. Terdapat putusan Mahkamah Agung yang memberikan kewarisan
bedaagama dengan cara diberikannya wasiat wajibah.

d. Hakim memiliki peran dalam berijtihad, yaitu menggali dan menemukan
hukum dan memutuskan perkara yang berada di tengah-tengah masyarakat.
Dalam hal ini, peran hakim tidak hanya sebagai corong undang-undang,
namun ia harus mampu menjawab persoalan-persoadlan yang ada di luar
undang-undang formil, dengan pendekatan interdisipliner, baik secara
filosofis maupun secara sosiologis.

. Batasan Masalah
Dalam kenyataannya, banyak perkara yang harus diselesaiakan demi
hukum yang berdasarkan keadilan kemanusiaan, untuk itu penelitian ini hanya
terbatas kepada perkarawaris Beda Agama yang secara normatif seseorang
yang beda agama tidaklah mendapatkan wasiat dan warisan dalam perspektif
hukum Islam danm Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Dalam hal ini
juga peneliti batasi pada hasil putusan Mahkamah Agung, khususnya Putusan

No. 368K/AG/1995,Putusan No. 51K/SG/1999, serta Putusan No. 16
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K/AG/2010 tentang kebolehan seorang ahli waris non Muslim mendapatkan

warisan.

C. Perumusan Masalalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, persoalan yang dikgi dalam
penelitian ini, maka perlu dirumuskannya sebuah rumusan masalah sebagaimana
berikut:

1. Bagaimanakah pemikiran Mahkamah Agung dalam memutuskan
perkarawaris Beda Agama dan hubungannya dengan putusan tentang wasiat
wajibah?

2. Bagaimanakah metode dan pendekatan yang digunakan Mahkamah Agung
daam memutuskan perkara pewarisan Beda Agama yang berkeadilan

substantif?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Berpijak pada perumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan
penelitian ini adalah:
1. Tujuan Pendlitian
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk mendeskripsikan, menganalisis dan mengkaji secara mendalam
mengenai kebijakan Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara waris
Beda A gama dikaitkannya dengan pemberian wasiat wajibah.

b. Untuk menganalisis dan mengkomparasi format hukum Islam mengenai
rekonstruksi waris Beda Agama yang diputuskan oleh Mahkamah Agung
dadam pembaruan hukum Islam untuk tercapainya keadilan yang
substantif.

2. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan penelitian ini adalah:
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a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan
pemikiran yang berarti bagi pengembangan pengetahuan pada umumnya
dan hukum Islam pada khususnya terkait dengan arti penting rekonstruksi
kebebasan hakim dalam memutuskan perkara waris Beda Agama yang
berbasis hukum progresif.

b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan
dalam pembuatan keputusan oleh praktis hukum, akademisi dan ulama,
dan sekaligus menjadi landasan akademik dalam pembuatan kebijakan
hukum baru yang mengatur tentang kebebasan hakim dalam memutuskan

perkarawaris BedaAgamadi Indonesia.

E. Kajian Terdahulu
Kajian pustaka ini penting dikemukakan dengan tujuan: (1) penulisingin
mendapatkan persamaan dan perbedaan pemikiran dari hasil penelitian terdahulu;

(2) penulis berusaha menelusuri hasil-hasil penelitian terdahulu guna mencari

penguatan pemikiran dari sisi persamaan hasil penelitian terdahulu; dan (3)

penulis ingin menemukan keaslian atau ide baru yang diinspirasi dari hasil

penelitian terdahulu, tetapi hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian
terdahulu.
Berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber, antaralain:

1. Habiburrahman dalam bukunya Rekonstrukss Hukum Kewarisan Islam di
Indonesia mengangkat tiga persoalan hukum kewarisan Islam yakni ahli waris
pengganti, anak angkat, dan ahli waris Beda Agama. Menurutnya, penegakan
hukum kewarisan Islam di pengadilan agama dan di kalangan masyarakat
Muslim Indonesia didasarkan hukum adat dan hukum perdata barat. Padahal,
dalam Islam, sesuai dengan teori kredo dan kedaulatan Tuhan, semestinya

orang Islam harus tunduk dan taat pada hukum agamanya dengan mengacu
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kepada a-Qur’an dan Hadis, tidak terkecuali dalam melaksanakan hukum
kewarisan.*®

2. HM. Sutomo dalam penelitiannya berjudul “Dinamika Hukum Kewarisan
Islam di Indonesia, Studi atas Yurisprudenst Makamah Agung RI Tahun 1991-
2002” merupakan karya disertasi di Program Pascasarjana UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta tahun 2011. Disertasi ini membahas hak kewarisan ahli
waris zawi al-furud perempuan khususnya anak perempuan ketika bersama
paman atau bibi, anak perempuan ketika bersama anak laki-laki dan ahli waris
janda terkait dengan harta bersama. Di samping itu juga dibahas hak
kewarisan ahli waris bukan ahli waris zawi al-furud yakni ahli waris
pengganti, anak angkat, status hibah wasiat kepada ahli waris dan ahli waris
BedaAgama.’

3. Disertas yang ditulis olen Sidik Tono tahun 2013 di Universitas Islam
Indonesia Yogyakarta dengan judul "Wasiat Wajibah Sebagai Alternatif
Mengakomodasi Bagian Ahli Waris Non Muslim di Indonesia”, kesimpulan
peneliti pemberian wasiat wajibah kepada ahli non muslim merupakan cara
penyelesaian yang adil dalam hukum Islam dengan syarat ia tidak memusuhi
Islam. Dalam sistem kewarisan Islam harta merupakan kesatuan utuh yang
dibagi menurut tertibnya yaitu biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang-
hutang s mayit, wasiat dan waris sehingga wasiat wajibah merupakan jalan
terbaik untuk ahli non Muslim. Wasiat wajibah kepada ahli waris non Muslim
daam putusan Mahkamah Agung sifatnya kasuistik sehingga tidak dapat

mengikat seluruh rakyat Indonesia diperlukan pembentukan peraturan

18 Habiburrahman dalam bukunya Rekonstruksi Hukum Kewarisan |slam di Indonesia mengangkat
tiga persoalan hukum kewarisan Idlam yakni ahli waris pengganti, anak angkat, dan ahli waris Beda
Agama.

Y HM. Sutomo dalam penelitiannya berjudul “Dinamika Hukum Kewarisan Islam di Indonesia,
Studi atas Y urisprudens Makamah Agung Rl Tahun 1991-2002” merupakan karya disertasi di Program
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Y ogyakarta tahun 2011.
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perundang-undangan tentang hukum kewarisan nasiona, termasuk di
dalamnya mengatur bagian ahli waris non Muslim dan sebagainya.'®

4. Disertasinya Riyanta tahun 2014 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan
judul "Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Studi
Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 51K/AG/1999)" menyimpulkan
bahwa Mahkamah Agung memandang, perlunya memberikan warisan wasiat
wajibah kepada ahli waris non muslim. Hal tersebut merupakan Ijtihad Murni
Mahkamah Agung dengan mengadopsi pendapat 1bnu Hazm yang didasarkan
pada Surat al-Nisa (4): 11, a-Bagarah (2):180 dan hadisla wasiyyata li
warisin. Alasan pemberian wasiat wajibah, menurut Mahkamah Agung adalah
karena ahli waris non Muslim adalah orang yang memiliki hubungan darah
dengan pewaris, dan diantara mereka terkadang terjadi hubungan harmonis
tanpa mempersoalkan agama. Namun kendati demikian, penerapan wasiat
wajibah lebih bersifat kasuistik. Menurut peneliti penerapan wasiat wajibah
bagi ahli waris non Muslim sangat relevan bagi pembaruan hukum kewarisan
|slam Indonesia.*®

5. Selain disertasi, jugaterdapat karyailmiah oleh Muhamad Isna Wahyudi tahun
2015 yang ditulis di jurnal Yudisial yang terakreditasi, berjudul "Penegakan
Keadilan Dalam Kewarisan Beda Agama’, dalam pendlitian ini pendliti
mempunyai kesimpulan bahwadalam perkara waris yang terdiri dari pewaris
non Muslim dengan ahli waris muslim, atau ahli waris muslim dan non
Muslim, penetapanwaris hakim pengadilan agama belum mampumenegakkan
keadilan bagi semua orang. Halini karena hanya ahli waris Muslim yang

dapatmewarisi dari pewaris non Muslim, sedangkanbagi ahli waris non

Djsertasi yang ditulis oleh Sidik Tono tahun 2013 di Universitas Islam Indonesia Y ogyakarta
dengan judul "Wasiat Wajibah Sebagai Alternatif Mengakomodasi Bagian Ahli Waris Non Muslim di
Indonesia”.

“Disertasinya Riyanta tahun 2014 di UIN Sunan Kalijaga Y ogyakarta dengan judul "Penerapan
Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor
51K/AG/1999)
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Muslim yang seagamadengan pewaris tidak mendapat bagian dari
hartawarisan.?

Berbeda dengan beberapa penelitian di atas, dalam penelitian yang penulis
lakukan menitikberatkan pada alasan dasar dan pertimbangan mengenal
kebebasan Mahkamah Agung daam menyelesalkan atau memutuskan
kewarisanbeda agama, selanjutnya konsepsi kebebasan hakim dalam memutuskan
perkara kewarisanbeda agama serta prospektif ke depan tentang kebebasan hakim

yang berbasis hukum progresif.

F. KerangkaTeori
Teori adalah kerangka intelektual yang diciptakan untuk bisa menangkap
dan menjelaskan objek yang dipelgari secara seksama. Sesuatu hal yang semula
nampak bagaikan cerita cerai berai tanpa makna sama sekali, melalui pemahaman
secarateori bisadilihat sebagai sesuatu yang lain, sesuatu yang mempunyai wujud
yang baru dan bermakna tertentu, demikianlah apa yang dimaksud dengan teori
itu.?

Rekonstruksi berarti pembaruan berasal dari bahasa Indonesia, yang berarti
mempertahankan yang lama dan menambah yang baru atau merubahnya dengan
yang lebih baik. Dalam artian tidak merubah secara keseluruhan, akan tetapi
sebuah paradigma yang lama yang sudah dilestarikan bertahun-tahun yang
kemudian dianggap kurang relevan dikemudian hari maka perubahn itulah yang
disebut rekonstruksi.

Menurut J.N.D. Anderson yang dikutip oleh Khoiruddin Nasution, ada dua
sifat reformas hukum yang berkembang di Negara-Negara Islam modern yaitu; 1)
Intra doctrinal reform, sifat ini nampak dengan adanya reformasi hukum keluarga
Islam yang dilakukan dengan menggabungkan pendapat beberapa imam mazhab
atau mengambil pendapat imam mazhab diluar mazhab yang dianut. 2) Ekstra

®Djsertasi, juga terdapat karya ilmiah oleh Muhamad Isna Wahyudi tahun 2015 yang ditulis di
jurnal Yudisial yang terakreditasi, berjudul " Penegakan Keadilan Dalam Kewarisan Beda Agama”
2 Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum, (Y ogyakarta: Gema Publishing, 2010), h. 1
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doctrinal reform, yang melakukan pembaruan dalam hukum keluarga dengan cara
memberikan penafsiran yang baru sama sekali terhadap nash yang ada. Inilah yang
kemudian disebut dengan ijtihad.?

Untuk mengandlisis permasalahan-permasalahan dalam disertas ini,
peneliti menggunakan beberapa teori, adapun teori-teori tersebut dikelompokkan
dalam 3 (tiga) kategori: teori Magasid al-syari’ahsebagai Grand Theory, sebagai
Middle Theory yaitu teori pembaruan hukum., sertasebagai Application
Theoryadalah teori prilaku hakim.

1. Teori Magasid al-Syari’ah

Magasid jamak dari kata maqgsid yang berarti tuntutan, kesengajaan
atautujuan. Syari’ah adalah sebuah kebijakan (hikmah) dan tercapainya
perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. Adapun
makna magasid al-syari’ah secara istilah adalah al-ma’ani allati syuri’at
|ah&al-ahkam?® yang berarti nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum.
Sebagal landasan dalam berijtihad dalam rangka menetapkan hukum, maka
tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pertimbangan magasid al-syari’ah
menjadi suatu yang urgen bagi masalah-masalah yang tidakditemukan
hukumnya secara tegas dalam nash.

Menurut pandangan para ahli ushul figh, al-Qur’an, dan Sunnah
Rasulullah di samping menunjukkan hukum dengan bunyi bahasanya, juga
dengan rdh tasryi’ atau magasid syarr’at. Melaui Magasid SyarT’at inilah
ayat-ayat dan hadis-hadis hukum yang secara kuantitatif sangat terbatas
jumlahnya dapat dikembangkan untuk menjawab permasal ahan-permasal ahan
yang secara kgjian kebahasaan tidak tertampung oleh al-Qur’an dan Sunnah.
Pengembangan ini dilakukan dengan menggunakan metode istinbat seperti
giyas, istihsan, maslahat mursalat, dan ‘urf yang pada sisi lain juga disebut

2 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern,
(Yogyakarta: ACAdeMIA, 2012), h. 6

ZAhmad al-Hajj al-Kurdi, al-Madkhal al-Fighi:al-Qawaid al-Kulliyyah, (Damsyik: Dar al-
Ma’arif, 1980), h. 186.
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sebagai dalil** Mereka juga membahas terhadap hukum-huum syar’iyyah yang
bersifat umum yang diambil dari dalil-dalil tersebut, hal-hal yang menjadi
sarana untuk memahami hukum-hukum tersebut dari nashnya dan untuk
mengistinbatkanya dari selain nas, baik dari kaidah-kaidah kebahasaan
maupun kaidah tasyri’iyyah.?

Sebagian ulama memberikan definis dengan membagi magasid
dalam beberapa bagian, diantaranya:
a. Imam Syatibi. Menurutnya magasidsyari’ah terbagi menjadi tiga bagian,

yaitu:

1) Kemauan taklif, maknanya adalah kemauan seorang mukallaf dalam
mengerjakan beban yang telah ditentukan oleh Syari’. Selanjutnya al-
Syatibi mengatakan bahwa perkara yang maklum adalah yang sesuai
dengan perbuatan mukallaf. Sedangkan keterkaitan antara perbuatan
dengan perkaratersebut, itulah yang dimaksud oleh Syari’.

2) Magasid sebagai dalalah dari khithdb syara’ atau menurut ahli ushdl
adalah nas.

3) Magasid syari’ah dari hukum, yaitu menarik kemaslahatan dan
menghindari kesusahan.?®

b. Imam Muhammad a-Thahir Ibn Ashir. Menurutnya magashid terbagi
menjadi dua bagian, yaitu:

1) Magasid al-syari’ah al-‘ammah adalah makna-makna dan hukum yang
telah didiskripsikan oleh Syari’ dalam segenap permasalahan syar&’
tanpa mengkhususkan pada hal-hal tertentu. Pembahasannya melipuiti:
Karakteristik syari’ah, Tujuannya secara umum, makna-makna yang
mempunyai korelasi dengan pensyari’atan dan sebagainya.

2) Magasid al syari’ah al-khasah adalah tata cara yang dimaksudkan oleh

syara’ untuk merealisasikan magashid manusia yang mempunyai nilai

#Sgtria Effendi, Ushul Figh, Prenada Media, Jakarta, 2005, h. 233
%Abdul Wahhab Khalaf, Ilmu Ushul Figh (terj), Dina Utama, Semarang, 1994, h. 2
% Abdurrahman Kasdi, “Maqashid Syariah dan Hak Asasi Manusia; Study Komparatif antara
HAM Perspektif Idam dan Perundang-undangan Modern” (makalah tidak diterbitkan), h. 3
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kemanfaatan atau untuk menjaga mashlahah manusia dalam

aktifitasnya.®’

Lebih spesifik lagi, sasaran magasid syarii’ah adalah melestarikan
tatanan dunia dengan jaminan hak-hak asasi manusia, sebagai subyek dalam
pelestarian dan pemakmuran alam. Perspektif ini berusaha untuk memelihara
hak-hak manusia yang pada implementasinya terarah pada akidah,
mengekspresikan amal dan juga status sosial individu di tengah masyarakat.
Karena reformasi yang dicita-citakan oleh Islam adalah perbaikan yang
menyeluruh pada setiap permasalahan umat manusia. Kredtifitas seseorang
sangat dipengaruhi oleh keleluasaannya dalam mengaplikasikan hak-haknya,
dan kesalehannya sangat dipengaruhi oleh kelurusan akidah sebagai sumber
etika dan pemikiran. Adapun pemberdayaan sosial diawali oleh kesalehan
individu plus aturan syari’at dan lingkungan yang mempengaruhinya.

Inti dari tasyri” Islam adalah jalbu al-masalih dan dar’u al-mafsadah.
Inilah yang dimaksud dengan pelestarian tatanan dunia dan pengaturan
perilaku manusia sehingga terhindar dari tindakan-tindakan destruktif. Akan
tetapi, mashlahah ini terkait oleh besar atau kecilnya pengaruh dari kesalehan
ummah atau jamaah. Tinjauan maslahah dari sisi pengaruh ini terbagi kedalam
dlardriyah, hajjiyah dan tahsiniyah.

Secara garis besar magasid syari’ah terbagi dua bagian:

a Magashid yang dikembalikan kepada maksud syari’. Syari’ menurunkan
hukum bagi makhluknya dengan satu illat yaitu kemaslahatan manusia,
baik kemaslahatan duniawi, maupun kemaslahatan ukhrawi. Kedua, hukum
syari’ah yang dikembalikan kepada maksud mukallaf. Hal ini dapat
diimplementasikan dalam tigavisi; diar@riyah, hajiyah dan tahsiniyah.”

I bid.

% Dalam buku Figih Lintas Agama, istilah ini lebih dimudahkan dengan istilah K emaslahatan
yang bersifat primer (al-dharuriyyah), kemaslahatan yang bersifat sekunder (a-hgjiyah), dan
kemadlahatan yang bersifat suplementer (al-tahsiniyyat). Lihat Mun’im A Sirry (Ed), “Fiqih Lintas
Agama; Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis” (Jakarta; Paramadina, cet IV, 2004), h.10-11
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Menjaga magshasidsyari’ah sebagaimana yang digariskan oleh ahli
Ushul Figh terbagi kepada tiga tingkatan: dlarQriyah, hjiyah dan tahsi
niyah. Dalam figh aulawiyat kita dituntut untuk mendahulukan dlarGriyah
dari pada yang hgjjiyah. Demikian halnya jika terjadi pergesekan antara
hajiyah dan tahsi niyah, kita dituntut untuk mendahulukan hajiyah daripada
tahsiniyah. Pertama, dlarGriyah adalah bentuk kemaslahatan primer yang
mendesak untuk dipenuhi oleh masyarakat baik secara kolektif maupun
oleh masing-masing individu. Sekiranya terabaikan maka akan
mengakibatkan destruktif bagi manusia sendiri atau tatanan yang telah
mapan.

Dalam kaitannya dengan dardriyah ini sebagaimana yang akan
dirinci nanti dibagi menjadi lima bagian hifzal-din Iebih diprioritaskan
daripada hifz al nafs, dan hifz a nafs lebih diprioritaskan daripada hifz al
‘agl dan begitu seterusnya.

. Hajiyah adalah kemaslahatan yang diperlukan oleh masyarakat demi
peningkatan kestabilan tatanan hidup, atau guna terciptanya kondis yang
lebih baik. Jika mashlahah ini terabailkan bahayanya tidak sampai
mengganggu kemapanan yang ada, hanya terjadi kekurang serasian hidup.
Seperti pensyari’atan rukhsah (keringanan) dalam hifzal-din, dan hifznad
menasabkan anak hasil adops kepada orang tua asli dan diperbolehkannya
berbuka puasa bagi musafir serta yang sakit. Termasuk dalam hal ini
penciptaan cara-caralain sebagai sad al dzarai’.

. Tahsiniyat adalah ha-ha yang dibutuhkan untuk menumbuhkan sikap
kepribadian dan kemuliaan akhlak, berorientasi pada legitimasi sosia yang
tidak kontradiktif dengansyari’at. Kemashlahatan tahsniyat melahirkan
kondiss umat yang mendekati kesempurnaan, sehingga bisa menarik
simpati dari umat lain terhadap masyarakat 1slam. Seperti disyari’atkannya
menjaga kebersihan, berhias dan dalam mu’amalah terdapat pelarangan

menjual barang ngjis dan kotoran yang membahayakan kesehatan umum.
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Lebih terperinci lagi, magasidsyari’ah dalam visi dar(riyah terbagi

menjadi lima yang kemudian lebih dikenal dengan al-kulliyatal-khams,

diantaranya:

1) Hifz al-din; (Perlindungan terhadap keyakinan agama). Syari’ah Islam

mengajarkan untuk menciptakan sikap hormat dan menjaga keyakinan
yang ada, agar dalam masyarakat yang berada di dalam naungan
syari’ah Islamiyyah, agama yang bervarias dapat hidup berdampingan
secara damai, saling menjaga dan menghormati, tidak terjadi saling
intervensi dan interpolasi gjaran,?® sehingga keyakinan masing-masing
tergambar jelas, (QS. a-Ka&firun 109: 1-6). Syari’ah Islam juga melarang
ada pemaksaan untuk memeluk agama di luar keyakinannya (QS. al-
Bagarah 2. 256). Dampaknya adalah membuahkan kerjasama yang
seimbang antara ummat beragama dalam kegiatan socia, ekonomi,
pertahanan, keamanan, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Yang
digambarkan oleh QS. al-Mumtahanét: 8.

2) Hifdz al-nafs (Perlindungan terhadap keselamatan jiwa); Islam

mengagarkan untuk memelihara dan menghormati keamanan dan
keselamatan diri manusia, dan menjadi tetap dihormatinya kemuliaan,
martabat manusia sebagai anugrah dari Alah swt. Dampaknya adalah
terjaminnya ketentraman dan kondisi masyarakat yang santun dan
beradab (masyarakat madani/civil society), (QS. a-An’am 6: 151), (a-
Bagarah 2: 179).

3) Hifdz al agl (Perlindungan terhadap eksistens akal); akal adalah dimens

paling penting dalam kehidupan manusia. Keberadaannya menjadi
pembeda utama dengan makhluk lain serta menjadi alasan mengapa
Allah menetapkan kewajiban-kewajiban-Nya kepada manusia. Akal juga
amat menentukan baik buruknya perilaku hidup dan peradaban. Oleh

karena itu, syar”’ah Idam menggarkan untuk memelihara dan

% Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, “Magashid Syari’ah”, (Jakarta; Amzah, 2009) h.14-20
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mengembangkan kejernihan apemikiran manusia serta amannya produk
pemikiran manusia, sehingga tidak mudah kegalauan dan kebingungan
yang dapat menimbulkan keberingasan. Oleh karena itu apapun yang
dapat merugikan fungsi pemikiran, baik dalam bentuk fisitk maupun non
fisik, dicegat oleh syari’at Islam.Perlindungan terhadap kerusakan
pemikiran maupun fungsi agliyah manusia merupakan kebutuhan yang
sangat vital bagi masyarakat yang menginginkan kemajuan, sebab hal ini
merupakan kebutuhan semua orang tanpa memandang suku, bangsa
ataupun agama. (QS. al-Méidah 5: 90).

4) Hifz al-nad (Perlindungan terhadap keturunan); Islam mengagarkan
untuk memelihara dan menghormati sistem keluarga (keturunan),
sehingga masing-masing orang mempunyai nasib dan garis keluarga
yang jelas demi kepentingan di dalam masyarakat guna mewujudkan
kehidupan yang tenteram dan tenang. (QS. a-Rdm 30: 21).

5) Hifzal-mal (Perlindungan terhadap harta); Islam mengagjarkan untuk
menjamin  perkembangan ekonomi  masyarakat yang saling
menguntungkan, menghormati dan menjaga kepemilikan yang sah
sehingga dapat tercipta dinamika ekonomi yang santun dan beradab
(economical civility). Untuk itu Islam menggakan tata cara
memperoleh harta, seperti hukum bolehnya jual beli disertai persyaratan
keridlaan dua belah pihak dan tidak ada praktik riba dan monopoli, (QS.
al-Bagarah 2: 275), (QS. a-Nisa4: 29).%

Dalam perspektif pemikiran hukum Islam, al-Syatibi merupakan
seorang ulama klasik yang banyak membicarakan tentang magasid al-syari’ah
pada zamannya, abad ke-8 hijriyah dengan karya monumentalnya al-
Muwaffagat fi Usul al-Syari’ah.Berikut ini akan diuraikan pengertian magasid

syari’ah dan perannya dalam menetapkn hukum menurut pandangan Imam al-

Moh. Zahid, “Islam Kaffah dan Implementasinya (mencari Benang Merah Tindak Kekerasan
atas nama Islam)” dalam KARSA: Jurnal Studi Keislaman, Vol. IX No. I April 2006, (Pamekasan:
STAIN Pamekasan 2006) h., 814-815.
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Syatibi, seorang filosof hukum Islam dari Spanyol yang hidup pada masa
keemasan Granada sekitar abad ke-14.

Al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan
al-magasid. Kata-kata itu ialah magasid al-syariah, al-magasid al-syar’iyyah,
dan magasid min syar’i al-hukm. Meskipun demikian, beberapa kata tersebut
mengandungpengertian yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh
Allah sat.?

Menurut al-Syatibi yang dimaksud dengan al-maslahah® dalam
pengertian syari’ mengambil manfaat dan menolak mafsadat yang tidak hanya
berdasarkan kepadaakal sehat semata, tapi dalam rangka memelihara hak
hamba.

Sehubungan dengan hal inilah, justifikasi pendapat al-Syatibi patut
dikemukakan bahwa akal tidak dapat menentukan baik dan jahatnya sesuatu,
maksudnya adalah akal tidak boleh menjadi subjek atas syariat.®* Di sini
sebenarnya dapat dipahami bahwa al-Syatibi dalam membicarakan maslahat
memberikan dua dawabih al-maslahat (kriteria maslahat) sebagai batasan:
Pertama, madlahat itu harus bersifat mutlak, artinya bukan relatif atau
subyektif yang akan membuatnya tunduk pada hawa nafsu. Kedua, maslahat
itu bersifat universal (kulliyah) dan universalitas ini tidak bertentangan dengan
sebagian juziyat-nya 3%

Daam al-Muwéfaqgat, al-Syatibi membagi al-magasid dalam dua
bagian penting, yakni maksud syari’ (qasd al-syari’) dan maksud mukallaf
(gasdu al-mukallaf). Tujuan-tujuan syariat dalam Magasid al-Syari’ah menurut
al-Syatibiditinjau dari dua bagian. Pertama, berdasar pada tujuan Tuhan selaku
pembuat syariat. Kedua, berdasar pada tujuan manusia yang dibebani syariat.
Pada tujuan awal, yang berkenaan dengan segi tujuan Tuhan dalam

3y usdani. Peranan Kepentingan Umum DalamReakitualisasi Hukum; Kajian Konsep Hukum
Islam Najamuddin al-Thufi, (Y ogyakarta: Ull Press, 2000), h. 50

“Ibid., h. 8

#Asmuni, Penalaran Induktif Syatibi dan Perumusan al-Magosid Menuju ljtihad yang
Dinamis, dikutip dari www.yusdani.com.
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menetapkan prinsip garan syariat, dan dari segi ini Tuhan bertujuan
menetapkannya untuk dipahami, juga agar manusia yang dibebani syariat dapat
mel aksanakan, kedua, agar mereka memahami esensi hikmah syari’at tersebut.

Agar dapat memahami Magasid al-Syari’ah atau tujuan syariah
secara sempurna, maka terlebih dahulu paparkan beberapa unsur dari magasid
al-syari’ah, yaitu Hakim, Hukum, Mahkum Fih dan Mahkum Alaih.

Al-Syatibi ketika berbicara mengenai maslahat dalam konteks al-
magasid mengatakan bahwa tujuan pokok pembuat undang-undang (Syari’)
adalah tahgiq masalih al-khalgi (meredlisasikan kemaslahatan makhluk),
bahwa kewajiban-kewajiban syari’at dimaksudkan untuk memelihara al-
magasid.

Allah swt., menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain untuk
mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudaratan (jalbal-masalih wa
dar’u al-mafasid). Aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk
kemaslahatan manusia.®

Senada dengan hal tersebut menurut al-Syatibi, seorang mujtahid
berkewajiban memberikan pertimbangan hokum terhadap apa yang telah digali
dari al-Qur’an atauSunnah berdasarkan situasi dan kondisi yang mengitari
objek hukum. Apabila hukum yang dihasilkan dari ijtihadnya itu tidak cocok
diterapkan pada objek hukum karena penergpan hukum itu membawa
kemudaratan, maka mujtahid itu harus mencarikan hukum lain yang lebih
sesuai, sehingga kemudaratan bisa dihilangkan dan kemaslahatan dapat
tercapai. Teori inilah yang dikenal dengan sebutan nazariyyahi’tibar al-

ma’al.®

¥y usuf Qardawi menjelaskan bahwa di antara hukum-hukum hasil ijtihad terdapat hukum
yang landasannya kemaslahatan temporal, yang bisa berubah menurut perubahan waktu dan keadaan,
berarti harus ada perubahan hukum yang menyertainya, lihat, Y usuf al-Qardawi, Pedoman Bernegara
Dalam Perspektiflslam, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 1999), h. 256-260.

*Yusdani, “Ijtihad dan Nazariyyah I'tibar Al-Ma’al”’, dikutip dari www.yusdani.com,diunggah
pada tanggal 19 Februari 2018



25

Syariat Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk mewujudkan
kesejahteraan manusia secara keseluruhan.*Magasid Syariah berarti tujuan
Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Kemaslahatan
yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan,
yaitu kebutuhan dar(riyat, kebutuhan hajiyat, dan kebutuhan tahsiniyat.*’

Tingkatan pertama, kebutuhandaruriyat ialah tingkat kebutuhan yang
harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini
tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia
maupun di akhirat kelak.

Menurut al-Syatibi ada lima ha yang termasuk dalam kategori ini,
yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara
kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. Untuk memelihara lima
pokok inilah Syari’at Islamditurunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan
ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara
lima pokok diatas. Tujuan disyariatkan perang adalah untuk melancarkan jalan
dakwah bilamana terjadi gangguan dan menggak umat manusia untuk
menyembah Allah. Melalui ayat kedua diketahui bahwa mengapa disyariatkan
gisaskarena dengan itu ancaman terhadap kehidupan manusia dapat
dihilangkan.

Tingkatan kedua, kebutuhan hajiyat ialah kebutuhan-kebutuhan
sekunder, di mana jika tidak terwujudkan tidak sampa mengancam
kesdlamatannya, namun akanmengalami  kesulitan. Syari’at Islam
menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum rukhshah (keringanan)
seperti dijelaskan Abd a-Wahhab Khallaf, adalah sebagaicontoh dari
kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini. Contoh jenis magasid ini
dalam bidang ekonomi Islam misalnya mencakup kebolehan melaksanakan

akad mudharabhah, muzara’ah, musagat dan bai’ salam, serta berbagai

Alaiddin Koto, IImu Figih dan Ushul Figih, (Jakarta: Rajawali Press, 20061), h. 121.
Abu Ishag al-Syatibi, Al-Muwafagat, (Beirut: Darul Ma’rifah, 1997), jilid 1-2, h. 324.



26

aktivitas ekonomilainnya yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan dan
menghilangkan kesulitan.

Dalam lapangan ibadat, Islam mensyariatkan beberapa hukum
rukhshah (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam
menjalankan perintah-perintah taklif. Misalnya, Islam membolehkan tidak
berpuasa bilamana dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat
diganti pada hari yang lain dan demikian juga halnya dengan orang yang
sedang sakit. Kebolehan meng-gasar shalat adalah dalam rangka memenuhi
kebutuhan hajiyat ini.

Tingkatan ketiga, kebutuhan tahsiniyat ialah tingkat kebutuhan yang
apabilatidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok
di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa
kebutuhan pelengkap, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat
yang sesual dengan tuntutan moral dan akhlak. Contoh jenis al-magasid ini
adalah antara lain mencakup kesopanan dalam bertutur dan bertindak serta
pengembangan kualitas produksi dan hasil pekerjaan. Jenis kemaslahatan ini
lebih memberikan perhatian pada masalah estetika dan etika, masuk dalam
katagori ini misalnya garan tentang kebersihan, berhias, shadagah dan
bantuan kemanusiaan. Kemaslahatan ini juga penting dalam rangka
menyempurnakan kemaslahatan primer dan skunder.

Daam berbaga bidang Allah mensyariatkan hal-ha yang
berhubungan dengan kebutuhan tahsiniyat. 1slam menganjurkan berhias ketika
hendak ke Magjid, menganjurkan memperbanyak ibadah Sunnah.

Pengetahuan tentang Magashid Syari’ah, seperti ditegaskan oleh Abd
al-Wahhab Khallaf, adalah hal yang sangat penting yang dapat dijadikan alat
bantu untuk memahami redaks al-Qur’an dan Sunnah, menyelesaikan dalil-

dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan
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hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh al-Qur’an dan Sunnah
secara kajian kebahasaan.*®

Metode istinbat, seperti qgiyas, istihsan, dan maslahah mursalah
adalah metode-metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas
magasid syari’ah. Qiyas, misalnya, baru bisa dilaksanakan bilamana dapat
ditemukan magqasid syari’ahnya yang merupakan alasan logis (“illat) dari suatu
hukum. Sebagai contoh, tentang kasus diharamkannya minuman khamar (QS.
al-Maidah: 90). Dari hasil penelitian ulama ditemukan bahwa magasid syari’at
dari diharamkannya khamar ialah karena sifat memabukkannya yang merusak
aka pikiran. Dengan demikian, yang menjadi aasan logis (‘illat) dari
keharaman khamar adalah sifat memabukannya, sedangkan khamar itu sendiri
hanyalah sebagai salah satu contoh dari yang memabukkan.

Dari sini dapat dikembangkan dengan metode analogi (giyas) bahwa
setigp yang sifatnya memabukkan adalah juga haram. Dengan demikian, ‘illat
hukum dalam suatu ayat atau hadis bila diketahui, maka terhadapnya dapat
dilakukan giyas (analogi). Artinya, giyas hanya bisa dilakukan bilamana ada
ayat atau hadis yang secara khusus dapat dijadikan tempat meng-qiyas-kannya
yang dikenal dengan al-magqis ‘alaih (tempat meng-qiyas-kan).

Jika tidak ada ayat atau hadis secara khusus yang akan dijadikan al-
magis ‘alaih, tetapi termasuk ke dalam tujuan syariat secara umum seperti
untuk memelihara sekurang-kurangnya salah satu dari kebutuhan di atas tadi,
dalam hal ini dilakukan metode maslahah mursalah. Dalam kajian Ushul Figh,
apa yang dianggap maslahat bila sgjalan atau tidak bertentangan dengan
petunjuk-petunjuk umum syariat, dapat diakui sebagai landasan hukum yang
dikena dengan maslahat mursalah.

Jika yang akan diketahui hukumnya, itu telah ditetapkan hukumnya
dalam nash atau melalui giyas, kemudian karena dalam satu kondisi bila

ketentuan itu diterapkan akan berbenturan dengan ketentuan atau kepentingan

#Bsatria Effendi, Op. Cit. h. 237.
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lain yang lebih umum dan lebih layak menurut syara’ untuk dipertahankan,
maka ketentuan itu dapat ditinggalkan, khusus dalam kondisi tersebut. Ijtihad
seperti ini dikenal dengan istihsan. Metode penetapan hukum melalui magasid
syari’ah dalam praktik-praktik istinbat tersebut, yaitu praktik giyas, istihsan,
dan istisah (maslahah mursalah), dan lainnya seperti istishab®, sadd al-
zari’ah, dan ‘urf (adat kebiasaan), disamping disebut sebaga metode
penetapan hukum melalui magasid syari’ah, juga oleh sebagian besar ulama
Ushul Figh disebut sebagai dalil-dalil pendukung, seperti telah diuraikan secara
singkat pada pembahasan dalil-dalil hukum di atas.

Diskursus magashid al-syari‘ah sebelum al-Syatibi banyak berkutat
pada persoalan ‘illah hukum dan maslahah sebagai landasan perumusan
hukum. Karena waktu itu para ulama ushul banyak yang merangkap sebagai
teolog atau ulama kalam, maka banyak wacana di bidang ushul fikih juga
dieksplorasi oleh para teolog termasuk diskursus magashid al-syari‘ah. Salah
satu hasilnya adalah diskursus mengenai hukum kausalitas yang sebenarnya
ada perbedaan paradigma yang tidak bisa dicampuradukkan antara kausalitas
dalam kerangka filsafat hukum dan kausalitas dalam kerangka teologi.

Menurut al-Syatibi, dalam merumuskan hukum, motif Allah adalah
kemaslahatan manusia dan dari premis awal inilah perdebatan tentang hukum
kuasalitas dimulai. Namun, pengertian sebab, kausa atau motif dalam ilmu
kalam tidak bisa disamakan dengan pengertian ‘illah dalam ushul fikih. Ada
peralihan makna atau perubahan semantik ‘illah dari studi teologi menuju studi
filsafat hukum.*

Al-Syatibi berpendapat bahwa maslahah sebagai motif syari’ah
diketahui melalui metode induktif, baik sebagai grand themesyari’ah secara
umum maupun sebagal penjelasan atas alasan-alasan sebuah hukum atau

¥Secarabahasa Arab berarti, pengakuanadanyapenghubungan. Sedangkan menurut para ahli

ilmu ushul figh adalah menetapkan hokum atas sesuatu berdasarkan keadaan sebelumnya, sehingga ada
dalil yang menunjukkan atas perubahan keadaan tersebut. Atau menetapkan hukum yang telah tetap
pada masa yang lalu dan masih tetap pada keadaannya itu, sehingga ada dalil yang menunjukkan atas
perubahannyaitu. Abdul WahhabKhallaf, Op. Cit, h. 127.

“Ibid.
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perintah secara rinci. Al-Syatibi memberikan contoh yang telah dijelaskan

alasan-alasannya dalam a-Qur’an. Misalnya, perintah wudlu yang motifnya

adalah kesucian, perintah berpuasa yang motifnya adalah ketakwaan dan
kesalehan dan perintah berjihad yang motifnya adalah kemerdekaan.**

Doktrin magashid al-syari‘ah merupakan suatu usaha penegakkan
maslahah sebagai unsur esensial dalam tujuan-tujuan hukum. Al-Syatibi
memfalsifikas studi magasid al-syari‘ah menjadi dua tingkatan, dari sudut
magasid al-syari‘ atau tujuan Allah sebagai pembuat hukum dan dari sudut
pandang magasid al-mukallaf atau subjek hukum.

Kemaslahatan sebagai magasid al-syari‘ mempunyai arti bahwa
Allahlah yang memutuskan sebuah kemaslahatan.Meskipun demikian, al-
Syatibi menyadari bahwa kondisi ini tidak bersifat final. Al-Syatibi mengakui
bahwa kemaslahatan versi Allah ini masih bisa dipahami dan dibuka ruang-
ruang diskursifnya. Magasid al-syari‘ah versi Allah ini mencakup empat aspek
pengertian, yaitu:

1) Kemaslahatan sebagai dasar tujuan syari’at. Aspek ini membicarakan
tentang pengertian, tingkatan, karakteristik dan relatifitas atau keabsolutan
maslahah.

2) Syari’at sebagai sesuatu yang harus dipahami. Aspek ini mendiskusikan
dimensi linguistik dalam persoalan taklif. Perintah yang merupakan bentuk
taklif harus bisa dipahami oleh semua mukallaf baik pemahaman kata dan
kalimatnya maupun pemahaman linguistik dan kulturalnya. Dalam aspek
ini al-Syatibi menggunakan dua istilah, al-dalalah al-ashliyyah atau
pengertian esensial dan al-dalalah al-ummumiyyah atau common sense.

3) Syari’at semata-mata sebagai kewagjiban yang harus dilaksanakan. Aspek
ini menganalisa pengertian taklif dalam kaitannya dengan kemampuan

manusia, kesulitan yang dihadapi dan lain-lain.

“1bid
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4) Tujuan syari’at membawa mukallaf ke bawah naungan hukum. Aspek ini
bermakna mewujudkan kepatuhan manusia di bawah hukum Allah.
Manusia harus dibebaskan dari belenggu hawa nafsu.**

Dari sudut magashid al-mukallaf, a-Syatibi mengangkat pembahasan
tentang kehendak dan perbuatan-perbuatan manusia. Dalam hal ini a-Syatibi
membahas beberapa konsep yang berkaitan dengan tujuan versi mukallaf yaitu
tentang konsep mashlahah, dalalah, taklif, ta‘abbud dan niat. Penelitian ini
hanya akan membahas konsep maslahahnya sgja.*?

Daam pandangan Al-Syatibi, bahwa jika diteliti selurun hukum
dalam syari’ah, maka semuanya itu dibuat untuk tujuan yang satu, yaitu
kemaslahatan manusia (masalih al-ibad). Atas dasar inilah, Al-Syatibi dikenal
sebagal salah satu tonggak penting dalam sgjarah hokum Islam, sebab dialah
salah satu ulama yang paling menekankan pentingnya “kemaslahatan” sebagai
dasar pemahaman atas hukum Islam.*

Menurut Al-Syatibi, maslahat itu bertingkat-tingkat atau hirarkis. Ada
3 (tiga) tingkatan kemaslahatan: daruriyyat (maslahat yang urgen), hajiyyat
(maslahat pendukung), dan tahsiniyyat (maslahat penyempurna/aksesoris).
Maslahat tingkat kedua tentu tidak sepenting maslahat tingkat pertama, dan
maslahat tingkat ketiga tentu tidak sepenting maslahat tingkat kedua.

Menurut al-Syatibi, maslahat paling dasar dalam agama adalah lima:
menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga keturunan, menjaga hak milik, dan
menjaga akal. Yang apabila dikembangkan penafsirannya, kelima maslahat itu
akan berbunyi sebagai berikut, yaitu melindungi kebebasan beragama,
melindungi  kelangsungan hidup, melindungi kelangsungan keturunan,

melindungi hak milik, dan melindungi kebebasan berpikir.

2| bid.
“pid.
“Ipid.
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Jika kita tafsirkan dalam bahasa kontemporer, maka kelima maslahat
itu akan mencakup perlindungan atas sekurang-kurangnya 3 hak: hak-hak sipil,
hak-hak ekonomi, dan hak-hak budaya.

Secara bahasa magasid al-syarillah terdiri dari dua kata yaitu
magashid dan Syarillah. Magasid berarti kesenggjaan atau tujuan, magashid
merupakan bentuk jama’ dari magsud yang berasal dari suku kata gashada
yang berarti menghendaki atau memaksudkan, magashid berarti hal-ha yang
dikehendaki dan dimaksudkan.*

Magasid Syari’ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya daam
merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat
al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu
hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Sebagaimana
dikemukakan oleh Abu Ishag a-Syatibi bahwa tujuan pokok disyariatkan
hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di
akherat. Lebih lanjut Abu Ishaq al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para
ulama terhadap ayat-ayat al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-
hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia,
baik di dunia maupun akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu
menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan dharriyat,
kebutuhan hajiyat, dan kebutuhan tahsiniyat.*®

Darlriyah adalah kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi, jika
tidak maka akan mengakibatkan kerusakan (kehancuran) baik di dunia ataupun
di akhirat. Yang termasuk dalam cakupan al-magéasid al-‘ammah yang bersifat
daruriyah ini ada lima, yaitu pemeliharaan agama (hifz al-Din), pemeliharaan
Jjiwa (hifz al-Nafs), pemeliharaan keturunan (hifz al-Nasl), pemeliharaan harta
(hifz al-Mal) dan pemeliharaan akal (hifzal-‘Aql). ¥

| bnu Mansur al-Afrigi, Lisan al-Arab, Juz 8, (Beirut: Dar al-Sadr, t.th), h. 175
“®Abu Ishaq al-Syatibi, Al-Muwafagat, jilid 1-2, (Bairut: Dar al-Ma’rifah, 1997), h. 324
ATy 1

[bid.
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Sedangkan hajiyah merupakan kebutuhan yang diperlukan demi
memperoleh kelapangan serta terhindar dari kesulitan dalam meraih lima
kebutuhan dasar sebelumnya (dardriyah). Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi
maka seorang mukallafakan mengalami kesulitan (mashaqgah), hanya sga
kesulitan itu tidak sampai mengakibatkan kerusakan dan kehancuran
sebagaimana yang terjadi ketika kebutuhan darlriyah tidak terpenuhi.

Adapun yang yang dimaksud tahsiniyah, yaitu mengambil hal-hal
baik yang sgaan dengan kebiasan-kebiasaan baik serta menghindari hal-hal
buruk yang dipandang rendah oleh akal. Ketiadaan kebutuhan tahsiniyah tidak
sampal menyebabkan kesulitan pada diri seeorang mukallaf, namun
keberadaannya sejalan dengan prinsip moralitas yang mulia seperti etika
makan, etika berinteraksi, etika menjalankan ibadah dan lain sebagainya ®
Dengan ungkapan lain, tahsiniyah ini berfungs mempercantik tujuan syariah
(beautifying purposes).

2. Teori Pembaruan Hukum
Hukum Islam yang bersifat universal, untuk segala waktu dan tempat,
kondisi, niat dan kultur. la diturunkan sebagai rahmat dan petunjuk bagi umat
manusia yang sifatnya serba mencakup, ini diyakini dapat memberikan
pemecahan terhadap problem-problem baru yang dihadapi masyarakat. Jadi,
perubahan sosial memang merupakan sebab langsung terhadap perkembangan
hukum Islam.

Sgjatinya, hukum akan selalu berubah sesuai dengan situasi dan kondisi
sosio-antropologis serta kultur tertentu, sehingga dijelaskan dalam prinsip
Islam, bahwa al-1slam salihun likulli zaman wa makan, bahwa hukum Islam
mampu menerapkan serta menyikapi segala lini kehidupan. Kemudian dalam
kaidah fighiyyah, bahwa perubahan hukum dalam fikih dibenarkan, bahkan

bisa menjadi suatu keharusan jika kondisi sosiologis masyarakat berubah.

“8 Lihat dalam Sa’id Ramadan al-Buti, Dawabit al-Maslahah fi al-Shari’ah al- Islamiyah,
(Damaskus, Muassasah a-Risalah, t.t.), h. 119-120
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Sebuah kaidah tentang perubahan hukum yang dinisbatkan kepada Ibnu
Qayyim al-Jauziyyah berbunyi:
a0 gall g g VY AW Y iy L AOR s HRAY) s
Artinya: ““Perubahan dan perbedaan hukum adalah disebabkan perbedaan
tempat, masa kondisi, motivasi dan budaya™.*

Kaidah tersebut tidak hanya dikemukakan oleh Ibnu Qoyyim, namun
jugaoleh ulamayang lain. Seperti kaidah yang berbunyi:
Sl iady AR RS Ty
Artinya: “Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan masa”.>
Secara operasional, acuan perubahan hukum menurut kaidah usul fikih
adalah menurut ada atau tidak adanya ‘“illat hukumnya.illatadalah suatu sifat
pada suatu hal yang hukumnya ditetapkan oleh nash (al-aslu), yang diatas
ditegakkan hukum. Di mana ada ‘illat disitu ada hukum, dan sebaliknya, tidak
adanya ‘illat penyebab, tidak ada hukum. Kaidah usul fikih itu adalah:
L'y 155y adle a5 251
Artinya: “Hukum itu beredar pada ‘illatnya, baik adanya hukum maupun tidak
adanya™™

Namun ‘illat bukan satu-satunya acuan hukum.Adapun kaidah yang
menyatakan bahwa acuan hukum adalah kemaslahatan. Sebagaimana kaidah
dibawah ini:

Bl ALl a A5A))
Artinya: “Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang lebih kuat.*

“Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (691-751H) adalah seorang Imam Sunni, cendikiawan, dan ahli
fikih yang hidup pada abad ke-13. la adalah ahli fikih mazhab Hanbali, disamping itu juga beliau ahli
tafsir, ahli hadis, menghafal al-Qur’an, ahli ilmu Nahwu, ahli Usul, ahli ilmu Kalam, sekaligus seorang
Muijtahid. Murid Syaikh a-Islam Ibnu Taimiyyah dalam bidang IImu Fikih. Beberapa karya besarnya
antara lain; Tahdzib Sunan Abi Dawud, I’lam al-Muwaqqi’in an Rabbil ‘Alamin, Ighatsatul Lahfan fi
Hukmi Thalaqgi al-Ghadlban, Ighatsatul Lahfan fi Masha’id al-syaithan, Bada’i’ul Fawa’id, Amtsalul
Qur’an dan Buthlanul Kimiya” min Arba’ina Wajhan.

* Muhammad Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, I’lam al-Muwagqgi’in ‘an Rabb al-‘Alamin, (Bairut:
Dar a-jalil, tt.), h. 3

>'Ali Ahmad Gulam Muhammad al-Nadawi, al-Qawa’id al-Fighiyah, Cet. 3, (Damaskus: Dar al-
Qolam, 1994), h. 125
>l bid.
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B oSa L daliaal) Gaa g Waad sl adbas e g0 2Sall
Artinya: ”Hukum berputar bersama kemaslahatan manusia, maka dimanapun
ditemukan kemaslahatan disitulah hukum Allah™.

Istisah secara etimologi ialah faedah, guna. Sedangkan kemaslahatan
berarti kegunaan kebaikan, manfaat dan kepentingan.>* Mengenai makna kata
manfaat yang berarti guna dan faedah. Sedangkan manfaat adalah manfaatnya,
gunanya berfaedah. Manfaat juga diartikan sebagal kebaikan (lawan kata
mudarat) yang berarti rugi atau buruk.*Suatu kemaslahatan yang tidak
disinggung oleh syara’ dan tidak pulaterdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk
mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan
mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. Maslahat mursalah
disebut juga maslahat yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang mengakui
kesahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara maslahat
mursalah semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti
untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan (kerusakan) dan
kerusakan bagi manusia.*®®
Teori Perilaku Hakim

Hakim harus memilih nilai-nilai yang terpenting terhadap suatu perkara
yang dihadapkan kepadanya.®’ Para hakim itu selalu bergumul dan berdialog
dengan nilai-nila pada waktu menangani suatu perkara. Jka hakim
menyimpangi nilai-nilai yang dianut, makaia boleh jadi akan merasa bersal ah,
berdosa, tidak enak tidur, dan perasaan-perasaan yang menghantui lainnya. Hal
ini berlaku bagi hakim yang mempunyal kepekaan moral dan hatinurani.

Tetapi jika hakim tersebut tidak mempunya kepekaan moral dan hati
nurani, maka yang diikuti adalah dorongan nafsu dan kepentingan yang

2018

*%Jalaluddin al-Suyuti, al-Asybah al-Naza’ir, (Bairut: Dar al-Fikr, tt.), h. 176
> Depertemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op.Cit., h. 637
*Ibid., h. 626
*Ibid., h. 181
*Wawancara dengan Andi Syamsu Alam, Hakim Agung di MA RI, pada tanggal 20 Agustus
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menguntungkan dirinya®® Proses penanganan perkara oleh hakim di
pengadilan tidak hanya urusan teknis yuridis dan prosedura penerapan
peraturan semata-mata, akan tetapi melibatkan orientasi nilai-nilai yang dianut
oleh hakim.

Daam proses menjatuhkan suatu putusan, terjadi proses berpikir,
menimbang-nimbang, dan dialog hakim dengan nilai-nilai yang bersemayam di
dalam alam kejiwaan hakim tersebut. Sangat tepatapa yang dikatakan oleh
Ronald Beiner putusan hakim merupakan”...mental activity that is not bound to
rules’. Hakim akan memilah dan memilih nilai-nilai apa yang akan
diwujudkan. Perwujudan dan pilihan terhadap nilai-nilai tersebut dalam praktik
sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang meliputi: tingkat kepentingan,
pengetahuan, kebutuhan hidup, lingkungan dan kebiasan serta karakter pribadi
hakim.

Faktor-faktor tersebut akan sangat menentukan arah hakim dalam
memutuskan perkara®*Dalam praktik terjadi pergeseran pilihan nilai-nilai
yakni dari nilai-nilai dasaratau ideal atau nilai objektif hukum ke nilai-nilai
instrumental atau pragmatis atausubjektif yang dipentingkan oleh subjek pada
waktu dan konteks tertentu denganberbagai cara dan kesempatan yang dapat
dimanfaatkan.

Ha ini mempunya makna bahwa dalam menangani perkara, hakim
tidak dapat steril dari kepentingan-kepentingan di luar aspek hukum. Kondisi
objektif menunjukkan adanya beberapa faktor yang ikut mempengaruhi
putusan hakim, seperti kepentingan dan kebutuhan hidup yang bersifat
materia/finansial, dinamika dari lingkungan organisasi, dari luar, pengaruh

sifat pribadi, dan pengaruh keadaan masa lalu atau kebiasaan lama.

58) 1
[bid.
*®Makalah pada Seminar Nasional “Legal Hermeneuticssebagai Alternatif Kajian Hukum”.
Semarang 24 Nopember 2007. h. 3
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Demikian pula mafia peradilan (judicial corruption) jugaikut mewarnai
proses hakim dalam proses pengambilan putusan.®® Secara normatif, hakim
diberikan kebebasan oleh hukum untuk mengadilisesuai dengan keyakinannya
tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Hakim bebasmemutuskan perkara
berdasarkan pikiran dan hati nuraninya dan juga bebas daricampur tangan
pihak ekstra yudisial. Segala campur tangan dalam urusan peradilanoleh pihak-
pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-halyang
tersebut dalam undang-undang.®*

Namun demikian, yang terjadi di dalampraktik ketentuan normatif
tersebut tidak sepenuhnya menunjukkan ha yangsesungguhnya. Pada tataran
praktik, terdapat sebagian kalangan hakim yang tidaksepenuhnya menjalankan
fungsinya secara otentik untuk mewujudkan tujuanhukum yang sebenar-
benarnya. Fungs penegakan hukum vyang semestinyadiarahkan untuk
mencapai tujuan objektif hukum yakni “Demi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam proses perjalanannyamengalami distors,
disfungsi dan bahkan mal-fungs yang dilakukan oleh penegakhukum sendiri,
termasuk dalam hal ini hakim. Keadaan ini digambarkan sebagai “Mafioso
Peradilan”.

Dari perspektif ini hakim dalam menangani suatu perkara yang
digjukankepadanya tidak dapat lepas dari pilihan nilai-nilai yang dianut dan
diyakininyayang ada di dalam benak kepala hakim tersebut yang itu pula
mempengaruhi  sikapdan perilakunya untuk menentukan salah tidaknya
seseorang (terdakwaltergugat) dan menentukan pula vonis yang layak
dijatuhkan kepada terdakwa, jikaia divonisbersalah.

Pilihan terhadap nilai-nilai itu pula yang sangat menentukan kualitas
dariputusan hakim yang dianggap benar dan adil. Dalam praktik terekam
bahwaaktivitas hakim dalam menangani suatu perkara, banyak sekali

®Tentang mafia peradilan pernah diteliti oleh Wasingatu Zakiyah, dkk. Silakan baca buku
Wasingatu Zakiyah etall., Menyingkap Tabir Mafia Peradilan, ICW, Jakarta, 2002

1S0edikno Mertokoesumo, “Sistem Peradilan di Indonesia”, Jurnal Hukum FH-UII. No.9. Vol.
4 Oktober 1997
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godaannya terutamagodaan yang bersifat materia. Dalam konteks ini,
penanganan suatu perkara dapatmenjadi sumber komoditi untuk mendapatkan
keuntungan secara material. Singkatkata, aktivitas hakim dalam memutuskan
perkara sangat rentan dengan praktik-praktik koruptif®.

Kondisi faktual membuktikan dan sekaligus memperkuat tesis
yangmenyatakan bahwa terdapat dua tipe hakim dalam memutuskan perkara.
SatjiptoRahardjo pernah membuat penggolongan hakim di Indonesia menjadi
dua, yaitu:(i) Tipe hakim yang apabila memeriksa, terlebih dahulu menanyakan
hati nuraninyaatau mendengarkan putusan hati nuraninya dan kemudian
mencari pasal-pasal danperaturan untuk mendukung putusan itu; dan (ii) Tipe
hakim yang apabila memutusterlebih dahulu berkonsultasi dengan kepentingan
perutnya dan kemudian mencaripasal-pasa untuk memberikan legitimasi
terhadap putusan perutnya®*Merespon kondisi faktual tersebut terdapat
beberapa sikap hakim yang dapatdigukan, yaitu: pertama, hakim yang
memang rakus dan aktif menawarkanpenyelesesaian perkara dengan meminta
imbalan materi.

Hakim ini dikategorikansebagai hakim materialis. Kedua, hakim yang
selalu mengikuti arah angin, jika diberihadiah oleh pihak-pihak yang
berkepentingan diterima, kalau tidak diam sgja.Golongan ini yang paling
banyak jumlahnya. Hakim ini dikategorikan hakimpragmatis. Ketiga, hakim
yang aktif menolak pemberian apapun dari pihak-pihaktertentu (terdakwa),
akan tetapi golongan ketiga ini sangat sedikit jumlahnya. Hakimini
dikategorikan hakim idealis.Berdasarkan kondisi exsiting hasil studi di atas,
dapat digolongkan tiga tipologiperilaku hakim dalam menangani perkara
dengan karakteristiknya masing-masingyaitu hakim materialis, pragmatis, dan
idealis seperti digambarkan berikut ini.**

4\ awancara dengan Andi Syamsu Alam, Hakim Agung di MA RI

®3satjipto Rahardjo, Kompas, 1 Agustus, 1996

®Tiga Kecenderungan Perilaku Etik Hakim dalam Menangani Perkara Materialis- Sangat
dipengaruhi oleh orientasi pada nilai-nilai kebendaan dalam menangani perkara Pragmatis- Sangat
dipengaruhi olehorientas pada situasiyang menguntungkandalam menanganiperkaraldealis- Sangat
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Rekonstruks  Perilaku Etik Hakim Berbasis Hukum Progresif
Rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau
menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.®
Sesuatu yang dimaksudkan di sini adalah perilaku etik hakim dalam
menanganiperkara di pengadilan. Perilaku etik hakim adalah perilaku yang
didasarkan padakode etik hakim (code of conduct) yang dijadikan pedoman
perilaku dalam menanganiperkara di pengadilan.24Rekonstruksi perilaku etik
hakim sangat penting untuk dilakukan. Hal inididasarkan pada hasil studi,
bahwa proses menangani suatu perkara oleh hakim dipengadilan tidak semata-
mata urusan teknis yuridis, akan tetapi melibatkan unsur-unsur etika dalam
menjaankan hukum. Unsur etik ini terkait dengan orientasi danmotivasi hakim
dalam menjalankan hukum.

Daam praktik ternyata telah banyak terjadi pergeseran orientasi dan
motivasi hakim dalam memandang dan memaknaiperkara yang ditangani.
Orientas untuk mewujudkan nilai-nilai objektif hukumdan perlindungan
terhadap masyarakat bergeser ke orientasi subjektif hakim yaitu dalam rangka
mendapatkan keuntungan-keuntungan tertentu di luar tujuan idealhukum
tersebut.Dalam menangani suatu perkara, hakim tidak dapat lepas dari pilihan
nilai-nilai. Hakim akan memilih nilai-nilai yang dianggap penting berdasarkan
pemaknaanya atas nilai-nilai tersebut. Dalam praktik, pilihan atas nilai-nilai itu
sangat dipengaruhi oleh tingkat kepentingan, kebutuhan hidup, lingkungan dan
kebiasanserta karakter pribadi hakim.

Dalam praktik kadang terjadi pergeseran pilihan nilai-nilai oleh hakim
yakni dari nilai-nilai ideal atau objektif hukum ke nilai-nilaipragmatik atau
subjektif yang dipentingkan dan diutamakan oleh hakim dalampenanganan
perkara tertentu. Artinya penanganan suatu perkara dapat menjadisumber

komoditi  untuk  mendapatkan  keuntungan pribadi, bak politik

dipengaruhi olehorientasi pada nilai-nilai ideal hukum dalam menangani perkara, Orientasi Perilaku
Hakim dalam Menangani Perkara.

®Baca Bryan A.Garner, Black’ Law Dictionary. Edisi ke-7, West Group, ST. Paul Minn, 1999,
h. 1278.Reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something.
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maupunekonomi.Berkaca dari hasil studi ini, maka orientass dan motivas
hakim dalammenangani suatu perkara sangat menentukan kualitas produk
putusan hakim (out-put) yang dijatuhkan kepada terdakwa. Jika hakim sangat
berpegang teguh pada nilai-nilai ideal hukum maka putusan akan menjadi lebih
berkualitas, dalam arti lebih dekat dengan keadilan dan kebenaran. Namun jika
terjadi pergeseran pilihan nilai-nilai ideal hukum ke nilai-nilai subjektif akan
berimplikasi pada merosotnya kualitas putusan hakim, artinya putusan akan
menjauhi nilai keadilan dan kebenaran. Kondisi semacam itu yang perlu
mendapatkan perhatian dan kontrol, karenamemang demikian redlitanya. ®

Menurut Rahardjo hukum akan ditegakkan (enforced) menurut perilaku
orang yang menjalankannya. Sistem hukum yang dipakai olehbangsa-bangsa
boleh sama, tetapi hasil kerjanya bisa berbeda dan itu semuadisebabkan oleh
masuknya unsur perilaku. Disebabkan unsur perilaku ini menjadifaktor
penentu, maka unsur ‘“semangat” dalam menjalankan hukum juga
menjadisesuatu yang penting. Menurut Rahardjo, yang sangat penting dalam
pemerintahandan dalam hal hidupnya negara adalah semangat, semangat
penyelenggara negara,semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun
dibuat Undang-Undang Dasar(UUD) yang menurut kata-katanya bersifat
kekeluargaan, apabila semangatpenyelenggara negara, para pemimpin
pemerintahan itu bersifat perorangan, UUDitu tidak ada artinya dalam praktik.
Sebaliknya, meskipun UUD itu tidak sempurna,akan tetapi jikalau semangat
para penyelenggara pemerintahan baik, UUD itu tentutak merintangi jalanya
negara. Jadi yang penting itu adalah semangat.®’

Menurut Mahfud MD, terdapat 2 (dua) prasyarat utama yang harus
dimilikioleh para aktor penegak hukum dan pejabat lain untuk memperbaiki
keadaan yangbebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yaitu “bersih

2007.

®Baca Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Mahkamah Agung Republik Indonesia.

67Satjipto Rahardjo, “Menilik Kembali Kekuasaan dalam Hukum di Indonesia.” Dalam Sisi-

sisi Lain dariHukum di Indonesia. Diedit oleh Karolus Kopong Medan dan Frans J.Rengka, Kompas,
Jakarta, 2003, h. 110-111
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dan berani”. Bersih,artinya bermoral, punya track record (rekam jejak) tak
pernah korup dan tak punyamasalah dengan hukum. Berani, artinya punya
nyali untuk bertindak terhadapsiapapun guna mendobrak kejumudan birokrasi.
Bersh dan berani merupakanprasyarat komulatif sebab jika hanya bersih,
tetapi tidak berani akan selalu gamang.Jika hanya berani, tetapi tidak bersih
bisa-bisa justru menjadi pemutih untukpenghilangan jejak kasus, pencipta
KKN baru, atau tibatiba kehilangan keberaniankarena dihantui
ketidakbersihannya. Ketrampilan merupakan syarat tambahanberikut yang
dapat dibangun menyusul prasyarat bersih dan berani.®® Mengacu pada
pendapat Rahardjo dan Mahfud di atas, maka strategi yang perludilakukan
dalam rekonstruksi ini adalah perlunya membangun faktor perilaku, semangat,
diri yang bersih serta keberanian hakim dalam menangani perkara. Hakimharus
mempunyai orientasi nilai yang benar dalam menangani perkara serta tidakikut
hanyut pada perilaku korup dalam peradilan (judicial corruption).

Di sinilah artipenting kehadiran hukum progresif, dengan semboyan
hukum yang pro-keadilandan hukum yang pro-rakyat.”® Hukum progresif
menempatkan dedikasi para pelaku (aktor) hukum di garda depan. Para pelaku
hukum dituntut mengedepankankejujuran dan ketulusan dalam menjalankan
hukum. Mereka harus mempunyaiempati dan kepedulian terhadap penderitaan
yang dialami rakyat dan bangsaini.

Kepentingan rakyat (kesgahteraan dan kebahagiaan) harus menjadi
titik orientasidan tujuan akhir penyelenggaraan hukum. Daam hukum
progresif, prosesperubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, akan tetapi pada
kreativitas pelakuhukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu
yang tepat. Para pelakuhukum progresif dapat melakukan perubahan dengan
melakukan pemaknaan yangkreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus

menunggu perubahan peraturan.Peraturan yang buruk tidak harus menjadi

81.

®Moh. Mahfud MD., Hukum Tak Kunjung Tegak, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, h.

%K ompas, 15 Juli 2002
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penghalang bagi para pelaku hukumprogresif untuk menghadirkan keadilan
bagi rakyat dan pencari keadilan, karenamereka dapat melakukan interpretasi
secara baru setiap kali terhadap suatuperaturan.Kehadiran hukum progresif
sangat penting dalam konteks penegakan hukum,terutama bagi hakim di
pengadilan.

Hakim merupakan figur sentral dalam prosesperadilan. Putusan hakim
yang adil akan menjadi puncak kearifan bagi penyelesaianpermasalahan
hukum yang terjadi dalam kehidupan bernegara. Putusan hakim yangdiucapkan
dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhananyang Maha Esa”
menunjukkan kewajiban menegakkan keadilan yang dipertanggung jawabkan
secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga secara horisontal kepada
sesama manusia28Menurut Alkostar, untuk menggambarkan hakim yang
progresif, tidak dapatlepas dari kualifikas standar tinggi yang mencakup
penguasaan kompetensikellmuan, kecakapan profesional, dan kualitas
kepribadian yang dilekatkan padahakim sebagai subjek penegak hukum. Dari
predikat tersebut dituntut konsekuensietis munculnya putusan hakim yang
menunjukkan adanya kecerdasan moral,”® dan emosiona. Putusan yang
dihasilkannya dapat memberikanpencerahan rokhani bagi pihak yang
berperkara, dan mempererat kohesi sosial dalamtata pergaulan masyarakat.29"*

Predikat hakim progresif sangat terkait dengan ideologi hukum dan
ideologihakim sebagai penegak hukum. ldeologi hukum adalah ide-ide atau
nilai-nilai yangterkandung di dalam norma-norma hukum, sedangkan ideologi
hakim merupakanpandangan seorang hakim tentang hukum dan fungsi hukum,
yang tentunya akanmempengaruhi nilai dan kualitas produk hukum dan/atau
putusan yangdihasilkannya. Apakah hakim tersebut memandang hukum itu
secara legal formal,atau melihat juga apa yang ada dalam metayuridis, atau

"Baca Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Mahkamah Agung Republik Indonesia,
2007, h. 1.
bid.
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melihat hukum dalamkacamata holoyuridis, atau memandang hukum tidak
lepas dari relevansisosialnya’.

Diperlukan prasyarat tertentu bagi hakim progresif dalam bertugas
melakukanmandat hukum. Dalam posisinya sebagal aparat negara, hakim
wajib menegakkankeadilan hukum (legal justice), agar dalam menghadapi
godaan dan tantangannyatidak berkompromi dengan kebathilan, dan
merugikan rakyat. Ha ini terkait puladengan akuntabilitas hakim untuk
mempertarunkan kepentingan negara. Putusanhakim yang tidak bernilai
(keadilan) akan menimbulkan matinya akal sehat (the dead of common sence),
terutama terkait dengan kasus hukum yang “bertegangantinggi” atau yang
menyangkut pejabat tinggi dan konglomerat.”*Peran dan tugas hakim bukan
hanya sekedar pembaca deretan huruf dalamundang-undang yang dibuat oleh
badan legidatif, tetapi dalam putusannya memikultanggung jawab menjadi
suara akal sehat dan mengartikulasikan sukma keadilandalam kompleksitas dan
dinamika kehidupan masyarakat.

Hakim progresif akanmempergunakan hukum yang terbaik dalam
keadaan yang paling buruk.Potret penegakan hukum progresif, sebagaimana
pernah dikemukakan oleRahardjo, antara lain merujuk kepada adanya figur
penegak hukumnya, yangberorientasi nilai keadilan dan nilai kebenaran.
Sebagai contoh putusan hakim yangprogresif adalah putusan Hakim Davide di
Filipina dalam kasus Oposa di tingkatM ahkamah Agung pada tahun 1993 yang
memutuskan bahwa ada hak gugat bagigenerasi yang belum lahir untuk
mengajukan gugatan atas dasar prinsip keadilanantar generasi.”

Dalam sgjarah Islam, penegakan hukum progresif pernah ditunjukkan
olenKhalifah Umar bin Khatab yang memberlakukan pembuktian terbalik bagi
parapgjabat pemerintahan yang ditengarai melakukan korupsi. Penegakan
hukum yangditunjukkan Umar bin Khatab menunjukkan betapa posisi sosia

2| i
Ibid.
"Artidjo Alkostar, “Mencandra Hakim Agung Progresif dan Peran Komisi Yudisial”. Makalah
disampaikan diKomisi Yudisial RI. http.www. komisiyudisial.org.
T4 i
Ibid.



dan politik kepalapemerintahan itu sangat strategis. Karena sangat mudah bagi
penguasamenyalahgunakan kekuasaannya guna mendapatkan keuntungan
ekonomi bagipribadinya, keluarganya, dan kerabatnya, untuk itu diperlukan
adanya metodekhusus dalam memeriksanya. Ini mengingat penguasa memiliki
posis luar biasaatau spesial dibandingkan dengan rakyat awam. Artinya,
karena keahatan ini ber-bobot extra ordinary crime, maka prosedur
penyelidikan, penyidikan, danpengadilannya pun memerlukan prosedur yang
luar dari biasa. Secara substansiamenjadi tidak adil jika penguasa yang
memiliki posisi yang strategis, dan denganposisi itu mereka lalu melakukan
korupsi, menghianati amanat rakyat, laludiperlakukan sama prosedur
penyelidikannya dengan rakyat biasa. Jadi pembuktianterbalik itu merupakan
konsekuensi logis dari posisi politik penguasa, danmerupakan konsekuensi etis
dari sikapnya yang diindikasikan telah menghianatikepercayaan yang diberikan
oleh rakyat.”

Dalam hukum progresif seorang hakim dalam membuat putusan yang
akandijatunkan tidaklah sekedar menjalankan prosedur dan kemudian
menerapkanpasal-pasal  undang-undang yang cocok atas keadian atau
peristiwa yang akandihukumkan, akan tetapi secara sosiologis (faktual) banyak
variabel sosial yangikut andil. Memang dalam proses penegakan hukum
prosedur dan pasal-pasalundang-undang itu tidak boleh diabaikan, karena itu
merupakan sarana/perlengkapan pokoknya. Harus diingat bahwa sarana dan
perlengkapan itubukanlah tujuan yang sesungguhnya ingin dicapai oleh
hukum. Prosedur dan pasal-pasal itu hanyalah sarana dan perlengkapan yang
diharapkan dapat mengantarkanpara penegak hukum untuk sampai pada tujuan
hukum yang sesungguhnya. Itulahsebabnya kenapa sarana/perlengkapan itu
harus dibuat jelas, sistematis, transparan, terkontrol dan logis dengan maksud

agar dapat memberikan kepastian bagi parapencari keadilan hukum.

"Busjro Muqoddas, “Peran Komisi Yudisial RI dalam pemberantasan Mafia peradilan di
Indonesia”. Makalahdalam Diskusi Publik Komisi Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme Jawa Tengah, 1Pebruari 2006, h. 2.



Berpikir yang demikian itu, maka seorang hakim dalam menegakkan
hukum itupada hakikatnya terkait dengan masalah-masalah mendasar seperti
keadilan, kepastiandan kemanfaatan sosial. Radbruch menyebut tiga hal itu
sebagai nilai-nilaidasar yang menjadi tujuan hukum. Menegakkan hukum
merupakan suatu upayauntuk mewujudkan nilai-nila  tersebut menjadi
kenyataan.Menyadari akan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa
pekerjaanmenegakkan hukum oleh hakim tentunya bukanlah pekerjaan yang
mudah dansederhana, seperti halnya menghidupkan tombol mesin, jika
tombolnya dipencetlantas semua komponen-komponen yang ada bekerja
secara otomatis. Pekerjaanini membutuhkan energi yang cukup banyak dan
dituntut kerja keras dan sungguh-sungguh karena terkait dengan nasib manusia
yang dikenai hukum.

Di sisi lain, terkait pula dengan ‘nasib masyarakat’ secara luas jika
berhubungan dengankepentingan-kepentingan di bidang hukum publik, seperti
kgahatan, kesusilaan, pelanggaran Hak Asasi Manusia, Kerja keras dan
sungguh-sungguh ini dalambahasa agama (Islam) dikategorikan sebagai jihad.
Pendek  kata  pekerjaanmenegakkan  hukum  mempunya  watak
tersendiri.Penulis mempunyai pikiran bahwa keterpurukan penegakan hukum
dilndonesia antara lain lebih disebabkan karena belum terwujudnya nilai-nilai
dasarhukum tersebut dalam kenyataan, terutama nilai keadilan, sehingga tujuan
hakikidari hukum itupun masih jauh dari harapan.

Para penegak hukum belummenjalankan fungsinya secara tepat dan
optimal untuk mewujudkan tujuan hukumtersebut. Fungsi penegakan hukum
yang semestinya diarahkan untuk mencapaitujuan hukum dalam proses
perjalanannya mengalami distorsi, disfungsi ataubahkan mal-fungs yang
dilakukan oleh penegak hukum sendiri, bailk dari unsurhakim, panitera,
pengacara, polisi, jaksa, dan para broker perkara. Keadaan inidigambarkan
sebaga Mafioso Peradilan. Seperti dikemukakan oleh Bugro, bahwagerakan
kelompok Mafioso ini bersifat sistemik, yaitu dari pengadilan tingkatpertama,
banding, dan Mahkamah Agung. Modus operandinya sangat bervariatifmulai
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dari SMS, telepon, pertemuan di sudut-sudut pengadilan, café,
mengundangsebagai pembicara.”.

Hukum progresif dibutuhkan bagi para penegak hukum untuk
memperluasdan sekaligus mengasah multiple intellegence, yakni kecerdasan
intelektual, emosional,spiritual bahkan kecerdasan kenabian (Prophetic
Intelligence). Bukankah para penegakhukum itu juga dituntut dalam profesinya
untuk mengejawantahkan doktrin dalamsetiap keputusan akhir dari proses
penegakan hukum, yang berbunyi: ‘Demikeadilan Berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa?’ Doktrin inimenuntut para penegak hukum untuk
mengembangkan dan sekaligus membekaidirinya dengan Prophetic
Intelligence (Pl1). Konsep tentang kecerdasan kenabian inimerupakan konsep
yang diambil dari psikologi untuk mengukur tingkatkematangan kepribadian
seseorang.

Konsep ini bermanfaat untuk pengembangankepribadian seseorang
terutama yang berkecimpung dalam upaya-upayapenyelesaian masalah-
masalah kemanusiaan. Prophetic Intelligence merupakan pendekatan holistik
di dunia psikologi yang menyatukan dan menyempurnakanpendekatan-
pendekatan yang ada sebelumnya yaitu: Cognitive Intelligence, Emotional
Intelligence, Adversity Intelligence, dan Spiritual Intelligence. Penegakan
hukummembutuhkan Pl untuk mengatasi krisis hukum yang terjadi terutama
terkait denganmerosotnya moralitas penegak hukum yang selalu menjadi
sorotan publik akhir-akhir ini.

Kecerdasan kenabian adalah kemampuan seseorang  untuk
mentrasformasikandiri  berinteraksi, bersosialisasi, beradaptasi dengan
lingkungan vertikal danhorisontal serta dapat memahami, mengambil manfaat,
hikmah dari kehidupanlangit dan bumi, jasmani dan ruhani, lahir dan batin,
dunia dan akhirat. Padahakikatnya setiap orang dapat mencapai kecerdasan

kenabian, asal orang tersebutmau melakukan proses transformasi diri. Proses

"®Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, (Sinar Baru,
Bandung, Tanpatahun), h. 15
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ini dimaksudkan untuk mengasahhati nurani agar bersih dari bekasan-bekasan
noda akibat dosa-dosa yang telahdilakukan seperti halnya membersihkan kaca
yang telah tertutupi oleh debu yangmelekat bertahun-tahun lamanya.
Transformasi  diri  mencakup penyadaran diri, penemuan diri dan
pengembangan diri dengan menghayati dan mengamalkan sifat-sifat kenabian
seperti sidiq (prinsip kejujuran), amanah (dapat dipercaya), tabligh (terbuka)
dan fatonah (cerdas).”

Istilah progresif merupakan kata sifat yang berarti liberal, maju, radikal,
refornis, revolusioner dan toleran, kebalikan dari kata konservatif.”® Jika
dikaitkan dengan hukum, maka sebagaimana dikatakan oleh Satjipto Rahardjo
berarti hukum diharapkan mampu mengikuti perkembangan zaman, maupun
menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu
melayani masyakarat dengan menyandarkan pada aspek moraitas dari
sumberdaya manusia penegak hukum itu sendiri.”

Hukum progresif bermula dari suatu asumsi bahwa hukum adalah
untuk manusia dan bukan sebaliknya® sehingga hukum progresif tidak
menerima konsep hukum sebagal institusi yang bersifat mutlak dan final,
melainkan sangat ditemukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada
manusia. Hukum diartikan sebagai institusi yang bertujuan mengantarkan
manusia kepada kehidupan yang adil, sgahtera dan membuat manusia
bahagia.®

""Hamdani Bakran, Prophetic Intelligence, Kecerdasan Kenabian, Islamika, Y ogyakarta, 2005,
h. 38.Lihat juga Syamsudin, M. "Rekonstruksi perilaku etik hakim dalam menangani perkara berbasis
hukum progresif." Jurnal Fakultas Hukum Ull 18 (2011): 127-145.

® Pius A Partanto dan M. Dahlan Al-Bari, Kamus IImiah Populer, (Surabaya: Arkola, 1991),
h. 628

™ Widodo Dwi Putro, Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum, cet-1, (Y ogyakarta:
Genta Publishing, 2011), h. 97

8 Satjipto Rahardjo, “Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum di
Indonesia”, dalam, Ahmad Gunawan BS dan Mu’ammar Ramadhan (Peny)., Menggagas Hukum
Progresif Indonesia, (Y ogyakarta: Pustaka Pelgjar, 2006), h. 16

8 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, (Y ogyakarta: Gema
Publishing, 2009), h. 1-2
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Lahirnya konsep hukum progresif ini dilatar belakangi adanya
ketidakpuasan terhadap teori dan praktek hukum tradisional yang berkembang,
serta adanya kesadaran dikalangan praktisi hukum dan adanya kesenjangan
yang luar biasa antara hukum dan teori (law in book) dan hukum dalam
kenyataan (law in action). Faktor lain yang turut mendukung lahirnya konsep
hukum ini adalah kenyataan tentang kegagalan hukum dalam memberikan
respon terhadap masal ah-masalah yang terjadi pada masyarakat.®*

Dalam ranah teoritis, hukum progresif dianggap memiliki kedekatan
tersendiri dengan tipe hukum responsip Nonet dan Selznick yang menipis
terhadap andlisis-analisis dogmatic tetapi mengaitkan hukum kepada tujuan-
tujuan sosialnya® Masih dalam ranah teoritis, hukum progresif sebagaimana
dikemukakan oleh Romli Atmasasmita juga mendasarkan pada teori hukum
sociological jurisprudence aa Roscou Pound dan pragmatic legal realism aa
Eugen Ehrlic dan dikuatkan pula oleh aliran studi kritis (critical legas studies)
yang cenderung apriori terhadap segala keadaan dan bersikap anti-
foundationalism sehingga teori ini tidak meyakini keberhasilan aliran
analytical jurisprudence yang dipelopori Austin.®*

Bertolak dari fakta teoritis di atas, maka cukup beralasan jika hukum
progresif seringkali dilawankan dengan teori hukum positivisme hukum yang
melihat hukum sebagai yang final dalam tatanan aplikatifnya ia menghukum
secara hitam putih. Kenyataan ini menurut Sabian Utsman tercermin dalam
sistem hukum di Indonesa. Dalam hal ini Sabian mengatakan, dalam
berhukum bagi Indonesia, karena masih berpandangan bahwa hukum adalah
undang-undang (tanpa memperhatikan gejolak masyarakat) sehingga tidak ada
komitmen dan moralitas untuk membangun hukum yang ideal berkeadilan

8 Ahmad Rifa’i, Penemuan Hukum Oleh Hakimdalam Perspektif Hukum Progresif, cet-1,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 40

8 satjipto Rahardjo, Hukum Progresif, Op.Cit., h. 51

#Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif: Rekontruksi terhadap Teori Pembangunan dan
Teori Hukum Progresif, cet-1, (Yogyakarta: Gentaa Publishing, 2012), h. 91
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disamping berkepastian yang professional bukan transaksional sebaga sarana
memperkaya diri sendiri maupun golongan.®

Karakteristik lain yang diarahkan ada positivisme, sebagaimana
diungkapkan oleh Widodo, meliputi kritik teoritis dan praktis. Dalam tataran
teoritis, kelemahan positivisme hukum yang mulai disadari mulai waktu
kelemahannya dimanfaatkan oleh rezim-rezim fasis ini yang pertama kali
disuarakan oleh pendiri mazhab segjarah hukum, Friedrich Carl Von Savigny
yang kemudian dilanjutkan oleh muridnya, Puchta. Menurut aliran ini,
sekaligus sebagal penentangan terhadap positivisme hukum yang pada intinya
dikatakan bahwa hukum bukan hanya yang dikeluarkan oleh penguasa dalam
bentuk undang-undang namun hukum adalah jiwa bangsa (volkgeist) dan
substansinya adal ah aturan tentang kebiasaan hidup masyarakat.®

Sementara dalam kritis praktisnya, paradigma positivisme hukum
yang menempatkan undang-undang sebagai hukum yang komplit pada
gilirannya menempatkan seorang hakim sebagai corong undang-undang, dalam
artian tugas hakim hanyalah menerapkan undang-undang secara mekanis dan
linier untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat sesuai dengan bunyi
undang-undang. Namun pada kenyataannya, paradigma hukum yang
menempatkan hakim sebagai tawanan undang-undang tidak memberikan
kesempatan bagi pengadilan untuk menjadi institus yang mendorong
perkembangan masyarakat.®’

Jika disimpulkan, maka hukum progresif dapat diidentifikasikan,
merupakan beberapa karakteristik berikut ini:
a. Hukum menolak tradisi analytical yurisprodence dan sebagai paham dengan

airan legal realism’ sociological yurisprodence dan critical legal studies.

8 sabian Utsman, Menuju Penegakan Hukum Responsif, cet. 2 (Y ogyakarta: Pustaka Pelgjar,
2010), h. 6
) 8 Widodo Dwi Putro, “Mengkritisi Positivisme Hukum™, dalam, Sulistyowati Irianti Irianto
dan Shidarta, ed., Metode Penelitian Hukum, edisi 1, (Jakarta: Y ayasan Obor Indonesia, 2009), h. 24

8 Widodo Dwi Putro, “Mengkritisi”’, Op.Cit., h. 28
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b. Hukum menolak pendapat bahwa ketertiban (order) hanya bekerja melalui
ingtitusi-institusi kenegaraan.
c. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal
hukum.
d. Hukum menolak status-quo serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai
teknologi yang tidak bernurani melainkan suatu institusi bermoral.
e. Hukum adalah ingtitusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada
kehidupan yang adil, sgjahtera dan membuat manusia bahagia.
f. Hukum progresif adalah hukum yang pro rakyat dan keadilan.
g. Asumsi dasar hukum progresif adalah hukum untuk manusia bukan
sebaliknya.
h. Hukum bukan merupakan institusi yang absolute dan fina namun sangat
tergantung pada manusia menerapkannya.
i. Hukum selalu beradea dalam proses untuk terus menjadi (law as proceses,
law in the making).%®
Hukum itu bukan merupakan institusi yang absolut dan find
melainkan sangat tergantung pada bagamana manusia melihat  dan
menggunakannya. Manusidlah yang merupakan penentu bukan hukum.
Menghadapkan manusia kepada hukum mendorong kepada kita melakukan
pilihan yang rumit, tetapi pada hakekatnya teori-teori hukum yang ada dan
berakar pada dua faktor tersebut. Semakin teori bergeser pada suatu hukum,
semakin menganggap sesuatu hukum yang mutlak, otonom dan final. Semakin
bergeser kepada manusia, semakin teori itu ingin memberikan ruang kepada
manusia.®
Hukum progresif mengajarkan bahwa hukum bukanlah raja, tapi alat
untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungs memberikan rahmat

kepada dunia dan manusia. Hukum yang progresif tidak ingin menjadikan

8 Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif, Op.Cit., h. 88-89
8 Satjipto Raharjo, Hukum Progresif, Op.Cit., h. 1
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hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang
bermoral kemanusiaan.®

Dari ha-ha di atas, dapatlah ditarik suatu asums bahwa yang
mendasari hukum yang progresif itu adalah sebagai berikut:

a.  Hukum ada adalah untuk manusia, dan tidak untuk dirinya sendiri.

b. Hukum selalu berada dalam status law in the making dan tidak bersifat
final.

c. Hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan, dan bukan teknologi
yang tidak berarti murni.**

Kedekatan hukum yang progresif pada teori-teori hukum alam terletak
pada kepeduliannya terhadap sesuatu, yang oleh Hans Kalsen disebut sebagai
meta-juritical. Teori hukum alam menggunakan the search for justice daripada
lainnya, seperti yang dilakukan oleh airan analytic jurisprudence. Hukum
yang progresif jika ditinjau oleh pemikiran hukum, lebih mendahulukan
kepentingan manusia yang lebih besar daripada menafsirkan hukum dari sudut
logika dan peraturan.®?

Hukum progresif dapat dilacak keberadaannya pada gjaran analytical
jurisprudence, yang dikembangkan oleh John Austin dan di Amerika Serikat
dikembangkan juga oleh John Chipman Gray. Austin sangat menitik beratkan
pada undang-undang sebagai hukum (yang dibuat oleh penguasa). Sedangkan
Gray lebih menitik beratkan hukum pada keputusan pengadilan. Menurut
faham analytical jurisprudence, hukum bukan merupakan hal-hal yang ided,
melainkan hukum merupakan ha yang empiris, yaitu hal-hal yang benar-benar
eksis dan tidak terlalu terpaut dengan faktor alam, moralitas, atau agama.
Hukum bukan apa yang seharusnya (das sollen), melainkan hukum adalah apa
adanya (das sain). Hakim bukan sekedar menerapkan hukum, melainkan hakim

juga membuat hukum ex post facto. Dalam suatu proses hukum dan legal

O1bid.,h. 228
“bid., h. 228-229
2lbid., h. 1
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reosening, hakim tidak menggunakan metode silogisme, tetapi lebih
menggunakan prasangka dan personalitas dari hakim tersebut.*®

Adapun jika kehadiran hukum dikaitkan pada tujuan sosialnya, maka
hukum yang progresif ini juga dekat dengan sociological jurisprudence, yang
dikembangkan oleh Uegun Ehrlich and Roscoe Pond. Menurut Ehrlich, hukum
yang bak adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam
masyarakat (living law). Adapun Pond mengatakan konsep hukum sebagai alat
merekayasa masyarakat (law as a tool of social enginering),”* memberikan
dasar bagi kemungkinan digunakannya hukum secara sadar untuk mengadakan
perubahan pada suatu masyarakat (rekayasa sosial). Dengan konsep hukum
adalah yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat dan hukum
sebagal alat rekayasa sosial diharapkan dapat dijadikan perubahan-perubahan
yang mengarah pada kebaikan pada masyarakat luas, seperti adanya persamaan
hak, terciptanya kesgahteraan masyarakat, perlindungan terhadap lingkungan
dan alam sekitarnya.*®

Teori Ehrrlich dan Pond mengenai kepentingan-kepentingan sosial
merupakan sebuah usaha yang lebih eksplisit untuk mengembangkan suatu
modal hukum yang progresif. Dalam persepektif ini, hukum yang bak
seharusnya memberikan yang lebih dari sekedar prosedur hukum. Hukum
tersebut harus berkomponen dan juga adil. la seharusnya mampu mengenali
keinginan publik (masyarakat) dan punya komitmen terhadap tercapainya
keadilan substantif.*®

Hukum yang progresif berbagi faham juga dengan legal realism

(realisme hukum), dimana menurut mazhab ini, sumber hukum satu-satunya

h. 68

*Munir Fuady, Filsafat dan Teori Hukum Postmodern, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005),

% Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum, Op.Cit., h. 165
 Achmad Ali, Menguak Tabir, Op.Cit., h. 100-105
philip Nonet & Philip Selznic, Law & Society in Transition: Toword Responsuve law (New

York: Harper Torch Book, 1978, Rafael Edi Basco Penj. Hukum Responsip Pilihan di Masa Transig,
Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis, (Jakarta: HuMa, 2003), h.

59-60
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bukan hanya pemegang kekuasaan negara, namun para pelaksana hukum,
terutama para hakim. Dinyatakan bahwa bentuk hukum bukan lagi sebatas
undang-undang, namun juga merupakan putusan hakim (jurisprudence) dan
tindakan-tindakan yang diakukan dan diputuskan oleh pelaksana hukum.®’
Tujuan utama realisme hukum sebagaimana dikemukakan oleh Jerome Frank
dan Oliver Wendel Holmes adalah untuk membuat hukum menjadi lebih
mendengar akan kebutuhan sosial, dengan memberikan dorongan pada
perluasan bidang-bidang yang meemiliki keterkaitan secara hukum, agar cara
berfikir atau nalar hukum dapat mencakup pengetahuan di dalam konteks sosia
dan memilih pengaruh pada tindakan resmi aparat hukum.®®

Perkembangan hukum progresif tidak lepas dari perkembangan
tatanan hukum sebagai mana yang dikemukakan oleh Nonet dan Silznic yaitu:

a. Tatanan hukum yang represif, dimana hukum disubordinasikan dibawah
tatanan politik dan tatanan ekonomi.

b. Tatanan hukum yang otonom, dimana hukum berkedudukan setara
(koordinatif) dengan tatanan politik tatanan ekonomi dan tatanan sosial-
budaya.

c. Tatanan hukum vyang responsif, dimana hukum berupaya untuk
mendekatkan diri pada kebutuhan sosial dari suatu masyarakat.*

Hukum yang progresif ingin menempatkan kehadirannya pada
hubungan erat dengan manusia dan masyarakat, sehingga dapat dikatakan
bahwa hukum progresif ini memiliki tipe hukum responsip, yang akan selalu
dikaitkan dengan tujuan-tujuan diluar narasi tekstual itu sendiri. Hukum yang
progresif akan memberikan respon terhadap perkembangan dan kebutuhan
manusia seperti kebutuhan akan kebenaran, keadilan, kesgahteraan, dan
kepedulian terhadap manusia pada umumnya.

satjipto Rahardjo, Membedah Hukum, Op.Cit., h. 168
%philipe Nonet, Law & Society in Transition, Op.Cit., h. 59
“lbid., h. 59
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Kemunculan hukum yang progresif, tidak bisa juga dipisahkan dari
munculnya aliran Critical Legal Sudies (CLS) di Amerika Serikat apada tahun
1977, makajika diteliti lebih dekat, keduanya mengandung substansi kritik atas
kemapanan akan aliran dalam hukum yang berlaku di Amerika Serikat. CLS
langsung menusuk jantung pikiran hukum Amerika yang dominan, yaitu suatu
sistem hukum liberal yang didasarkan pada pikiran politik liberal. CLS lahir
dari suatu bentuk pembangkanagan terhadap realitas sosia tentang ketidak
adilan yang memang sangat dirisaukan oleh para ahli hukum.*® Hukum positif
telah memperlihatkan pada dirinya tidak berdaya dan telah digunakan dengan
hanya sekedar sebagai suatu alat penindas atau pemanis belaka. Oleh karena
itu, para penganut CLS berusaha untuk segera keluar dari doktrin-doktrin yang
sudah usang untuk negara masuk kedalam suatu tatanan hukum yang lebih baik
sesuai dengan perkembangan masyarakat yang damai, tidak rasialis, tidak
genderis, dan tidak korup.'**

Pemikiran CLS tersebut, setidaknya telah mengilhami beberapa ahli
hukum di Indonesia, sehingga sedikit banyak pemikirannya dipengaruhi oleh
gerakan ini. Misalnya Satjipto Rahardjo yang telah menggagas bentuk
pemikiran yang dinamakannya hukum yang progresif dengan dilatar belakangi
oleh keterprihatinan akan lemahnya law inforcement di Indonesia dewasa ini,
yang selanjutnya pemikiran tersebut berkembang dan mengilhami banyak
kalangan hukum lainnya di negeri ini.'*

Teori hukum tradisiona mengjarkan bahwa hukum merupakan
seperangkat aturan dan prinsip-prinsip  yang memungkinkan masyarakat
mempertahankan ketertiban dan kebebasannya. Hukum haruslah netral dan
dapat diterapkan pada siapa sgja secara adil, tanpa memandang kekayaan, ras,
gender ataupun hartanya. Namun harus dipisahkan dari politik, penerapan

hukum dipengadilanpun harus dilakukan segara adil. Akan tetapi, sebenarnya

19 Munir Fuady, Aliran Hukum, Op.Cit., h. 9
% hid,, h. 8
192 Ahmad Rifa’i Penemuan Hukum, Op.Cit., h. 40-42
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hal tersebut tidak dapat dilakukan secara konsekuen dalam penerapannya,
karena menurut para teoritis post modern, hukum tidak mempunyai dasar
objektif dan tidak ada kebenaran sebagai tempat berpijak hukum, yang ada
hanyalah kekuasaan semata yang menjadi alat kekuasaan bagi penguasa.'®

Yang menjadi ukuran hukum, bukan benar atau salah, bermoral atau
tidak bermoral, melainkan hukum merupakan apa sgja yang diputuskan dan
dijalankan oleh kelompok masyarakat yang paling berkuasa. Hukum harus
ditafsirkan yang nyatanya akan ditafsirkan menurut keinginan yang
menafsirkannya, dan penafsir akan menafsirkan sesual dengan perasaan dan
kepentingan sendiri, sehingga yang namanya keadilan hanya merupakan
semboyan retorika yang digunakan oleh kelompok mayoritas menjelaskan apa
yang mereka inginkan, dan keinginan pihak minoritas tidak pernah menjadi
hasil penafsiran hukum dan akan selalu menjadi bulanan-bulanan hukum.***

Fakta di depan mata, penegakan hukum di Indonesia masih carut parut,
dan ha ini sudah diketahui, bukan hanya kepada orang yang selau
berkecimpung dibidang hukum, tetapi juga oleh sebagian besar masyarakat
Indonesia, dan juga komunitas masyarakat International. Bahkan banyak
pendapat mengatakan bahwa penegakan hukum (law inforcement) di Indonesia
sudah pada titik nadir. Proses penegakan hukum sudah acap kali dipandang
bersifat diskrimitatif, inkonsisten, dan hanya mengedepankan kepentingan
kelompok tertentu, padahal sebenarnya menegakkan hukum merupakan ujung
tombak terciptanya tatanan hukum yang baik dalam masyarakat.'®

Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum, sebagai rekayasa sasaran
masyarakat kearah kehidupan yang lebih baik, maka tidak hanya dibutuhkan

ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya

193 Munir Fuadi, Alirah Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum, (Bandung: Citra
Aditiya, 2003), h. 1-2

“1pid., h. 1-2

15 Ahmad Rifa’i, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2014), h. 38
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jaminan atas terwujudnya dari kaidah hukum dan praktek hukum, yaitu adanya
jaminan penegakan hukum yang baik.'%

Berdasarkan filosofi hukum yang sebenarnya adalah bahwa ‘“hukum
untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”. Hukum bertugas melayani
masyarakat, bukan sebaliknya. Kualitas suatu hukum ditentukan dengan
kemampuannya untuk mengabdi pada kesgjahteraan manusia (the greatest
happiness for the greatest number of people”. Oleh karena itu, apabila ada
sebuah masalah dalam suatu hukum, hukumlah yang harus ditinjau dan
diperbaiki, bukan manusianya yang dipaksa untuk dimasukkan dalam skema
hukum.

Memasukkan hukum keilmu-ilmu sosial adalah langkah yang progresif,
karena demikian, memungkinkan hukum tersebut dapat dianalisis dan difahami
secara lebih luas dan akan meningkatkan kualitas keilmuan dari ilmu hukum.
Kemguan ilmu-ilmu alam, ekonomi, sosia, politik seharusnya mendorong
para ahli hukum untuk melihat apa yang bisa dimanfaatkan dari temuan-
temuan disiplin ilmu tersebut bagi praktek hukum. Dikatakan oleh Schuyt,
kemajuan dalam bidang-bidang ilmu diluar hukum seharusnya menantang para
ahli hukum yang baik untuk memberikan reaksi yang memadai dan bisa
memilah-milah dengan bantuan disiplin ilmu lain, mana persoalan hukum yang
dapat diselesaikan dengan baik.'%’

Menurut Fritjof Capra, sekarang ini kita hidup dalam suasana masa
turning point. Ketidakmampuan kita untuk kembali melihat kehidupan manusia
dengan pandangan yang utuh, terjadi krisis dalam dimensi-dimensi intelektual,
moral dan spiritual manusia. Orang tidak bisa lagi memusatkan perhatian
kepada satu objek yang dipisahkan dari lingkungannya, melainkan membiarkan
objek tersebut bersatu dengan lingkungannya. Metodologi harus mengutuhkan,

198 Munir Fuadi, Aliran Hukum Kritis, Op.Cit., h. 40
1971 pid.
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bukan memisah-misahkan. Pendekatan dan metode holistik itu tidak hanya
pada fisika, tetapi juga dalam kedokteran, psikologi dan ilmu-ilmu sosial .!®®

Memasukkan hukum keilmu-ilmu sosial adalah langkah yang
progresif, karena yang demikian memungkinkan hukum itu dianalisis dan
dipahami secara lebih luas dan akan meningkatkan kualitas keilmuan dari ilmu
hukum. Kemguan ilmu-ilmu aam, ekonomi, sosia, politik, seharusnya
mendorong para ahli hukum untuk melihat apa yang bisa dimanfaatkan dari
temuan-temuan disiplin-disiplin ilmu tersebut bagi praktik hukum. Dikatakan
oleh Schuyt, kemguan dalam bidang-bidang ilmu diluar hukum seharusnya
menantang para ahli hukum untuk memberikan reaks yang memadai dan bisa
memilah-milah dengan disiplin ilmu lain, mana persoalan hukum yang dapat
diselesaiak dengan baik.'®

Lahirnya hukum progresif pada dasarnya adalah ketidak puasan dan
keperhatian kurang puas pada kualitas penegakan hukum di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang inilah dapat dikatakan bahwa spirit hukum

progresif adalah spirit pembebasan. Pembebasan yang dimaksud adalah

sebagal berikut:

a. Pembebasan terhadap tipe, cara berfikir, asas, dan teori yang selama ini
dipakai.

b. Pembebasan terhadap kultur penegakan hukum (administration of justice)
yang selama ini berkuasa yang dirasa menghambat usaha hukum untuk
menyel esaikan persoalan.™°

Gagasan hukum progresif muncul didasari oleh keprihatinan terhadap
kondisi hukum di Indonesia, yang menurut pengamat hukum baik dari dalam
maupun luar negeri, sebaga salah satu hukum yang terburuk di dunia, sehingga
hukum di Indonesa memberikan kontribusi yang rendah dalam turut

mencerahkan bangsa untuk keluar dari keterpurukan padaha hukum itu adalah

B pig.

19 guteki, Masa Depan Hukum Progresif, (Y ogyakarta: Thafa Media, 2015), h. 3-4

10 Fadil SJ. Dan Nor Salam, Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Malang: UIN
Maliki Press, 2014), h. 10-13



57

suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang
adil, sgjahtera, dan membuat manusia bahagia.

Kata progrsif itu sendiri berasal dari kata progress yang berarti adalah
kemagjuan. Jadi diharapkan hukum itu hendaknya mampu mengikuti
perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segaa
dasar di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan
pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.***

Selain itu, konsep hukum progresif tidak lepas dari konsep
progresivitisme, yang bertitik tolak dari pandangan kemanusiaan, pada
dasarnya manusia itu baik, memiliki kasih sayang, serta kepedulian terhadap
sesame sebagal modal penting bagi pembangunan kehidupan berhukum bagi
masyarakat.*?

Berfikir secara progresif berarti harus berani keluar dari mainstream
pemikiran absolutism hukum, kemudian menempatkan hukum dalam semua
persoalan kemanusiaan. Bekerja berdasarkan pola piker yang deperminan
hukum memang perlu. Namun hal ini bukanlah suatu hal yang mutlak harus
dilakukan manakal berhadapan dengan masalah pada suatu perkara yang
menggunakan logika hukum modern. Yang akan mencidera posis
kemanusiaan dan kebenaran. Bekerja berdasarkan pola fikir atau paradigma
hukum yang progresif akan melihat faktor utama dalam hukum itu adalah
manusia, sedangkan dalam paradigma hukum yang positivitas meyakini
kenenaran hukum atas manusia. Namun boleh dimarjinalkan asal hukum tetap
tegak. Sebaliknya, paradigma hukum progresif berfikir bahwa justru hukumlah
yang boleh dimarjinalkan untuk mendukung proses eksistensilitas
kemanusiaan, kenenaran dan keadilan.*®

Agenda utama hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai

sentralitas utama dari perbincangan tentang hukum. Bagi hukum progresif,

1! atjipto Rahardjo, Membangun Hukum, Op.Cit., h. 228
"pid., h. 228
"3atjipto Rahardjo, Hukum Progresif, Op.Cit., h. 5
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hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya, dan hukum itu tidak ada
untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu untuk
harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemulyaan manusia. ***

Penerimaan faktor manusia, akan membawa hukum progresif pada
kepedulin faktor berlaku (behavior experience) manusia. Daam paradigma
hukum yang positifistis, posis manusia adalah untuk hukum dan logika
hukum. Sehingga manusia dapat dipaksa untuk dimasukkan kedalam hukum.
Sebaliknya untuk hukum yang progresif, menempatkan hukum untuk manusia.
Jikalau faktor kemanusiaan yang di dalamnya termasuk kebenaran dan
keadilah telah menjadi titik pembahasan hukum, maka faktor etika dan
moralitas dengan sendirinya akan ikut terseret masuk kedalamnya'*® Faktor
etika dan moral sangat perlu dalam membangun konsep hukum progresif, oleh
karena etika dan moral akan berbicara benar dan salah atau baik dan buruk,
yang melekat langsung pada diri manusia, jika seseorang tidak memiliki etika
dan moral, makaia sama dengan mahluk lain yaitu seperti binatang.*®

Di daam hukum progresif terkandung moralitas kemanusiaan yang
sangat kuat. Jika etika manusia dan moral telah luntur, maka pegangan hukum
tak tercapai, sehingga membangun masyarakat untuk sgahtera dan
kebahagiaan manusia tidak akan terwujud. Pembangun pondasi dan kedatangan
mental ani adalah dengan perbaiakn akhlak, pembinaan moral atau pembinaan
arakter di masyarakat, hasrus sesuaikan, sehingga dibangun masyarakat yang
damai sejahtera, masyarakan adil makmur. **’

Teori hukum progresif merupakan bagian dari proses searching for the
truth (pencarian kebenaran) yang tidak pernah berhenti. Satjipto Rahardjo
sebagal penggagas hukum progresif mengatakan bahwa rule breaking sangat
penting dalam sistem penegakan hukum. Dalam penegakan hukum hakim dan

juga penegak hukum lainnya, harus berani membebaskan diri menggunakan

1 bid.,h. 188.

15A. M. Mujahidin, OP.Cit., h. 58
91 bid.

"bid., h. 213
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pola kaku, dan cara yang demikian sebenarnya sudah banyak terjadi, termasuk

di Amerika Serikat sekalipun. Cara inilah yang tadi disebut rule breaking.

Menurut Satjipto Rahardjo, adatiga cara untuk dapat melakukan rule breaking,

yaitu:

a. Dengan menggunakan kecerdasan spiritual untuk bangun dari keterpurukan
hukum dan tidak membiarkan diri terkekang dengan caralama.

b. Melakukan pencarian makna lebih dalam hendaknya menjadi ukuran baru
dalam menjalankan hukum dan bernegara hukum.

c. Hukum hendaknya dijalankan tidak menurut prinsip logika sga, tapi dengan
perasaan, keperluan dan keterlibatan (compassion) kepada kelompok yang
lemah.™'®

Dalam perspektif hukum progresif seharusnya kita tidak boleh terus
terjebak pada formalisme hukum yang dalam praktek menunjukkan banyak
kontradisksi dan kebuntuan dalam pencarian kebenaran dan keadilan
substansial. Dalam formalisme hukum dan penegakannya dengan mata tertutup
pun, akan berjalan sistematis ibarat rumusan matematika yang jelas, tegas dan
pasti. Tidak ada kekeliruan didalamnya. Seolah hukum itu seperti hukum
automat, tinggal pencet tombol maka keadilan begitu sagja akan diciptakan pula

Formalisme telah melahirkan gegala spira pelanggaran hukum yang tak

berhujung pangkal dan memasukkan kita kedalam kerangkeng hipokris

penegakan hukum.**®

Masalah penemuan hukum dalam kaitannya dengan tugas hakim, akan
muncul pada saat hakim melakukan pemeriksaan perkara, hingga saat
menjatuhkan putusan. Hakim dalam menjalankan tugas, dan wewenangnya
memeriksa, mengadili dan kemudian menjatuhkan putusan harus berdasarkan
pada hukum yang berlaku dan juga berdasarkan keyakinannya, bukan

berdasarkan logika hukum semata.

M8atjipto Rahardjo, Membangun Hukum, Op.Cit.,h. 188.
119 guteki, Masa Depan Hukum Progresif, Op.Cit., h. 38-39
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Ada tiga hal yang menjadi pedoman bagi hakim dalam menghadapi
suatu perkara, sebagaimana dikemukakan oleh Purwoto S. Gandasubrata yaitu
sebagai berikut:

a. Dalam suatu perkara yang hukum atau undang-undangnya sudah jelas,
hakim hanya menerapkan hukumnya atau dalam hal ini hakim bertindak
sebagal terompet undang-undang (la bouche dela loi).

b. Dalam suatu perkara yang hukum atau undang-undangnya tidak atau belum
jelas, maka hakim harus menafsirkan hukum atau undang-undang melalui
cara-cara atau metode penafsiran yang berlaku dalam ilmu hukum.

c. Dadam suatu perkara dimana terjadi pelanggaran atau penewrapan
hukumnya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku maka hakim
akan menggunakan hak pengujinya berupa formale toetsingrecht atau
materieletoetsingrecht yang biasa dilakukan oleh judex juris terhadap
perkara yang diputus oleh judex facti.**°

Menurtut Bagir Manan, rumusan undang-undang yang bersifat umum
tidak pernah menampung secara pasti setiap peristiwa hukum. Hakimlah yang
berperan menghubungkan atau menyambungkan peristiwa hukum yang konkrit
dengan ketentuan hukum yang abstrak. Sudah menjadi pekerjaan sehari-hari
hakim memberikan penafsiran atau konstruksi hukum suatu ketentuan hukum
dengan peristiwa konkrit.***

Oleh karena itu, hakim dalam melaksanakan tugas tersebut, bukan
hanya menjadi terompet undang-undang semata, melainkan selau dan selalu
berusaha untuk selalu melakukan penemuan hukum, dengan selalu menafsirkan
suatu ketentuan undang-undang dengan cara menghubungkan peristiwa atau
fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan diterapkan dengan ketentuan
undang-undang, sehingga mendapat keyakinan suatu perbuatan terdakwa atau

dalil salah satu pihak dalam perkara.

120 Ahmad Rifa’i, Penemuan Hukum oleh Hakim, Op.Cit., h. 46
121 Bagir Manan, Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2004, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2005), h. 209
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Apabila berpijak pada paradigm hukum yang konservatif, maka dalam
enemuan hukum yang dilakukan oleh hakim ini, terlihat bahwa hakim hanya
mengkonstatir bahwa undang-undang dapat diterapkan pada peristiwanya,
kemudian hakim menerapkannya menurut bunyi undang-undang. Dengan
demikian, penemuan hukum dalam hal ini, tidak lain merupakan penerapan
undang-undang yang terjadi secara terpaksa atau sillogisme. Jadi, dalam hal ini
hakim tidak menemukan hukum baru, dan hanya sekedar menerapkan undang-
undang atau hakim hanya sebagai terompet undang-undang saja.

Dalam paradigm penemuan hukum yang konservatif, sebagaimana
telah dijelaskan, hukum dan peradilan hanyalah untuk mencegah kemerosotan
mora dan nilai-nilai, sedangkan dalam paradigma penemuan hukum yang
progresifhukum dan peradilan merupakan alat untuk melakukan perubahan-
perubahan sosial.

Penemuan hukum yang progresif, berangkat dari konsep hukum
progresif, bahwa hukum itu adalah untuk manusia, yang di dalamnya adalah
termasuk nilai-nilai akan kebenaran dan keadilan yang menjadi titik
pembahasan hukum, sehingga factor etika dan moralitas tidak terlepas dari
pembahasan tersebut. Jadi penemuan hukum yang progresif, secara tegas
mengaitkan faktor hukum, kemanusiaan, dan moralitas sehingga penemuan
hukum yang dilakukan hakim dalam kerangka menjalankan tugas yustisialnya,
yang ada akhirnya hakim akan menjatuhkan putusannya.

Maka, karakteristik penemuan hukum yang progresif adalah:

a. Penemuan hukum yang didasarkan atas apresiasi hakim sendiri dengan
dibimbing oleh pandangan atau pemikirannya secara mandiri, dengan
berpijak pada pandangan bahwa hukum itu ada untuk mengabdi kepada
manusia

b. Penemuan hukum yang berdasarkan pada nilai-nilai  hukum-hukum
kebenaran dan keadilan sertajuga etika dan moralitas.

c. Penemuan hukum yang mampu menciptakan nilai-nilai baru dalam
kehidupan masyarakat, atau melakukan rekayasa dalam suatu masyarakat
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yang sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi serta keadaan

masyarakat.'*

G.Kerangka Pikir
Kerangka pikir merupakan penjelasan tentang pemikiran-pemikiran atau
ide-ide yang akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah ini. Adapun kerangka
pikir dalam disertas ini adalah sebagaimana bagan:
Bagan 1
Alur pikir disertas

WarisBagi Non Muslim

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995, Putusan Nomor: 51 K/AG/1999,
Putusan No. 16 K/AG/2010

Teori Magasid al-Syari’ah . .
Pedekatan Filosofis

Teori Progresif Keadilan _ .
Teori Perubahan Substantif Pendekatan Sosiologis
Wasiat Wajibah

Dari bagan di atas, nyatalah sudah perkara yang akan penulis tuangkan
dalam disertas ini, bahwa adanya ketidak serasian antara landasan teori yang
terjadi pada pandangan ulama, dan peraturan perundang-undangan yang dalam hal
ini adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan waris, serta
Kompilass Hukum Isdlam dan Fatwa MUI. Sikap hakim Mahkamah Agung
sangatlah progresif, responsif serta inovatif terhadap peraturan yang ada
sebelumnya, maka putusan ini dapat menjadi yirisprudens bagi hakim di
lingkungan Pengadilan Agama.

122 Ahmad Rifa’i, Penemuan Hukum, Op.Cit., h. 48
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H.Metode Pendlitian
Metodologi adalah sebuah cara untuk dapat mengolah antara data yang
didapatkan dengan alat penelitian yaitu teori dengan menggunakan pendekatan-
pendekatan tertentu.
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan kombinas antara penelitian hukum normative
dan empiris (applied law research). Penelitian hukum normatif-empiris adalah
penelitian hukum yang obyek kgjian aturan hukum normative (in abstracto) dan
penerapannya pada peristiwa hukum (in concreto).**® Masing-masing jenis
penelitian tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Penelitian hukum
normative-empiris bermula dari putusan hakim Mahkamah Agung tentang waris
Beda Agama Dari putusan tersebut dilakukan upaya mencari pengetahuan
tentang bagaimana konsepsi perkara waris Beda Agama, metode penemuan
hukumnya yang mengarah lahirnya putusan hakim, menemukan argumentasi
hukum dan asas-asas hukum yang menjadi ruh dan spirit lahirnya putusan
tersebut. Selanjutnya peneliti mengkaji situasi dan kondisi yang turut serta
mempengaruhi lahirnya putusan dan akibatnya, dan kemudian menjelaskan
relevansinya bagi pengembangan hukum kewarisan Islam Indonesia dalam
menghadapi masyarakat yang majemuk.
2. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data kepustakaan. Data
kepustakaan yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber atau bahan
kepustakaan, seperti kitab-kitab, buku-buku hukum, jurnal, peraturan perundang-
undangan, hasil penelitian serta literatur lainnya yang sesuai dengan
permasal ahan dalam penelitian.
Bahan hukum primer dalam pendlitian ini yang digunakan yaitu;a-
Qur'an dan Hadis, KHI (Kompilass Hukum Islam), Undang-Undang Dasar

12Berdasarkan fokusnya, penelitian hukum dibagi dalam tiga kategori, yakni penelitian hukum
normative, penelitian hukum normative-empiris dan penelitian hukum empiris. Abdulkadir Muhammad,
Hukum dan Penelitian Hukum, cet. ke-1 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 52-53



64

1945 sebelum dan sesudah perubahan, serta peraturan perundang-undangan
lain yang mendukung penelitian ini, serta Putusan Mahkamah Agung,
khususnyaPutusan No. 368K/AG/1995, Putusan No. 51K/SG/1999, dan
Putusan No. 16 K/AG/2010 tentang kebolehan seorang ahli waris non Muslim
mendapatkan warisan.

Selanjutnya bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu
penelitian-penelitian terdahulu, jurnal, karya ilmiah dari ahli hukum Muslim
dan non Muslim, karya ilmiah ahli non hukum, juresprudensi hakim. Semua
bahan hukum sekunder digunakan untuk mendukung dan membantu
memahami bahan hukum primer.Penelitian ini juga menggunakan sumber data
tersier yaitu berupa kamus, ensiklopedia guna memahami bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder.*®*

3. Sifat Pendlitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif yang melaporkan dan
memaparkan data sesuai dengan kondisi objek yang diteliti yakni Pemikiran
hakim Dalam Perkara Pewarisan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan
Mahkamah Agung).

4. Pendekatan Penelitan

Penelitian ini  menggunakan pendekatan tematis yakni aktivitas
seseorang yang dideskripsikan berdasarkan sgjumlah tema (topik) yang
menggunakan konsep-konsep yang biasanya dipaka untuk mempelgari suatu
bidang keilmuan tertentu.*®Ditinjau dari sisi historis, filosofis, antropologis-
sosialis, karena dilegislasikannya undang-undang pewarisan dan putusan
Mahkamah Agung, tentunya tidak akan lepas dari nilai-nilai filosofis, yaitu
kajian mendalam mengenal makna yang tersirat dalam sebuah pernyataan dan
keputusan hakim.

5. Metode Pengumpulan Data

124 Soerjono Soekanto dan Sri Pamuiji, Penelitian hukum normatif, (Jakarta: Raja Grafindo,
1995), h. 29
125 Arief Furgon, Op.Cit, h. 34
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Sesual dengan jenis penelitiannya, maka pengumpulan data dilakukan
dengan dua cara;pertama, studi kepustakaan yakni mengkaji bahan-bahan atau
dokumen hukum yang relevan dengan obyek penelitian baik yang bersifat
primer, sekunder maupun bahan non hukum:*?®
a.  Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah informasi yang didapatkan dari
putusan-putusan hakim Mahkamah Agung dan buku-buku serta artikel-
artikel atau arsip-arsip yang berkenaan dengan pewarisan beda agama.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah data yang didapatkan untuk
memperkuat data yang ada, sehingga putusan tersebut secara langsung
mendapatkan respon dari hakim yang memutuskan serta mengetahui ‘illat

hukum yang ada secara tersurat maupun tersirat.

6. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan alat analisis yang digunakan untuk
menafsirkan data yang telah diseleks dan diproses. Pendekatan penelitian
diperlukan demi terwujudnya orientasi penelitian yang telah ditetapkan.
Orientas dan kepentingan penelitian ini adalah terealisasinya pemaknaan
terhadap pentingnya rekonstruksi kebebasan hakim dalam memutuskan perkara
waris yang berbasis hukum progresif.

Mengingat pentingnya masalah rekonstruksi kebebasan hakim dalam
memutuskan perkara waris yang berbasis hukum progresif dan dengan telah
adanya kekuatan hukum tetap terkait dengan waris Beda Agama oleh hakim
Mahkamah Agung, maka untuk terwujudnya orientasi penelitian yang telah
ditetapkan, penelitian ini perlu dilakukan dengan menggunakan pendekatan
interdisipliner,””” Dengan pendekatan ini peneliti melakukan pendlitian

fundamental untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap

220

12%67ainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, cet. ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 23-24.
127 K hoiruddin Nasution, Pengantar Studi Islam (Y ogyakarta: Academia + Tazzafa, 2010), h.
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konsepsi kebebasan hakim dalam memutuskan perkara waris. Pendekatan
sosiologis hukum (sociology of law approach).**®Pendekatan ini digunakan
untuk melihat bagaimana fakta kemasyarakatan yang melatarbelakangi lahirnya
putusan hakim Mahkamah Agung tentang penerapan kebebasan hakim dalam
memutuskan perkara waris dalam kaitannya dengan hukum progresif.
7. Andlisis Data
Bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh dari
penelitian dikumpulkan, diolah dan dilakukan analisis secara kualitatif untuk
diambil kesimpulan dengan menggunakan cara berfikir induktif dan deduktif.**®
Metode induktifdigunakan untuk menganalisis pengetahuan atau pendapat yang
bersifat khusus atau fakta-fakta yang bersifat individual yang kemudian diambil
kesimpulan secara umum. Adapun metode deduktif dipergunakan untuk
melelaah norma-norma hukum yang terkandung dalam teks-teks hukum yang
bersifat umum untuk diterapkan dalam kasus konkret yang bersifat khusus.

|. Sistematika Pembahasan
Rangkaian pembahasan dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab dengan
sistematika sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah,
identifikas masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat
penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, kerangka piker, metode penelitian dan
sistematika penulisan.

Bab kedua adalah landasan teori yang berisikan kebebasan hakim dalam
memutuskan perkara, tujuan hukum Islam tentang pembagian waris dan konsep
wasiat wajibah dalah hukum Islam.

Bab ketiga adalah data, yang dalam hal ini berbicara tentang diskripsi
hakim mahkamah agung dalam menggali perkara prwarisan beda agama dan

128 Meuwissen, Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, aih
bahasa B. Arief Sidharta (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), h. 35.
129 gutrisno Hadi, Metodologi Research, cet. ke-29 (Y ogyakarta: Andi Offset, 1997), h. 36-46.
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hubungannya dengan wasiat wajibah, yang terdiri dari beberapa sub judul,
diantaranya; sgjarah terbentunya Mahkamah Agung, Kewengangan Pengadilan
Agama, Putusan Mahkamah Agung tentang Waris beda agama, tinjauan tentang
putusan hakim Mahkamah Agung serta Yurisprudensi.

Bab keempat merupakan sebuah analisa yang berdasarkan teori dan
pendekatan interdisipliner, yang berisikan tentang konstruksi putusan Hakim
Mahkamah Agung tentang waris beda agama dan relevansinya dengan wasiat
wajibah. Kgjian ini adalah sebuah kgjian yang berisikan tema yang digunakan
untuk menjabarkan kajian yang ada dalam rumusan masal ah.

Bab kelima adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan yang
merupakan jawaban dari rumusan masalah yang sudah ditentukan, dan saran atau

rekomendasi kepada peneliti selanjutnya.
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BAB 11
LANDASAN TEORI HUKUM KEWARISAN ISLAM TENTANG
KEWARISAN BEDA AGAMA DAN RELASINYA DENGAN HUKUM
WASIAT WAJIBAH

A. Kebebasan Hakim dalam Menyelesaikan Perkara

Sebagaimana acuan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang
kekuasaan hakim, “Hakim dan hakim konstitus wajib menggali, mengikuti, dan
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal

ini seirama dengan sabda Rasulullah saw., tentang ijtihad hakim:
a0 U ala ade A e B Uske)y aake A3 (alad) 05 g pke e
Calal Bl e EQN o)) Al Al LUl 6‘3 EVRPEAEN|
Artinya: “Dari ‘Amr ibnal-‘Ashbahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah
SAW bersabda: “Apabilaseorang hakim berijtihad dalam menetapkan
suatu keputusan lalu ketetapannya itutepat maka dia mendapatkan dua

pahala, dan apabila dia berijtihad dalammenetapkan suatu keputusan lalu
ketetapannya itu salah maka dia mendapatkansatu pahala”.**°

Memula sebuah pembahasan tentang definisi kata atau kalimat yang akan
dibahas merupakan kebiasaan yangbagus, karena dengan demikian pembaca akan
memahami makna kata atau kalimatyang dimaksud oleh penulis. Oleh karenaitu,
berikut  ini  disebutkan definis  ijtihad.Dari  segi  bahasa, ijtihad
merupakanmasdar dari  kataijtahada yang pokok katanya adalahjuhdun yang
bermakna kemampuanatau jahdun yang bermakna letih. Ijtihad juga diartikan
dengan berusaha atau bersungguh-sungguh. Sedangkan yang dimaksud dengan

OAbG AbdillahMuhammad ibn Ism&‘il al-Bukhariy, al-Jami‘al-Sahih yang lebih di  kenal
dengan Sahihul-Bukhariy, Vol. 4, (Karo:al-Maktabah al-Salafiyyah, 1400 H) 372, No. Hadith: 7352.
Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjgj al-Qusyayriyal-Naysaburiy, Sahih Muslim, (Riyadz: Bayt al-Afkar
al-Dawliyyah, 1419H/1998 M), h. 713, No. Hadis: 1716. Abu Dawud Sulayaman ibn a-Asy‘atsal-
Sgjastaniy al-Azdiy, Sunan Abi Dawud, Vol.4 (Beirut: Dar ibn Hazm, 1418 H/1997 M), 8. No. Hadis:
3574. Abu‘Abdillah ibnMuhammad ibn Yazid ibn Majah al-Qazwiniy, al-Sunanyang lebih dikenal
dengan Sunan Ibn MajahVol. 3 (Damaskus: Dar al-Risalah al-°Alamiyyah, 1430 M/2009 M), 411. No.
Hadis: 2314.Dalam Sunan al-Tirmidzly, hadith inidiriwayatkan dari Abu Hurayrah. Lihat:Abu‘lsa
Muhammad ibn ‘Isa al-Tirmidziy, al-Jami‘al-Kabir yang lebih di kenaldengan sebutan Sunan al-
Tirmidzy, Vol.3 (Beirut: Dar a-Gharb al-1slamiy, 1996), 8. No. Hadis: 1326.
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ijtihad dari segi istilah adalah usahasungguh-sungguh yang dilakukan oleh
seorang mujtahiddalam~ mencari pengetahuan  tentang  hukum-hukum
syari’at. Orang yang melakukan ijtihad disebut dengan mujtahid.

Sebuah hadis dari Nabi saw.,mengisyaratkan kedudukan seorang hakim
yang berilmu dan patut untuk diikutijejaknya, yaitu hadis dari‘ Abdullah, Rasulullah
saw., bersabda:

A ol Al g« éﬂ\&a@ﬁk&%ﬁ‘ium\ ol Ja ;Qﬁﬁ\&&)m‘zf

Lealay s Len (ainly 58 AuSa
Artinya: “Tidak boleh bersikap hasad (iri hati) kecualikepada dua orang, pertama;

Orang yang diberikan harta oleh Allah dan diamenggunakannya untuk
mendukung kebenaran, kedua; orang yang diberikan hikmaholeh Allah
dan dia menggunakannya dalam memberi keputusan dan dia
jugamengajarkan hikmah tersebut kepada orang lain.***

Seseorang yang menjadi hakim padahakikatnya memiliki jabatan yang
tinggi, dia merupakan salah satu bagian daripenegak hukum yang sangat
diharapakan dapat memutuskan perkara yang digjukankepadanya dengan adil dan
benar, serta dapat bertindak secara progresif, responsive dan inovatif, agar dapat
mnghasilkan sebuah pembaruan hukum yang berkeadilan substantif..

Terkait dengan hakim PeradilanAgama yang ada di negara Indonesia, hakim
itu adalah pegabat yang melaksanakantugas kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu,
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989menentukan syarat-syarat pengangkatan,
pemberhentian dan sumpah yang harusdiucapkan oleh hakim tersebut. Hakim
agama harus beragama Islam, diangkat olehpresiden selaku kepala negara atas usul
Menteri Agama RI berdasarkanpersetujuan Ketua Mahkamah Agung RI. Prosedur
pengankatan hakim yang melibatkaninstansi yang berwewenang dan tiga unsur
aparat negara menujukkan betapaterhormatnya jabatan hakim ini. Maka hendaklah
para hakim menjunjung tinggikehormatan dan kepercayaan yang diberikan
kepadanya, sedapat mungkin menjauhkandiri dari berbagai hal yang dapat

menurunkan kewibawaannya.

131 Abu‘Abdillah  Muhammadibn Isma‘il al-Bukhariy, al-Jami‘al-Sahih Vol. 4, 329. No.
Hadis:7141.
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Di mata masyarakat, hakim bukanhanya sekedar pegawai negeri dan aparat
penegak hukum semata, tetapi jugadianggap sebagai tokoh masyarakat yang
memiliki otoritas. Oleh karena itu, seorang hakim harus menjadi teladan dalam
mayarakat sekitarnya.

Karena tingkah laku hakim itudinilai langsung oleh masyarakat, maka
martabat hakim itu harus dijunjungtinggi. Kalau martabat hakim sudah jatuh di
mata masyarakat, maka sangat sulitdiperbaiki kembali dan masayarakat akan selalu
mencemooh hakim tersebut danpada akhirnya akan berpengaruh pada putusan yang
akan dijatuhkan. Masayarakattidak akan percaya lagi terhadap hakim tersebut dan
juga lembaga peradilantempatnya bekerja.

Rasanya tidak salah bila kitamengatakan bahwa peraturan-peraturan yang
ada itu diadakan untuk mencapaiketentraman, karena daerah yang tidak memiliki
peraturan memicu terjadinyakriminalitas, terutama di dalam daerah itu sendiri.
Keadaan yang seperti inimembuat orang-orang yang peduli akan ketentraman dan
keamanan terinspirasiuntuk membuat peraturan-peraturan tertulis agar dapat
dimaklumi bersama.Tentunya ini merupakan tindakan yang sangat tepat demi
memilmalisasi tingkatkej ahatan.

Namun seiring berjalannya waktu,timbul masalah-masalah baru yang belum
termuat dalam peraturanperudang-undangan tertulis yang mengatur masalah
tersebut, karena peraturanyang ada hanya bersifat global dan tidak mencantumkan
seluruh perkara yangtelah terjadi dan yang akan terjadi pada masa mendatang.
Untuk mengatasimasalah ini, hakim diberikan wewenang untuk berijtihad dalam
mengambilkeputusan.

Kewenangan ini mendapat legitimasidari hadis Mu’adz ibn Jabal yang di
utus olehRasulullah saw., ke daerah Yaman. Sebelum dia berangkat, Nabi saw.,
bertanyakepadanya: “Dengan apa engkau akan berhukumbila suatu perkara
digjukan kepadamu?”’, Mu’adz menjawab: “Dengan al-Qur‘an”. Nabi Saw.,
bertanya “Bila engkau tidak menemukan hukumnya di dalam al-Qur’an?”. Mu’adz
menjawab: “Dengan al-Sunnah”. Mu’adz menjawab: “Bila engkau tidak temukan

juga dalam a-Qur’an dan al-Sunnah?”. Mu’adz menjawab: (Saya akan berijtihad
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dengan menggunakan ra’yu saya). Maka Nabi bersabda: “Segala puji bagi Allah
yang telah memberikan taufiq kepada utusanRasulullah”. (HR. Abu Dawud). 132

Dengan demikian makamasalah-masalah baru yang muncul belakangan
tetap diberikan keputusan hukummelalui ijtihad hakim, namun keputusan itu tetap
mengacu kepadaperaturan-peraturan yang telah ada.

1. Syarat-Syarat Hakim

Hakim sebagal pelaksana Undang-Undang atau hukum dari suatu
Negara. Hakim juga disebut dengan istilah gadli yaitu sebagai pelaksana
hukum yang berusasha menyelesalkan permasalahan yang dihadapkan
kepadanya, baik yang menyangkut hak-hak Allah maupun yang berkaitan
dengan hak-hak pribadi seseorang. Hakim merupakan unsur utama dalam
pengadilan.

Bahkan ia identik dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan
kehakiman sering kali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Demikian
halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh
karena itu, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada
kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang
mencerminkan keadilan.**

Karena hakim adalah orang yang mengadili perkara (di Pengadilan atau
Mahkamah). Menurut Pasal 11 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 ditegaskan
bahwa “Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan
kehakiman”. Oleh karena itu wajar apabila Undang-undang menentukan syarat
pengangkatan hakim. Syarat yang paling utama berbeda bagi Hakim
dilingkungan Pengadilan Agama dibanding dengan lingkungan Peradilan lain
adalah mutlak harus beragama Islam. Sedang pada lingkungan Peradilan lain,
Agamatidak dijadikan sebagai syarat.***

325unan Abu Daud

3Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut,
(Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 165.

*bid, h. 166
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Adapun syarat-syarat hakim yang ditetapkan oleh figih Islam bagi
seorang hakim dapat kita sebutkan secara global sebagai berikut:

a. Harus orang dewasa. Karena itu tidak sah pengangkatan anak kecil sebagai
hakim. Pendapat ini di dukung oleh tiga Imam yaitu Imam Syafi’i, Imam
Maliki, dan Imam Hambali.

b. Seorang yang berakal. Sebab hakim harus benar pemilihannya dan bagus
kecerdasannya sehingga dapat menjelaskan sesuatau yang rumit.

c. Mudglim. Ini disebabkan keislaman merupakan syarat diperbolehkannya
persaksian terhadap orang Muslim. Akan tetapi, mazhab Hanafi
memperbolehkan pengangkatan non Muslim sebagai hakim terhadap non
Muslim. Sebab, kelayakan peradilan berkaitan dengan kelayakan
persaksian, sedangkan non-muslim diperbolehkan menjadi saks terhadap
generasi penerus kelompoknya. Sebagai mana mazhab Hambali, Syuraih, al-
Nakha’i, al-Auza’i, Ibnu Mas’0d, Abli Misa, Zahiriyah, dan Imamiah
memperbol ehkan diterimanya persaksian non Muslim dalam wasiat seorang
Muslim ketika dalam bepergian. Dinukil dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah,
bahwa pendapat Imam Ahmad tentang diterimanya persaksian non-muslim
dadam ha ini dikarenakan kondisi darurat. Alasan ini mengharuskan
diterimannya persaksian dalam segala keadaan darurat, baik ketika sedang
mukim maupun bepergian. **

Dalam ayat ini disebutkan bahwa persaksian haruslah berasal dari kaum
muslimin yang adil. Allah swt.,berfirman:

EPAPPIS PY: VU LIRS PY- VO P W JUAEN IR R E

o Jae

¥Nur Shofa Ulfiati, Ijtihad Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian, Malang: UIN
MaulanaMalik Ibrahim, 2009, h. 46.
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Artinya: “Apabila mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukillah mereka

dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan

persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu®”.**

Dengan demikian, bahwa persaksian non-muslim terhadap orang

Muslim diperbolehkan dalam masalah-masalah perdata selain talak dan yang
berkaitan dengannya. Selama asas peradilan adalah persaksian sebagaimana
dikatakan mazab Hanafi maka dapat disebutkan alasan dalam memahami

pendapat yang mengatakan bolehnya hakim non-Muslim menangani perkara

Muslim dalam batasan sesuatu yang memang persaksian non-muslim itu di

perbol ehkan.

a

Adil yaitu benar sikapnya, jelas amanatnya, serta menjagadiri dari hal-hal
yang haram.
Mengetahui hukum-hukum syari’ah, baik dasar-dasar syari’ah maupun
cabang cabangnya™®’.

Adapun dasar syari’ah ada 4 (empat), yaitu:

1) Mengetahui  al-Qur’an tentang hukum-hukum vyang tercakup di
dalamnya, baik yang menghapuskan (nasikh) maupun yang dihapuskan
(mansukh), muhkamat dan mutasyabihat, umum dan khusus, global dan
terperinci.

2) Pengetahuan tentang Sunnah Rasulullah yang shahih, baik dalam
bentuk perbuatan, ucapan, maupun cara datangnya (asbabul wurud).

3) Mengetahui pendapat ulama’ salaf tentang apa sgja yang mereka
sepakati (ijma’) dan yang mereka perselisihkan untuk mengikuti ijma’
dan berijtihad dengan pendapatnya dalam masalah yang diperselisihkan.

4) Mengetahui giyasyang bisa membantu dalam mengembalikan masalah
cabang yang didiamkan kepada dasar-dasar yang dijadikan rujukan dan

yang disepakati.**®

O pid.

¥bid., h. 46.
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c. Sehat pendengarannya, penglihatan dan ucapan. Sebab orang yang bisa
tidak dapat mengatakan hukum, dan semua manusia tidak memahami
isyaratnya. Adapun orang yang tuli tidak bisa mendengar ucapan dua pihak
yang bersengketa. Sedangkan orang buta tidak dapat mencermati kasus
yang dihadapi. Namun demikian, kesempurnaan anggota badan tidak
dinilai dalam hal ini. Maka seorang hakim diperbolehkan memutuskan
hukum walaupun dia lumpuh, walaupun hakim yang tidak cacat tentu akan
membuatnya |ebih berwibawa.**

Sedangkan untuk permasalahan hakim wanita, tidak sah
pengangkatan perempuan sebagal hakim menurut tiga Imam:

Maliki, Syafi’ dan Hambali, kecuali Imam Abu Hanifah yang
memperbolehkan perempuan sebagai hakim dalam suatu masalah yang
disahkan perempuan menjadi saksinya. Adapun persaksian perempuan bagi
Abu Hanifah dinyatakan sah dalam segala sesuatu kecuali dalam masaah
pidana. Bahkan Ibnu Jarir a-Thabari membolehkan perempuan sebagai
hakim dalam segaa ha yang hakimnya dipegang oleh laki-laki, tanpa
pengecualian apapun. Al-Thabari menganaogikan pendapatnya tersebut
kepada pendapat yang memperbolehkan perempuan yang berfatwa dalam
seluruh masalah figih.**°

Tampaknya pendapat a-Tabari ini adalah yang lebih kuat karena
beberapa alasan sebagai berikut: a-Qur’an mempersamakan perempuan
dengan laki-laki dalam banyak ayat a-Qur’an, diantaranya firman Allah:

o slls Cile 30 e (el
Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibnnya

menurut cara yang ma’r(f. X4

3B pid., h. 47.

9 pid.

199 pig

Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 55
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Selain keislaman, tidak ada perbedaan dengan persyaratan Hakim pada
umumnya. Semua syarat yang ditentukan Pasal 13 Undang-Undang No. 7
Tahun 1989, merupakan syarat yang harus terpenuhi (tidak boleh kurang).
Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

a. Warga Negara Republik Indonesia

b. Beragama lslam.

c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

d. Setiakepada Pancasiladan Undang-Undang Dasar 1945.

e. Bukan bekas anggota organisas terlarang Partai Komunis Indonesia,
termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung
ataupun tidak langsung dalam gerakan Kontra Revolusi G.30 S/PKI.

f. Pegawai negeri

0. Sarjana syari’ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam.

h. Berumur serendah-rendahnya 25 tahun.

i. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan baik.'*

2. Peran dan Tugas Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara

Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta
menyelesaikan setiap perkara yang digukan kepadannya. Hakim menerima
perkara, jadi dalam hal ini sikapnya adalah pasif atau menunggu adanya perkara.
Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman
mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta
menyelesaikan setigp perkara yang digjukan kepadannya guna menegakkan
hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara

hukum Republik Indonesia
Hakim sebagai pelaksana kekuasaan,'”® menerima, memeriksa, dan
memutuskan perkara mempunyal tugas, yaitu tugas yustisial yang merupakan
tugas pokok. Adapun tugas yustisia hakim Peradilan Agama adalah menegakkan

Y2 bid.
143 (Pasal 1 dan 2 UU No. 4/2004).
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hukum perdata Islam yang menjadi wewenangnya dengan cara yang diatur

dalam hukum acara Peradilan Agama.

Redlisas pelaksanaan tugasnya dalam bentuk mengadili apabila terjadi
sengketa, pelanggaran hukum atau perbedaan kepentingan antara sesama warga
masyarakat. Rumusan jelasnya diatur dalam Pasal 1 dan 2 Undang-Undang No.
4 tahun 2004. Bunyi lengkapnya sebagai berikut:

a. Pasa 1Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk
menyelengarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan pancasila demi tersdlengaranya Negara Hukum Republik
Indonesia.

b. Pasa 2, Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud
daam Pasa 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilanj yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum,
lingkungna Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan
peradilan Tata Usaha Negara, dan Oleh sebuah Mahkamah.'*

Dalam ketentuan lain, yakni ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-
Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diamandemen dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 merumuskan bahwa Pengadilan Agama
bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus, dan menyelesaikan perkara-
perkara ditingkat pertama antara orang orang yang beragama Islam dibidang:

a Perkawinan;

b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;

c. Wakaf, Zakat, Infak dan Shadagah; dan

d. Ekonomi Syari’ah.**®

Tugas Hakim dalam Memeriksa Dan Mengadili

Adapun tugas hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara adalah
sebagal berikut:

1 bid.
14>Bakhul Amal, Hukum dan Masyarakat, (Y ogyakarta: Thafa Media, 2018), h. 89
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a.  Kongtatiring, berarti melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya
peristiwa yang digukan tersebut atau membuktikan benar atau tidaknya
peristiwalfakta yang digjukan para pihak melalui alat-alat bukti yang sah
menurut hukum pembuktian yang diuraikan dalam duduk perkaradan berita
acara. Konstatiring meliputi:

1) Memeriksaidentitas para pihak.

2) Memeriksa kuasa hukum para pihak (jika ada).

3) Mendamaikan pihak-pihak.

4) Memeriksa seluruh fakta/ peristiwa yang dikemukakan para pihak.

5) Memeriksa alat-alat bukti sesuai tata cara pembuktian.

6) Memeriksajawaban, sangkalan, keberatan dan bukti-bukti pihak lawan.
7) Menetapkan pemeriksaan sesuai hukum acara yang berlaku.**

b. Kwalifisir, yaitu menilai peristiwa itu termasuk hubungan hukum apa atau
yang mana, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatiring
itu untuk kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum,yang meliputi:

1) Merumuskan pokok-pokok perkara.

2) Mempertimbangan beban pembuktian.

3) Mempertimbangkan keabsahan peristiwa / fakta sebagai peristiwa atau
fakta hukum.

4) Mempertimbangkan secara logis, kronologis, dan yuridis fakta-fakta
hukum menurut hukum pembuktian.

5) Mempertimbangkan jawaban, keberatan, dan sangkalan-sangkalan serta
bukti-bukti lawan sesuai hukum pembuktian.

6) Menemukan hubungan hukum-hukum peristiwa / fakta yang terbukti
dengan petitum.

7) Menemukan hukumnya balk tertulis maupun yang tak tertulis dengan
menyebutkan sumber-sumbernya.

8) Mempertimbangkan biaya perkara.*’

“OIbid.
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c. Konstituiring yaitu menetapkan hukumnya yang kemudian dituangkan
dengan amar putusan (diktum), konstituiring ini meliputi:
1) Menetapkan hukumnya dalam amar putusan.
2) Mengadili seluruh petitum.
3) Mengadili tidak lebih dari petitum, kecuali undang-undang menentukan

lain.
4) Menetapkan biaya perkara.**®
4. Landasan Hakim dalam Memutuskan Perkara

Seorang hakim dalam memutuskan perkara haruslah mempunya sebuah
landasan, agar putusan yang dihasilkan pun dapat dipertanggungjawabkan, baik
kepada para pihak yang berperkara, masyarakat, negara maupun Allah swt., di
Indonesia, seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang digjukan ke
pengadilan, haruslah memenuhi landasan hukum materiil dan landasan hukum
formilnya.

Landasan hukum materiil adalah hukum yang memuat peraturan yang
mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud
perintah dan larangan.**

Sedangkan landasan hukum formil disebut juga hukum acara, menurut
Sudikno Mertokusumo, yaitu peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya
menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim atau
peraturan hukum yang menetukan bagai mana caranya menjamin pel aksaan hukum
perdata materiil. Atau dalam pengertian lain, Sudikno Mertokusumo mengatakan:
bahwa untuk melaksakan hukum materiil perdata terutama dalam hal pelanggaran
atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata dalam hal

ada tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain disamping

“bid.

148 A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Yogyakarta: Pustaka
Pelgjar, Cet. VIII, 2008, h. 36-37.

“Barnard arif Sidarta, Sruktur IImu Hukum, (Bandung: Mandar maju, 2009), h. 78
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hukum materiil itu sendiri. Peraturan-peraturan inilah yang disebut hukum perdata
formal atau hukum acara perdata.**

Menurut Mukti Arto, hukum acara perdata agama adalah semua kaidah
hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksakan hak-hak dan
kewagjiban-kewgjiban perdata agama sebagaimana yang diatur dalam hukum
perdata materiil yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama.*>*

Sumber-sumber hukum acara Peradilan Agama tersebut adalah meliputi:
HIR / R.Bg.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947.
Inpres Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam).
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia

® 2 0 T o

—h

J «

J. Peraturan Menteri Agama.
k. Keputuan Menteri Agama.
[.  Kitab-Kitab Figh Islam dan Sumber Hukum Tidak Tertulis lainnya.
m. Yurisprudensi Mahkamah Agung.*>

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
tentang Kehakiman, maka Hakim sebagal penegak hukum dan keadilan wajib
menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam
masyarakat.Dengan demikian pula dalam bidang hukum acara di Pengadilan
Agama, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum acara

yang bersumberkan dari Syari’ah Islam. Ha ini disamping untuk mengisi

10" Ach Zayyadi, Hukum Acara Perdata (Diktat Pada Mata K uliah Hukum Acara Perdata)
B A Mukti Arto, Op.Cit., h. 7
2 Ibid., h. 12
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kekosongan-kekosongan dalam hukum acara juga agar putusan yang dihasilkan
lebih mendekati kebenaran dan keadilan yang diridloi Allah swt., karena diproses
dengan acara yang diridai pula. Dengan demikian, maka putusan-putusan hakim
akan lebih memberikan rasa keadilan yang memuaskan para pencari keadilan
yang beragama Islam itu.

Disamping itu, ada asas-asas yang dijadikan sebagai |andasan beracara di
Pengadilan. Asas-asas hukum acara perdata ini dikaitkan dengan dasar serta asas-
asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan agama,
peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara; dimana ketentuan tentang hal
ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan asas-asas khusus yang
menjadi kewenangan Peradilan Agama adalah antaralain:

a  Asas Persondlitas Keislaman
Yang tunduk dan yang dapat ditundukan kepada kekuasaan peradilan
agama, hanya mereka yang mengaku dirinya beragama Islam. Asas diatur
dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama pasal 2 penjelasan umum alenia ketiga dan pasal 49
terbatas pada perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.
Ketentuan yang melekat pada UU No.3 Tahun 2006 tentang
asas personalitaskei slaman adalah:
1) Parapihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam.
2) Perkara perdata yang disengketakan mengenai perkawinan, waris, wasiat,
hibah, wakaf, zakat, infak, shodagoh, dan ekonomi syariah.
3) Hubungan hukum yang melandasi berdasarkan hukum Islam, oleh karena
itu acara penyel esaiannya berdasarkan hukum Islam.*>
Khusus mengenal perkara perceraian yang digunakan sebagai
ukuran menentukan berwenang tidaknya pengadilan agama adalah hukum

yang berlaku pada waktu pernikahan berlangsung. Sehingga apabila

13T eguh Prasetio, Filsafat& Teori IImu Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 2018), 67
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seseorang melangsungkan perkawinan secara Islam apabila terjadi sengketa
perkawinan perkaranya tetap menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama,
walaupun salah satu pihak tidak beragama Islam lagi (murtad), baik dari
pihak suami atau istri, tidak dapat mengugurkan asas personalitas keislaman
yang melekat pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan, artinya, setiap
penyelesaian sengketa perceraian ditentukan berdasar hubungan hukum pada
saat perkawinan berlangsung bukan berdasar agama yang dianut pada saat
terjadi sengketa.

..Asas Ishlah (upaya perdamaian)

Upaya perdamaian diatur dalam Pasal 29 UU No.1 Tahun 1974
tentang Perkawinan jo. Pasal 31 PPN0.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
UUNo.1 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 85 (1 dan 2) UU No. 7
Tahun 1989 yang tidak diubah dalam UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan
Agama jo. Pasal 115 KHI jo. Pasal 16 ayat (2) UU No.4 Tahun 2004 tentang
K ekuasaan kehakiman.

Upaya perdamaian dalam sidang Pengadilan Agama adalah bersifat
imperatif, khususnya dalam perkara permohonan izin poligami. Sebab dalam
pekara ini usaha mendamaikan merupakan beban yang diwagjibkan oleh
hukum kepada hakim dalam setiap perkara poligami dan selama perkara
belum diputus, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setigp sidang
pemeriksaan.

Asas Terbuka Untuk Umum

Asas terbuka untuk umum diatur dalam Pasal 59 (1) UU No.7 Tahun
1989 yang tidak diubah dalam UU No.3 Tahun 2000 tentang Peradilan
Agama jo. Pasa 19 (3 dan 4) UUNo0.4 Tahun 2004.Sidang pemeriksaan
Pengadilan Agama adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang
menentukan lain atau jika hakim dengan aasan penting yang dicatat dalam
berita acara sidang memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan
atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup. Adapun pemeriksaan
perkara di Pengadilan Agama yang harus dilakukan dalam sidang tertutup
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adalah berkenaan dengan pemeriksaan pernohonan ceral talak dan/ atau cerai
gugat (Pasal 67 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam UU
No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama).***

d. Asas Equality

Asas Equality di lingkungan peradilan agama diatur dalam Pasal 58
ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 yang pasal dan isinya tidak diubah menurut
UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 5 ayat (1) UU No.
4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan K ehakiman.Setiap orang yang berperkara
di muka sidang pengadilan adalah sama hak dan kedudukannya dalam arti
sama hak dan kedudukan di hadapan hukum, sehingga tidak ada pembedaan
yang bersifat diskriminatif.

e. Asas Aktif Memberi Bantuan

Asas aktif memberikan batuan kepada pencari keadilan di lingkungan
peradila agama adalah diatur dalam Pasal 119 HIR/149 R.Bg. jo. Pasal 58
ayat (2) UU No.7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam UU No.3 Tahun
2006 tentang Peradilan Agamajo. Pasal 5 (2) UU No.4 Tahun 2004 tentang
K ekuasaan Kehakiman, yaitu:

Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-
kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya
peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Maka hukum bagi hakim untuk memberikan bantuan kepada para
pihak dalam proses lancarnya persidangan adalah bersifat imperatif (wgjib)
sepanjang mengenai hal-ha yang berhubungan dengan permasalahan formil
dan tidak berkenaan dengan masalah materiil atau pokok perkara.

f. Asas Upaya Hukum Banding
Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan
banding kepada Pengadilan Tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan

kecuali Undang-Undang menentukan lain.

> Abdul Halim Talli, Asas-Asas Peradilan dalam Risalah Qadha, (Jakarta: UIN Press, 2018), h.
43
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0. AsasUpayaHukum Kasas
Terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat
dimintakan kasas kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang
bersangkutan kecuali Undang-Undang menentukan lain.
h. Asas Upaya Peninjauan Kembali
Terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali
kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang
ditentukan dalam Undang-Undang.
I. Asas Pertimbangan Hukum
Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar
putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dan peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan
dasar untuk mengadili.
j. Asas Memberi Bantuan Antar Pengadilan
Untuk kepentingan peradilan semua pengadilan wajib saling memberi
bantuan yang diminta>*Untuk memberikan putusan adalah tugas hakim.
Putusan itu dituntut suatu keadilan dan untuk itu hakim melakukan
konstatering  peristiwa  yang  dihadapi, mengkualifiksi dan
mengkonstitusinya. Jadi bagi hakim dalam mengadili suatu perkara yang
dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya.
Peraturan hukumnya adalah suatu alat, sedangkan yang bersifat menetukan
adalah peristiwanya. Maka di dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan
adalah pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah
putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang objektif atau tidak.
Di samping itu pertimbangan hakim adalah penting dalam pembuatan

memori banding dan memori kasasi.**®

155 Ach Zayyadi, Hukum Acara Perdata (Diktat pada mata kuliah hukum acara perdata)
1% R, Soeroso, Praktek Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan, Jakarta: Sinar
Grafika, 2003, h. 79.
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Pertimbangan atau considerans adalah dasar daripada putusan.
Pertimbangan dalam putusan dibagi dua yakni pertimbangan duduk perkara
atau peristiwanya dan pertimbangan akan hukumnya. Pertimbangan
peristiwanya harus dikemukakan oleh para pihak, sedangkan pertimbangan
hukumnya adalah urusan hakim. Pertimbangan dari putusan tersebut
merupakan aasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada
masyarakat mengapaia sampa mengambil putusan demikian (objektif).

Di daam Undang-Undang tentang ketentuan pokok Kehakiman
(Undang-Undang No. 4 Tahun 2004) pada Pasal 16 ayat (1), bahwa
Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dan mengadili
sesuatu perkara yang digukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau
kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini
mengindikasikan bahwa seorang hakim dianggap memahami hukum.
Artinya, segala perkara yang digjukan kepadanya harus diterima. Apabila di
dalam perkaranya tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali
hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum.

Ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman
Nomor 4 Tahun 2004 mengisyaratkan bahwa hakim sebagai penegak hukum
dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum
yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) ini harus
diartikan sebagal suatu kewgjiban bagi hakim karenaia merupakan perumus
dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Dengan
demikian, hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan
rasa keadilan masyarakat. Jadi, tugas penting dari hakim adalah
menyesuaikan Undang-Undang dengan hal-hal yang nyata di masyarakat.
Apabila Undang-Undang tidak dapat dijalankan menurut arti katanya, hakim
harus menafsirkannya. Dengan kata lain, apabila Undang-Undang tidak
jelas maka hakim wajib menafsirkannya sehingga ia dapat membuat suatu

keputusan yang adil dan sesua dengan maksud hukum yaitu mencapai



85

kepastian hukum. Karena itu, orang dapat mengatakan bahwa menafsirkan
Undang-Undang adal ah kewajiban hukum dari hakim.*’

Sekalipun penafsiran merupakan kewajiban hukum dari hakim, ada
beberapa pembatasan mengenai kemerdekaaan hakim untuk menafsirkan
Undang-Undang itu. Logeman mengatakan bahwa Hakim harus tunduk
pada kehendak pembuat Undang-Undang. Dalam hal kehendak itu tidak
dapat dibaca begitu sgja dari kata-kata peraturan perundangan, hakim harus
mencarinya dalam sgjarah kata-kata tersebut. Dalam sistem Undang-Undang
atau dalam arti kata-kata seperti itu yang dipakai dalam pergaulan sehari-
hari.**®Hakim wajib mencari kehendak pembuat Undang-Undang, karena ia
tidak boleh membuat tafsiran yan tidak sesuai dengan kehendak itu. Setiap
tafsiran adalah tafsiran yang dibatas oleh kehendak pembuat Undang-
Undang. Karena itu hakim tidak diperkenankan menafsirkan Undang-
Undang secara sewenang-wenang. Orang tidak boleh menafsirkan secara
sewenang-wenang kaidah yang mengikat, hanya penafsiran yang sesual
dengan maksud pembuat Undang-Undang saja yang menjadi tafsiran yang
tepat. Agar dapat mencapai kehendak dari Undang-Undang serta dapat
menjalankan Undang-Undang sesuai dengan kenyataan sosial, hakim
menggunakan beberapa cara penafsiran, yaitu:

a. Menafsirkan Undang-Undang menurut arti perkataan (istilah) atau biasa
disebut penafsiran gramatikal.

Antara bahasa dengan hukum terdapat hubungan yang erat
sekali. Bahasa merupakan aat satu-satunya yang dipakai pembuat
Undang-Undang untuk menyatakan kehendaknya. Karena itu, pembuat
Undang-Undang yang ingin menyatakan kehendaknya secara jelas harus
memilih kata-kata yang tepat. Kata-kata itu harus singkat, jelas dan tidak

bias ditafsirkan secara berlainan. Ada kalanya pembuat Undang-Undang

57 Yudha Bakti Ardhiwisastra, Penafsiran dan Kontruksi Hukum, (Bandung: Penerbit Alumni,

2000), h. 1

8 1pid., h. 2
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tidak mampu memakai kata-kata yang tepat. Dalam hal ini Hakim wagjib
mencari arti kata yang dimaksud yang lazim dipaka dalam percakapan
sehari-hari, dan hakim dapat menggunakan kamus bahasa atau meminta
penjelasan dari ahli bahasa.

b.Menafsirkan Undang-Undang menurut sgjarah atau penafsiran historis

Setiap ketentuan perundang-undangan mempunyai sejarahnya.
Dari sgarah peraturan perundang-undangan hakim dapat mengetahui
maksud pembuatnya. Terdapat dua penafsiran sejarah, yaitu penafsiran
menurut sgjarah, dan penetapan sesuatu ketentuan perundang-undangan.

c. Menafsirkan Undang-Undang menurut sistem yang ada di dalam hukum
atau biasa disebut dengan penafsiran sistematik.

Perundang-undangan suatu Negara merupakan kesatuan, artinya
tidak satupun dari perundangan tersebut dapat ditafsirkan seolah-olah ia
berdiri sendiri. Pada penafsiran peraturan perundang-undangan selalu
harus diingat hubungannya dengan peraturan perundangan lainnya.
Penafsiran sistematis tersebut dapat menyebabkan kata-kata dalam
undang-undang diberi pengertian yang lebih luas atau yang lebih sempit
daripada pengertiannya dalam kaidah yang biasa. Hal yang pertama
disebut penafsiran meluaskan dan yang kedua disebut penafsiran
menyempitkan.

4) Menafsirkan undang-undang menurut cara tertentu sehingga undang-
undang itu dapat dijalankan sesuai dengan keadaaan sekarang yang ada
didalam masyarakat, atau biasa disebut dengan penafsiran sosiologis atau
penafsiran teleologis.Setiap penafsiran undang-undang yang dimulai
dengan penafsiran gramatika harus diakhiri dengan penafsiran
sosiologis. Apabila tidak demikian, keputusan yang dibuat tidak sesual
dengan keadaan yan benar-benar hidup dalam masyarakat. Karena itu,
setiap peraturan hukum mempunyai suatu tujuan sosial, yaitu membawa
kepastian hukum dalam pergaulan antara anggota masyarakat. Hakim
wajib mencari tujuan social baru dari peraturan yang bersangkutan.
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Apabila Hakim mencarinya, masuklah ia ke dalam |lapangan pelgaran
sosiologi. Melalui penafsiran sosiologi Hakim dapat menyelesaikan
adanya perbedaan atau kesenjangan antara sifat positif dari hukum
(rechtspositiviteit) dengan kenyataan hukum (rechtswerkelijkheid),
sehingga penafsiran sosiologis atau teologis menjadi sangat penting.

d. Penafsiran otentik atau penafsiran secararesmi.

Adakalanya pembuat Undang-Undang itu sendiri memberikan
tafsiran tentang arti atau istilah yan digunakannya di dalam perundangan
yang dibuatnya. Tafsiran ini dinamakan tafsiran otentik atau tafsiran
resmi. Di sini Hakim tidak diperkenankan melakukan penafsiran dengan
cara lain selain dari apa yang telah ditentukan pengertiannya di dalam
undang-undang itu sendiri.

e. Penafsiran Interdisipliner

Penafsiran jenis ini biasa dilakukan dalam suatu anaisis
masalah yang menyangkut berbagai disiplin ilmu hukum. Di gini
digunakan logika lebih dari satu cabang ilmu hukum. Misalnya adanya
keterkaitan asas-asas hukum dari satu cabang ilmu hukum, misalnya
hukum perdata dengan asas-asas hukum publik.

f. Penafsiran Multidisipliner

Berbeda dengan penafsiran indisipliner yang masih berada
daam rumpun disiplin ilmu yang bersangkutan, dalam penafsiran
multidisipliner seorang Hakim harus juga mempelgari suatu atau
beberapa disiplin ilmu lainnya diluar ilmu hukum. Hakim membutuhkan

verivikasi dan bantuan dari disiplin ilmu yang lain.*>

5. Konstruksi Hakim dalam Mewujudkan Pembaruan Hukum
Penemuan hukum, pada hakekatnya mewujudkan pengembanan hukum
secara ilmiah dan secara praktikal. Penemuan hukum sebagai sebuah reaksi
terhadap dituasi-situasi  problematikal yang dipaparkan orang dalam

I bid.
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peristilahan hukum berkenaan dengan dengan pertanyaan-pertanyaan hukum
(rechtsvragen), konflik-konflik hukum atau sengketa-sengketa hukum.
Penemuan hukum diarahkan pada pemberian jawaban terhadap pertanyaan-
pertanyaan tentang hukum dan hal pencarian penyelesaan-penyelesaian
terhadap sengketa-sengketa konkret. Terkait padanya antara lain digjukan
pertanyaan-pertanyaan tentang penjelasan (tafsiran) dan penerapan aturan-
aturan hukum, dan pertanyaan-pertanyaan tentang makna dari fakta-fakta yang
terhadapnya hukum harus diterapkan. Penemuan hukum berkenaan dengan hal
menemukan penyelesaian-penyelesaian dan jawaban-jawaban berdasarkan
kaidah-kaidah hukum.

Penemuan hukum termasuk kegiatan sehari-hari para yuris, dan terjadi
pada semua bidang hukum, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum
pemerintahan dan hukum pajak. la adalah aspek penting dalam ilmu hukum
dan praktek hukum. Dalam menjalankan profesinya, seorang ahli hukum pada
dasarnya harus membuat keputusan-keputusan hukum, berdasarkan hasil
analisanya terhadap fakta-fakta yang digukan sebagai masalah hukum dalam
kaitannya dengan kaidah-kaidah hukum positif. Sementara itu, sumber hukum
utama yang menjadi acuan dalam proses andisis fakta tersebut adalah
peraturan perundangan-undangan. *°

Dalam hal ini yang menjadi masalah, adalah situasi dimana peraturan
Undang-undang tersebut belum jelas, belum lengkap atau tidak dapat
membantu seorang ahli hukum dalam penyelesaian suatu perkara atau masalah
hukum. Dalam situasi seperti ini, seorang ahli hukum tidak dapat begitu sgja
menolak untuk menyelesaikan perkara tersebut. Artinya, seorang ahli hukum
harus bertindak atas inisiatif sendiri untuk menyelesaikan perkara yang
bersangkutan. Seorang ahli hukum harus mampu berperan dalam menetapkan

atau menentukan apa yang akan merupakan hukum dan apa yang bukan

1%0A hmad Rifa’l, Penemuan Hukum Oleh Hakim, (Jakarta: Sinar Gafika, 2018), h. 88
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hukum, walaupun peraturan perundang-undangan yang ada tidak dapat

membantunya.

Tindakan seorang ahli hukum dalam situasi semacam itulah yang
dimaksudkan dengan pengertian penemuan hukum atau Rechtsvinding. Dalam
proses pengambilan keputusan hukum, seorang ahli hukum pada dasarnya
dituntut untuk melaksanakan duatugas atau fungsi utama, diantaranya yaitu :

a. la senantiasa harus mampu menyesuaikan kaidah-kaidah hukum yang
konkrit (perundang-undangan) terhadap tuntutan nyata yang ada di dalam
masyarakat, dengan selalu memperhatikan kebiasaan, pandangan-pandangan
yang berlaku, cita-cita yang hidup didalam masyarakat, serta perasaan
keadilannya sendiri. Hal ini perlu dilakukan oleh seorang ahli hukum karena
peraturan perundang-undangan pada dasarnya tidak selalu dapat ditetapkan
untuk mengatur semua kejadian yang ada didalam masyarakat. Perundang-
undangan hanya dibuat untuk mengatur hal-hal tertentu secara umum sagja.

b. Seorang ahli hukum senantiasa harus dapat memberikan penjelasan,
penambahan, atau melengkapi peraturan perundang-undangan yang ada,
dikaitkan dengan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Hal ini
perlu dijalankan sebab adakalanya pembuat Undang-undang (wetgever)
tertinggal oleh perkembangan perkembangan didalam masyarakat.'®*

Penemuan hukum merupakan pembentukan hukum oleh hakim atau
aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penergpan peraturan hukum
umum pada peristiwa hukum konkrit, juga merupakan proses konkretisasi atau
individualis peraturan hukum (das sollen) yang bersifat umum dengan
mengingat akan peristiwa konkrit (das sein) tertentu, jadi dalam penemuan
hukum yang penting adalah bagaimana mencarikan atau menemukan
hukumnya untuk peristiwa konkrit.*®?

Salah satu fungs dari hukum ialah sebaga alat untuk melindungi

kepentingan manusia atau sebagai perlindungan kepentingan manusia. Upaya

1 hid.
1%2Abu Rokhmad, Hukum Progresif, (Semarang UIN Semarang Press, 2013), h. 67
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yang semestinya dilakukan guna melindungi kepentingan manusia ialah hukum
harus dilaksanakan secara layak. Pel aksanaan hukum sendiri dapat berlangsung
secaradamai, normal tetapi dapat terjadi pula karena pelanggaran hukum.

Daam hal ini hukum yang telah dilanggar tersebut haruslah ditegakkan,
dan diharapkan dalam penegakan hukum inilah hukum tersebut menjadikan
kenyataan. Dalam hal penegakan hukum tersebut, setigp orang selalu
mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa
kongkrit, dengan kata lain bahwa peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang
dan harus ditetapkan sesua dengan hukum yang ada (berlaku), yang pada
akhirnya nanti kepastian hukum dapat diwujudkan. Tanpa kepastian hukum
orang tidak mengetahui apa yang harus diperbuat yang pada akhirnya akan
menimbulkan keresahan.

Akan tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat
mentaati peraturan hukum akibatnya juga akan kaku serta tidak menutup
kemungkinan akan dapat menimbulkan rasa ketidakadilan. Apapun yang
terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati dan dilaksanakan. Dan
kadang undang-undang itu sering terasa kegam apabila dilaksanakan secara
ketat (Iex dura sed tamen scripta).'®®

Berbicara tentang hukum pada umumnya, kita (masyarakat) hanya
melihat kepada peraturan hukum dalam arti kaidah atau peraturan perundang-
undangan, terutama bagi para praktisi. Sedang kita sadar bahwa undang-
undang itu tidaklah sempurna, undang-undang tidaklah mungkin dapat
mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara tuntas. Ada kalanya
undang-undang itu tidak lengkap atau ada kalanya undang-undang tersebut
tidak jelas. Tidak hanya itu, dalam a-Qur’an sendiri yang merupakan rujukan
kita (umat 1slam) dalam menentukan hukum akan suatu peristiwa yang terjadi,

ada kalanya masih memerlukan suatu penafsiran (interpretasi), pada masalah-

S pid.
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masalah yang dianggap kurang jelas dan dimungkinkan (terbuka) atasnya
untuk dilakukan suatu penafsiran.

Daam ha terjadinya pelanggaran undang-undang, penegak hukum
(hakim) harus melaksanakan atau menegakkan undang-undang. Hakim tidak
dapat dan tidak boleh menangguhkan atau menolak menjatuhkan putusan
dengan aasan karena hukumnya tidak |engkap atau tidak jelas. Hakim dilarang
menolak menjatuhkan putusan dengan dalih tidak sempurnanya undang-
undang.*®*

Olehnya, karena undang-undang yang mengatur akan peristiwa kongkrit
tidak lengkap ataupun tidak jelas, maka dalam hal ini penegak hukum (hakim)
haruslah mencari, menggali dan mengkaji hukumnya, hakim harus menemukan
hukumnya dengan jalan melakukan penemuan hukum (rechtsvinding).

Problematik yang berhubungan dengan penemuan hukum ini memang
pada umumnya dipusatkan sekitar ““hakim’, oleh karena dalam kesehariannya
la senantiasa dihadapkan pada peristiwa konkrit atau konflik untuk
disdlesaikannya, jadi sifatnya konfliktif. Dan hasil penemuan hukum oleh
hakim itu merupakan hukum karena mempunyai kekuatan mengikat sebagal
hukum serta dituangkan dalam bentuk putusan. Di samping itu pula hasil
penemuan hukum oleh hakim itu merupakan sumber hukum. Penemuan hukum
itu sendiri lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim
atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum
terhadap peristiwa hukum yang kongkrit.

Hal ini merupakan proses kongkretisasi dan individualisasi peraturan
hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa kongkrit. Atau lebih
lanjutnya dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi
atau individualisas peraturan hukum (das sollen) yang bersifat umum dengan

mengingat akan peristiwa konkrit (das sein) tertentu.*®

184Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, ()Jakarta: K encana, 2013, h. 34
15Rian Ahmad Perdana, Penelitian Hukum Interdisipliner, (Yogyakarta: Thofa Media, 2018), h.
90
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Dari abstraksi pemikiran yang dikemukakan di atas, terdapat beberapa
hal atau faktor serta alasan yang melatarbelakangi perlunya suatu analisis
terhadap prosedur penemuan hukum oleh hakim dalam proses penyelesaian
perkara terutama pada tahap pengambilan keputusan, antara lain bahwa
kegiatan kehidupan manusia ini sangatlah luas, tidak terhitung jumlah dan
jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam satu peraturan perundang-
undangan dengan tuntas dan jelas.

Maka wagjarlah kalau tidak ada peraturan perundang-undangan yang
dapat mencakup keseluruhan kegiatan kehidupan manusia, sehingga tak ada
peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnya dan jelas
sgelasjelasnya. Oleh karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas maka
harus dicari dan ditemukan.

Perhatian dan kesadaran akan sifat dan tugas peradilan telah
berlangsung lama dan garan penemuan hukum, gjaran penafsiran hukum atau
metode yuridis ini dalam abad ke 19 dikena dengan hermeneutic yuridis
(hermeneutika), namun yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan
penerapannya.’®

Munculnya suatu gejala umum, yakni kurangnya serta menipisnya rasa
kepercayaan sebagian “besar’” masyarakat terhadap proses penegakan hukum di
Indonesia. Gejala ini hampir dapat didengar dan dilihat, melalui berbagai
media yang ada. Menurut hemat peneliti gejala ini lahir tidak lain adalah
karena terjadinya suatu ketimpangan dari apa yang seharusnya
dilakukan/diharapkan (khususnya dalam proses penegakan hukum) dengan apa
yang terjadi dalam kenyataannya.

Kaitannya dengan gegjala umum di atas, dari mekanisme penyelesaian
perkara (kasus) yang ada, tidak jarang hakim selaku penegak hukum
menjatuhkan putusan/vonis terhadap kasus yang tanpa disadari telah melukai
rasa keadilan masyarakat disebabkan karena terlalu kaku dalam melihat suatu

% pid.
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peraturan (bersifat normative/positivistik) tanpa mempertimbangkan faktor
sosiologis yang ada. Salah satu contoh yang masih hangat dimemori kita pada
awal bulan yang lalu yakni divonis bebasnya beberapa kasus korupsi (koruptor)
kelas kakap yang nyata-nyata telah merugikan Negara.

Alasan yang lain yang tentunya sangat terkait dengan kajian ini yakni
melihat bagaimana seorang hakim melakukan penemuan hukum dalam tugas
dan tanggung jawabnya yang sudah menjadi kewgjiban melekat pada
profesinya serta sgjauhmana hal itu dapat mewarnai dalam setiap putusan yang
dilahirkan.

Cara teoritis, penemuan hukum adalah suatu teori yang memberikan
arah bagaimana cara menemukan aturan yang sesuai untuk suatu peristiwa
hukum tertentu, dengan cara penyidikan yang sistematis terhadap sebuah
aturan yang menghubungkan antara satu aturan dengan aturan lainnya. Oleh
karena itu, penemuan hukukm sebenarnya merupakan proses pembentukan
hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas
melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit.
Sehingga dalam penemuan hukum, selain hakim juga ada unsur lain yang bisa
menemukan hukum, salah satunya adalah ilmuan hukum.*®’

Amir  Syarifuddin  berpandangan bahwa penemuan  hukum
(rechtssvinding) merupakan proses pembentukan hukum dalam upaya
menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya berdasarkan
kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu, seperti interpretasi, argumentasi
atau penelaran (redenering), konstruksi hukum dan lain-lain. Kaidah-kaidah
atau metode tersebut digunakan agar penerapan aturan hukumnya terhadap
peristiiwa tersebut dapat dilakukan secara tepat dan relevan menurut hukum,
sehingga hasil yang diperoleh dari proses tersebut juga dapat diterima dan
dipertanggungjawabkan dalam ilmu hukum. Hal ini berarti bahwa penemuan

hukum dapat diartikan sebagai proses konkretisasi peraturan (das sollen) ke

187Achmad Ali, Menguak Teori dan Teori Peradilan, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 90
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dalam peristiwa konkret tertentu (das sein). Tiga tahap tugas hakim menurut

Sudikno Mertokuso adal ah:

a. Tahap konstatir, dimana hakim mengkonstatir benar tidaknya suatu
peristiwa yang digukan. Dalam tahap ini kegiatan hakim bersifat logis
dimana penguasaan hukum pembuktian bagi hakim sangat dibutuhkan
dalam tahap ini;

b. Tahap kudlifikasi, dimana hakim mengkualifisir hubungan hukum para
pihak;

c. Tahap konstituir, dimana hakim menetapkan hukumnya terhadap yang
bersangkutan (para pihak atau terdakwa). Hakim menggunakan logisme,
yaitu hakim menarik simpulan dari premis mayor berupa aturan hukumnya
dan premis minor berupa tindakan yang bersangkutan.'®®

Proses penemuan hukum oleh hakim dimulai pada tahap kualifikasi
dan berakhir pada tahap konstituir. Hakim memerlukan hukum dari sumber-
sumber hukum yang tersedia. Dalam ha ini, Indonesia tidak menganut
pandangan legisme yang hanya menerima undang-undang sgja sebagai satu-
satunya hukum dan sumber hukum, tetapi di sini hakim dapat menemukan
hukum melalui sumber-sumber hukum, yaitu undang-undang, kebiasaan, traktat,
yurisprudensi, putusan desa doktrin, hukum agama, bahkan keyakina hukum
yang dianut masyarakat.

Hakim dalam memutuskan perkaranya harus benar-benar memegang teguh
pada prinsip keadilan sesuai dengan dasar dan pertimbangan hukum yang ada.
Jika pertimbangan yang bersifat materiil belum tersedia, maka langkah yang
ditempuh oleh hakim peradilan agama adalah menggali dan menemukan hukum,
yang dalam khazanah Islam disebut dengan ijtihad, yang dimana hukumnya bagi
para hakim adalah fardu kifayah. Ijtihad intinya adalah suatu usaha sungguh-
sungguh untuk menemukan hukum yang belum ada dan dilakukan oleh mujtahid

(secaraindividu maupun kel ompok).

188 Suteki, Maasadepan Hukum Progresif, (Y ogyakarta: Thofa Media, 2015), h. 56
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Pembaruan atau rekonstruksi secara terminologi memiliki berbagai macam
pengertian, dalam perencanaan pembangunan nasional sering dikenal
denganistilah rekonstruksi. Rekonstruksi memiliki arti bahwa “re” berarti
pembaharuan sedangkan “konstruksi” sebagaimana penjelasan diatas memilikiarti
suatu sistem atau bentuk. Beberapa pakar mendifinisikan rekontruksi dalam
berbagaiinterpretass B.N Marbun mendifiniskan secara sederhana penyusunan
atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali
sebagaimana adanya atau keadian semula, sedangkan menurut James P
Chaplin.*®

Reconstruction merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa,
untukmenjelaskan  perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta
maknamaterinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.™

Berdasarkan uraian diatas maka dapat peneliti ssmpulkan maksud
rekonstruksi dalam pendlitian ini adalah pembaharuan sistem atau bentuk.
Berhubungandengan rekonstruksi kebebasan hakim dalam memutuskan perkara
waris. Rekonstruksi tersebut inilah yang nantinya akan menjadi pedoman atau

panduan dalam pembuatan peraturan tentang kebebasan hakim.

Dadam Kaidah Fighiyyah, bahwa perubahan hukum dalam fikih
dibenarkan, bahkan bisa menjadi suatu keharusan jika kondisi sosiologis
masyarakat berubah. Sebuah kaidah tentang perubahan hukum yang dinisbatkan
kepada Ibnu Qayyim a-Jauziyyah berbunyi:

SEPICEINES P NPE S [P P PES

Artinya: ““Perubahan dan perbedaan hukum adalah disebabkan perbedaan
tempat, masa kondisi, motivasi dan budaya”.*™

169 B N. Marbun, Kamus Politik, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), h.469.
170 James P. Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1997),
h.421

1 |bnu Qayyim al-Jauziyyah (691-751H) adalah seorang Imam Sunni, cendikiawan, dan ahli
fikih yang hidup pada abad ke-13. la adalah ahli fikih madzhab Hanbali, disamping itu juga beliau ahli
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Kaidah tersebut tidak hanya dikemukakan oleh Ibnu Qoyyim, namun
juga oleh ulamayang lain. Seperti kaidah yang berbunyi:
LY G HKRY) RS Sy

Artinya: “Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan masa”*"

Adanya perubahan hukum seperti itu dikarenakan tujuan hukum Islam
adalah kemaslahatan manusia lahir batin, duniawi dan ukhrawi. Oleh karena itu,
meskipun kaidah-kaidah tersebut secara gamblang membolehkan adanya
perubahan hukum, namun ulama usul membatasi perubahan hukum pada bagian
mu’amalat (hukum pada wilayah kemanusiaan). Dikarenakan bagian ini selalu
mengalami perubahan dan perkembangan. Suatu hukum yang ditetapkan pada
suatu masa dan tempat tertentu, bisa jadi sangat signifikan dengan kemaslahatan
manusia, tetapi dengan adanya perubahan sosial, hukum tersebut dapat menjadi
tidak signifikan lagi dengan kemaslahatan. Dan jika terjadi seperti itu, maka
hukumnya harus berubah sesuai dengan kemasl ahatan manusia.

Secara operasional, acuan perubahan hukum menurut kaidah usul fikih
adalah menurut ada atau tidak adanya ‘illat hukumnya. ‘illatadalah suatu sifat
pada suatu hal yang hukumnya ditetapkan oleh nas (al-ad), yang diatas
ditegakkan hukum. Dimana ada ‘illat disitu ada hukum, dan sebaliknya, tidak
adanya ‘illat penyebab, tidak ada hukum. Kaidah usul fikih itu adalah:

Ly 9 ol g 5 A4

Artinya: “Hukum itu beredar pada ‘illatnya, baik adanya hukum maupun tidak

adanya”.'”

tafsir, ahli hadis, menghafal al-Qur’an, ahli ilmu Nahwu, ahli Usul, ahli ilmu Kalam, sekaligus seorang
Mujtahid. Murid Syaikh a-Islam Ibnu Taimiyyah dalam bidang IImu Fikih. Beberapa karya besarnya
antara lain; Tahzib Sunan AbT Dawud, I’lam al-Muwaqqgi’tn an Rabbil ‘Alamin, Ighasatul Lahfan fi
Hukmi Thalagi al-Ghadban, Ighasatul Lahfan fi Masa’id al-syaitan, Bada’i’ul Fawa’id, Amsalul
Qur’an dan Buthlanul Kimiya” min Arba’ina Wajhan.

Y2Muhammad 1bnu Qayyim al-Jauziyyah, I’lam al-Muwaqgi’in ‘an Rabb al-‘Alamin, (Bairut:

Dar dail, tt.), h. 3

I pid.



97

Namun ‘illat bukan satu-satunya acuan hukum. Adapun kaidah yang
menyatakan bahwa acuan hukum adalah kemaslahatan. Sebagaimana kaidah di
bawah ini:

Aaal i) ALl A AKAY

Artinya: “Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang lebih kuat.*™

‘Illat adalah suatu sifat yang padanya diduga terdapat tujuan hukum.
Adapaun tujuan hukum atau Magasid al-Syari’ah menurut ulama usul fikih
adalah melindungi agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan. Dikarenakan tujuan
hukum merupakan hal-hal yang abstrak, tidak dapat diamati, maka diperlukan
‘illat sebagai tolak ukur ada dan tidak adanya maslahat.*”

Secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Komisi Yudisial
Nomor 22 Tahun 2004 yang dimaksud dengan hakim adalah hakim agung dan
hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah
Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstitus sebagaimana dimaksud
dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan
secara etimologi atau secara umum, Bambang Waluyo menyatakan bahwa yang
dimaksud denganhakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami
hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewgjiban dan tanggung jawab agar
hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau
tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang digjukan dengan dalih bahwa hukum
tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan
asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa. '™

Melihat dari pengertian hakim yang dijabarkan oleh Bambang Waluyo
maka bisa diketahui bahwa yang dimaksud hakim olehnya adalah tidak jauh

174y i
Ibid.
% Titik Hamidah, Fikih Perempuan Berwawasan Keadilan Gender, (Malang: UIN Maliki Press,
2011), h. 15-16

176 Bambang Waluyo, Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, (Jakarta: Sinar
Grafika, 1992), h. 11.
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berbeda dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2004, bukankah hakim agung, hakim yang berada dibawah peradilan, dan juga
hakim konstitusi itu juga merupakan organ pengadilan yang dianggap memahami
hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewgjiban dan tanggung jawab agar
hukum dan keadilan itu dapat ditegakkan. Hal ini senada juga dengan apa yang
diungkapkan oleh Al. Wisnu Broto, pendapatnya ialah, yang dimaksud dengan
Hakim adalah konkretisasi hukum dan keadilan secara abstrak, bahkan ada yang
menggambarkan hakim sebagai wakil tuhan di bumi untuk menegakkan hukum
dan keadilan.*"”

Kaau kita perbandingkan dari keduanya, secara normatif hakim
merupakan institusi yang mempunyai kekuasaan kehakiman, yang mencakup
Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya sampai ke Mahkamah
Konsgtitusi.Sedangkan penjelasan tentang hakim secara umum, hakim haruslah
seseorang yang mempunyal tanggung jawab, integritas, dan kemampuan untuk
berbuat adil dalam membuat keputusan.

Pada dasarnya pengertian hakim, apabila kata tersebut ditafsirkan secara
generik maka dapat diartikan bahwa hakim adalah seluruh hakim disemua jenis
dan tingkatan peradilan yaitu Hakim Agung, hakim pada badan peradilan di
semua lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung dan Hakim
Konstitusi.

Sebenarnya pengertian “kebebasan hakim” dalam mengadili dan memutus
suatu perkara secara limitatif telah dirumuskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD
1945, Jo. Pasal 4 ayat (3) Jo. Pasal 16 ayat (1) UU No.4 tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman. Cuma prinsip rule of the law dalam praktiknya sangat
dipengaruhi pada cara, sifat, sikap dan suasana kebebasan para hakim dalam
menyel esalkan suatu perkara.

Y7A1. Wisnu Broto, Hakim Dan Peradilan Di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian),

(Y ogyakarta: PenerbitanUniversitas Atma Jaya,1997), h. 2
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Hakim lebih banyak menggunakan practical reason yang erat
hubungannya dengan latar belakang masing-masing hakim bersangkutan. Apal agi
dalam praktik, banyak hakim dalam kebebasannya memutus perkara selalu
dipengaruhi oleh beberapa atribut yang selalu menjadi kerangka acuannya, antara
lain hakim tidak bisa hanya berpegang pada prinsip legdlitas sga (homo
yuridicus), karena juga harus mendasari pada ethical principle atau keutamaan
mora (homo ethicus) maupun keutamaan lainnya seperti keutamaan teological
(homo religious).Sedang pemahaman tentang kebebasan hakim adalah, jika
seorang hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara, bebas dalam
menggali, mengikuti dan memahami nilai-nila hukum yang hidup dalam
masyarakat, serta bebas dari segala pengaruh pihak luar yang dapat merubah
keyakinannya tentang rasa keadilan yang dimilikinya.

Namun menurut Yahya Harahap makna kebebasan hakim jangan diartikan
kebebasan yang tanpa batas, dengan menonjolkan sikap sombong akan
kekuasaannya (arrogance of power) dengan memperalat kebebasan tersebut untuk
menghalalkan segala cara. Namun kebebasan tersebut harus mengacu pada
penerapan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat
dan benar, menafsirkan hukum dengan tepat melalui pendekatan yang dibenarkan,
dan kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum (recht vinding).

Pemikiran Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian
kebenaran (searching for the truth) yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif
yang dapat dipandang sebagai konsep yang sedang mencari jati diri, bertolak dari
realitas empirik tentang bekerjanya hukum dimasyarakat, berupa ketidakpuasan
dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam setting
Indonesia akhir abad ke-20. Dengan demikian, gagasan pemikiran hukum
progresif tidak semata-mata hanya memahami sistem hukum pada sifat yang

dogmatic, selain itu juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik. Sehingga
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diharapkan melihat problem kemanusiaan secara utuh berorientasi keadilan

substantive.l”®

a  Hukum Sebagai Institus Yang Dinamis
Pemikiran hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi
hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif
percaya bahwa institus hukum selalu berada dalam proses untuk terus
menjadi (law as a process, law in the making). Anggapan ini dijelaskan oleh
Satjipto Rahardjo sebagai berikut:Hukum progresif tidak memahami hukum
sebagal institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh
kemampuannya untuk mengabdi kepada manusia
Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada
dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus
menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat
kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikas
ke dalam faktor-faktor keadilan, kesgjahteraan, kepedulian kepada rakyat, dan
lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (law as a
process, law in the making).*”®
Dalam konteks yang demikian itu, hukum akan tampak selau
bergerak dan berubah mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya hal
ini akan mempengaruhi pada cara berhukum kita, yang tidak akan sekedar
terjebak dalam ritme kepastian hukum, status quo dan hukum sebagai skema
yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang seladu mengalir dan
dinamis baik itu melalui perubahan-undang maupun pada kultur hukumnya.
Pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang final,
maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan,
melainkan manusialah yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian

hukum.

781 bid.
% Faisal, Menerobos Positivisme Hukum, (Y ogyakarta: Rangkang Education, 2010), h. 70.
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b. Hukum Sebagai Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan
Dasar filosofi dari pemikiran hukum progresif adalah suatu institus
yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera

dan membuat manusia bahagia.**°

Pemikiran hukum progresif berangkat dari
asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya.

Berdasarkan hal itu, maka kelahiran hukum bukan untuk dirinya
sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu; untuk harga diri
manusia, kebahagiaan, kesgahteraan dan kemulisan manusia. Itulah
sebabnya ketika terjadi permasalahan didalam hukum, maka hukumlah yang
harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk
dimasukkan kedalam skema hukum.

Pernyataan bahwa hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum
hanyalah sebagai alat untuk mencapai kehidupan yang adil, sgjahtera dan
bahagia, bagi manusia.

Oleh karena itu menurut pemikiran hukum progresif, hukum
bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat. Sehingga
keadilan subtantif yang harus lebih didahulukan ketimbang keadilan
prosedural, ha ini semata-mata agar dapat menampilkan hukum menjadi
solusi bagi problem-problem kemanusiaan.

c. Hukum Sebagai Aspek Peraturan dan Perilaku

Orientasi pemikiran hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan
dan perilaku (rules and behavior). Peraturan akan membangun sistem hukum
positif yang logis dan rasional. Sedangkan aspek perilaku atau manusia akan
menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Karena asumsi
yang dibangun disini, bahwa hukum bisa dilihat dari perilaku sosia penegak
hukum dan masyarakatnya.'®*

180 Mahmud Kusuma, Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas
Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia, (Y ogyakarta: Antony Lib bekerjasama LSHP, 2009), h. 31

BIAhmad Gunawan, Menggagas Hukum Progresif Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelgjar,
2013), h. 90
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Dengan menempatkan aspek perilaku berada diatas aspek peraturan,
dengan demikian faktor manusia dan kemanusiaan inilah yang mempunyai
unsur gregetseperti compassion (perasaan baru), empathy, sincerety
(ketulusan), edication, commitment (tanggung jawab), dare (keberanian) dan
determination (kebulatan tekad).

Satjipto rahardjo mengutip ucapan Taverne, “Berikan pada saya jaksa
dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk sekalipun saya bisa
membuat putusan yang baik”. Mengutamakan perilaku (manusia) daripada
peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigma penegakan
hukum, akan membawa kita untuk memahami hukum sebagal proses dan
proyek kemanusiaan.'®

Mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan diatas
faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap dan perilaku
dari aras legalistik-positivistik ke aras kemanusiaan secara utuh (holistik),
yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial. Dalam konteks
demikian, maka setigp manusia mempunyai tanggung jawab individu dan
tanggung jawab sosial untuk memberikan keadilan kepada siapapun.*®®

d. Hukum Sebagai Ajaran Pembebasan

Pemikiran hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan
pembebasan yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori
hukum yang legalistik-positivistik. Dengan ciri ini pembebasan itu, hukum
progresif lebih mengutamakan tujuan daripada prosedur. Dalam konteks ini,
untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah
kreatif, inovatif dan bila perlu melakukan mobilisasi hukum maupun rule
breaking. Satjipto Rahardjo memberikan contoh penegak hukum progresif
sebagai berikut.

Tindakan Hakim Agung Adi Andojo Soetjipto dengan inisiatif

sendiri mencoba membongkar atmosfir korupsi di lingkungan Mahkamah

182 Mahmud Kusuma,h. 74.
183 hid,



103

Agung. Kemudian dengan berani hakim Agung Adi Andojo Sutjipto membuat
putusan dengan memutus bahwa Mochtar Pakpahan tidak melakukan
perbuatan makar pada rezim Soeharto yang sangat otoriter. Selanjutnya,
adalah putusan pengadilan tinggi yang dilakukan oleh Benyamin
Mangkudilaga dalam kasus Tempo, ia melawan Menteri Penerangan yang
berpihak pada Tempo.'®*

Paradigma pembebasan yang dimaksud disini bukan berarti
menjurus kepada tindakan anarkhi, sebab apapun yang dilakukan harus tetap
didasarkan pada logika kepatutan sosial dan logika keadilan serta tidak
semata-mata berdasarkan logika peraturan sgja.

Di sinilah pemikiran hukum progresif itu menjunjung tinggi
moralitas. Karena hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong
sekaligus pengendali paradigma pembebasan itu. Dengan begitu, paradigma
pemikiran hukum progresif bahwa hukum untuk manusia, dan bukan
sebaliknyaakan membuat konsep pemikiran hukum progresif merasa bebas
untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi yang tepat
untuk mewujudkannya.

Ada bermacam-macam pengertian Hukum Waris, yang didefinisikan
oleh paratokoh, antaralain adalah:

Hukum Waris menurut A. Pitlo, yaitu:

Kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai harta
kekayaan, karena wafatnya seseorang: yaitu mengenai pemindahan
kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibatnya, dari
pemindahan ini bagi orang-orang yang memperoleh baik dalam
hubungan antara mereka, maupun dalam hubungan antara mereka
dengan pihak ketiga.’®

8 pid., h. 75.
185Mulyaoli, Hukum Waris Tanpa Wasiat, (Semarang: Badan Penerbit Universitas
Diponegoro,2008), h. 2
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Hukum Waris menurut Soebekti dan Tjitrosudibio, yaitu:Hukum yang
mengatur tentang apa yang harus terjadi denganharta kekayaan seseorang
yang meninggal dunia.'®®

Sedangkan Hukum Waris menurut Wirjono Projodikoro: Soal apakah
dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajibantentang
kekayaan seseorang pada waktu iameninggal dunia akan beralih kepada orang
lain yang masihhidup.*®’

Dari ketiga pengertian diatas, dapatlah dissmpulkan bahwauntuk
terjadinya pewarisan harus memenuhi 3 unsur, yaitu:*®®
a. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia meninggalkan harta kepada
orang lain;
b.Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam
kedudukkannya terhadap warisan, baik untuk seterusnya maupun untuk
sebagian;
c. Harta warisan adalah segala harta kekayaan dari orang yang meninggal
Pada umumnya para praktisi hukum di kalangan Eropa Kontinental tidak
memisahkan secara tegas antarametode penemuan hukum interpretasi dengan
penemuan hukum metode konstruksi. Sebaliknya para praktis hukum di
kalangan Anglo Saxon dalam karangannya telah memisahkan dengan tegas
penemuan hukum dengan metode interpretasi dengan penemuan hukum
metode konstruksi. LB Curzon sebagaimana yang dikutip oleh Achmad Ali**°
mengatakan bahwa interpretasi dan konstruksi mempunyai arti yang berbeda,
interpretasi hanya menentukan arti kata-kata dalam suatu undang-undang,
sedangkan konstruksi mengandung arti pemecahan atau menguraikan makna
ganda, kekaburan, dan ketidakpastian dari perundang-undangan sehingga tidak

bisa dipakai dalam peristiwa konkrit yang diadilinya.

15 hid.

7 1bid.

%8 pid, h. 2-3

18 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), (Jakarta:
Chandra Pratama, 1996), h. 167.



105

Para hakim dalam melakukan konstruks dalam penemuan dan
pemecahan masalah hukum, harus mengetahui tiga syarat utama yaitu: (1)
konstrukss harus mampu meliput semua bidang hukum positif yang
bersangkutan, (2) dalam pembuatan konstruksi tidak boleh ada pertentangan
logis di dalamnya, (3) konstruksi kiranya mengandung faktor keindahan dalam
arti tidak dibuat-buat, tetapi dengan dilakukan konstniksi persoalan yang belum
jelas dalam peraturan-peraturan itu diharapkan muncul kejel asan-kejelasan.

Konstruksi harus dapat memberikan gambaran yang jelas tentang
sesuatu hal, oleh karena itu harus cukup sederhana dan tidak menimbulkan
masalah baru dan boleh tidak dilaksanakan. Sedangkan tujuan dari konstruksi
adalah agar putusan hakim dalam peristiwa konkrit dapat memenuhi tuntutan
keadilan dan bermanfaat bagi pencari keadilan.'®® Dalam praktik Peradilan,
penemuan hukum dengan metode konstruksi dapat dijumpa dalam bentuk
sebagai berikut:

a. Argumen Peranalogian

Konstruksi ini juga disebut dengan analohi yang dalam hukum Islam
dikenal dengan giyas. Konstruksi hukum model ini dipergunakan apabila
hakim harus menjatuhkan putusan dalam suatu konflik yang tidak tersedia
peraturannya, tetapi peristiwa itu mirip dengan yang diatur dalam undang-
undang.

Di sini hakim bersikap seperti pembentuk undang-undang yang
mengetahui adanya kekosongan hukum, akan melengkapi kekosongan itu
dengan peraturan-peraturan yang serupa dengan mencari  unsur-unsur.
Persamaannya dengan menggunakan penalaran pikiran secara analogi. Jika
pemakaian analogi dilaksanakan secara balk, maka akan memecahkan
problem yang dihadapi itu dengan menemukan hukum yang baru pula
dengan tidak meninggalkan unsur-unsur yang ada dalam peraturan yang

dijadikan persamaan itu.

190 |pid., h. 192.
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Misalnya dalam hal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1756
KUH Perdata yang mengatur tentang mata uang (goldspecie). Apakah uang
kertas termasuk dalam ha yang diatur dalam peraturan tersebut? Dengan
jalan argumentum peranalogian atau analogi, mata uang tersebut ditafsirkan
termasuk juga uang kertas. Di Indonesia, penggunaan metode argumentum
peranalogian, atau analogi baru terbatas dalam bidang hukum perdata,
belum disepakati oleh pakar hukum untuk dipergunakan dalam bidang

hukum pidana.

. Metode Argumentum A'contrario

Metode ini menggunakan penalaran bahwa jika undang-undang
menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu
terbatas pada peristiwa tertentu dan bagi peristiwa di luarnya berlaku
kebaikannya. " Sedangkan  Sudikno Mertokusumo™®  mengemukakan
bahwa argumentum a'contrario titik beratnya diletakkan pada
ketidakpastian peristiwanya. Di sini diperlakukan segi negatif dari undang-
undang, Hakim menemukan peraturan untuk peristiwa yang mirip, di sini
hakim mengatakan "peraturan ini saya terapkan pada peristiwa yang tidak
diatur, tetapi secara kebalikannya". Dalam hal ketidaksamaan ada unsur
kemiripan.

Misanya seorang duda yang hendak kawin lagi tidak tersedia
peraturan yang khusus. Peraturan yang tersedia bagi peristiwa yang tidak
sama tetapi mirip, ialah bagi janda yaitu Pasal 39 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975. Bagi janda yang hendak kawin lagi harus menunggu
masa iddah. Maka Pasal itu juga diberlakukan untuk duda secara
argumentum a'contrario, sehingga duda kalau hendak kawin lagi tidak perlu
menunggu. Tujuan argumentum a'contrario ini adalah untuk mengis
kekosongan hukum atau ketidaklengkapan undang-undang, Jadi,

L 1hid, h. 197.
192 qudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Y ogyakarta: Liberty, 1996), h.
96.
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arguinentum a'contrario bukan merupakan argumentasi  untuk
membenarkan rumusan peraturan tertentu.
c. Pengkonkretan Hukum (Rechtsvervijnings)

Kontrukss model ini ada yang menyebutnya dengan penghalusan
hukum, penyempitan hukurn, dan ada pengkonkretan hukum. Istilah
pengkonkretan hukum yang merupakan pengkonkretan terhadap suatu
masalah hukum yang tersebut dalam peraturan perundang-undangan, karena
peraturan perundang-undangan tersebut terlalu umum dan sangat luas ruang
lingkupnya.

Agar dapat dipergunakan dalam menemukan hukum terhadap suatu
perkara yang sedang diperiksa, masalah hukum yang sangat luas itu
dipersempit ruang lingkupnya sehingga dapat diterapkan dalam suatu
perkara secara konkret. Dalam pengkonkretan hukum ini, dibentuk
pengecualian-pengecualian  atau  penyimpangan-penyimpangan  dari
peraturan-peraturan yang bersifat umum, yang kemudian diterapkan kepada
peristiwa yang bersifat khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan
memberi ciri-ciri.

Misalnya pengertian melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata
yang luas ruang lingkupnya karena dalam peraturan itu tidak dijelaskan
tentang apakah kerugian harus diganti juga oleh yang dirugikan, yang ikut
bersalah menyebabkan kerugian. Tetapi dalam yurisprudensi ditentukan
bahwa kalau ada kesalahan pada yang dirugikan, ini hanya dapat menuntut
sebagian dari kerugian yang diakibatkan olehnya. Jadi di sini ada
pengkonkretan ruang lingkup tentang pengertian perbuatan melawan
hukum.*%®

d. Fiks Hukum

Metode fiksi sebagai penemuan hukum ini sebenarnya berlandaskan

asas in dubio pro reo yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap orang

193 |bid., h. 69.
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dianggap mengetahui hukum. Pada fiksi hukum pembentuk undang-undang
dengan sadar menerima sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan
sebagal kenyataan yang nyata. Fiksi adalah metode penemuan hukum yang
mengemukakan fakta-fakta baru kepada kita, sehingga tampil suatu
personifikasi baru di hadapan kita. Adapun fungs dari fiksi hukum ini di
samping untuk memenuhi hasrat untuk menciptakan stabilitas hukum, juga
utamanya untuk mengisi kekosongan undang-undang. Menurut Achmad
Ali"™® harus dibedakan antara fiksi yang sudah tertuang dalam putusan
hakim, bukan lagi fiks melainkan telah menjadi judge made law, telah
menjadi kenyataan.

Dalam kaitan ini Scholten berpendapat bahwa fiks itu hanya
berfungsi pada saat-saat peralihan, dan manakala peralihan usai berakhir
pulafungs fiks itu. Jadi dalam fiksi hukum setigp orang mengetahui semua
ketentuan-hukum yang berlaku dan hal ini sangat diperlukan oleh hakim
dalam praktik hukum.Fiks hukum sangat bermanfaat untuk mengajukan
hukum, yaitu untuk mengatasi benturan antara tuntutan-tuntutan baru dan
sistem yang ada.

Hakim dalam menghubungkan antara teks undang-undang dengan suatu
peristiwa konkrit yang diadilinya, wajib menggunakan pikiran dan nalarnya.
Untuk memilih, metode penemuan mana yang paling cocok dan relevan untuk
diterapkan dalam suatu perkara. Hakim harus jeli dan memiliki profesionalisme
tinggi dalam menerapkan metode penemuan hukum sebagaimana tersebut di
atas. Apabila seorang hakim dapat rnempergunakan metode hukum yang
relevan dan sesua dengan yang diharapkan dalam kasus yang sedang
diperiksanya, maka putusan yang dilahirkan akan mempunya nilai keadilan
dan kemanfaatan bagi pencari keadilan.

Teori yang digunakan berikutnya adalah teori hukum progresif. Ciri-ciri
yang terkandung dalam hukum progresif, yakni:

%% 1bid., h. 200.
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a. Kesgahteraan dan kebahagiaan

Hukum progresif bertujuan mengantarkan manusia kepada
kesgahteraan dan kebahagiaan. Hukum harus memiliki tujuan lebih jau
daripada yang digukan oleh falsafah liberal. Pada falsafat pascaliberal,
hukum harus mensgahterakan dan membahagiakan. Hal ini juga sgaan
dengan cara pandang orang Timur yang memberikan pengutamaan pada
kebahagiaan.’*Peran aktif Negara untuk mewujudkan Negara hukum yang
membahagiakan rakyatnya. Artinya bukan rakyat yang harus datang
‘meminta-minta’ untuk dilayani Negara, melainkan negaralah yang aktif
dating kepada rakyat.**

Negara hukum substantif yang mengutamakan (a) pemenuhan hak-hak
asas dan (b) mengutamakan manusia dan keadilan (human dignity and
justice) dan kesgjahteraan warga (welfare). Kedua jenis ini merupakan
Negara hukum substantif yang berupaya mencapai kebahagiaan.*®’

Pengaturan oleh hukum tidak menjadi sah semata-mata karena ia
adalah hukum, tetapi karena mengegjar suatu tujuan dan cita-cita tertentu.
Sehingga hukum hendaknya bisa memberi kebahagiaan kepada rakyat dan
bangsanya.'*®

b. Karakteristik Hukum Modern (Hukum Liberal dan Pasca Liberal).
1) Sifat rasional hukum modern (dan formal) hukum modern.
2) Rasionalitas itu bahkan bisa berkembang sedemikian rupa sehingga
sampai pada tingkat “rasionalitas di atas segala-galanya” (rationality
above else).

1% Moh. Mahfud MD, dkk, Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik, (Jakarta:
Epistema Institute, 2011), h. 56

' Ibid., h. 133

" 1bid., h. 134

1% Satjipto Rahardjo, Op.Cit., h. 10
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3) Bukan keadilan yang ingin diciptakan, tetapi “cukup” menjalankan dan
menerapkannya secara rasiona. Artinya hukum sudah dijalankan bila
semua orang sudah berpegangan padarasionalitas itu.'*

C. Liberal:

1) Menggunakan format-rasional, artinya ia berusaha untuk sama sekali
tidak mencampuri proses-proses dalam masyarakat tetapi berusaha untuk
adadi atasnya.

2) Tugas hukum adalah hanya menjaga agar individu-individu di
masyarakat berinteraksi secara bebas tanpa ada gangguan; intervensi oleh
siapapun, termasuk Negara, tidak boleh dilakukan. Itulah hakikat dari
kerjatipe hukum diberal. ?®

d. PascalLiberd:

1) Negara ikut campur tangan secara aktif dalam menyelenggarakan
kesgjahteraan masyarakat (Negara kesgj ahteraan/welvaartstaat).

2) Hukum ikut turun tangan untuk mengatur penyelenggaraan berbagai
upaya kesejahteraan, seperti kesgahteraan, pendidikan, dan kebudayaan
publik lainnya.

3) Cara hukum (pasca liberal) seperti itu sudah merupakan penyimpangan
dan penghianatan terhadap ide liberal yang murni. 2

e. Kelahiran hukum modern (liberal) bukan akhir dari segalanya, tetapi alat
untuk meraih tujuan lebih jauh yakni kesgahteraan dan kebahagiaan
masyarakat. Masyarakat kurang bahagia bila hukum hanya melindungi dan
memberi keleluasaan kepada individu dan tidak memperhatikan kebahagiaan

masyarakat.?%

199 1pid.
20 | pid.
21 |bid., h. 11
22 pid,
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f. Hukum prioritas nilai-nilai di Timur dan Barat. Di Barat, rasionalitas (ratio-
nality) menempati nilai tertinggi, sedangkan di Timur memberikan
pengutamaan kepada kebahagiaan (happiness).?*

1) Kebahagiaan, a Bukan rasionalitas yang diutamakan, namun
kebahagiaanlah yang hendaknya ditempatkan di atas segalanya®* b)
Penyelenggaraan hukum progresif yakni penyelenggara hukum merasa
gelisah jika belum membuat rakyat bahagian.?®

2) Proses Menjadi

Hukum progresif selalu dalam proses menjadi (law as a process, law
in the making). Hukum bukan institus yang final, melainkan ditentukan
oleh kemampuannya mengabdi kepada manusia. ia terus-menerus
membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan
yang lebih baik. Setigp tahap dalam perjalanan hukum adalah putusan-
putusan yang dibuat guna mencapai ideal hukum, baik yang dilakukan
legidlatif, yudikatif, maupun eksekutif. Setiap putusan bersifat terminal
menuju kepada putusan berikutnya yang lebih baik. Hukum tidak pernah
bisa meminggirkan sama sekali kekuatan-kekuatan otonom masyarakat
untuk mengatur ketertibannya sendiri. Kekuatan-kekuatan tersebut akan
selalu ada, sekalipun dalam bentuk terpendam (laten). Pada saat-saat
tertentu ia akan muncul dan mengambil-alih pekerjaan yang tidak bisa
diselesaikan dengan baik oleh hukum Negara. Maka, sebaiknya memang
hukum itu dibiarkan mengalir.?*®

Satjipto Rahardjo menyebut bahwa Negara hukum Indonesia adalah
proyek yang belum selesai, melainkan proses yang menjadi. Masih banyak
yang perlu diperjelas dan dimantapkan. Membangun Negara hukum adalah
proyek raksasa. Demikian pula sebenarnya dengan gagasan Satjipto

%3 |pid., h. 13

2% Satjipto Rahardjo Op.Cit., h. 39

% pid., h. 12

26 Moh. Mahfud MD, dkk, Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik, (Jakarta:
Epistema Institute, 2011), h. 56-57
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Rahardjo tentang Negara hukum, masih perlu diperbincangkan, dikritik
dan dipertajam.?’
3) Hidup baik sebagai dasar hukum yang baik

Hukum progresif menekankan hidup baik sebagai dasar hukum yang
baik. Dasar hukum terletak pada perilaku bangsanya sendiri karena
perilaku bangsa itulah yang menentukan kualitas berhukum bangsa
tersebut. Fundamen hukum tidak terletak pada bahan hukum (legal stuff),
sistem hukum, berpikir hukum, dan sebagainya, melainkan lebih pada
manusia atau perilaku manusia. Di tangan perilaku buruk, sistem hukum
akan menjadi rusak, tetapi tidak di tangan orang-orang dengan perilaku
baik 2%

Hukum diintervensi oleh perilaku. Hukum bukan hanya urusan (a
business of rules), tetapi juga perilaku (matter of behavior).?*® Kehidupan
hukum bukan hanya menyangkut urusan hukum teknis, seperti pendidikan
hukum, tetapi menyangkut soal pendidikan dan pembinaan perilaku
individu dan sosia yang lebih luas.® Berikan padaku hakim dan jaksa
yang bak, maka dengan hukum yang buruk saya bisa mendatangkan
keadilan. Jadi, faktor perilaku atau manusia dalam kehidupan hukum

211 perilaku itu merupakan modal amat penting, sebelum

sangat penting.
berbicara tentang hukum.?*?
4) Responsif
Daam tipe responsif, hukum akan dikatikan pada tujuan-tujuan
diluar narasi tekstual hukum itu sendiri, yang disebut oleh Nonet dan
Selznick sebagai the sovereignty of purpose. Pendapat ini sekaligus

mengkritik doktrin due process of law. Tipe responsif menolak otonomi

27 |bid., h. 135

28 |bid., h. 57

2 Sgtjipto Rahardjo, Penegakan, Op.Cit., h. 4
20 |pid., h. 5

21 pid., h. 6

22 |bid., h. 7
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hukum yang bersifat final dan tidak dapat digugat.”** Pemikiran hukum
progresif ini juga diposisikan sebagai suatu teori hukum. Teori hukum ini
ditempatkan bersama-sama dengan teori hukum responsif dari Nonet dan
Selznick sebagai kelompok teori hukum pada masa transisi.?**

5) Negara hukum yang berhati nurani

Hukum pregresif membangun Negara hukum yang berhati nurani.
Dalam bernegara hukum, yang utama adalah kultur, ther cultur primacy.
Kultur yang dimaksud adalah kultur pembahagiaan rakyat. Keadaan
tersebut dapat dicapa apabilatidak berkutat pada the legal structure of the
conscience.”

Negara hukum harus menjadi Negara yang baik (benevolent state)
yang memiliki kepedulian. Bukan Negara yang netral, melainkan Negara
yang bernurani (a state with conscience). Negara tidak harus diperintah
oleh para filsuf sebagaimana diandalkan Plato. Melainkan mirip dengan
pendapat Aristoteles, bahwa Negara harus dikelola oleh praktik-praktik
kebajikan (practical wisdow) dan moralitas kebajikan (moral virtue) dari
para penyelenggara Negara. Praktik dan moralitas kebajikan inilah dalam
bahasa Satjipto Rahardjo disebut dengan nurani (conscience).?*°

Satjipto Rahardjo menyebut bahwa ia tidak mengikuti faham
Kelsenian yang sangat peduli dengan bentuk dan struktur logis-rasional
Negara hukum, melainkan membicarakan Negara hukum sebagai suatu
bangunan nurani (conscience, kokoro), sehingga segada hal yang
berhubungan dengan Negara hukum tunduk dan ditundukkan pada nurani
sebaga penentu (determinant). Bukan peraturan sebagai faktor

7

determinan.?’’ Hati nurani tak dapat digjak kompromi dengan apapun.

Karena peraturan dinomor-duakan, maka putusan-putusan hakim

23 Moh. Mahfud MD, dkk, Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif, OP.Cit., h. 56-57
24 |bid., h. 52

25 |bid., h. 57-58

28 |bid., h. 133-134

27 Moh. Mahfud MD, dkk, Ibid., h. 134
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bersangkutan sering disebut kontroversi.”*® Hukum memerlukan social
capital.**°Orang AS amat rasional dalam menjalankan hukum, sedangkan
Jepang menggunakan nuraninya.??°

Mendorong peran publik dalam publik

Hukum progresif mendorong peran publik. Mengigat hukum
memiliki kemampuan yang terbatas, maka mempercayakan segala sesuatu
kepada kekuatan hukum adalah sikap yang tidak realistis dan keliru. Di sisi
lain, masyarakat ternyata memiliki kekuatan otonom untuk melindungi dan
menata dirinya sendiri. Kekuatan ini untuk sementara tenggelam di bawah
dominas hukum modern yang notabene adalah hukum Negara. Untuk itu,
hukum progresif sepakat memobilisasi kekuatan otonom masyarakat
(mendorong peran publik).?**

Hampir tidak ada bukti yang mendukung kemapuan hukum yang
absolute. Setiap kali pretensi hukum seperti itu diuji, setiap kali pula akan
gagal. Maka adigum “serahkan kepada hukum, segalanya akan beres”
selalu dibuktikan kebohongannya ternyata hanya mitos.???Bila dikatakan
sehari-sehari, hukum akan menghentikan kejahatan melalui sanksi pidana
yang diancamkan, sebetulnya itu baru awal proses. Itu baru cita-cita dan
harapan (aspirational).

Jadi sesudah ada peraturan, masih diperlukan tindakan agar apa
yang diinginkan hukum menjadi kenyataan. Masih harus ada polisi yang
bertindak, masih diperlukan laporan masyarakat dan mendukung
‘keinginan’ hukum. Hukum atau peraturan hukum tidak mampu
menuntaskan rancangan secara akurat dan tuntas dengan bekerja sendiri.
Oleh karena itu, sebenarnya hukum hanya berkualitas plus-minus.??®
Semuanya tidak bisa hanya diserahkan kepada hukum formal.Publik juga

%18 Satjipto Rahardjo, Penegakan, Op.Cit., h. 6

29 | bid.
20 | pid.

,h.7

21 Moh. Mahfud MD, dkk, Satjipto Rahardjo, Op.Cit., h. 57

%22 | pid.
3 |pid.

 h.77
 h.77



115

perlu turut mengisi dan menyempurnakan hukum, yang sebenarnya baru

berkualitas plus-minus.**

Peraturan dan institusi formal masih memerlukan tambahan,
bantuan publik untuk bisa menciptakan ketertiban. Masyarakat dan publik
juga mampu mengorganisasi kekuatan sendiri secara spontan untuk
menjaga ketertiban. Hukum sama sekali tidak dapat dilepaskan dari
partisipasi publik.”Mendorong peran publik, guna menyumbang usaha
keluar dari keterpurukan hukum:

a) Disadari kemampuan hukum itu terbatas. Mempercayakan segaa
sesuatu kepada hukum adalah sikap tidak redlistis dan keliru.
Menyerahkan nasib kepada institus yang tidak memiliki kapasitas
absolute untuk menunaskan tugasnya sendiri. Secara empiric terbukti,
untuk melakukan tugasnya sendiri ia selalu membutuhkan bantuan,
dukungan, tambahan kekuatan publik.?

b) Masyarakat ternyata tetap menyimpan kekuatan otonom untuk
melindungi dan menata diri sendiri. Kekuatan itu untuk sementara
tenggelam di bawah dominasi hukum modern yang notabene adaah
hukum Negara. Seak kemunculan 200 tahun lalu, Negara ingin
memonopoli kekuasaan, termasuk membuat hukum, membuat struktur
(badan dan lembaga) serta mengatur prosesnya. Tidak ada kekuatan dan
kekuasaan lain yang boleh menyaingi dan semua kekuatan asli harus
minggir. Sgak saat itu, kekuatan otonom masyarakat menjadi
tenggelam. Meski demikian tidak mati, tetapi tetap ada dan bekerja
diam-diam (latent). Sesekali ia menunjukkan kekuatannya %’

c) Dengan tidak membiarkan kehidupan hukum dimonopoli kekuasaan,
proses, dan ingtitus forma sga tetapi oleh bangkitnya kekuatan

24 1pid., h. 78
25 ogtjipto Rahardjo, Penegakan, Op.Cit., h. 207
%25 1pid., h. 80
%7 1bid., h. 81
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otonom masyrakat guna memulihkan hukum sebaga istitusi yang
bermasrtabat dan membuat bangsaini sejahtera dan bahagian.??®
Dijalankan dengan kecerdasan spiritual

Hukum progresif dijalankan dengan kecerdasan spiritual.
Kecerdasan spiritual tidak ingin dibatasi patokan (rule-bound), juga tidak
hanya bersifat kontekstual, tetapi ingin keluar dari situasi yang ada dalam
usaha mencari kebenaran makna atau nilai yang lebih dalam.?®® Akhir adab
ke -20, muncul model berpikir yang memasuki dimensi kedalaman, yaitu
mencari makna dan nilai yang tersembunyi dalam objek yang sedang
ditelash. Ini disebut berpikir spiritual atau kecerdasan spiritual.>*°
Kecerdasan spiritual amat menarik untuk dikaitkan kepada cara-cara
berpikir dalam hukum, yang pada gilirannya mempengaruhi tindakan
dalam menjalankan hukum.?*

Kecerdasan intelektual memang cerdas / akurat, tetapi amat terikat
patokan (rule-bound) dan mat melekat pada program yang telah dibuat
(fixed program) sehingga menjadi deterministik. Berpikir menjadi suatu
finite game, berpikir dengan perasaan sedikit ‘lebih maju’, karena tidak
semata-mata menggunakan logika tetapi bersifat kontekstual. Kecerdasan
spiritual tidak ingin dibatasi patokan (rule-bound), juga tidak hanya
bersifat kontekstual, tetapi ingin keluar dari situasi yang ada dalam usaha
untuk mencari kebenaran, makna, atau nilai yang lebih dalam.?*

Kecerdasan spiritual tidak berhenti menerima keadaan dan beku,
tetapi kreatif dan membebaskan. Dalam kreativitasnya, mungkin bekerja
dengan mematahkan patokan yang ada (rule-breaking) sekaligus
membentuk yang baru (rule-making).”®*® Cara menjalankan hukum di
negeri ini amat tidak memuaskan. Banyak bukti menujukkan, ha itu

28 Stjipto Rahardjo, Ibid., h. 81
29 Moh. Mahfud MD, dkk, Satjipto, Op.Cit., h. 58

20 |pid.,

2L | bid.
22 |bid.

23 pid.,

h. 17

h. 18
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berkait cara berpikir yang masih positivis-dogmatis itu. Maka menjalankan
hukum menjadi praktik kutak-katik rasional mengenai peraturan, prosedur,
asas, dan kelengkapan hukum lainnya. Hukum belum dijalankan secara
bermakna. Proses hukum cenderung menjadi gjang mencari menang di atas
pencarian keadilan.?*

Berpikir dengan logika dan perasaan, tetapi dengan menggunakan
kecerdasan spiritual. Menggunakan kecerdasan spiritual meningkatkan
kualitas kedua macam berpikir yang lain. Berpikir dengan rasio dalam
hukum diperlukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang
sederhana. Berpikir dengan perasaan atau dalam konteks, juga diperlukan
karena menjalankan hukum juga memerlukan empati, komitmen, dan
dedikasi.**Kecerdasan  spiritual menggugah rasa moral, dengan
memberikan suatu kemampuab untuk mengendalikan ketentuan yang kaku
lewat pengertian (understanding) dan rasa keterlibatan.?*®

Alasan penggunaan kecerdasan spiritual, yakni:

a) Penggunaan kecerdasan spiritual untuk bangun dari keterpurukan hukum,
memberi pesan penting kepada kita untuk berani mencari jalan baru (rule-
breaking) dan tidak membiarkan diri terkekang cara menjalankan hukum
yang lamadan tradisional yang jelas-jelas |ebih banyak melukai keadilan.

b) Pencarian makna lebih dalam hendaknya menjadi ukuran baru dalam
menjalankan hukum dan bernegara hukum. Bagi yang berprofesi hukum
seperti hakim, jaksa, advokat dan lain-lain didorong untuk bertanya kepada
nurani tentang makna hukum lebih dalam.

¢) Hukum hendaknya dijalankan tidak menurut prinsip logika sgja, tetapi
dengan perasaan, kepedulian, dan semangat keterlibatan (compassion)
kepada bangsa | ndonesia yang sedang menderita.?*’

8) Merobohkan, mengganti dan membebaskan

24 |bid., h. 19
25 |bid., h. 20
26 |bid., h. 21
%7 |bid., h. 21-22
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Hukum progresif itu merobohkan, mengganti, dan membebaskan.
Hukum progresif menolak sikap status quo dan submisif. Sikap status
guomenyebabkan kita tidak berani melakukan perubahan dan menganggap
doktrin sebagali sesuatu yang mutlak untuk dilaksanakan. Sikap demikian
hanya merujuk maksim “rakyat untuk hukum”.?*® Pembaharuan hukum dan
promosi Negara hukum sangat berpusat pada Negara. Ada dua pola
pembaharuan hukum yaitu:

a) Rules approaches. Dalam model ini, pembaharuan hukum dilakukan dengan
menciptakan dan mengganti peraturan perundang-undangan dan kebijakan
lainnya. Jumlah legislass meningkat. Hal ini membuat hukum menjadi
‘rimba’ peraturan perundang-undangan, saling tumpah tindih satu sama lain
dan banyak hukum yang kemudian menjadi tidak imperatif atau mubazir
(legisferitis). Hukum menjadi semakin teknikal dan memerlukan
pembelgaran teknis yang jauh dari pemahaman awam. Hal ini pula yang
secara tidak sadar memberi ruang yang semakin besar kepada para sarjana
hukum untuk mendominasi pemaknaan hukum.

b) Agencies approaches. Hal ini dilakukan dengan membenahi institusi
Negara di Indonesa yang dilakukan adalah penegasan pemisahan
kekuasaan antar cabang kekuasaan Negara (separation of power) dan
pembentukan lembaga-lembaga independen.?*®

¢) Hukum progresif dan ilmu hukum progresif barangkali tidak bisa disebut
sebagai suatu tipe hukum yang khas dan selesai (distinct type and a finite
scheme), melainkan lebih merupakan gagasan yang mengalir, yang tidak
mau terjebak ke dalam status quo, sehingga menjadi mandek (stagnant).
Hukum progresif selalu ingin setia pada asas besar “hukum adalah untuk
manusia”. Hukum progresif bisa diibatkan sebagai papan petunjuk, yang

seldu memperingatkan, hukum itu harus terus-menerus merobohkan,

28 Moh. Mahfud MD, dkk, Satjipto, Op.Cit., h. 58
%9 |bid., h. 127



119

mengganti, membebaskan hukum yang mandek, karena tidak mampu

melayani lingkungan yang berubah.*

B. Tinjauan Hukum Islam tentang Waris
1.  Pengertian Waris

Waris berasal dari bahasa Arab, yang merupakan bentuk mashdar dari
kata warisa-yarisu-irsan-mirasan.”* Maknanya ialah berpindahnya sesuatu
dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain.?*
Kata miras, bentuk jamaknya adalah mawaris, yang berarti harta peninggalan
orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.**

Waris juga sering disebut ilmu yang mempelgari tentang warisan
disebut ilmu mawaris, atau lebih dikenal dengan ilmu faraid. Kata faraid
adalah jama’ dari faridah, yang diartikan oleh ulama faradhiyun semakna
dengan kata mafr(dah, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya, kata
fardhu sebagai suku kata dari faridah, yang dalam bahasa memiliki beberapa
arti, yaitu aqdir (suatu kekentuan), gat’u (ketetapan yang pasti), inzal
(menurunkan), tabyin (penjelas), dan atha’ (pemberian).

Keenam arti tersebut di atas, dapat digunakan sebab ilmu faraid
mengandung saham-saham atau ketentuan yang yang telah ditentukan besar
kecilnya pasti seperti yang dijelaskan Allah swt., tentang halnya sesuatu
dengan peraturan-peraturan yang telah ditentukan.?**

Objek pewarisan adalah harta benda baik berwujud materi maupun
harta non materi. Harta pusaka jika dilihat dari bentuk ada yang berbentuk
atau wujud materi dan ada yang tidak berbentuk atau tidak berwujud imateri.

20 Moh. Mahfud MD, dkk, h. 54

21 Mahmud Y unus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), h. 490

22\ uhammad Ali al-Shabuni, Pembagian Waris Menurut |slam, Terj. Basalamah, Jakarta: Gema
Insani Press, 1995, h. 33.

28Djian Khairul Umam, Figih Mawaris, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 11.

24 Fathurrahman, ilmu Waris, (Bandung: PT. al-Ma’arif, 19987), h. 32
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Y ang berwujud materi seperti tanah, rumah, ternak, tumbuhan dan perhiasan,

adapun yang tidak berbentum materi (imateri) seperti gelar kebangsaan.?*

Di bawah ini akan diuraikan beberapa pengertian istilah dalam hukum
waris yaitu:

a Waris, idtilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka
(peninggalan) orang yang telah meninggal.

b. Warisan, berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat.

c. Pewaris adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal
dunia dan meninggalkan sgumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat
wasiat.

d. Ahli waris, yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang
yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.

e. Mewaris, yaitu mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris
adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya.?*®

f. Proses Pewarisan, Istilah ini mempunya dua pengertian atau dua makna,
yaitu:

1) Berarti penerusan atau penunjukkan para waris ketika pewaris masih
hidup; dan
2) Berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal ./

Secara terminologi terdapat beberapa perumusan, misalnya menurut Ali
al-Shabuni ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal
kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa
harta (uang), tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar’i.**®

Menurut Wirjono Prodjodikoro, waris adalah soal apakah dan
bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewagjiban-kewgjiban tentang kekayaan
seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang

#Dominikus Rato, Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia, (Jakarta: Laksbang
Pressindo, 2015), h. 183-184
#8\.J.S. Poerwardaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Depdikbud, Pusat
Pembinaan Bahasa Indonesia, 1982), h. 1148.
i:;HiIman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, (Bandung: Alumni, 1980), h. 23.
Ibid
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masih hidup”.?*® Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan fara'idh, yang
artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang
berhak menerimanya.?*°

Menurut Wahbah a-Zuhaeli sebagaimana dikutip oleh Athoilah, waris
atau warisan (mirats) sama dengan makna tirkah yaitu segala sesuatu yang
ditinggalkan oleh seseorang sesudah wafat, baik berupa harta maupun hak-hak
yang bersifat materi dan nonmateri.?*

Hilman Hadikusuma dalam bukunya mengemukakan bahwa "Warisan
menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian
disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau masih dalam keadaan
tidak terbagi-bagi".?>

Soepomo mengemukakan sebagal berikut, hukum waris itu memuat
peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan
barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda
(immateriele goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada
turunannya. Proses itu telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses
tersebut tidak menjadi takut oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang
mcninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses
itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses
penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.?>®

R. Santoso Pudjosubroto mengemukakan, yang dimaksud dengan
hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-
hak dan kewajiban-kewgjiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia
meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup".?>*

B. Ter Haar Bzn terjemahan K. NG. Soebakti Poesponoto memberikan
rumusan hukum waris sebagal berikut: "Hukum waris adalah aturan-aturan

#Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, (Bandung: Sumur Bandung, 2006), h. 13.
#9Benj Ahmad Saebani, Figh Mawaris, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 13.

ZIAthoilah, Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis), Bandung: Yrama Widya, 2013, h. 2.
*2)pid, h. 21

%355epomo, Op, Cit, h. 72— 73.

%R, Santoso Pudjosubroto, Masalah Hukum Sehari-hari, Y ogyakarta: Hien Hoo Sing, 1964, h. 8.
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hukum yang mengenal cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan
peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi
ke generasi".®®

A. Pitlo memberikan batasan Hukum waris sebagai berikut, hukum
waris, adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengena kekayaan
karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang
ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang
memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun
dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketigaSuatu hal yang perlu
diperhatikan, yaitu waaupun terdapat rumusan dan uraian yang beragam
tentang hukum waris, pada umumnya para penulis hukum sependapat bahwa
"hukum waris itu merupakan perangkat kaidah yang mengatur tentang cara
atau proses peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris atau para
ahli warisnya®®

Ahli figh telah mendalami masalah-masalah yang berpautan dengan
warisan, dan menulis buku-buku mengena masalah-masalah ini, dan
menjadikannya suatu ilmu yang berdiri sendiri dan menamakannya: ilmu
Mawaris atau ilmu Faraid. Orang yang ahli dalam ilmu ini, dinamakan Faridi,
Fardi, Faraaidli, Firridl.*" Tentang kata faraid, Syekh Zainuddin bin Abd
Aziz a-Malibary mengatakan:**®

Kata faraid bentuk jama dari faridah artinya yang difardukan. Fardu
menurut arti bahasa adalah kepastian; sedangkan menurut syara dalam
hubungannya di sini adalah bagian yang ditentukan untuk ahli waris.

Para fugaha mentarifkan ilmu ini dengan makna bahwa IImu untuk

mengetahui orang yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak dapat

% Ter Haar Bzn, Beginselen en Selsel van Het Adat Recht, Terj. K. Ng. Soebakti Poesponoto,
"Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat", Jakarta: Pradnya Paramita, 1981, h. 197.

%6 A Pitlo, Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terj. M. Isa Arief,
Jakarta: Intermasa, 1979, h. 1.

%7 TM. Hashi Ash Shiddieqy, Figih Mawaris, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, h. 6

%8 gyekh Zainuddin 1bn Abd Aziz a-Madlibary, Fath al- Mu’in Bi Sarh Qurrah al-Uyun,
Maktabah wa Mathaah, Semarang: Toha Putera, tth, h. 95
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menerima pusaka, kadaryang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara
pembagiannya.®>®
Menurut Ahmad Azhar Basyir, kewarisan menurut hukum Islam adalah
proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik
yang berupa benda yang wujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepada
keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum.?®°
Menurut Amir Syarifuddin, hukum kewarisan Islam itu dapat diartikan
seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunah Nabi
tentang hal ihwa peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati
kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat
untuk semua yang beragama Islam.”®*
Dasar Hukum Waris
Selain a-Quran, hukum kewarisan dalam a-Qur’an dan hadis
Rasulullah saw., pendapat sahabat, baik yang disepakati maupun yang
mukhtalaf fih dan peraturan perundang-undangan:
a. a-Qur'an
Ayat-ayat a-Quran cukup banyak yang menunjuk tentang hukum
kewarisan. Di bawah ini akan dikutip pokok- pokoknya saja. “Allah
mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu,
yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan;
dan jika anak itu semuanya lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga
dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang sgja, maka
memperoleh separuh harta.
Dan untuk dua orang ibu bapak, bagian masing-masing seperenam
dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika
orang yang meningga tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu

bapaknya (sgja) maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu

9 pid
%0 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam, Y ogyakarta: Ull Press, 2004 h. 132
%L Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan |slam, Jakarta: Prenada Media, 2004, h. 6.
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mempunyai  beberagpa saudara, maka ibunya mendapat seperenam.
(Pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat (dan)
atau sesudah dibayar utangnya. (Tentang orang tuamu dan anak-anaknu,
kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak)
manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah.

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS.
a-Nisa :11).”

R (58 5 (8 % il B (e LSANEREAT) 3 AL a5}
Loghe aaly 81 49l Calalll Ll Saay LodlS ()57l Lo Ul (e
) 4005 1 437575 3 40 85 2 AT, A0 S () 95 L [l
ST 00l Ly a5 Ay 230 (a2l 8 858 A1 IS (J8°
Cale (8 aTl) ) Al (pe 2y 53 a0 AT 20 (5% U B850
Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)
anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan
bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu
semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua
pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu
seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua
orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta
yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika
orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwaris
oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika
yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya
mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas)
sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar
hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak
mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak)
manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

(QS. a-Nisa: 11).%?

%2 Depag  Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, (Yayasan Penyelenggara
Penterjemah/Pentafsir al-Qur’an 1986), h. 116.
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Tentang asbab al-nuzdl surat a-Nisa ayat 11, dalam Tafsir
Jalalain®dijelaskan antara lain: bahwa diketengahkan oleh imam yang
berenam dari Jabir bin Abdillah, katanya: Nabi saw., bersama Abu Bakar
menjenguk saya di perkampungan Bani Salamah dengan berjalan kaki.
Didapatinya saya dalam keadaan tidak sadar lalu dimintanya air
kemudian berwudu dan setelah itu dipercikannya air kepada saya hingga
saya siuman, lalu tanya saya. "Apa yang seharusnya saya perbuat
menurut anda tentang harta saya? Maka turunlah ayat: "Allah
mewasiatkan kepadamu tentang anak-anakmu, bahwa bagian seorang
anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan’.

Selain ayat a-Qur'an di atas, dapat pula dijumpai dalam QS.a-
Anfél ayat 72:

5l 1 & 158 AT U5 0 Al 58 A5 U1 T (i 31
Artinya: “Hal orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati

Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu

mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu,
sedang kamu mengetahui”. (QS. a-Anf(1 1: 72).

Selain daripada ayat tersebut juga dijelaskan dalam surat al-Ahzab
ayat 4; dan al-Nisa’ ayat 7. 22. Selanjutnya bagi orang laki-laki ada hak
bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang
wanita ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya,
baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan (QS. al -
Nisa’ ayat 7).

al-Qur’an surat al-Anfal ayat 72 sebagaimana telah disebut di atas,
memberi petunjuk bahwa mu’min yang berhijrah dan berjihad dengan
harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan
tempat kediaman dan pertolongan, mereka itu ibarat satu bangun yang
saling menguatkan dan satu sama lain lindung-melindungi. al-Qur’an

%3 |mam Jalaluddin al-Mahalli, Imam Jalaluddin as-Suyuti, Tafsir Jalalain, Kairo: Dar a-Fikr,

t.th. h. 397.
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surat a-Ahzab ayat 4 mengandung arti bahwa tidak boleh seorang suami

menyerupakan istrinya dengan ibunya suami karena Allah swt., tidak

menjadikan istri-istri yang dizhihar itu sebaga ibunya, dan tidak boleh
seseorang menjadikan anak-anak angkatnya sebagai anak kandungnya.
al-Qur’an surat al-Nisa ayat 7 menjadi petunjuk bahwa setiap laki-laki
dan wanita ada hak bagian dari harta peninggaan ibu-bapa dan
kerabatnya.
b. Hadis

Imam al-Bukhari menghimpun hadis tentang hukum kewarisan
tidak kurang dari 46 hadis.®® Imam Muslim menyebut hadis-hadis
kewarisan kurang lebih 20 hadis.?® Di antaranya:

2) Hadis riwayat Muttafaq 'alaih atau diriwayatkan oleh Bukhari dan
Muslim.

(e Giie) 83 (375 T3y b (5L Glal (il 2 sl
Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Musa bin Ismail dari
Wuhaib dari Ibnu Thaus dari bapaknya dari 1bnu Abbas ra.
Dari Nabi saw. Bersabda: "Berikanlah bagian-bagian
tertentu kepada orang-orang yang berhak. Dan sisanya
untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat
kekerabatannya). (HR.Muttafaqun ‘Alaih).?®®
Hadis di atas mengisyaratkan bahwa dalam membagi harta
warisan harus dibagi dengan bagian-bagian yang sudah ditentukan
dan harus diberikan kepada yang berhak, sedangkan sisanya untuk
orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya).

3) Hadis-hadis lain yang isinya menegaskan kembali tentang bagian-
bagian warisan yang dinyatakan dalam al-Quran. Misalnya riwayat
dari Huzail ibn Syurahbil mengatakan: Artinya: Telah mengabarkan
kepada kami dari Adam dari Syu'bah dari Abu Qais dari Huzail bin

Syurgjil berkata: Nabi saw.,memutuskan bagian anak perempuan

%% | mam Bukhari, Sahih al-Bukhari, juz 4, Beirut: Dar a-Fikr, 1401 H/ 1981 M, h. 2-13.'
%5 1mam Muslim, Sahih Muslim, Juz 2, Jakarta: Dar |hya al-Kutub al-Arabiyah, t.th., h.. 2-5.
%6 1mam Bukhari, Op. Cit., h. 189
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separuh cucu perempuan garis laki-laki seperenam sebagai
penyempurna dua pertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan
(HR. a-Bukhari).®’

Hadis di atas menjadi petunjuk bahwa bagian-bagian
warisan itu harus dibagi sesuai dengan apa yang tercantum dalam al-
Qur’an, yaitu bagian anak perempuan setengah cucu perempuan
garis laki-laki seperenam sebagai penyempurna dua pertiga, dan
sisanya untuk saudara perempuan.

3. Konsep Hukum Waris Beda Agama

Dasar pokok dari semuanya adalah hukum kewarisan Islam yang telah
ditetapkan dalam a-Qur’an dan Sunnah Rasul, kemudian diterapkan pada
masyarakat Indonesia.

Hukum waris Islam juga merupakan ekspresi penting bagi hukum
keluarga Islam, ia merupakan separuh pengetahuan yang dimiliki manusia
sebagaimana ditegaskan Nabi Muhammad saw. Mengkaji dan mempelgari
hukum waris Islam berarti mengkai separuh pengetahuan yang dimiliki
manusia yang telah dan terus hidup di tengah-tengah masyarakat muslim sgjak
masa awal Islam hingga abad pertengahan, zaman modern, dan kontemporer
serta di masa yang akan datang.

Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar karena
pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak
menguntungkan bagi keluarga yang ditinggalkan oleh pewarisnya. Kematian
seseorang sering berakibat timbulnya sengketa dikalangan ahli waris mengenai
harta peninggalannya. Hal seperti ini sangat mungkin terjadi, bilamana pihak-
pihak terkait tidak konsisten dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Salah
satu hal yang memungkinkan terjadinya sengketa waris adalah perbedaan

agama antara pemilik harta dan penerima harta dalam keluarga.

%7 |bid., h. 189.
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Kewarisan beda agama merupakan salah satu dari persoalan

kontemporer dalam pemikiran hukum Islam kekinian.

a

Waris Beda Agama Menurut Menurut Hukum Islam

Ada tiga yang menjadi penghalang warisan yaitu pembunuhan, beda
agama dan perbudakan. Beda agama adalah apabila antara ahli waris dan
pewaris salah satunya beragama Islam dan yang lain tidak beragama Islam.

Apabila seseorang yang meninggal dunia dan memiliki harta untuk
dibagi kepada ahli waris yang berbeda agama, maka tidak terjadi pewarisan
antara keduanya. Adapun dalil yang menjadi dasar hukumnya adalah Sabda
Rasulullah saw, yaitu :

AL RN & Y AR AL & Y

Artinya: “Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi harta orang kafir, dan
tidak berhak pula orang kafir mewarisi harta seorang muslim”.
(HR. Bukhari dan Muslim)?®®

Dalam pandangan konsep figih konvensional seorang muslim tidak
bisa mewarisi harta seorang kafir (non Muslim) dan sebaliknya seorang
kafir (non Muslim) tidak dapat mewarisi harta seorang muslim.?*®

Sampai di sini sebenarnya tidak ada persoalan. Apabila seorang
muslim meninggal dunia dan ada ahli warisnya yang nonmuslim, semua
ulama sepakat bahwa pihak ahli waris nonmuslim tidak bisa mendapatkan
warisan sebab ia berbeda keyakinan.

Dengan mengacu pada bunyi hadis di atas mayoritas ulama
berpendapat seorang muslim tetap tidak bisa mewarisi harta orang kafir. Ini
artinya, jika bapaknya kafir sedang anaknya muslim, si anak tetap tidak bisa
mewaris harta bapaknya.

28 khmad Haries, Hukum Kewarisan Islam, (Samarinda: P3M STAIN Samarinda, 2010), h. 87

*Ibid.
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Artinya, “Para ulama telah sepakat bahwa orang kafir tidak bisa mewarisi
harta orang muslim. Begitu juga menurut mayoritas ulama dari
kalangan sahabat, tabi’in, dan generasi setelahnya berpendapat
bahwa orang muslim tidak bisa mewaris harta orang kafir.” (HR.
Bukhari).

Pandangan mayoritas ulama yang menyatakan bahwa muslim tidak
bisa mewarisi harta nonmuslim, namun ada pandangan dari minoritas ulama
yang memperbolehkannya. Menurut keterangan yang dikemukakan
Muhyidin Syaraf a-Nawawi, di antara yang memperbolehkan adalah
Mu’adz bin Jabal, Mu’awiyah, Sa’id bin Musayyab, dan Masruq. Namun
pandangan kelompok ini menurut Imam al-Nawawi bukanlah pandangan
yang sahih.

din 0 e Cade Ty JHAN (he ALl i) ) Al Taady
e Ul (sl s (sl il (b amlsy Alal
A B A R e ST (el (A0 [
S Uy 5B 2N oy 1ATAY, ) skl 5 s L el

éﬁ S\J.V& !\Zh_\:’;g"&dﬂoﬂ.x\.ﬁﬁ.ﬁbﬂb

Artinya, ““Sekelompok ulama memperbolehkan orang muslim mewarisi
harta orang kafir. Ini adalah pandangan Mu'adz bin Jabal,
Mu’awiyah, Said bin Musayyab, Masrug, dan lainnya. Begitu juga
diriwayatkan dari Abid Darda’, al-Sya’bi, al-Zuhri, al-Nakha’i,
dan selainnya yang bertentangan dengan pandangan kelompok
ulama yang memper bolehkan orang muslim mewaris harta orang
kafir. Dan yang sahih adalah riwayat mereka sebagaimana
pendapat mayoritas ulama. Mereka (ulama yang membolehkan)
berdalil dengan hadis al-islam ya’lu wala yu’la “alaih. Sedangkan
dalil mayoritas ulama adalah hadis sahih yang sangat jelas (hadis
yang kami sebutkan di atas, penerjemah).” (HR. Bukhari).
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Dalam pandangan Muhyiddin Syaraf al-Nawawi, hadis al-Islam ya’lu
wala yu’la “‘alaih tidak bisa sertamerta dijadikan landasan tentang kebolehan
muslim mewarisi harta nonmuslim. Sebab, yang dimaksud hadis tersebut
adalah bicara mengenai keunggulan Islam dibanding dengan yang lain,
bukan bicara soal kewarisan. Pandangan mereka jelas mengabaikan hadis la
yaritsul muslimul kafir. Ada sebuah kemungkinan yang terjadi bahwa hadis
ini tidak sampai kepada mereka.

AL (b ap 31 B0 il B Uy hed AU G 8 334 U
Euaall 13 Lty al aaldal) pha Jal'y e AL
Artinya: “Hadis al-Islam ya’lu wala yu’la ‘alaih tidak bisa dijadikan
sebagai hujjah (tentang kebolehan muslim mewaris harta
nonmuslim). Sebab yang dimaksudkan hadis tersebut adalah
membincang keutamaan Islam dibanding yang lain dan tidak
menyinggung soal kewarisan. Lantas bagaimana bisa hadis la
yaritsul muslimul kafira diabaikan dalam masalah ini? Bisa jadi

hadis ini tidak sampai kepada mereka yang membolehkan.”
Berangkat dari penjelasan di atas, semakin gamlang bahwa
perbedaan agama menjadi penghalang mendapatkan harta warisan. Para
ulama telah sepakat muslim tidak bisa mewariskan hartanya kepada

nonmuslim.

Namun kasus sebaliknya yaitu muslim mewarisi harta nonmuslim,
para ulama berbeda pendapat. Menurut mayoritas ulama seorang muslim
tidak bisa mewaris harta honmuslim. Sedang menurut minoritas ulama
diperbolehkan, meskipun pendapat ini dianggap sebagai pendapat yang

lemah (marjuh).
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Mengenal soa al-washiyyah al-wajibah dalam pandangan kami
secara pribadi bisa sgja dipertimbangankan sebagal solusi atas persoaan

yang ada. Namun hal ini perlu kagjian lebih lanjut dari para pakar.?”

Adapun yang dimaksud dengan berlainan agama adalah perbedaan
agama yang dianut antara pewaris dengan ahli waris, artinya seseorang
muslim tidaklah mewaris dari yang bukan muslim, begitu pula sebaliknya
seseorang yang bukan muslim tidaklah mewarisi dari seseorang muslim.

Ketentuan ini didasarkan kepada bunyi sebuah hadis dari Usamah
ibn Zaid menurut riwayat al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Tirmidzi, dan
IbnuM gjah yang artinya sebagai berikut: Seseorang muslim tidak menerima
warisan dari yang bukan muslim dan yang bukan muslim tidak menerima

warisan dari seorang muslim.

Apabila pembunuhan dapat memutuskan hubungan kekerabatan
hingga mencabut hak kewarisan, maka demikian jugalah halnya dengan
perbedaan agama, sebab wilayah hukum Islam (khususnya hukum waris

tidak mempunyai daya berlaku bagi orang-orang nonmuslim.

Selain itu hubungan antara kerabat yang berlainan agama dalam
kehidupan sehari-hari hanya terbatas dalam pergaulan dan hubungan baik
(hubungan kemasyarakatan), dan tidak termasuk dalam ha pelaksanaan
hukum syari’ah (termasuk hukum waris), hal ini sejalan dengan ketentuan

al-Qur’an Surat Lugman (31) ayat 15 sebagai berikut:

@;ujwm;;gw@;u@aﬁyéaw;bg
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Artinya: “Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan
Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka

ZOnttp://www.nu.or.id/post/read/66597/hukum-kewarisan-beda-agama-, diunggah pada tanggal 22
Oktober 2018
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janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di
duniadengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-
Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka
Kuberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS.
Lugman (31): 15).%"*

Namun demikian, disebabkan hak kewarisan mempunyai hubungan
yang erat dengan persoalan perkawinan, maka para ahli hukum tidak
mempunyai pendapat/pandangan yang sama tentang ketentuan hadis yang
menyatakan bahwa muslim tidak menjadi ahli waris dari nonmuslim dan
sebaliknya.

Perbedaan pendapat tersebut didasarkan adanya ketentuan QS. al-
Maidah (5) ayat 5 sebagai berikut:

O 3l 5 &1 Ja LS 10 ) Jlas 'y il 20 Ual 20
O QUSH 186 ) (e Cililandd) T cliagall (e Slianll Ty gl
FRSIEN RPN/ PRI R RIPL U PN B WA KN
Ol e 3 oA) 8 b Ty dlee Jaa 388 (el 1K) (ha

Artinya. “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik- baik. Makanan
(sembelihan) orang- orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu,

dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan
mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara

wanita- wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga
kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum

kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan
maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak
(pula)menjadikannya gundik- gundik. Barangsiapa yang kafir
sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka

hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang- orang
merugi.” (QS. a-M (] idah (5): 5).

Tentang nonmuslim (bukan muslim) tidak dapat menjadi ahli waris
dari seorang nonmuslim para ahli hukum Islam tidak sama pandangannya,

dan secara garis besar pendapat ahli hukum Islam tentang halini dapat
diklasifikasikan kepada:

M bid.
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a. Kebanyakan ahli hukum Islam Ahlu Sunnah berpendapat bahwa muslim
tidak dapat menjadi ahli waris bagi pewaris yang nonmuslim atau murtad.
Pendapat ini juga telah terlebih dahulu dianut oleh sahabat Nabi, seperti
Abu Bakar, Umar bin a-Khattab, Usman, Ali, Usamah Ibnu Zaid, Jabir,
dan Urwah, sedangkan di kalangan ulama mujtahid pendapat inijuga
dianut oleh Abu Hanifah, Malik, dan al-Syafi’i, demikian juga kalangan
a-Zahiri.

b. Sebagian yang lain berpendapat bahwa seorang muslim dapat sgja
menjadi ahli waris dari seorang pewaris yang bukan muslim (demikian
juga yang murtad). Adapun yang menjadi dasar pemikiran pendapat ini
adalah dipergunakannya penafsiran analogi atau giyas kepada ketentuan
hukum yang terdapat di dalam QS. al-Ma’idah ayat 5 (bolehnya laki-laki
muslim mengawini perempuan nonmuslim yang ahli kitab). Dengan
perkataan lain, kalau seorang laki-laki muslim boleh mengawini
perempuan-perempuan nonmuslim yang ahli kitab, maka seorang muslim
dapat menjadi ahli waris seorang pewaris nonmuslim yang ahli kitab.?"?

Dapat dikemukakan bahwa kebanyakan ahli hukum Islam tidak
ingin mempergunakan penafsiran/anaogi ini, sebab dalam ha kewarisan ini
sudah ada dalil sunnah yang kuat yang sama sekali bertentangan dengan
dalil analogi/giyas, dengan demikian yang dijadikan sebagai dasar hukum
adalah ketentuan sunnah.

Orang yang tidak memeluk agama Islam (Kafir) tidak berhak
menerima pusaka dari keluarganya yang memeluk agama Islam. Begitu juga
sebaliknya, orang Islam tidak berhak pula menerima pusaka dari
keluarganya yang kafir.

Hadis di atas merupakan salah satu dasar para ulama Mutjahid
dalam menetapkan suatu kesepakatan mengenai ketentuan bahwa keluarga

212 Amir Syarifuddin, Op.Cit.,h. 47.
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dekat (suami atau istri, bahkan anak sekalipun) yang tidak muslim/muslimah
bukan merupakan ahli waris.

Apabila salah seorang di antara anak-anak mayit ada yang non
muslim lalu ia masuk Islam sesudah orang yang diwarisi itu meninggal dan
tirkah (harta warisannya) tidak dibagikan kepada para ahli warisnya, maka
menurut kesepakatan para ulama madzhab orang tersebut tidak berhak atas
waris, namun dalam ha tirkah (harta warisannya) belum dibagikan,
Imamiyah dan hanabilah menyatakan bahwa orang tersebut berhak atas
waris.

Waris beda agama adalah praktek waris yang amat pelik, di zaman
modern, lebih-lebih ketika terjadi yang berhak menerima warisan adalah
Muslim dari orang tua atau kerabat yang masih kafir, seperti banyak kasus
di beberapatempat di dunia, termasuk di Indonesia.

Keterangan yang menapikan kewarisan itu, dengan menggunakan
huruf La nafyiyah yang diartikan tidak, bukan la nahyi, larangan. Huruf La
nafyiyah ini mengandung faidah tidak dan dengan kata tidak ini, tidak
dilakukan suatu tindakan hukum. Sabda Nabi yang berkaitan dengan
menapikan waris mewaris antar agama ialah: (1). Hadis yang diterima dari
Usamah bin Zaid dari Nabi saw. “La yarisu al-Muslim al-kéfira wala al-
kafir al-muslima™, tidak mewarisi orang kafir kepada muslim, demikian
orang Muslim kepada kafir (HR. Bukhari dan Muslim). (2). Hadis lain dari
Amr bin Syab dari kakeknya Abdullah bin Amr dari Nabi
saw,““Layatawaratsu ahlu millatain syatta, tidak waris mewarisi penganut
dua agama yang berbeda”, (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Ibn Mgjah).

Dua hadis inilah yang menjadi standar kewarisan di kalangan umat
Islam yang dianut oleh para ulama, sgjak sahabat, ulama salaf dan khalaf.
Namun demikian, tidak menjadi ijma, karena ada beberapa sahabat tidak
menyepakatinya kafir di dalam hadis itu masih umum dan memerlukan khas
(pengkhususnya) atau mungkin taqyid-nya, bila dianggap mutlag. Maka
kafir di situ kafir harbi, bukan kafir dzimmi. Umar dari kalangan al-Khulafa
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al-Rasyidin, Muadz, Muawiyah, tidak menerapkan praktek hadis yang
diriwayatkan di atas, bahkan sebaliknya dalam kasus tertentu, sebagaimana
diriwayatkan, “Mereka mengambil waris dari orang kafir, tetapi tidak
sebaliknya, yaitu orang kafir dari orang Islam.?”

Kebanyakan dari kalangan mereka mengambil pendapat yang
menyatakan bahwa ia tiak memperoleh waris, sebagaiamana orang kafir
tidak memperoleh waris dari Muslim. Pendapat ini dikenal di kalangan
ulama yang empat dan para pengikutnya. Sebagian kelompok mengatakan,
‘Bahkan orang Muslim menerima waris dari kafir, tidak sebaliknya. Ini
adalah pendapat Muadz bin Jabal, Muawiyah bin Abi Sufyan. Muhammad
bin a-Hanafiyah (putra Ali ra., dari istri selain Fatimah), dan Muhammad
bin Ali bin al-Husein (Abu Ja’far al-Baqgir), Said bin al-Musayyab, Masruq
bin Ajda, Abdullah bin Mughaffal, al-Syu’bi, al-Nakha’i, Yahya bin
Ya’mur, dan Ishaq ibn Rahawaih. Mereka katakan, ‘Kita memperoleh
warisan dari mereka dan mereka tidak memperolehnya dari kita,
sebagaimana kita bisa menikahi perempuan-perempuan mereka, tetapi tidak
sebaliknya”. *™

Memang, keberadaan penolakan waris-mewaris antara Muslim dan
kafir itu adalah dua hadis di atas itu, sehingga menjadi dasar pula penolakan
untuk menerima waris dari kaum zindig, munafig, dan murtad. Padahal,
menurut Ibn Taimiyah, “Dalam sunnah ‘mutawatir’, jelas sekali
sesungguhnya Nabi saw., menetapkan mereka dalam hukum lahiriyah
sebagaimana kepada orang Islam, yaitu saling waris mewarisi. Abdullah bin
Ubay meninggal, tetapi anaknya mengambil waris, juga yang lainnya dari
kalangan munafik. Orang Murtad pun menurut Ali dan Ibn Masud, hartanya
bagi ahli waris dari kaum Muslimin, sementara Ahli Dzimmah, kaau

ZB\iftahul Huda, Filsafat Hukum Islam, (Ponorogo: IASIN Press, 2010), h. 89

#Ibid.
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membunuh dibunuh lagi pembunuhnuya, walau orang Islam dan kafir harbi
dibunuh lagi”.

Di sisi lain Umat Islam harus menempatkan diri yang tertinggi,
sebagaimana Nabi berssabda, “Al-Islamu ya’l( wala yu’la “alaih”, Islam itu
tinggi dan tidak adan yang lebih tinggi daripadanya”.Keterangan lain
menyebutkan dari Muadz bin Jabal, “Al-lslamu yazidu wala yanqusu”. (HR.
Abu a-Aswad). Kemudian Muadz menyatakan, wa |li annana nankihu
nisd’ahum wal&d yankihund nisd’anad fakazalika naritsuhum wa la
yaritsunana”.

Problem yang dirasakan dengan dua hadis di atas ialah sebagai
berikut: (1). Kerugian harta yang mestinya diambil umat Islam bisa jatuh
kepada yang lain, bahkan kepada |embaga-lembaga keagamaan non-Muslim
yang selanjutnya digunakan untuik memurtadkan umat Islam.(2). Banyak
muallaf yang sengsara atau hidup pas-pasan, padahal keluarganya berada.
(3). Dimungkinkan seseorang yang tidak masuk Islam karena takut tidak
kebagian warisan orang tuanya yang kaya itu. (4). Penguasaan harta dari
non-Muslim, dibenarkan oleh perundang-undangan negara sudah diatur di
negara-negara modern sekarang. Mungkin hibvah, wasiyat, hadiyah, dari
mereka atau malah jual beli. Adalah kerugian bila harta itu dibiarkan tak ada
pemiliknya.?"®

Daam persoalan ini, maka perkataan, 1& yaristu al-Muslim al-
kafira walé al-kafir al-Muslima yang dimasud adalah kafir harbi, sementara
dari kafir zimmi tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Hanafiyah. Bila
memang masih keberatan secara syar’i dan dianggap melanggar usul a-
syari’ah, maka mungkin harta diambil jalan tawassuth (moderat), seperti
dikemukakan oleh a-Qardhawi, yaitu “Ahli waris mengambil harta
tersebut, sesuai dengan peraturan undang-undang di negara tersebut, tetapi

untuk kemaslahatan umat, dakwah, dan pendidikan Islam, sementara yang

*PIbid.
#®Ibid.
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bersangkutan dengan pribadinya mengambil untuk sekedar menutupi
kebutuhan pokok hidupnya daripada harus menta-minta (tasawwul)
kemana-mana, apalagi dengan membawa nama muallaf.””*"’

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama
mengatakan bahwa ahli waris muslim tetap mendapat harta warisan dari
pewaris yang kafir. Mereka mengaku bersandar pada pendapat Mu’adz bin
Jabal ra, yang mengatakan bahwa seorang muslim boleh mewarisi harta
orang kafir, tetapi tidak boleh mewariskan hartanya kepada orang kafir.

Sebagian ulama lainnya mengatakan tidak bisa mewariskan.
Jumhur ulama termasuk yang berpendapat demikian adalah keempat Imam
Mujtahid yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam al-Syafi’i dan Imam
Ahmad bin Hanbal >

Apabiladilihat dari sudut pandang Hukum Waris Islam, maka anak
yang lahir dari perkawinan beda agama atau ahli waris yang berbeda agama
dengan pewaris tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris
apabilatidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama
Islam.

Meskipun hukum waris Islam tidak memberikan hak saling
mewaris antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan
non-muslim), tetapi terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa pemberian
harta antar orang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah,
wasiat dan hadiah.

Waris beda agama ialah praktek pembagian harta warisan yang
melibatkan dua orang atau lebih yang berkeyakinan beda satu pihak muslim
dan lainnya non Muslim dalam hal ini antara muwarris dan ahli waris.

a. Argumen & Alasan Kelompok yang menbol ehkan.
Keberadaan penolakan waris-mewarisi antara Muslim dan kafir

dasarnyaadalah dua hadis di atas itu, sehingga menjadi dasar pula

"I bid.

#®ratchur Rahman, 1lmu Waris, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1994), h. 98
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penolakan untuk menerima waris dari kaum zindig, munafig, dan murtad.
Padahal, menurut Ibn Taimiyah, “Dalam sunnah ‘mutawatir’, jelas sekali
sesungguhnya Nabi saw. menetapkan mereka dalam hukum lahiriyah
sebagaimana kepada orang Islam, yaitu saling waris mewarisi. Abdullah
bin Ubay meninggal, tetapi anaknya mengambil waris, juga yang lainnya
dari kalngan munafik Orang Murtad pun menurut Ali dan Ibn Masud,
hartanya bagi ahli waris dari kaum Muslimin sementara Ahli Dzimmah,
kalau membunuh dibunuh lagi pembunuhnuya, walau orang Islam dan
kafir harbi dibunuh lagi”.

Di sis lain Umat Islam harus menempatkan diri yang tertinggi,
sebagaimana Nabi berssabda, “Al-Islamu ya’l0 wala yu’la “alaih”, Islam
itu tinggi dan tidak adan yang lebih tinggi daripadanya”.Keterangan lain
menyebutkan dari Muadz bin Jabal, “Al-lsldmu yazidu waléa yanqusu”.
(HR. Abu a-Aswad). Kemudian Muadz menyatakan, wa li annana
nankihu nisd’ahum wal& yankihuna nisad’ana fakadzalika naritsuhum wa
la yaritsunana”.

Problem yang dirasakan dengan dua hadis di atas ialah sebagai
berikut: (1). Kerugian harta yang mestinya diambil umat Islam bisa jatuh
kepada yang lain, bahkan kepada lembaga-lembaga keagamaan non-
Muslim yang selanjutnya digunakan untuik memurtadkan umat Islam.(2).
Banyak mualaf yang sengsara atau hidup pas-pasan, padahal
keluarganya berada. (3). Dimungkinkan seseorang yang tidak masuk
Islam karena takut tidak kebagian warisan orang tuanya yang kaya itu.
(4). Penguasaan harta dari non-Muslim, dibenarkan oleh perundang-
undangan negara sudah diatur di negara-negara modern sekarang.
Mungkin hibvah, wasiyat, hadiyah, dari mereka atau malah jua beli.
Adalah kerugian bila harta itu dibiarkan tak ada “pemiliknya”.

Dalam persoaan ini, maka perkataan, la yaristu al-Muslim al-
kafira wala a-kafir al-Muslima yang dimasud adalah kafir harbi,
sementara dari kafir dzimmi tidak, sebagaimana dikemukakan oleh
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Hanafiyah. Bila memang masih keberatan secara syar’i dan dianggap
melanggar ushul a-shariah, maka mungkin harta diambil jalan tawassuth
(moderat), seperti dikemukakan oleh a-Qardhawi, yaitu “Ahli waris
mengambil harta tersebut, sesuai dengan peraturan undang-undang di
negara tersebut, tetapi untuk kemaslahatan umat, dakwah, dan pendidikan
Islam, sementara yang bersangkutan dengan pribadinya mengambil untuk
sekedar menutupi  kebutuhan pokok hidupnya daripada harus menta-
minta (tasawwul) kemana-mana, apalagi dengan membawa nama
muallaf.”?"®
4. Larangan Waris

Dalam Isam, masaah kewarisan merupakan persoalan penting
sehingga al-Qur’an menjelaskannya secara terperinci agar tidak menimbulkan
perselishan di antara ahli waris. Issam mengatur masalah kewarisan dengan
tujuan untuk mewujudkan keadilan, yakni adanya kepastian bahwa harta yang
diwariskan adalah harta peninggalan (tirkah) dari orang yang mewariskan harta
(muwarris) dan harta tersebut bisa dibagikan kepada orang yang berhak
menerimanya yaitu ahli waris. Demikian halnya bagian harta yang akan
diterima ahli waris merupakan bagian yang menjadi haknya dan bukan harta
yang menjadi hak orang lain. Jika seseorang mengambil harta yang bukan
haknya maka dia telah mengambil hak orang lain secara batil. Hal ini tidak
dibenarkan menurut Islam.

Bagi ahli ahli waris untuk bisa mendapatkan warisan, selain
terdapatsebab-sebab kewarisan (asbab al-irs) juga terpenuhinya syarat-syarat
kewarisan(syur(tal-irsil. Kendati demikian, adanya hubungan kewarisan itu
bukan menjadijaminan bahwa ia akan mendapatkan warisan, sebab di samping
adanya sebab dan terpenuhinya syarat dan rukun, keberadaan hukum tersebut
masih tergantung kepada hal lain yaitu bebas dari segala halangan kewarisan
(mawani' al-irsi) yang telah ditetapkan oleh syari’at. Dengan adanya halangan

#Ibid.
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ini, ahli waris bisa sga dikeluarkan dari kedudukannya sebagai ahli waris
meskipun telah memenuhi sebab dan syaratnya.

Dalam istilah ulama faradiyun (para ahli faraid), penghalang kewarisan
adalah hal-hal, keadaan, atau pekerjaan yang menyebabkan seseorang yang
seharusnya menerima warisan tidak mendapatkannya®®® Dengan redaksi
berbeda.

Halangan waris sebagai suatu sifat yang menyebabkanorang yang
bersifat dengan sifat itu tidak dapat menerima warisan meskipun telah
tercukupi  sebab-sebabnya dan syarat-syaratnya ®*'Singkatnya, penghalang
kewarisan adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk
menerima warisan.

Adapun halangan menerima warisan yang telah disepakati oleh ulama
adal ah perbudakan ~*"pembunuhan *" dan perbedaan agamale** =¥
Sedangkan berlainan negaral?™ <) sehagai penghal ang kewarisan masih
diperselisihkan.?®

Para ulama faradiyun telah menyepakati perbudakan sebagai
penghalang kewarisan berdasarkan firman Allah swt.:

Artinya: “Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang
dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun...(al-Nahl
(15): 75.)%%
Ayat di atas menjadi pentunjuk umum dalam menafikan kecakapan

bertindak seorang budak. Budak terhalang menerima warisan karena status
dirinya yang dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, karena hak-
hak kebendaannya ada pada tuannya. Oleh karena itu ia tidak bisa menerima
bagian warisan dari tuannya Lebih dari itu, hubungan kekerabatan dengan

%0 gyparman Usman dan Y usuf Somawinata, Figh Mawaris Hukum Kewarisan Islam, cet. ke-1
(Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 32.

%! Hashi Ash-Shiddieciy, Fighul Mawaris (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 51

%2 Fatchur Rahman, [lmu Waris, cet. ke-2 (Bandung: PT. Al-Maarif, 1981), h. 98

233)-Nahl (15): 75.
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keluarganya sendiri terputus. Akibatnya jikaia bersatus sebagai ahli waris maka
ia tidak akan dapat menerima warisan dari keluarga aslinya. Sebaliknya jika
berstatus sebagai pewaris, maka ia tidak akan dapat mewariskan hartanya
kepada keluarganya karena ia dianggap melarat dan tidak memiliki harta
peninggal an sedikitpun.?*

Dalam al-Qur’an tidak ditemukan ayat yang membol ehkan perbudakan,
yang ada justru dorongan dan anjuran untuk memerdekakan budak. Dalam
sgjarah memang ditemukan bahwa sebagian sahabat dari Khulafa’ al-Rasyidun
menjadikan sebagian tawanan perang sebagal budak. Ha tersebut
didasarkanpada prinsip memperlakukan hal yang sama terhadap tawanan yang
dilakukan musuh. Oleh karena itu, perbudakan tidak bisa dilakukan terhadap
semua tawanan perang.

Islam tidak menyetujui praktik perbudakan dalam bentuk apapun. Islam
menganjurkan agar budak-budak segera dimerdekakan karena perbudakan
sangat tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan rahmat yang menjadi
ide dasar gjaran Islam. Penegasan ini ditunjukkan dengan adanya sanksi-sanksi
hukum bagi pelaku pelanggaran atau kejahatan di mana memerdekakan budak
merupakan salah satu alternatif yang harus ditempuh. Ini dimaksudkan agar
perbudakan secepatnya dihapuskan di muka bumi.?®®

Kesepakan ulama juga terjadi dalam ha pembunuhan sebagai
penghalang kewarisan. Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap
pewaris juga berakibat hilangnya hak ahli waris untukmewarisi harta
peninggalan orang yang dibunuhnya. Ketentuan ini berdasarkan tinjauan
kemaslahatan yang mengehendaki agar jangan sampai seseorang mengambil
jalan pintas untuk mendapatkan warisan dengan jalan membunuh yang jelas-
jelas dilarang syari’at. Jumhur ulama sepakat dalam menetapkan pembunuhan

%% Ahmad Rofiqg, Figh Mawaris, cet. ke-4 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 39-40

%8| Jam berupaya menghapus perbudakan melalui berbagai syari’atnya, misalnya bagi orang yang
men-zihar isterinya hukuman pertama adalah memerdekakan budak, al-Nisa’ (4): 92, melanggar
sumpah hukuman pertama adalah memerdekakan-blidak, Al-Maidah (5): 58, dan orang yang melakukan
hubungan suami isteri di siang hari bulan Ramadan, hukuman pertama adalah memerdekakan budak
(hadis).
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sebagai penghalang kewarisan.?®® Kesepakatan tersebut didasarkan hadis Nabi
saw., yang diriwayatkan Imam Ahmad dari 1bn ‘Abbas yang menyatakan:
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Artinya: “Barangsiapa membunuh seorang korban maka sesungguhnya ia
tidak dapat mewarisinya walaupun korban tidak mempunyai ahli
waris selain dirinya sendiri. Begitu pula walaupun korban itu adalah
orang tuanya atau anaknya sendiri. Maka bagi pembunuh tidak
berhak mendapat warisan.®’

Hadis lain diriwayatkan oleh al-Nasali dari 1bn 'Abbas yang menyatakan:

it bt g Jr il oo

Artinya: “Tidak mewarisi sesuatupun pembunuh dari yang dibunuh.”?®
Ulama sepakat bahwa membunuh orang yang akan diwarisi hartanya
pada prinsipnya akan menghalangi pelakunya mewarisi korban. Namun
mereka berbeda pendapat dalam menentukan tindakan pembunuhan yang
bagaimana yang menjadi penghalang bagi pelakunya untuk mewarisi korban.
Ulama Syafi’iyah berpendapatbahwa pembunuhan itu mutlak menjadi
penghalang kewarisan. Mereka tidak membedakan jenis pembunuhan apakah
dilakukan secara langsung atau tidak, beralasan atau tidak beralasan. Pendapat
ini berdasarkan keumuman hadis di atas. Selain itu, tindakan pembunuhan
dengan segala jenisnya itu memutuskan tali perwalian sebagai dasar untuk
mewarisi. Dengan demikian tindakan pembunuhan itulah yang mewujudkan

adanya penghalang untuk dapat mewarisi.”®

%5 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam,, I: 316.

%87 Ahmad ibn Hanbal, Musnad Ahmad, “Kitab al-Faraid (Beirut: Dar al-Sadir, tt.), V:

%8al-Darimi, Sunan ad-Darimi, “Bab Miras al-Qatil” (Damsyik: al-Matba’ah a-Risalah, t.t.), II:
385.

%9 Ahmad Rofig, Figh Mawaris., Op.Cit.,h. 30-34.
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Sedangkan menurut Mazhab Hanafi ada dua bentuk pembunuhan yang
mengakibatkan pelakunya terhalang untuk mewarisi korban. Pertama,
pembunuhan yang diancam dengan hukuman gisas,®*®yaitu pembunuhan
yangdilakukan secara senggja; Kedua, pembunuhan yang diancam dengan
hukuman kaffarah.**Pembunuhan semacam ini ada tiga bentuk, yaitu
pembunuhan karena tersalah, pembunuhan mirip senggja, dan pembunuhan
yang dianggap tersalah.?®* Lebih lanjut ulama Hanafiyah menyatakan bahwa
pembunuhan yang tidak menghalangi hak seseorang untuk mewarisi
pewarisnya adalah pembunuhan tidak langsung, pembunuhan karena hak,
pembunuhan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan
pembunuhan karena uzur, seperti membela diri.?*

Berbeda dengan pendapat di atas, ulama mazhab Maliki berpendapat
bahwa pembunuhan yang menghalangi pelakunya mewarisi korban hanyalah
pembunuhan yang dilakukan secara sengagja disertai rasa permusuhan, baik
dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. ***Ulama mazhab
Maliki juga berpendapat bahwa pembunuhan yang tidak menjadi penghalang
mewaris antara lain, pembunuhan karena khilaf, pembunuhan oleh orang yang
tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan pembunuhan karena uzur, seperti
membela diri. Sedangkan ulama mazhab Hanbali berpendapat, pembunuhan
yang mengakibatkan pelakunya terhalang untuk mewarisi korban adalah
pembunuhan yang diancam dengan hukuman gisas, diat**dan kaffarah.?®

0 Qisas adalah memberikan perlakuan yang sama kepada terpidana sesuai dengan tindak

pidana yang dilakukannya. Abdul Malik, “Kejahatan terhadap Jiwa dalam Perspektif HukumPidana
Islam” dalam Muhammad Amin Summa, ed. Hukum Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan
Tantangan (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), h. 90.

#l affarah adalah denda yang wajib dibayar karena melanggar suatu ketentuan syarak (yang

mengakibatkan dosa) dengan tujuan untuk menghapuskan dosa tersebut sehingga tidak ada lagi
pengaruhnyadi dunia dan di akhirat. Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi.,lI1: 852.

%2 Abdul Aziz, Ensiklopedi. Op.Cit.,h. 316.

28 Fatchur Rahman, 11lmu Waris. Op. Cit., h.89.

1bid.

*®Diat adalah ganti rugi yang diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korban atau ahli

warisnya karena suatu tindak pembunuhan atau kejahatan terhadap seseorang.

2% hid.,h.316.
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Sgjalan dengan mazhab Maliki, Ahmad Azhar Basyir berpendapat
bahwapembunuhan yang berakibat menghalangi pelakunya mewarisi korban
hanyalah pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dan mengandung unsur
pidana, bukan karena membela diri. Percobaan membunuh belum dipandang
sebagai penghalang mewarisi.?*’

Amir Syarifuddin menjelaskan, terhalangnya ia pembunuh memperoleh
hak kewarisan dari orang yang dibunuhnya itu disebabkan oleh tiga alasan:
pertama, pembunuhan itu memutus hubungan silaturrahmi yang merupakan
salah satu penyebab adanya hubungan kewarisan. Dengan terputusnya sebab,
maka terputus pula musabab atau hukum yang menetapkan hak kewarisan;
Kedua, untuk mencegah seseorang yang sudah ditentukan mendapatkan
warisan untuk mempercepat proses berlakunya hak itu, dan ketiga,
pembunuhan adalah suatu kejahatan. Kejahatan tidak boleh digunakan untuk
mendapatkan nikmat.?*®

Dari uraian di atas dapat diketahui, ulama sepakat bahwa pembunuhan
yang hak yang dibenarkan oleh syari’at 1slam, seperti membunuh musuh dalam
peperangan, pembunuhan untuk melaksanakan hukuman mati, membunuh
karena membela jiwa, harta dan kehormatan, tidak berakibat menghalangi
terjadinya pewarisan. Mayoritas ulama juga sepakat bahwa pembunuhan yang
mengandung unsur pidana dan kesengajaan berakibat menghalangi terjadinya
pewarisan. Sedangkan jenis-jenis pembunuhan lain yang tidak sengaja dan
tidak mengandung unsur pidana masih diperdebatkan.

Persoalan yang muncul sehubungan dengan masalah pembunuhan ini
adalah banyaknya cara yang ditempuh si pembunuh untuk merealisasikan niat
jahatnya. Seorang bisa sgja melakukan pembunuhan dengan meminjam tangan
orang lain. Dalam kasus seperti ini tentu tidak mudah menentukan siapa pelaku

pembunuhan itu. Oleh karena itu, peran hakim dalam menentukan kebenaran

27 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas
Ekonomi Ull, 1990), h. 17
2% Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2004), h. 196.
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materiil menjadi tumpuan terakhir untuk dapat menentukan jenis dan kategori
pembunuhan, apakah berakibat menjadi.penghalang atau tidak.

Hikmah terhalangnya ahli waris untuk menerima warisan dari pewaris
yang dibunuhnya, dijelaskan oleh para ulama. Menurut Muhammad ‘Ali, a-
Sabuni, hikmah terhalangnya ahli waris menerima warisan dari pewaris yang
dibunuh adalah seandainya pembunuhan itu tidak berakibat terhalangnya
mendapat warisan, niscaya banyak orang melakukan pembunuhan terhadap
kerabat mereka agar mereka dapat mewaris hartanya. Akibatnya, akan
mergalela kekacauan, tidak ada keamanan dan ketenangan. Di samping itu,
pembunuhan merupakan tindak kejahatan yang menurut akal tidak patut
menyebabkan pelakunya mendapat suatu nikmat dan menguasai harta orang
yang dibunuh.”®

Hasanain Muhammad Makhluf menyatakan, karena pembunuh
bermaksud ingin cepat mewaris harta dari yang dibunuh dengan cara
membunuh yang dilarang, maka dikenakan hukuman dengan terhalangnya dari
pewarisan, karena pewarisan melalui jalan pembunuhan akan berakibat
kerusakan di muka bumi. Sebagian manusia berani melakukan itu, sementara
Allah swt., tidakmenghendaki kerusakan karena membunuh itu telah
memutuskan perwalian padahal pewarisan itu dibangun atas dasar
perwalian.>®

Menurut Fatchur Rahman, mewariskan harta peninggalan kepada ahli
waris yang masih hidup berfungsi sebagai pengganti untuk mencurahkan kasih
sayang, yang barangkali belum sempat direalisir oleh pewaris ketika is masih
hidup, atau sebaga tali penyambung kekeluargaan yang telah putus akibat
kematian. Ahli waris yang bertindak makar membunuh pewaris baik dengan
sengaja atau sebab lain tanpa alasan, berarti telah memutus tali kekeluargaan
yang mestinya dipelihara dan dijaga.

2® Muhammad Ali al-Sabuni, al-Mawaris fi al-Syari’ah al-Islami ‘ala Dau’ al-Kitab wa
al-Sunnah (Saudi Arabia: tnp., 1979), h. 51-52.

¥ asanain Muhammad Makhluf, Al-Mawaris ft al-Syarah al-l1slamiyyah, cet. ke-4(ttp.:
Matbha'ah al-Madani, 1976), h. 25.
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Oleh karena itu syari’at melarang mempusakai dengan jalan keji ini
karena pembunuhan memutuskan tali kekerabatan sebagai dasar adanya hak
kewarisan. Mempusakai dengan jalan membunuh orang yang baka diwarisi
harta peninggalannya secara tidak langsung mendidik orang lain agar
melakukan tindakan yang sama dan tindakan pembunuhan itu sendiri
menyebabkan benih kehancuran di muka bumi yang tidak diridhai Allah swt.,
Oleh karena itu, dilarangnya tindakan pembunuhan untuk mendapatkan
warisan adalah untuk kemaslahatan umum, karena meskipun perkara itu lebih
bersifat individua tetapi akibatnya akan menjadi kerusakan manusia secara
umum.***

Yang di maksud dengan mawani’ al-irs adalah penghalang
terlaksananya warist mewarisi, dalam istilah ulama’ faroid adalah suatu
keadaan atau sifat yang menyebabkan orang tersebut tidak dapat menerima
warisan padahal sudah cukup syarat-syarat dan ada hubungan pewarisan. Pada
awanya seseorang sudah berhak mendapat warisan tetapi oleh karena ada
suatu keadaan tertentu berakibat diatidak mendapat harta warisan.

Ada beberapa macam penghal ang seorang menerima warisan, yaitu:
a. Perbudakan
Seorang budak adalah milik dari tuannya secara mutlak, karena ia
tidak berhak untuk memiliki harta, sehinggaiatidak berhak untuk memiliki
harta, dan ia tidak bisa menjadi orang yang mewariskan dan tidak akan
mewarisi dari siapapun.®*® Sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Nahl
(16): 75. Yang artinya: “Allah memberikan perumpamaan dengan seorang
hamba sahaya yang dimiliki dan tidak dapat bertindak untuk sesuatupun.”
b. Karena Pembunuhan
Seseorang yang membunuh ahli warisnya atau seseorang yang

membunuh orang lain (dengan cara) yang tidak di benarkan oleh hukum,

leatchur Rahman, [lmu Waris. Op.Cit.,h. 95.
%2 Amin Husain Nasution, Hukum Kuarisan Suatu Analisis Komperatif Pemikiran Mujtahid Dan
Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: 2012), h. 82
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maka ia tidak dapat mewarisi harta yang terbunuh itu, sebagaimana sabda

rasulullah saw:

ade ) Lo sy JW J U oaa e anl o cund (p e e

Artinya: “Dari amr bin syu’aib dari ayahnya dari kakeknya ia berkata:
rasulullah saw, bersabda: orang yang membunuh tidak dapat

mewarisi suatupun dari harta warisan orang yang di
bunuhnya."3%

Ketentuan ini mengandung kemaslahatan agar orang tidak mengambil
jalan pintas untuk mendapat harta warisan dengan membunuh orang yang
mewariskan.***

Pada dasarnya pembunuhan itu adalah merupakan tindak pidana
kejahatan namun dalam beberapa hal tertentu pembunuhan tersebut tidak di
pandang sebagai tindak pidana dan oleh karenaitu tidak di pandang sebagai
dosa. Untuk lebih mendalami pengertiannya ada baiknya di kategorikan
sebagal berikut:

1) Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum, seperti pembunuhan
di medan perang, melaksanakan hukuman mati, dan membela jiwa, harta
dan kehormatan.

2) Pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum (tindak pidana
kejahatan), seperti: pembunuhan dengan sengagja dan pembunuhan tidak
senga 3,3%

Tentang bentuk-bentuk pembunuhan yang menjadi penghalang untuk
mendapatkan warisan ini, tidak ada kesamaan pendapat, dan pendapat yang
berkembang adalah sebagai berikut:

1) Menurut Imam Syafi’i, bahwa pembunuhan dalam bentuk apapun

menjadikan penghalang bagi si pembunuh untuk mendapatkan warisan.

303 Al-K ahliani Muhammad Bin Ismail, Subul As-Salam, (Bandung Dahlan tt.), h. 154

3% Amin Husain Nasution, Op, Cit,h.| 78

3% guhrawardi K Lubis, Komis Smanjutan, Hukum Waris Islam (Lengkap Dan Praktis), Jakarta:
2007), h. 57
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2) Menurut Imam Maliki, pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan
hanyalah pembunuhan yang di sengaja.

3) Menurut imam hambali, pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan
adalah pembunuhan tidak dengan hak, sedangkan pembunuhan dengan
hak tidak menjadi penghalang, sebab pelakunya bebas dari sangs akhirat.

4) Menurut Imam Hanafi, bahwa pembunuhan yang menghalangi hak
kewarisan adalah pembunuhan yang di kenal sangsi gishas, sedangkan
pembunuhan yang tidak berlaku padanya qishos (kalaupun disengaja
seperti yang di lakukan anak-anakatau dalam keadaan terpaksa tidak
menghalangi kewarisan).**®

Terhalangnya si pembunuh untuk mendapatkan hak kewarisan dari
yang di bunuhnya, di sebabkan alasan-alasan berikut:

1) Pembunuhan itu memutuskan silaturrahmi yang menjadi sebab adanya
kewarisan, dengan terputusnya sebab tersebut maka terputus pula
musababnya.

2) Untuk mencegah seseorang mempercepat terjadinyaproses pewarisan.

3) Pembunuhan adalah suatu tindak pidana kejahatan yang di dalam istilah
agama di sebut dengan perbuatan ma’siat, sedangkan hak kewarisan
merupakan nikmat, maka dengan bsendirinya ma’siat tidak boleh di
pergunakan sebagai suatu jaln untuk mendapatkan nikmat.**’

KarenaBerlainan Agama

Di samping perbudakan dan pembunuhan, kesepakatan ulama juga
terjadi dalam ha perbedaan agama sebaga penghalang kewarisan.

Kesepakatan ini didasarkan hadis Nabi saw., dari Usdmah ibn Zaid yang

menyatakan:

Al s A& e ah & oY

*®Ibid.
¥l bid.
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Artinya: “Orang Muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak
mewarisi orangMuslim.3®

Di samping teks hadis di atas, ketidakbolehan saling mewaris antara
Muslim dengan non muslim juga didasarkan pada suatu riwayat yang
menjelaskan bahwa ketika Abu Thalib wafat, ia meninggalkan empat anak
lakilaki, yaitu Ali, Ja’far, ‘Ugaill dan Thalib. Ali dan Jafar keduanya
beragama Islamsedangkan dan Thalib keduanya kafir (baca non Muslim).
Nabi membagi harta warisan Abu Thalib untuk ‘Ugail dan Thalib bukan
untuk Ali dan Ja'far karena keduanya muslim.3®

Berdasarkan teks hadis dan perbuatan Nabi saw., di atas mayoritas
ulama berpendapat bahwa antar orang yang berbeda agama atau antara
orang yang beragama Islam dengan orang yang beragama non Islam tidak
terjadi hubungan sating mewarisi. Kendati demikian, pandangan tersebut
tidak menjadi ijma’ di kalangan sahabat dan ulama karena ada beberapa
sahabat yang tidak menyepakatinya

Secara logika, ketidakbolehan saling mewarisi antara Muslim dengan
non Muslim juga didasarkan suatu pemikiran bahwa pusaka-mempusakai
merupakan aat penghubung untuk mempertemukan antara ahli waris
dengan orang yang rtiewariskan disebabkan adanya kekuasaan perwalian
dan adanya jalinan rasa tolong menolong antara keduanya. Oleh karena
antara keduanya terdapat perbedaan-perbedaan dalam hak kebendaan, seperti

hak untuk memilikinya, menguasainya dan membel anjakannya sebagaimana

3% Bukhari, Sahih al-BukhariKitab al-Fara’id” (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), VII: 11. Muslim, Safilh al-
Muslim, “Kitab Fara’id” (Ttp: al-Qana’ah, t.t.), Il: 2. Abti Dawud, Sunan Abi Dawud (Beirut: Dar al-
Fikr, tt.), [11: 124.

3% Fatchur Rahman, 11lmu Waris., h. 99.

$1%iurawiyah ibn Abi Sufyan dan Mu’az ibn Jabal menyatakan, orang |slam boleh mewarisi
dari non-muslim tetapi tidak sebaliknya, Ibn Hazm, Al-Muhallah(Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 304-305.
Generasi berikutnya seperti Ahmad bin Hanbal juga mempunyai pendapat yang berbeda, orang Muslim
dapat mewarisi dari non-muslim apabila ia memerdekakannya. al-San’ani, Subul al-Salam, “Bab al-
Fara’id” (Kairo: Dar al-Hadis, t.t.), [11: 954.



150

yang diatur menurut agama mereka masing-masing, maka kekuasaan
perwalian antara mereka menurut hukum tidak adalagi."

Beda agama yang menjadi penghalang kewarisan adalah apabila
antara pewaris dengan ahli waris terdapat perbedaan agama, salah satunya
beragama Islam, yang lain bukan Islam. Misalnya pewaris beragama Islam,
ahli warisnya beragama Kristen dan sebaliknya. Oleh karenaitu, apabila ada
orang Budha meningga dunia, ahli warisnya beragama Hindu, di antara
mereka tidak ada halangan untuk mewarisi. Demikian juga tidak termasuk
beda agama, orangorang Islam yang berbeda mazhab.**?

Antara pewaris dengan ahli waris dianggap seagama atau berbeda
agama adalah pada saat meninggalnya pewaris. Pada saat itulah terbukanya
warisan, artinya pada saat itu ahli waris sudah diperbolehkan membagi
warisan dari pewaris. Oleh karena itu, apabila ada seorang muslim
meninggal dunia meninggalkan ahli waris anak laki-laki non-muslim,
seminggu setelah kematian orang tuanya anak laki-laki tersebut masuk
Islam, meski harta warisan belum dibagi, anak tersebut tidak berhak
mendapat harta warisan dari orang tuanya.*"

Para ulama tidak berbeda pendapat dalam memahami hadis di atas
dalam ha non Muslim tidak menerima warisan dari seorang Muslim, tetapi
mereka berbeda pendapat apabila ahli warisnya Muslim sedangkan
pewarisnya non Muslim. Ulama termasyhur” dari kalangan sahabat, tabi'in
dan imam mazhabberpendapat bahwa orang Islam tidak dapat mempusakai
orang non Islam dengan sebab apapun. Karena itu, suami Muslim tidak
dapat mewarisi isterinya yang non Muslim dan kerabat yang Muslim tidak
dapat mewaris kerabatnya yang non Muslim. Pendapat jumhur ini
didasarkan hadis riwayat Usamah ibn Zaid dan perbuatan Nabi saw., ketika

311 Fatchur Rahman, 1lmu Waris, Op.Cit.,h. 97.
312 Ahmad Rofiq, Figh Morwaris, Op.Cit.,h. 35.
3 hid,
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membagi harta warisan pamannya Abu Talib, sebagaimana dijelaskan di
3[85.314

Berbeda dengan pendapat jumhur ulama, kesepakatan tentang
ketidakbolehan orang Muslim menerima warisan dari non Muslim ditentang
oleh Muaz ibn Jabal.*™® Menurutnya, larangan mempusakai karena
perbedaan agama itu tidak mencakup larangan bagi orang Islam mewarisi
kerabatnya yang non Muslim, oleh karena itu orang Muslim berhak
mewarisi dari non-muslim tetapi tidak sebaliknya.®°

Keputusan Muaz ibn Jabal di atas bermula, suatu ketika ada dua orang
saudara yang mengadu kepadanya mengenai harta warisan orang tuanya
yang meninggal dunia dalam keadaan kafir dengan meninggalkan dua orang
anak lakilaki, Musim dan non-muslim. Melihat adanya indikasi bahwa
masing-masing ahliwaris bersikeras ingin menguasai harta tersebut, maka
Mu’az ibn Jaba mengambil keputusan dengan membagi harta tersebut
kepada semua ahli waris baik yang non-muslim maupun yang Muslim.3’

Keputusan kontroversial tersebut terpaksa diambil karena melihat
ggiada munculnya percekcokan antara keduanya yang jika tidak disikapi
secara arif justru akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Dalam
putusannya Mu’az ibn Jabal beralasan, pertama, hadis Nabi saw.,
menyatakan, agama Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi
darinya.®® Ketinggian Islam itu membawa ketinggian martabat umatnya.
Sebagai bukti ketinggian umat Islam adalah mereka berhak mewaris harta
warisan keluarganya yang tidak beragama Islam, tetapi tidak berlaku

314 Fatchur Rahman, 11lmu Waris., h. 99.

¥5 Muwaz ibn Jabal adalah seorang sahabat Rasulullah dari kelompok Ansar dari suku
Khajraj. Nama lengkapnya adalah Mult ibn Jabal ibn Amr bin ‘usibn ‘Aid ibn Adi ibn Ka’ab ibn ‘Amr
ibn Adi ibn Tamam ibn Salamah. Dalam sgjarahnya pernah dikirim ke negeri Yaman yang ditugasi
untuk menjadi pendidik dan sekaligus hakim. Ahmad ibn I-Janbal, Musnad I mam Ahmad., V: 236.

1% |bn Hazm, Al-Muhala, him. 304-305. ‘Ali ibn klgjar, Fath al-Bari (up.: Maktabah al-
Salafiyah, t.t.), X11: 50.

*Ipid.

318A|-Syaukani, Nail al-Autar, “Bab Imtina’ul Irsi bi Ikhtilafia-Dan wa Hukmu man
Aslama’ala Mirasi Qablaan Yugsima" (Kairo: Dar a-Turas, t.t.), VI: 74.Hadis riwayat Abu Dawud dan
al-Hakim dari Mu’az
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sebaliknya, orang yang tidak beragama Islam dapat mewarisi keluarganya
yang beragama Islam. Kedua, hadis Nabi saw., menyatakan, Islam itu
bertambah dan tidak berkurang.®'® Dibolehkannya- seorang Muslim untuk
menerima warisan dari non Muslim bermakna bahwa Isam itu
bertambah.>*°

Tentang status kewarisan orang murtad, orang yang keluar dari I1slam,
para ulama memandang mereka mempunyai kedudukan hukum tersendiri.
Mereka dianggap telah memutuskan tali (silah) syari’ah dan melakukan
kejahatan agama.Oleh karena itu, harta warisan orang murtad tidak diwarisi
oleh siapapun, termasuk ahli warisnya yang sama-sama murtad. Harta
peninggal annyadimasukkan ke bait al-mal sebagai rampasan dan digunakan
untuk kepentinganumum.®**

Mengenal pewarisan antar orang-orang non Muslim, apakah mereka
dianggap satu agama sehingga mereka saling mewarisi satu sama lain, atau
masing-masing-masing mereka dianggap mempunyai agama yang berbeda
sehingga di antara mereka tidak saling mewarisi satu sama lain. Ulama
Malikiyah berpendapat, di antara mereka tidak saling mewarisi satu sama
lain, kecuali mereka beragama dan berkeyakinan sama.

Oleh karenanya, orang Yahudi hanya mewarisi kerabatnya yang

Yahudi, orang Nasrani hanya mewarisi kerabatnya yang Nasrani, begitu pula

%1% |mam Ahmad ibn Hanbal, Musnad lindm Ahmad (Beirut: Dar as-Sadir,V: 236. Hadis
riwayat Ahmad dari Mu’az.

30 pendapat Mu’az bin Jabal ini dalam perkembangannya diadopsi oleh fugaha Imamiyah
dengan menambahkan alasan bahwa dibolehkannya Muslim menerima warisan dari non Muslim
dianalogikan dengan masalah perkawinan, yakni dibolehkannya laki-laki Muslim mengawini wanita-
wanita non muslim dan laki-laki non muslim dilarang kawin dengan wanita muslimah.Fatchur Rahman,
l[lmu Waris., h. 100. Jumhur ulama, sebagaimana dikutip 1bn Qudamah, memberi komentar terhadap
dua hadis yang menjadi rujukan Mu’az ibn Jabal di atas, bahwa yang dimaksud Islam itu terus
bertambah adalah karena bertambahnya orang-orang yang masuk Islam dan karena bertambahnya
negara-negara yang dikuasai oleh umat Islam, dan Islam tidak akan berkurang lantaran tindakan negatif
dari orang-orang kafir. Sedangkan yang dimaksud ketinggian Islam itu adalah agama Islam itu sendiri,
atau kemuliaan dalam kedudukan, dan adanya pertolongan bagi umat I1slam di akhirat nanti. Jadi hadis
di atas tidak tepat dijadikan dasar dalam persoalan warisan. Ibn Qudamah, Al-Mugnt (Kairo: Matba'ah
a-lmart, t.t.), IX: 155.

¥1 Hasby al-Shiddieqy, Fighul Mawaris, cet. ke-l (Semarang: Pustaka Rizki Putra,1997), h.
49-50.
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dengan orang Mausi. Alasannya, karena masing-masing agama mereka
mempunyai  aturan  sendiri-sendiri. Sedangkan ulama  Syafi’iyah
berpendapat, antar orang-orang non Muslim saling mewaris satu sama lain,
sebab agama-agama mereka dianggap satu agama.>?? Pendapat yang terakhir
ini diadops dalam Kitab Undang-undang Hukum Warisan Mesir dalam
Pasal 6 ayat (2) “Orang-orang non muslim sebagian mereka mewarisi yang
lainnya”.3

Dari uraian di atas terlihat bahwa kaitannya dengan hukum seorang
Muslim mewarisi hon Muslim, pendapat para ulama terbelah menajdi dua.
Pertama, mereka yang menolak secara mutlak, baik seorang Muslim
mewarisi seorang kafir atau sebaliknya.Pendapat ini didasarkan pemaknaan
secara tekstual terhadap hadis di atas. Kedua, mereka yang membolehkan
hukum seorang Muslim mewarisi seorang kafir dan mengharamkan
kebalikannya. Ini berdasarkan analogi diperbolehkannya pernikahan antara
laki-laki Muslim dengan wanita non Muslim.3**

Berbagal pandangan di atas menggambarkan bahwa para ulama
terdahulu masih mencoba mencari jalan aternatif dalam kaitannya dengan
agama lain. Salah satu buktinya, dalam masalah hukum yang berkaitan
dengan agama lain, misalnya hukum kewarisan bagi non Muslim, selalu ada
berbagai pandangan yang menegaskan adanya perbedaan cara pandang
terhadap non muslim. Namun yang tersosidisasi kadangkala hanya
pandangan mayoritas, sedangkan pandangan minoritas yang membela hak-
hak non Muslim cenderung dilupakan begitu sgja. Pandangan kedua yang
memberikan peluang hak waris kepada non Muslim merupakan upaya
ijtihad yang perlu diapresiasi, sebab merupakan upaya mengakomodas non
Muslim sesuai dengan situasi dan kondisi yang melingkupi.

%22y usuf Musa, At-Tirkah wa al-Miras fi al-isam (Mesir: Dar a-Kitab, 1959), h. 169.
323 i

Ibid.
$4a1-Maidah (5): 5.
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Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum adat yang berlaku hampir di
seluruh daerah lingkungan hukum adat Indonesia, sebagaimana ketentuan
Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tidak mengenal perbedaan agamaitu
sebagai penghalang mempusaka kendatipun semula agama mereka sama
kemudian salah seorang dari pewaris atau ahli warisnya murtad.®*

Ketentuan hukum adat dan Hukum Perdata di atas berbeda dengan
hukum kewarisan Islam Indonesia. Sebagaimana pendapat mayoritas ulama,
hukum kewarisan Islam Indonesia secara tegas melarang terjadinya
pewarisan antara Muslim dengan non Muslim. Asas personalitas keislaman
menjadi syarat pewarisan, artinya pewaris dengan ahli waris harus seagama,
yakni Islam.

Sebagaimana dinyatakan dalam pembahasan sebelumnya, larangan
saling mewarisi antara Muslim dengan non Muslim didasarkan hadis Nabi
dari Usamah bin Zaid. Meski hanya mendasarkan hadis dan bukan al-
Qur’an, namun mayoritas ulama, termasuk ulama Indonesia, sepakat dengan
asas personaitas keislaman itu. Karena itu, dalam pembahasan berikut ini
akan dijelaskan status hadis yang menjadi dasar pelarangan tersebut.

Adapun yang di maksut berlainan agama adalah berbedanya agama
yang di anut antara pewaris dan ahli waris, artinya seorang seorang Muslim
tidaklah mewarisi dari yang bukan Muslim, begitu pula sebaliknya seorang
yang bukan muslim tidaklah mewarisi dari seorang muslim. Ketentuan ini di
dasarkan pada bunyi sebuah hadis sabda rasulullah saw,:

S oY dE ey e bl e ol o) dde b oa) (pde Ll (e
aluall ESI &y 5 I ALl

Artinya: “dari usamah bin zaid ra, bahwa rasulullah saw brsabda, “tidak
mewarisi orang Islam kepada orang kafir dan orang kafir tidak

%25 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia (Bandung: Sumur Bandung, 1983),
h. 19. Idris Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan KUH Perdata
(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 90.
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akan mewarisi kepada orang Islam. (HR. Al-Jama’ah, kecuali
Muslim dan al-Nas&’i).”3%

Menurut jumhurul ulama’ fiqih, yang menjadi ukuran dalam
penetapan perbedaan agama adalah pada saat meninggal orang yang
mewariskan. apabila meninggal seorang muslim, maka ia terhalang
mendapat warisan walaupun kemudian ia masuk islam agamaislam sebelum
pembagian harta warisan di |aksanakan.

Apabila pembunuh dapat memutuskan hubungan kekerabatan hingga
mencabut hak kewarisan, maka demikian jugalah hanya dengan perbedaan
agama, sebab wilayah hukum islam (khususnya hukum waris)tidak
mempunyai daya berlaku bagi orang-orang non muslim.

Selain itu hubungan antara kerabat yang berlainan agama dalam
kehidupan sehari-hari hanya terbatas dalam pergaulan dan hubungan baik
(hubungan kemasyarakatan), dan tidak termasuk dalam ha pelaksanaan
hukum syari’ah (termasuk hukum waris), hal ini sgjalan dengan ketentuan
al-Quran surah Lugman ayat 15 sebagai berikut, yang artinya: “ dan jika
keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang
tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti
keduanya, dan pergauilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah
jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah
kembalimu, maka ku berikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.”
(QS Lukman (31): 15).

Majlis Ulama’ Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI
VI, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H 26-29 juli 2005 M menetapkan fatwa
tentang kewarisan beda agama bahwa “Hukum waris islam tidak
memberikan hak salaing mewaris antara orang-orang yang berbeda agama
(antara muslim dengan non muslim). Pemberian harta antara orang yang

3% bid, h. 58
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berbeda agama hanya dapat di lakukan dalam bentuk hibah, wasiat, dan
hadiah.%*’
a. Karenamurtad (riddah)

Murtad artinya bila seseorang pindah agama atau keluar dari agama
Isam. Di sebabkan tindakan murtadnya itu maka seseorang batal dan
kehilangan hak warisnya. Berdasarkan hadis rosul riwayat abu bardah,
menceritakan bahwa saya telah di utus oleh rasulullah sawkepada seorang
laki-laki yang kawin dengan istri bapaknya, rasulullah menyuruh supaya di
bunuh laki-laki tersebut dan membagi hartanya sebagai harta rampasan
karenaiamurtad (berpaling dari agama |slam).®*

b. Karena hilang tanpa berita
Karena seseorang hilang tanpa berita tak tentu dimana alamat dan
tempat tinggal selama 4 (empat) tahun atau lebih,**° maka orang tersebut di
anggap mati karena hukum (mati hukmy) dengan sendirinya tidak mewaris
dan menyatakan mati tersebut harus dengan putusan hakim.*
6. Peraturan Perundang-Undangan tentang Waris
Dalam Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang
KHI, pembahasan masalah waris atau hukum kewarisan terdapat dalam Buku
Il tentang Hukum Kewarisan yang dimulai dari Pasal 171. Dalam perspektif
KHI, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak
pemilikan harta peninggaan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-sigpa yang
berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.®*
Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik

332

yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.”*= Harta waris

adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan

%71 bid.

81 bid.

91 bid.

1 bid.

zz Pasal 171 huruf alnpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang K HI
Ibid
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untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan
jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Pasal 171 huruf ¢ Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang KHI menentukan
bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai
hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam
dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.*** Menurut
Ahmad Rofiq ketentuan ini sekaligus dimaksudkan untuk menafikan adanya
penghalang saling mewarisi. Kendatipun demikian, ketentuan tersebut masih
bersifat global >

Kompilas tidak menegaskan secara eksplisit perbedaan agama antara
ahli waris dan pewarisnya sebagai penghalang mewarisi. Kompilasi hanya
menegaskan bahwa ahli waris beragama Islam pada saat meninggalnya pewaris
(Pasal 171 huruf ¢ KHI). Untuk mengidentifikasi seorang ahli waris beragama
Islam, pasa 172 KHI menyatakan: Ahli waris dipandang beragama Islam
apabila diketahui dari - kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau
kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa,
beragama menurut ayahnya atau lingkungannya

Sedangkan identitas pewaris hanya dijelaskan dalam ketentuan umum
huruf b, yaitu orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan
meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan
ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 KHI).3®

Di dadam Kompilass Hukum Islam (Inpres No.1/1991) pada Buku II,
Pasal 173 menyatakan seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan
putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum

karena: >3’

5 1bid

3% Tim Redaks Fokus Media, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Kompilasi Hukum
Islam, Bandung: Fokus Media, 2014, h. 56.

%5 Ahmad Rofig, Hukum Islam...Op. Cit., h. 402.

%0 |pid., h. 404.

¥ bid.
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a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya
berat pada pewaris.

b. Dipersaahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa
pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5
tahun penjara atau hukuman yang lebih besar.

Menurut UU perdata dalam KUH Per yang membahas kewarisan ada
beberapa kelompok orang yang tidak berhak mendapat waris atau disebut ahli
waris yang tidak patut/terlarang menerima waris (onwaardig).>*®

Hukum kewarisan menurut KUH Per mengenai ahli waris yang Tidak
Patut MenerimaWarisan (Onwaardig).

Terdapatnya sebab-sebab menurut Undang-undang ahli waris tidak
patut atau terlarang (onwaardig) untuk menerima warisan dari S pewaris.
(Pasal 838, untuk ahli waris karena undang-undang dan Pasal 912 untuk ahli
waris karena adanya wasi at).

a. Ahli waris menurut undang-undang yang dinyatakan tidak patut untuk
menerimawarisan, dalam Pasal 838 KUH Perdata, adalah:

1) Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau
mencoba membunuh si pewaris.

2) Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara
fitnah telah melakukan pengaduan terhadap s pewaris, ialah suatu
pengaduan telah melakukan kegiatan kegjahatan yang diancam hukuman
penjaralimatahun lamanya atau lebih berat.

3) Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si pewaris
untuk membuat atau mencabut surat wasiat.

4) Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat
wasiat Sl pewaris.

b. Ahli waris menurut wasiat yang dinyatakan tidak patut untuk menerima
warisan dalam Pasal 912 KUH Perdata, adal ah:

*81bid.
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1)Mereka yang telah dihukum karena membunuh si pewaris.

2) Mereka yang telah menggel apkan, membinasakan atau memal sukan surat
wasiat S pewaris.

3) Mereka yang dengan paksaan atau kekerasan telah mencegah si pewaris
untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya.

C. Konsep Wasiat Wajibah dalam Hukum Islam
1. Pengertian Wasiat
Wasiat secara etimologis berasal dari kata wasdyang berarti
menyampaikan dan menyambungkan, artinya pewasiat menyambungkan
kebaikan dunianya dengan kebaikan akhiratnya®**Dalam a-Qur’an, kata
waslyyah dan yang seakar dengannya memiliki beberapa arti, di antaranya
menetapkan, memerintahkan dan mensyariatkan. Secara rinci kata wayiyyah
dengan berbagai turunannya dalam al-Qur’an sebanyak 28 kali.>*°
Istilah wasiat adalah hikmah, kesaktian magis, pesan terakhir orang
yang meningga dunia®" diambil dari washaitu-ushi al-syai’a (aku
menyambung sesuatu). Dalam syari’at, wasiat adalah penghibahan benda,
piutang, atau manfaat oleh seseorang kepada orang lain dengan ketentuan
bahwa orang yang diberi wasiat memiliki hibah tersebut setelah kematian
orang yang berwasiat.>*
Wasiat adalah pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang
dilakukan terhadap hartanya setelah meningga dunia, atau merupakan pesan
seseorang kepada orang lain untuk mengurusi hartanya sesuai dengan pesannya

itu sepeninggalnya. Jadi, wasiat merupakan tasaruf terhadap harta peninggalan

%9 7ain a-Din Ibn ‘Abd a-Aziz, Fath al-Mu’in, alih bahasa Ali As’ad (Kudus: Menara
Kudus, 1979), h. 393.

¥\ uhammad Fuad ‘Abd al-Bagi, Mu’jam al-Mufahras li al-Faz al-Qur’an al-Karim (Beirut:
Dar al-Fikr, 1981), h. 752.

¥ piys A Partanto, Kamus IImiah Populer, (Surabaya, Arkola, 1994), h. 784

¥25ayyid Sabiq, Figih Sunnah, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), jilid 4, h. 523
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yang akan dilaksanakan setelah meninggalnya orang yang berwasiat, dan
berlaku setelah prang yang berwasiat meninggal dunia.®*

Wasiat merupakan keinginan terakhir pewaris terhadap harta benda
miliknya sebelum ia meninggal dunia. Keinginan terakhir ini biasanya
diucapkan pada saat si pewaris sedang mengalami sakit dan tidak ada harapan
untuk sembuh (karena terlalu tua atau sakitnya terlalu parah), bahkan
terkadang dilakukan sebelum menghembuskan nafas terakhir. Mengucapkan
kemauan atau kehendak terakhir biasanya dilakukan dihadapan para ahli waris
atau orang terdekat, atau orang kepercayaan.>*

Wasiat yang demikian berkaiatan dengan hak kekuasaan
(tanggungjawab) yang akan dijalankan setelah ia meningga dunia, missal
seorang berwasiat kepada orang lain agar menolong mendidik anaknya kelak,
membayar hutang atau mengembalikan barang yang pernah dipinjamkan. Pada
dasarnya wasiat merupakan kewajiban moral bagi seorang untuk memenunhi
hak orang lain atau kerabatnya, sedangkan orang tersebut tidak termasuk
keluarga yang memperoleh bagian waris.>*

Wasiat juga bisa dikatakan dengan memberikan hak milik sesuatu
secara sukarela yang pelaksanaanya ditangguhkan setelah adanya peristiwa
kematian, atau pesan seseorang untuk memberikan sesuatu kepada orang lain,
diberikan setelah ia meninggal dunia. Dalilnya antara lain firman Allah swt.,
dalam suarat al-Ma’idah ayat 106:

OB Aa ) s Egal) ZOAT Tl 13) A& 83l 1 il ol Ll G
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu
menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah

(wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau

dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam

perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian ". (QS.
al-Ma’idah: 106).

#3Djan Khairul Umam, Figih Mawaris, Cet. 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 237.

¥4 Dominikus Rato, Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia, (Y ogyakarta: Laksbank
Pressindo, 2015), h. 211

35 ggjuti Thalib, Harta Kewarisan Isam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 104
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Diperintahkan mengambil dua orang saksi dalam memberikan wasiat,
hal ini menunjukkan pentingnya masalah wasiat. Dalam hal ini juga dijelaskan
kalau saksi-saksi tersebut tidak ada yang beragama Islam dibolehkan
mengambil saksi orang lain yang tidak seagama.

Besarnya jumlah wasiat yang akan dilaksanakan adalah tidak boleh
lebih dari 1/3 harta peninggalan setelah dikurangi biaya pengurusan jenazah
dan setelah dibayar seluruh hutang-hutang yang mati. Hal ini ditegaskan dalam
hadis Rasulullah saw., sebagaimana berikut:

- g -
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Artinya: “Dari Amir bin Abu Said dari bapaknya, dia berkata: Rasulullah saw.,

dating kepadaku buat menjengukku pada tahun haji wada disebabkan

aku sakit keras, kemudian aku berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya

penyakit yang engkau lihat ini telah bersengatan rasanya olehku,

sedangkan aku mempunyai harta, dan tidak ada mewarisiku selain

daripada seorang anak perempuan. Apakah boleh akau sedekahkan?

(Wasiatkan) dua pertiga dari hartaku? Sabda; Tidak, Aku berkata:

Seperduanya ya Rasulullah?  Sabda:  Tidak, aku berkata:

Sepertiganaya, Sabdanya: sepertiga itu sudah banyak. Sebenarnya

engkau tinggalkan waris-waris engkau kaya, lebih baik dari engkau
tinggalkan mereka itu miskin, meminta-minta kepada manusia.

Manusia selalu bercita-cita supaya amal perbuatannya di dunia diakhiri
dengan amal-amal kebijakan untuk menambah amal-ama tagarrab
(mendekatkan diri) nya kepada Allah swt., atau untuk menambah kekurangan
amal perbuatannya sewaktu dia masih hidup. Wasiat ini disyari’atkan untuk
memenuhi kebutuhan orang lain, karena di dalam wasiat terdapat unsure
pemindahan hak milik dari seorang kepada orang lain sebagaimana dalam
waris mewarisi. Hanya sgja pemindahan hak milik tersebut tidak boleh lebih
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dari sepertiga harata peninggalan setelah dikurangi kewajiban-kewgjiban biaya
penyelenggaraan jenazah dan biaya membayar hutangnya. Hal ini adalah
supaya tidak merugikan ahli waris.>*

2. Wasiat Wgjibah

Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli
waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang
yang wafat, karena adanya suatu halangan syara’.>*’Suparman dalam bukunya
Figh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam), mendefeniskan wasiat wajibah
sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung
kepada kemauian atau kehendak si yang meninggal dunia.3*

Dasar hukum wasiat yaitu terdapat dalam a-Qur’an Surat al-Bagarah:
180 yang berbunyi; “Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang di antara kamu
kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak,
berwasiat untuk ibu bapak dan kerabat secara ma’ruf (ini adalah) kewajiban
atas orang-orang yang bertakwa”

Yang dimaksud wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya
tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si
yang meninggal dunia. Wasiat tetap harus dilakukan baik diucapkan atau tidak
diucapkan baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh si yang meninggal
dunia. Jadi, pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat
tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya
didasarkan kepada aasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat
tersebut harus dilaksanakan.®*°

#8\Wirdaweri, Kewajiban Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan, Asas Jurnal Hukum dan
Ekonomi Islam, juli 2017, h. 92-93
#Abdul Aziz Dahlan,Ensiklopedi Hukum Islam,(Jakarta: PT. Ikhtiar Baru VVan Hoeve, 2000),

Jilid 6, h.1930.

¥8guparman, Figih Mawaris (Hukum Kewarisan |slam),(Jakarta: Gaya Media Pratama,1997),
h. 163.

#Agyparman Usman, Yusuf Somawinata, Figih Mawaris, (Jakarta: Gaya Media Pratama,
2002), h. 163
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Wasiat wajibah juga dapat diartikan sebaga suatu pemberian yang
wajib kepada ahli waris atau kaum keluarga terutama cucu yang terhalang dari
menerima harta warsian karena ibu atau ayah mereka meninggal sebelum
kakek atau nenek mereka meninggal atau meninggal bersamaan. Ini karena
berdasarkan hukum waris mereka terhalang dari mendapat bagian harta
peninggalan kakek dan neneknya karena ada ahli waris paman atau bibi kepada
cucu tersebut. >

Secara terminologis, KHI mendefinisikan wasiat sebagai pemberian
suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku

setelah pewaris meninggal dunia ®*!

Ulama fikih mendefinisikan wasiat dengan
penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang
berlaku setelah orang tersebut wafat, baik hartaitu berbentuk materi maupun
berbentuk manfaat.**? Tidak jauh berbeda, wasiat menurut Muhammad Jawad
Mugniyyah adalah memberikan pemilikan atau memberikan manfaat yang
pelaksanaannya disandarkan atas waktu setelah pewasiat meninggal dunia
dengan jalan suka rela dan mengharap pahala dari Allah swt., semata®?®
Sedangkan al-Sayyid Sabiq dalam karyanya mendefinisikan wasiat sebagal
pemberian seseorang kepada orang lain, berupa benda atau manfaat agar si
penerima wasiat memiliki pemberian itu setelah s pewasiat meninggal
dunia®*

Dari beberapa definis dan pendapat di atas dapatlah diambil suatu
kesimpulan, wasiat adalah suatu akad yang dibuat seseorang di masa hidupnya
untuk memberikan harta kekayaannya atau manfaat sesuatu benda kepada

orang lain atau lembaga yang pelaksanaannya disandarkan pada waktu setelah

%0Ahmad Zahari, Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi’l, Hazairin dan KHI, (Pontianak:
Romeo Grafika, 2006), h. 98

%! K ompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (f).

%2 Abdul Aziz Dahlan, ed. Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Pr Ichtiar Baru van Hoeve,
1996), VI: 1926.

*3Muhammad Jawad Mugniyah, Al-Ahwalasy-Syakhsiyyah ala Mazahib al-Arba’ah (Beirut:
Dar al’lim, 1964), h.178.

%% As-Sayyid Sabig, Figh as-Sunnah (Kairo: Maktabah Dar at-Turas, t.t.), I11, h. 414.
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kematiannya serta dilakukan secara suka rela semata-mata mengharap pahaa
dari Allah swt.

KUH Perdata mendefinisikan wasiat sebagal suatu pemyataan
seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal
dunia. Pada asasnya suatu pernyataan kemauan terakhir itu adalah keluar dari
satu pihak sgja, dan setigp saat dapat dicabut kembali oleh yang
membuatnya.®**® Ketentuan tersebut memiliki kesamaan dengan wasiat dalam
hukum Islam, yakni berlakunyakehendak itu setelah pewasiat meningga dunia
dan kebolehan untuk mencabut kembali wasiat ketika pewasiat masih hidup,
karena sifat akad wasiat tidak mengikat. Artinya pewasiat boleh membatalkan
wasiatnya selagi ia masih hidup, kapan sgja ia mau, baik membatalkan seluruh
wasiat atau sebagiannya, apakah pembatalan itu dilakukan ketika pewasiat
masih sehat atau dalam keadaan sakit.**®

Memperhatikan definisi wasiat di atas, terdapat perbedaan antara wasiat
dengan cara pemilikan harta lainnya seperti jual beli dan sewa-menyewa,
karena kepemilikan dalam dua bentuk akad yang disebutkan terakhir ini dapat
berlaku semasa yang bersangkutan masih hidup. Sedangkan wasiat, sekalipun
akadnya dibuat ketika orang yang berwasiat masih hidup, hukumnya baru
berlaku setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Sebelum itu, akad
wasiat tersebut tidak mempunyai efek apapun dari segi pemindahan hak milik

kepada orang yang diberi wasiat.*’

%5 gubekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, cet. ke-19 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), h. 106.

Pasal 875 KUH Perdata menyatakan, surat wasiat atau testamen adalah suatu akta yang memuat
pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan
yang olehnya dapat dicabut kembali.

%6 Abdul Aziz Dahlan., Ensiklopedi Hukum Islam., VI: -1927-1928. Kebolehan mencabut

wasiat sebagaimana diatur dalam KUH Perdata dan hukum Islam, berbeda dengan ketentuan KHI. Pada
dasarnya wasiat dapat dicabut kembali apabila calon penerima wasiat belum menyatakan
persetujuannya, atau menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali, sebagai manadiatur
Pasal 199 ayat (1). Oleh karena itu apabila calon penerima wasiat telah menyatakanpersetujuannya atau
tidak menarik kembali persetujuannya, maka suatu wasiat tidak dapat dicabut.

%7 \Wahbah az-Zuhaili,al-Figh Al-lslamiwa Adillatuh (Beirut: Dal a-Fikr, 1989), VIII: 8-9.
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Wasiat juga memiliki perbedaan dengan hibah.>*® Daam hibah
pemilikan dari pemberian itu terjadi setelah selesai pernyataan hibah diucapkan
atau dinyatakan oleh orang yang menghibahkan, sedangkan dalam wasiat
pemilikan itu baru terjadi setelah orang yang mewasiatkan meninggal dunia,
bahkan jika orang yang menerima wasiat lebih dahulu meningga dunia dari
orang yang berwasiat, maka wasiat itu menjadi batal, kecuali jika ada
perjanjian bahwa ahli waris orangyang menerima wasiat boleh menerima
wasiat itu. Hibah hanya berupa pemberian harta hak milik, sedangkan wasiat
bentuk pemberiannya lebih luas dari itu, boleh berupa hak milik, pembebasan
hutang, manfaat dan sebagainya. Hibah tidak dapat dibatalkan, sedang wasiat
dapat dibatalkan bila orang yang menerima wasiat |ebih dahulu meninggal dari
orang yang berwasiat.>*

Sebagai bagian dari hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan
(huquq at-tirkah), ulama sepakat bahwa wasiat yang mencerminkan keinginan
terakhir seseorang menyangkut harta yang akan ditinggalkannya,
pelaksanaannya dilakukan setelah diselesaikan perawatan jenazah dan
melunasi hutangnya. Seandainya harta peninggalan pewaris masih tersisa, jika
ia berwasi at, maka pel aksanaannya didahul ukan daripada hak ahli waris.>®

Berkaitan dengan huquq at-tirkah yang pelaksanaannya dilakukan ahli
waris, KHI menyatakan, kewgjiban ahli waris terhadap pewaris adalah
mengurus dan menyelesaikan sampai  pemakaman jenazah selesal,
menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk

%8 Hibah adalah pemberian suatu benda secara sulfa rela dan tanpa imbalan dari seseorang
kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (Pasal 171 huruf (g) KHI).

%9 7akiah Dargjat, dkk, llmu Figh, cet. ke-2 (Jakarta: Proyek. Pembinaan Sarana dan Prasarana
Perguruan Tinggi Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen
Agama,1986), h. 181.

%0Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa pelaksanaan pembiayaan jenazah, pelunasan
hutang dan pelaksanaan wasiat s mati merupakan tindakan pemurnian harta peninggalan menjadi harta
warisan. Selanjutnya harta warisan inilah yang menjadi hak ahli waris. Abdul Ghofur Anshori, Hukum
Kewarisan Idam di Indonesia, Eksisitensi dan Adabtabilitas, cet. ke-1 (Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 2012), h. 22-23.
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kewagjiban pewaris maupun menagih piutang, menyelesaikan wasiat pewaris
dan membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.***

Wasiat mempunyai dasar hukum yang kuat dalam syari’at 1slam. Dalil-
dalil yang berkaitan dengan wasiat tersebut antara lain, perintah untuk
berwasiat yang secara lahir ditujukan kepada orang-orang yang bertagwa bila
kedatangan tandatanda kematian (maradd al-maut).**?Allah swt., berfirman:

) _ |
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Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan
(tanda-tanda) maul, jika ia meninggalkan harta yang banyak,
berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf (ini
adalah) kewajiban alas orang-orang yang bertagwa.*®

Secara lahir, ayat di atas memerintahkan kepada umat Islam yang
bertagwa untuk berwasiat kepada ibu bapak dan karib kerabat. Perintah
tersebut dimulai dengan lafad kutiba yang berarti diwajibkan.*** Namun,
sebagian besar fukaha sepakat bahwa ayat ini di-nasakh ketika ayat-ayat al-

35 Sebagian ulama lain

Qur’an yang mengatur kewarisan diturunkan.
mengajukan argumen yang lebih kuat bahwa ayat tentang wasiat tersebut

sesungguhnya hanya dihapus sebagian sgja, yaitu hanya yang bersangkutan

% HI Pasal 175. Penjelasan lebih lanjut tentang kewajiban-kewajiban ahli waris terhadap

pewaris dapat dibaca, misalnya, Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Idlam, cet. ke-1 (Jakarta:
Kencana, 2004), h. 278-303.

%2\Maradd al-maul dapat berlangsung setahun sebelum kematian, dan dihitung sejak kondisi

yang menyebabkan kematian mulai terasa. John L. Esposito, Ensiklopedia Oxford Dunia Islam Modern
(Bandung: Mizan, 2000), V, h. 155-156.

%3 Al-Bagarah (2): 180.
%4 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Bumi Restu, t.t.), h. 44.

Dalam Al-Qur’an, lafad tersebut juga ditemukan dalam Al-Bagarah (2): 178, 183, 216, 246, Ali’lmran
(3): 154, An-Nisa (4): 77, 127, At-Taubah (9): 120-121 dan Al-Haji (22): 4. Lafad ini biasa
diterjemahkan diwajibkan, ditetapkan dan dituliskan. Muhammad Fuad, Mu’jam., h. 592.

%5 Ayat-ayat Al-Qur’an yang mengatur kewarisan, antara lain, An-Nisa (4): 11 dan 12.
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dengan kerabat dekat yang telah menjadi ahl-fara’id yaitu orang-orang yang
menerima bagian tertentu dalam pembagian warisan.*®
Ayat selanjutnya berisi larangan merubah wasiat yang ditujukan kepada
orang-orang yang mengetahui adanya wasiat:
Pl Lo BTG e A ol o AT it LA
Artinya: “Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia
mendengarnya, makasesungguhnya dosanya adalah bagi orang-

orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar
lagi Maha mengetahui.**’

Di bagian lain, al-Qur’an menegaskan untuk mendahulukan pelunasan
hutang dan pelaksanaan wasiat sebelum melaksanakan pembagian warisan:
3 WG oyt 3003 50 L

Artinya: “(Pembagian-pembagian tersebut di alas) sesudah dipenuhi wasiat

yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya”.>®

Ayat di atas yang diulang dengan isi yang sama pada ayat 12
menunjukkan bahwa kata dain disebutkan setelah kata wasiyyah. Para
ulamamemahami bahwa kata au yang secara harfiah berarti atau berlaku
sebagai tafsl  (runcian) bukan tartib(urutan). Dengan demikian,
didahulukannya kata wasiyyah daripada kata dain adalah untuk memberi
motivasi agar orang yang akan meningga dunia hendaknya melakukan wasiat
atas sebagian hartanya. Untuk itu, pelunasan hutang hendaknya didahulukan

daripada pel aksanaan wasiat.**

%6 Orang-orang yang berhak menerima bagian tertentu dalam pembagian warisan (Ashab al-
furud)berjumlah dua belas orang; empat orang laki-laki dan delapan orang perempuan. Merekaadal ah
anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, Ibu, nenek, bapak,
kakek, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu, saudara
laki seibu, suami dan isteri. Hasbi Ash-Shiddiegy, Fighul, cet. ke-1 (Jakarta: BulanBintang, 1973), h.
74-75.

%7|-Bagarah (2): 181.

%8al-Nisa (4): 11.

%9 Ahmad Rofig, Figh Mawaris, cet. ke-4 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 49-
50.
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Nabi saw., sendiri telah mempraktikkan pelunasan hutang didahulukan
daripada pel aksanaan wasiat sebagaimana dijelaskan dalam hadisnya:

N 5 gl 0 15T Lo 8 300y (S i Gl A e 50

Artinya: “Bahwasanya Nabi saw., lebih mendahulukan pembayaran hutang,
sebelum pelaksanaan wasiat, sementara kalian lebih mendahul ukan
wasiat daripada pembayaran hutang.*"

Hikmah mendahulukan pelunasan hutang daripada pelaksanaan wasiat
adalah bahwa hutang tetap menjadi beban peminjam, baik sebelum maupun
sesudah mati. Seorang peminjam masih dituntut oleh orang lain yaitu pemberi
pijaman. Tuntutan tersebut berlaku juga kepada ahli warisnya sehingga hutang-
hutangnya dilunasi. Lain hanya dengan wasiat yang merupakan kebaikan
semata, yang tidak ada sangkut pautnya dengan pihak ketiga yang menuntut
hak. Namun demikian agar orang tidak melalaikan wasiat dan tidak menjadi
Kikir untuk memenuhinya, maka Allah swt., mendahulukan wasiat dalam
menyebutnya agar menjadi perhatian.

Dalil lain berkaitan dengan wasiat adalah perintah untuk mendatangkan
dua orang saksi, sehingga kesaksian menjadi sesuatu yang sangat penting

dalam berwasiat.

370 Abu Muhammad ibn ‘Isaibn Saurah ibn Musa ibn ad-Dahhak as-Sulami al-Bugi al-Tirmizi,
Sunan at-Tirmizi“Bab Ma Ja a fi al-Hasi‘ala al-Wasiyyah” (Beirut: Dar al-Kutub a’lImiyyah, t.t.), IV:
272-273.
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Artinya:
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“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu
menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah
(wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu,
atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu
dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian.
Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk
bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah,
jika kamu ragu-ragu: ““(Demi Allah) kami tidak akan membeli
dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan
seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami
menyembunyikan persaksian Allah. Sesungguhnya kami kalau
demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa”.*"

Ayat tersebut secara langsung menegaskan perlunya dua orang saksi
ketika hendak berwasiat. Selanjutnya ketentuan saksi tersebut tidak dibatasi
oleh akidah. Dalam hal ada keraguan kepada kedua orang saksi yang diketahui
melakukan kecurangan dalam persaksian yang diketahui setelah melakukan

sumpah, maka dua orang ahli waris dari pewasiat boleh menggantikan -posisi-
sehagai saksi.>"

Lebih lanjut untuk memperkuat kesaksian tersebut diperbolehkan untuk

mengambil sumpah.>"

™ Al-Maidah (5): 106.
32 Al-Maidah (5): 107.
33 Al-Maidah (5): 108.
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Apabila memang terbukti bahwa seseorang telah membuat wasiat,

maka wasiat yang dibuat harus dilaksanakan. K etentuannya maksimal sepertiga

dari harta peninggalan setelah dikurangi untuk pembiayaan perawatan jenazah

dan membayar hutang. Hadis riwayat Muslim dari Saad ibn Abi Waggas

menyatakan:>"*
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Artinya: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya memiliki harta yang banyak,

dan hanya puteriku satu-satunya yang menjadi ahli warisku,
Bagaimana jika saya mewasiatkan seluruh hartaku?” Beliau
menjawab: ““Jangan.” Sa’ad bertanya lagi, “Bagaimana jika dua
pertig anya?” Beliau menjawab: ““Jangan.” Sa’ad bertanya lagi,
“Bagaimana jika setengahnya?”” Beliau menjawab: ““Jangan.” Sa’ad
berkata “Bagaimana Bagaimana jika sepertiganya?” Beliau
menjawab: “Sepertiga, sepe raga sudah banyak. Sesungguhnya harta
yang kamu sedekahkan pasti akan mendapatkan pahala, sekalipun
yang kamu belanjakan untuk keluargamu dan yang dimakan isterimu.
Jika kamu tinggalkan keluargamu dalam keadaan kaya itu lebih baik
daripada kamu tinggalkan mereka meminta-minta kepada orang
banyak dengan menadahkan tangannya.

Ketentuan lain berkaitan dengan wasiat adalah larangan berwasiat

kepada ahli waris yang mendapatkan bagian warisan:*"

G 28 padeaty ” v e ol Gl wp Bl B
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$“Muslim, SahihMuslim “Kitab al-Wasiyyah™Bab al-Wasiyyat bi al-Sulus” (ttp: al-Qana’ah,

tt), 11, h. 11.

3% Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, “Kitab Wasaya™Bab Ma Ja a fi a-Wasiyyati li alWaris”
(Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), I11: 13. Hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Umamah.
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Artinya: “Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap yang
memiliki hak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris.

Di samping al-Qur’an dan hadis di atas, menurut Fatchur Rahman,>"®

sumber hukum wasiat adalah logika, bahwa menurut tabiatnya manusia selalu
bercita-cita supaya amal perbuatannya di dunia diakhiri dengan amal-amal
kebajikan untuk menambah amal kebajikan yang telah dimilikinya atau untuk
mengurangi  kegjelekan-kgelekan amal perbuatannya sewaktu is masih
hidup.Untuk menambah amal kebgjikan yang telah ada dan menutupi

kekurangsempurnaan amal tersebut, tidak ada jalan lain kecuali wasiat.

Wasiat itu disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan orang lain, sehingga
kalau kebutuhan itu dapat dipenuhi melalui wasiat maka logis sekiranya wasiat
itu disyariatkan. Karena di dalam wasiat terdapat unsur pemindahan hak milik
dari seseorang kepada orang lain, sebagaimana dalam pewarisan, maka sudah
selayaknya wasiat itu diperkenankan juga. Hanya saja pemindahan hak milik
dalam wasiat itu terbatas sepertiga harta peninggalan agar tidak merugikan para

ahli waris.

Menurut al-Sayyid Sabig, pensyariatan wasiat bagi umat Islam tidak
lepas dari tujuan wakaf dalam Islam, yakni wasiat merupakan salah satu amal
yang dilakukan oleh seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah (qurban)
di akhir hayatnya agar kebaikannya bertambah atau untuk menutupi
kekurangankekurangan amal yang telah dilakukan. Wasiat juga sebagai amal
baik seseorang kepada orang lain sekaligus memupuk rasa kasih sayang antar

sesama.®’’

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, landasan hukum wasiat adalah
al-Qur’an, hadis dan logika. Dari landasan hukum tersebut, jumhur ulama

menyatakan bahwa hukum berwasiat kepada kedua orangtua dan karib kerabat

376 Fatchur Rahman, [lmu Waris, cet. ke-2 (Bandung: PT. Al-Maarif, 1981), h. 51-52.
377al-Sayyid Sahiq , Figh Sunnah., 111: 4186.
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yang berhak mewarisi, bagi orang yang akan meningga dunia dengan
meninggalkan harta peninggalan, tidak wajib.

Demikian juga berwasiat kepada kedua orangtua dan karib kerabat yang
tidak berhak mewarisi hukumnya tidak wajib. Mereka sepakat bahwa lafad
kutiba dalam surat al-Bagarah (2): 180 di ataspada dasarnya menyatakan wajib,
namun arti tersebut tidak dipegangi karena ada beberapa qgarinah
yaitu;pertama, ayat-ayat tentang kewarisan telah memberikan hak tertentu
kepada orangtua dan anggota kerabat lainnya; kedua, adanya hadis yang
menyatakan tidak boleh berwasiat kepada ahli waris, dan ketiga, kenyataan
sgarah bahwa Rasulullah saw., dan kebanyakan sahabat tidak melakukan

wasiat untuk anggota keluarganya.>™®

Selain itu, mereka juga mengajukan
adlasan, andaikata wasiat diwagjibkan niscaya Nabi Muhammad saw.,
menjelaskannya. Nabi tidak pernah menjelaskannya, bahkan menjelang wafat,
beliau tidak mewasiatkan sedikitpun tentang harta peninggalannya

K ebanyakan sahabat Nabi jugatidak berwasiat.*"

Dengan demikian, realisas pelaksanaan wasiat, karena hukumnya tidak
wajib, didasarkan kepada tindakan orang yang meninggal. Apabila yang
meninggal berwasiat, maka harus dilaksanakan wasiatnya. Tetapi apabila yang
meninggal itu tidak berwasiat, makatidak perlu dilaksanakan wasiat.

Hukum wasiat sebagaimana diuraikan di atas adalah hukum dasar, yang
jilka wasiat tersebut dihubungkan dengan keadaan tertentu yang
mempengaruhinya tidak terlepas dari ketentuan hukum wajib, sunat, haram,
makruh dan mubah.®* Oleh karena itu, hukumnya tidak sama bagi tiap-tiap

378 Sehagian ulama lain berpendapat, hukum yang terambil dari Al-Bagarah (2): 180 hanyalah

berhubungan dengan ibu bapak dan kerabat yang mewarisi. Adapun terhadap ibu bapak dan kerabat
yang tidak mewaris karena halangan syarak, wasiat hukumnya wajib. Al Yasa Abubakar, Ahli Waris
Sepertalian Darah Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab
(Jakarta: INIS, 1998), h. 191.

37 Fatchur Rahman, Ilmu Waris., h. 55-56.
%0 7akiah Dargjat, dkk, [lmu Figh., h. 187-189
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orang, disesuaikan dengan keadaan orang yang berwasiat dan orang atau

lembaga yang akan menerima wasiat.

Wasiat dihukumi wajib bagi setiap orang yang merasa dalam hartanya
terdapat hak orang lain atau hak sesuatu yang lain. Hak orang lain atau sesuatu
yang lain itu dirasskan ada karena ada sesuatu kewagjiban yang belum
ditunaikan, atau jasa seseorang yang diberikan tanpa pamrih di waktu berusaha
atau dalam usaha mengatasi hidup dan kehidupannya dan sebagainya.

Jika tidak dilakukan wasiat, hak orang lain itu akan terlantarkan atau
akan dirasakan sebagai hutang yang belum terbayar di dunia maupun di
akhirat. Misalnya, kewajiban yang belum ditunaikan seperti zakat yang belum
dikeluarkan atau kafarat yang belum dibayar atau harta orang lain yang dirasa
tercampur dengan harta sendiri atau jasa orang lain yang belum diberikan

kompensasi dan sebagainya.

Kewagjiban-kewgjiban tersebut bersifat ta’abbudi dan bukan gada’i,
maksudnya orang tersebut akan berdosa jika tidak mengerjakannya, namun
pengadilan atau keluarga yang masih hidup tidak mempunya hak untuk
“memaksakan” pelaksanaannya seandainya tidak diucapkan.**!Selanjutnya
wasiat dihukumi sunah bila wasiat tersebut ditujukan kepada orang yang tidak
menerima warisan atau untuk motif sosial, seperti wasiat untuk fakir miskin

dan anak yatim.

Hukum wasiat menjadi haram bila wasiat itu menimbulkan
kemudaratan terhadap pihak lain, seperti berwasiat kepada ahli waris yang
mendapat warisan atau berwasiat lebih dari sepertiga. Termasukwasiat yang
dihukumi haram adalah wasiat yang berhubungan dengan perbuatan maksiat.

Wasiat dihukumi makruh bila orang yang berwasiat itu mempunya harta

%1 Al Yasa Abubakar, Ahli Waris Sepertalian Darah., h. 190-191.
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sedikit, sedangkan ahli warisnya memerlukan harta itu. Hukum berwasiat

menjadi mubah bagi orang kaya.

Hartanya cukup untuk ahli warisnya dan cukup pula untuk wasiat
kepada orang lain. Bahkan orang kaya itu sunat hukumnya bila ia berwasiat

menggunakan hartanya untuk menegakkan agamaAllah.

Menurut Ahmad Rofiq, kehadiran sistem wasiat dalam hukum Islam
sangat penting artinya sebagal penangkal kericuhan dalam keluarga. Karena
ada di antara anggota keluarga yang tidak berhak menerima harta peninggalan
dengan jalan warisan. Padahal ia telah cukup berjasa dalam pengadaan harta
itu, atau seorang cucu miskin terhalang oleh pamannya yang kaya, atau karena
berbeda agama dan sebagainya. Dengan adanya sistem wasiat yang diatur
dalam hukum Islam, kekecewaan itu dapat diatasi.**

Bertolak dari uraian di atas, adanya sistem wasiat dalam Islam
menunjukkan bahwa hukum Islam menempuh jalan tengah, yakni memberikan
kebebasan untuk memindahkan harta benda yang dimiliki kepada siapa yang
dikehendaki yang menurut pertimbangannya lebih memerlukan harta tersebut.
Cara ini sebagaimana sistem individualisme namun tidak semutlak sistem
individualisme yang memandang harta sebagai hak mutlak sehingga boleh
digunakan dan diberikan kepada sigpapun semaunya. Selain itu, dalam Islam
juga tidak seperti sistem komunisme yang tidak mengakui adanya hak milik
perseorangan dan secara langsung tidak mengakui adanya sistem kewarisan.

Di kalangan fukaha terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan
rukun wasiat. Mazhab Hanafi menyatakan bahwa rukun wasiat hanya satu,
yaitu ijab.¥**Menurut mereka, wasiat adalah akad®®* yang mengikat hanya bagi

%2 Ahmad Rofiq, Figh Mawaris, h. 184.

%3 Pernyataan pemberian wasiat dari pemilik harta.

®iGifat akad wasiat, ulama fikih menyatakan, apabila wasiat telah memenuhi rukun dan
syaratnya, wasiat itu sah dan harus dilaksanakan, terhitung sejak wafatnya Namun demikian, mereka
juga sepakat bahwa akad wasiat itu sifatnya tidak mengikat, artinya boleh membatalkan wasiatnya itu
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pihak yang berwasiat, sedangkan bagi pihak penerima wasiat, akad itu tidak
bersifat mengikat. Mereka menyamakan antara hak yang akan diterima melalui
warisan dengan hak yang akan diterima melalui wasiat, yaitu hanya berlaku
setelah pemilik harta meninggal dunia. Oleh sebab itu kabul**tidak diperlukan
sebagai mana yang berlaku dalam hak waris.**®

Jumhur fukaha menyatakan rukun wasiat terdiri atas: (1) al-musi(orang
yang berwasiat), (2) al-musa lah (yang menerima wasiat), (3) al-musa bih
(harta yang diwasiatkan), dan (4) sigah (lafal ijab kabul).**’

Sesual dengan rukun wasiat di atas maka fukaha menetapkan syarat-
syarat wasiat.®® Bagi orang yang berwasiat (al-musi) disyaratkan harus
mempunyai  kesanggupan melepaskan hak miliknya kepada orang lain
(tabarru). Fukaha menetapakan bahwa orang yang mempunya tabarru itu
tanda-tandanya ialah baligh, berakal, dapat menentukan sesuatu sesuai dengan
kehendaknya, sadar atas semua tindakan yang akan dilakukannya dan tidak
berada di bawah perwalian.

Oleh sebab itu, wasiat yang dibuat oleh orang yang tidak mempunyai
kesanggupan melepaskan hak miliknya kepada orang lain, wasiatnya tidak sah
karena wasiat itu merupakan akad pemindahan harta secara suka rela
tanpaimbalan. Orang yang berwasiat juga tidak mempunya hutang yang
jumlahnya sebanyak harta yang akan ditinggalkannya, karena wasiat baru bisa
dilaksanakan apabila seluruh hutang orang yang berwasiat itu telah dibayarkan.
Apabila hutang orang yang berwasiat meliputi seluruh harta yang ditinggalkan,

selagi ia masih hidup, kapan sgja ia mau, baik membatalkan sebagian atau seluruhnya, baik dalam
keadaan sehat maupun sakit. Hal ini didasarkan pendapat ‘Umar ibn Khattab yang menyatakan,
“Seseorang boleh membatalkan atau mengubah wasiatnya”. Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum
Islam., VI: 1929-1930.

%5 Pernyataan penerimaan wasiat dari orang yang akan menerima harta.
%6 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam., VI: 1927.
%7 |manTagy ad-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini, Kirayah al-Akhyar, alih bahasa

Muhamad Rifa’i, dkk. (Semarang: Toha Putra, 1978), him. 264.

%8 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam., VI: 1927-1928.
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maka wasiat yang dia buat tidak ada gunanya, karena hartanya habis untuk
membayar hutang. Syarat lainnya adalah bahwa wasiat itu dilakukan secara
sadar dan sukarela. Oleh sebab itu, orang yang dipaksa untuk berwasiat atau
tersalah dan tidak senggja dalam berwasiat, maka wasiatnyatidak sah.

Memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan fukaha di atas, menurut
Zakiah Dargat, terasa ada kekurangan, terutama syarat baligh sehingga
berkemampuan melepaskan suatu hak milik yang berharga kepada orang lain.
Seseorang dikatakan baligh bila ia telah bermimpi dan keluar mani yang
biasanya berumur 14-15 tahun bagi laki-laki dan 12-13 tahun bagi perempuan
dengan datangnya menstruasi. Pada umumnya orang yang demikian, baik laki-
laki maupun perempuan, belum mempunyai kemampuan yang sempurna.

Karenaitu diperlukan syarat lain, yaitu rasyid.

Seorang dikatakan rasyid bila telah dewasa jasmaniah dan rohaniah,
telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Allah maupun
kepada manusia. Biasanya seseorang dikatakan rasyid apabilaiatelah berumur
sekurang-kurangnya 18-23 tahun. Karena itu, umur antara 18-23 tahun dapat

ditetapkan sebagai umur permulaan seseorang dikatakanrasyid.**°

Selanjutnya, jika diperhatikan perkataan khairan yang terdapat dalam
ayat 180 surat Al-Bagarah di atas, makna khairan dapat mengandung
pengertian harta yang banyak dan dapat pula harta yang sedikit. Dengan
pengertian itu diharapkan agar seseorang yang akan berwasiat hendaklah
memikirkan lebih dahulu akan manfaat dan mudarat wasiatnya itu, apakah
akan terabaikan tanggung jawabnya kepada ahli waris atau tidak, selain
memperhatikan hutang dan kewajiban moral yang harus dilaksanakannya

terhadap orang yang akan menerima wasiat.>®

%89 7akiah Daradjat, Ilmu Figh., h. 191-193.
*NIbid.
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Penerima wasiat (al-musa lah), balk wasiat itu ditujukan kepada
kepentingan umum seperti lembaga keagamaan atau kemasyarakatan maupun
ditujukan kepada pribadi tertentu dipersyaratkan bahwa lembaga atau pribadi
tersebut hams benar-benar ada, identitasnya jelas, orang atau |lembaga
dimaksud cakap menerima hak milik.

Selain itu, penerima, wasiat itu bukan orang yang membunuh pemberi

wasiat, jika yang disebut terakhir ini wafatnya karenaterbunuh,>*

penerima
wasiat itu bukan kafir harbi (kafir yang memusuhi Islam) dan wasiat itu tidak
dimaksudkan untuk sesuatu yang merugikan umat Islam atau sesuatu maksiat.
Misalnya memberi wasiat kepada orang fasik untuk menyebarluaskan
kefasikannya atau berwasiat untuk mendirikan sebuah ruangan yang akan
digunakan untuk berjudi, tari-tarian yang dilarang oleh agama>%?Zakiah
Dargat menambahkan, tidak disyaratkan antara orang yang memberiwasiat
dengan penerimanya sama-sama beragama Islam, boleh berwasiat antarorang

yang berlainan agama®®

Di samping syarat-Syarat di atas, orang yang menerima wasiat itu
bukanlah salah seorang yang berhak menerima warisan dari orang yang
berwasiat, berdasarkan hadis la wasiyyata |i warisin. Seseorang dipandang
sebagai ahli waris, apabila ia termasuk ahli waris pada saat orang yang
berwasiat meninggal dunia. Misalnya seorang mewasiatkan hartanya kepada
saudara laki-laki, padaha waktu itu pewasiat mempunyai anak laki-laki dan
perempuan. Pada waktu pewasiat meninggal dunia, sebelumnya anak-anaknya
meninggal duniaterlebih dahulu, sehingga satu-satunya ahli warisnya hanyalah

*¥lpenerima wasiat tidak pernah membunuh orang yang berwasiat kepadanya, kecuali

pembunuhan yang dibenarkan gjaran Islam atau pembunuh itu dinyatakan tidak bersalah oleh gjaran
Islam. Atau penerima wasiat tidak sengagja membunuh orang yang berwasiat kepadanya, karena
tujuannya menembak seekor rusa tetapi mengenai orang yang berwasiat kepadanya dan meninggal
dunia. Hukum pembunuhan terhadap orang yang berwasiat oleh penerima wasiat ini dikiaskan dengan
pembunuhan oleh ahli waris kepada pewarisnya. Ibid.,h. 194-195.

%2 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam., VI: 1927.
3938 7akiah Dargjat., llmu Figh.,h. 195.
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saudara laki-lakinya itu. Dalam keadaan demikian, maka wasiat yang diberikan

kepada saudaranyaitu menjadi batal, karenaiatelah menjadi ahli waris.**

Larangan memberikan wasiat kepada ahli waris yang telah ditentukan
bagiannya dimaksudkan agar tidak ada kesan bahwa wasiat itu menunjukkan
perbedaan kasih sayang antara sesama ahli waris yang berpotensi menimbulkan

perselisihan antar mereka.

Oleh karena itu untuk menghindari perselisihan keluarga ini, seseorang
tidak boleh berwasiat kepada ahli warisnya yang mendapat bagian warisan,
kecuali disetujui oleh semua ahli warisnya. 1zin ahli waris lainnya diperlukan
karena harta yang ditinggalkan oleh orang yang wafat merupakan hak mereka
bersama yang harus dibagi sesuai dengan ketentuan syarak. Apabila mereka
rela hak mereka dikurangi sesuai dengan jumlah wasiat maka wasiat dapat
dilaksanakan. Izin ahli waris itu harus bersumber dari ahli waris yangtelah
cakap bertindak hukum, yaitu baligh dan berakal serta mengetahui adanya
wasiat tersebut.

Oleh sebab itu izin atau kebolehan wasiat dari ahli waris yang belum
atau tidak cakap bertindak hukum, tidak sah. lzin ahli waris juga harus
dinyatakan setelah orang yang berwasiat itu meninggal dunia, sebab sebelum
pewasiat meninggal dunia, orang yang memberi izin itu belum mempunyai
hak, sehingga izinnya tidak menjadi pegangan. Oleh sebab itu, izin ahli waris
pada saat pewasiat masih hidup tidak sah karena ada kemungkinan bahwaizin

mereka bersifat semu demi menjaga perasaan orang yang berwasiat.*®

Syarat harta yang diwasiatkan (al-musa bih) adalah bahwa yang
diwasiatkan itu sesuatu yang bernilai harta dalam syarak. Oleh karena itu,
apabila harta yang diwasiatkan itu tidak bernilai harta menurut syarak, seperti
minuman keras dan babi, maka wasiatnya tidak sah. Secara lahirnya minuman

¥ bid.,h. 193-194.
%5 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam., V1: 1929.
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keras dan babi merupakan harta, tetapi bagi umat Islam keduanya tidak
termasuk harta yang halal, sehingga tidak sah dijadikan obyek wasiat. Di
samping itu, obyek wasiat adalah sesuatu yang bisa dijadikan milik, baik
berupa materi maupun manfaat. Misalnya mewasiatkan sebidang tanah, atau
mewasiatkan pemanfaatan lahan pertanian selama sepuluh tahun, atau
mendiami rumah selama satu tahun. Syarat lainnya adalah bahwa harta yang
diwasiatkan itu milik pewasiat ketika berlangsungnya wasiat, dan tidak

melebihi sepertiga harta pewasiat.>*

Jika pewasiat mewasiatkan hartanya lebih dari sepertiga baik kepada
sdah seorang ahli waris maupun kepada orang lain, maka harus ada
persetujuan ahli waris lainnya. Jika mereka menyetujui maka wasiatnya sah
dan dilaksanakan, sebaliknya jika ahli warisnya tidak menyetujuinya maka
wasiat itu hanya berlaku sepertiga. Persetujuan ahli waris diberikan setelah
pewasiat wafat dan bersumber dari ahli waris yang sudah baligh dan
berakal.**” Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa seseorang dapat mewasiatkan
lebih dari sepertiga hartanya jika ia tidak mempunya ahli waris yang
dikhawatirkan jatuh miskin atau sengsara setelah ia meninggal dunia.*®

Akan tetapi apabila pewasiat tidak memiliki ahli waris, kemudian ia
berwasiat melebihi sepertiga, maka wasiat semacam ini, menurut mazhab
Hanafi, hukumnya sah dan harus dilaksanakan, alasannya karena penghalang
bagi pelaksanaan wasiat melebihi sepertiga hartaitu, yaitu ahli waris, tidak ada.
Sebaliknya, mazhab Syafi’i berpendapat bahwa sekalipun ahli waris pewasiat

tidak ada, makawasiat yang dihukumkan sah dan harus dilaksanakan itu hanya

%% Sepertiga harta dihitung pada saat pewasiat meninggal dunia, bukan pada saat berwasiat.

Jumlah keseluruhan harta peninggalan dikurangi biaya perawatan jenazah dan melunasi hutangnya, dan
sepertiganya merupakan jumlah maksimum yang dizinkan oleh syarak untuk diwasiatkan. Zakiah
Dargjat, Ilmu. Figh.,h. 174. Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, cet. ke-1 (Jakarta: Prenada,
2004), h. 285.

¥ bid. Sgjuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, cet. ke-5 (Jakarta: Sinar Grafika,

1995), h. 104-110.

398 zakiah Dargjat, Ilmu Figh., h. 196.
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sepertiga, dan dua pertiga harta pewasiat menjadi hak kaum muslimin yang

membutuhkannya. 3

Rukun keempat adalah sigah wasiat, yakni kata-kata atau pernyataan
yang diucapkan atau dinyatakan oleh orang yang berwasiat atau yang
menerima wasiat. Sgah wasiat terdiri dari ijab dan kabul. ljab adalah kata-kata
atau pernyataan yang diucapkan atau dinyatakan oleh orang yang berwasiat
sedangkan kabul adalah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan atau
dinyatakan oleh orang yang menerima wasiat sebagai tanda penerimaan dan
persetujuannya. Semua yang mengandung pengertian bahwa orang yang
berwasiat menyatakan memberikan sesuatu kepada pihak lain dan pelaksanaan
pemilikan dari pemberian itu baru dilaksanakan setelah yang berwasiat
meningga dunia, maka keadaan yang demikian dapat diterima sebagal sigah

wasi at.

Oleh karena itu, sigah wasiat dapat berupa perkataan dan dapat berupa
isyarat. Tentu sgja sigah yang berupa perkataan yang paling baik, tetapi bagi
orang bisu atau antara yang berwasiat dan penerima wasiat mempunyai bahasa
yang berbeda sehingga pihak yang satu tidak memahami bahasa pihak lain,
maka dalam keadaan demikian sigah wasiat boleh berupa isyarat. Apabila yang
diberi wasiat itu bukan orang tertentu, seperti wasiat untuk magjid, untuk
mendirikan sekolahan, rumah sakit dan sebagainya, maka ijab dari pihak yang
berwasiat tidak memerlukan kabul. Dasarnya adalah wasiat untuk kepentingan
agama atau kepentingan umum dapat disamakan denga sedekah atau wakaf.
K eduanya tidak perlu kabul dalam sigah-nya.*®

Adapun syarat berkaitan dengan sigah wasiat adalah adanya kejelasan
dan kesesuaian antara ijab dengan kabul. Apabila kabul tidak segjalan dengan
ijab, maka wasiat itu tidak sah. Sgah ijab dan kabul yang digunakan untuk

¥ bid.,VI: 1929. Penjelasan lebih rinci bisa dibaca, Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan
Islam, h. 284,
40 Zakiah Dargjat, Ilmu Figh., h. 190.
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mengungkapkan wasiat itu bisa disasmpaikan secara lisan, tulisan maupun
isyarat yang dapat dipahami. Wasiat melalui isyarat yang dipahami, menurut
ulama mazhab Hanafi dan Hanbali, bisa diterima hanya apabila orang yang
berwasiat itu bisu atau tidak bisa membaca dan menulis. Akan tetapi, ulama
mazhab Malikidan Syafi’i berpendapat bahwa wasiat tetap sah waaupun
melalui isyarat yang dapat dipahami, meskipun orang yang berwasiat itu

mampu berbicara dan mampu untuk membaca dan menulis.***

Pernyataan-pernyataan wasiat di atas dapat dibatalkan atau dirubah oleh
orang yang berwasiat sebelum iameninggal dunia, seperti ia membatalkan atau
merubah wasiat yang telah ditetapkannya dengan mengurangi atau
menambahnya. Perubahan ini tidak memerlukan pihak lain, termasuk yang
menerima wasiat, karena harta yang diwasiatkan itu sekalipun telah dinyatakan
akan dimiliki oleh penerima wasiat, namun masih tetap menjadi milik yang
berwasiat. Oleh sebab itu, yang berwasiat tetap berhak mengambil manfaat
atau mentasarufkan hartaitu jikaia menghendaki.

Dengan demikian dapat disimpulkan, sahnya wasiat di samping
terpenuhinya rukun wasiat juga terpenuhinya syarat-syarat yang melekat pada
setiap rukunnya. Pada prinsipnya wasiat hanya berlaku untuk orang yang
bukan termasuk ibu bapak dan kerabat, atau ibu bapak dan kerabat yang karena
halangan syarak tidak mendapat warisan. Adapun besarannya maksimal
sepertiga harta peninggalan yang dihitung pada saat pewasiat meninggal dunia
setelah digunakan untuk merawat jenazah dan melunasi hutangnya. Apabila
pewasiat mewasiatkan hartanya kepada kerabat atau mewasiatkan hartanya
lebih dari sepertiga, maka wasiat itu harus mendapatkan persetujuan ahli
warisnya, dan jika tidak ada persetujuan, maka wasiat itu hanya berlaku untuk
selain kerabat dan maksimal sepertiga.

0L Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam., V1: 1928.
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Daam KHI, semua rukun dan syarat wasiat dijadikan satu bersamaan
dengan prosedur pelaksanaannya yang diatur dalam Buku Il Bab V Pasal 194-
209. Dalam Ketentuan Umum Pasal 171 huruf (f) dinyatakan, “wasiat adalah
pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan
berlaku setelah pewaris meninggal dunia.” Dari definis tersebut, supaya ada
wasiat harus memenuhi rukun wasiat, yaitu pewasiat, penerima wasiat dan
benda yang diwasiatkan. Ada klausula penting dalam wasiat, yakni “baru akan
berlaku (mempunyai kekuatan hukum) apabila yang mewasiatkan meninggal
dunia’. Dengan demikian wasiat merupakan pemberian, baik pemberian itu
dengan atau tanpa persetujuan dari yang diberi, yang digantungkan pada

kejadian tertentu, yaitu matinya orang yang mewasi atkan.

Supaya seseorang dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya,
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 194 ayat (1), harus terpenuhi dua syarat
kumulatif yaitu telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun dan berakal sehat.
Di samping dua syarat tersebut, ada syarat tambahan bahwa wasiat tersebut
harus dibuat tanpa paksaan. Penentuan usia 21 tahun menunjukkan, KHI
menggunakan ukuran yang mengandung kepastian hukum untuk menentukan
apakah seseorang itu cakap atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum.*%
Sedangkan syarat berakal sehat bagi pewasiat sangatlah logis agar supaya
seseorang dapatmenyatakan kehendaknya. Jika tidak berakal sehat akan
kesulitan mengetahui apakah seseorang benar-benar ingin mewasiatkan harta
bendanya ataukah tidak. Dalam menentukan “berakal sehat” yang menjadi
pedoman umum adalah sepanjang tidak terbukti sebaliknya, seseorang harus
dianggap sehat.

“2 Pasal 194 (1) yang menegaskan batasan umur 21 tahun tersebut mestinya diikuti
perkecualian, yaitu “kecuali orang-orang yang telah melangsungkan perkawinan”. Sebab setelah
seseorang melangsungkan perkawinan, meskipun belum berumur 21 tahun, harus dianggap telah
dewasa yang berarti cakap melakukan perbuatan hukum, termasuk membuat wasiat. Rahmad Budiono,
Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 174.
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Untuk bisa bertindak sebaga penerima wasiat, KHI tidak mengatur
secara khusus. Kendati demikian, dari Pasal 171 huruf (f) dapat dipahami,
penerima wasiat adalah orang dan lembaga. Hal ini tersimpul dari frase
“kepada orang lain atau lembaga”. Di samping itu, Pasal 196 juga menegaskan
bahwa dalam wasiat, baik secara tertulis maupun secara lisan, harus disebutkan
dengan tegas siapa atau Siapa-Sigpa atau lembaga apa yang ditunjuk akan

menerima harta benda yang diwasi atkan.

Pada dasarnya setiap orang, kecuali pewasiat sendiri, dapat menjadi
penerima wasiat. Ada beberapa perkecualian dalam hal ini sebagaimana diatur
dalam Pasal 195 ayat (3), Pasal 207 dan Pasal 208. Orang-orang yang tidak
dapat diberi wasiat adalah: pertama, ahli waris, kecuali wasiat tersebut
disetujui oleh semua ahli waris lainnya; kedua, orang yang melakukan
pelayanan perawatan bagi seseorang dan orang yang memberi tuntunan
kerohanian sewaktu pewasiat menderita sakit hingga meninggalnya, kecual
ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa; dan ketiga, notaris dan

saksi-saksi yang berkaitan dengan pembuatan akta wasiat.

Persoadlan boleh tidaknya ahli waris menerima wasiat, KHI telah
mengambil jalan tengah dari perselisihan apakah ahli waris dapat menerima
wasiat atau tidak. Ibn Hazm dan ulama Malikiyah tidak membolehkan sama
sekali berwasiat kepada ahli waris yang menerima warisan baik para ahli waris
mengizinkan atau tidak, sedangkanulama Syi’ah Imamiyah memperbolehkan
wasiat kepada ahli waris sekalipun tidak adaizin dari ahli waris, sesuai dengan
keumuman al-Bagarah (2): 180. Sementara itu, ulama Syafi’iyah berpendapat
bahwa berwasiat kepada ahli waris diperbolehkan sepanjang ada izin dari
semua ahli waris lainnya*® Pendapat ini didasarkan hadisNabi saw. “Tidak

ada wasiat bagi orang yang menerima warisan kecuali para ahli waris

“93 Fatchur Rahman, [lmu Waris (Bandung: PT. al-Maarif, 1991), h. 57.
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membolehkannya”.**Rumusan Pasal 195 ayat (3) sejalan dengan pendapat
yang terakhir.*® Dalam kaitan ini, Sajuti Thalib menyatakan bahwa dalam
kewarisan bilateral, memberi wasiat dapat dilakukan pewaris kepada siapa sgja
atau lembaga apa sga asal daam kerangka kebaikan, misanya untuk
pembangunan magjid, sekolahan, kegiatan-kegiatan keagamaan dan lain-lain.
Bahkan menurut garan ini, berwasiat kepada ahli waris yang mendapat

warisan tidak dilarang.**®

Adanya pembatasan-pembatasan oleh hukum terkait dengan orang yang
tidak dapat menjadi penerima wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 207 lebih
dimaksudkan sebagai langkah antisipasi supaya pihak-pihak lain, misanya
waris, tidak dirugikan. Karena di saat seseorang sedang sakit lazimnya tidak
berdaya baik mental maupun fisiknya. Dalam kondisi demikian mudah sekali
timbul rasa simpati pada diri orang yang menolongnya. Ketentuan Pasal 207 itu
barangkali dilatarbelakangi oleh konsep bahwa tidak tepat untuk mengatakan
perasaan orang yang sakit yang demikian itu sebaga “tidak berakal sehat”
tetapi sesungguhnya memang “tidak sehat”. Demikian halnya dengan notaris
dan saksi-saksi yang berkaitan dengan pembuatan akta tidak diperbolehkan
menerima wasiat. Seandainya mereka diperbolehkan menerima wasidt,
dikhawatirkan mereka akan menyal ahgunakan kedudukan, misalnya mengubah

atau mengganti isi wasiat untuk keuntungan pribadi mereka.

Mengena obyek wasiat, Pasal 171 huruf (f) hanya menyatakan, “suatu
benda” sebagai sesuatu yang dapat diwasiatkan. Tidak ada pengertian lebih
lanjut tentang pengertian benda. Oleh karena itu, kata benda dalam ketentuan

tersebut harus ditafsirkan sebagai benda dalam arti yang lazim, yaitu barang

404 Ty g0 jeas WISyl Apay Y

4% Apabila wasiat dilakukan kepada ahli waris, maka persetujuan ahli waris atau para ahli
waris lainnya dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Persetujuan lisan maupun tertulis yang bukan
akta otentik harus dilakukan di hadapan dua orang saksi. Persetujuan seperti ini juga dapatdilakukan di
hadapan notaris. Rahmad Budiono, Pembaruan Hukum Kewarisan Islam., h. 177.

4% Shjuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas
Indonesia, 1974), h. 99.
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yang berwujud yang dapat ditangkap panca indera dan juga barang yang tidak
berwujud. Dengan kata lain, benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi
obyek hak milik.**" Selain itu, meskipun hanya secara tersirat, Pasal 200
mengkategorikan benda yang dapat diwasiatkan ke dalam benda bergerak dan
benda tidak bergerak. Apapun jenis benda yang diwasiatkan, ada syarat yang
harus melekat pada hubungan hukum antara pewasiat dengan benda yang
diwasiatkan, yaitu “harus merupakan hak dari pewasiat”. Hal ini bisa
dimengerti karena wasiat pada dasarnya merupakan pemindahan hak. Dengan
demikian, yang berhak memindahkan hak itu harus orang yang memiliki hak

untuk itu.*%®

Ada beberapa cara atau bentuk wasiat yang diatur dalam KHI. Pasal
195 ayat (1) menyatakan bahwa wasiat dapat dilakukan secara lisan di hadapan
dua orang saks atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan
notaris. Menurut ketentuan tersebut, wasiat tertulis dapat dengan akta di bawah
tangan dan akta otentik. Suatu wasiat yang dilakukan secara lisan maupun akta
di bawahtangan harus dilakukan di hadapan dua orang saksi. Menurut Rahmad
Budiono, ketentuan dua orang saks ini merupakan jumlah minimal yang
diperbolehkan, artinya dapat saja wasiat dilakukan di hadapan lebih dari dua
saksi."®Demikian halnya apabilawasiat ditujukan

kepada ahli waris, maka persetujuan ahli waris dapat dibuat secara lisan
maupun tertulis. Persetujuan lisan maupun tertulis yang bukan akta otentik
harus dilakukan di hadapan dua orang saksi. Persetujuan semacam ini juga juga
dapat dilakukan di hadapan noratis.*°

h. 13.

“7 gri Soedewi Maschoen Sofwan, Hukum Perdata Hukum Benda (Y ogyakarta: Liberty 1981),

4%8 Rahmad Budiono, Pembaruan Hukum Kewarisan Isam., h. 176-177.
409 |;

Ibid.
O pid.
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Mengenal sebab-sebab batalnya wasiat, Pasal 197 ayat (1) menyatakan,
wasiat menjadi batal apabila calon penerimawasiat berdasarkan putusan hakim

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:

a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya
berat pada pewasiat.

b. Dipersalahkan secara memfitnah telahmenggukan pengaduan bahwa
pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman
limatahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

c. Dipersalahkan dengan kekeras-an atau ancaman mencegah pewasiat untuk-
membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon
penerimawasi at.

d. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat
wasiat dari pewasiat.

Pembunuhan yang dilakukan oleh calon penerima wasiat merupakan
sebab terberat batalnya penerima wasiat, yakni pembunuhan yang dilakukan
oleh calon penerima wasiat terhadap pewasiat. Dalam persoalan ini fukaha
berbeda pendapat, apakah pembunuh (calon penerima wasiat) masih berhak
menerima wasiat atau tidak. Fukaha Syafi’iyah tetap mengesahkan wasiat
tersebut meskipun pembunuhan itu benar-benar disengaja dan dimaksudkan
untuk mempercepat memperoleh harta wasiat. Tindak pidana ini berakibat
menghalangi pembunuhmewarisi dari yang dibunuh, tetapi tidak meniadakan
niat mulia korban untuk memberikan wasiat kepadanya.

Bagi para ahli fikih, misalnya Hanafiyah, batal atau tidaknya wasiat
bergantung pada motif pembunuhannya, jika dilakukan dengan senggja dan
tanpa hak, maka berakibat batalnya wasiat, sebaliknya jika pembunuhan terjadi
karena ketidaksengajaan dan tanpa ada unsur pidana, maka tidak berakibat
batalnya wasiat. Sedangkan Abu Yasuf, sebagimana dikutip Fatchur Rahman,
berpendapat bahwa pembunuhan oleh calon penerima wasiat kepada pewasiat
berakibat batalnya wasiat, berdasarkan hadis#@ %-s3(Tidak ada hak wasiat
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bagipembunuh). Menurutnya, lafad ligatil harus dipahami secara mutlak yang

mencakup semua bentuk pembunuhan tanpa ada pengecualianapapun.**

Menyimak pendapat fukaha di atas, rumusan Pasal 197 ayat (1) huruf a
lebih sgalan dengan pandangan ulama Hanafiyah, bahwa hanya pembunuhan
serigga dan mengandungunsur pidanalah yang berakibat batalnya wasiat.
Adapun pembunuhan karena ketidaksenggaan dan tanpa ada unsur pidana
tidak berakibat batalnya wasiat.

Jika diperbandingkan dengan sistem hukum lain, ketentuan Pasal 197
ayat (1) di atas hampir sama dengan ketentuan KUH Perdata Pasal 912:

Mereka yang dihukum karena membunuh s yang mewariskan, lagi pun
mereka yang telah menggelapkan, membinasakan dan memalsu surat
wasiat, dan akhirnya pun mereka yang dengan paksaan atau kekerasan
telah mencegah s yang mewariskan tadi akan mencabut atau
mengubah surat wasiatnya, tiap-tiap mereka itu, seperti pun tiap-tiap
isteri atau suami dan anak-anak mereka tidak diperbolehkan menarik
suatu keuntungan dari surat wasiat si yang mewariskan.
Selain hal-hal yang telah diuraikan dalam Pasal 197 ayat (1) di atas,
Pasal 197 ayat (2) menegaskan, wasiat menjadi batal apabila yang ditunjuk

untuk menerimawasiat itu:

a. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampa ia meningga dunia
sebelum meninggal nya pewasiat.
b. Mengetahui adanya wasi at tersebut, tetapi ia menolak untuk menerimanya.
c. Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima
atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
Di samping alasan-alasan di atas, batalnya wasiat juga disebabkan oleh
musnahnya barang yang diwasi atkan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 197
ayat (3): “Wasiat terjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah”.

41 Fatchur Rahman, IImu Waris, h. 58-60.
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Di bagian lain, KHI juga mengatur tentang pencabutan wasiat. Pada
dasarnya wasiat dapat dicabut kembali apabila calon penerima wasiat belum
menyatakan persetujuannya, atau menyatakan persetujuannya tetapi kemudian
menarik kembali, sebagaimana diatur Pasa 199 ayat (1). Oleh karena itu,
apabila calon penerima wasiat telah menyatakan persetujuannya atau tidak
menarik kembali persetujuannya, maka suatu wasiat tidak dapat dicabut. Dari
ketentuan ini, temyata KHI memandang wasiat bukan perbuatan hukum
sepihak, melainkan dua pihak sebagaimana layaknya suatu perjanjian. Suatu
perjanjian hanya dapat dibatalkan apabila mendapat persetujuan dua belah
pihak.*2

Ketentuan ini berbeda dengan KUH Perdata, suatu wasiat (testamen)
mempunyai dua sifat: pertama, baru berlaku setelah pewaris meninggal dunia,
dan kedua, dapat dicabut kembali sepanjang yang membuat wasiat masih
hidup.**3

Ketiadaan salah satu dari dua sifat tersebut berarti tidak ada wasiat.
Jadi, sifat dapat dicabut kembali (herroepelijkheid) merupakan sifat yang
sangat menentukan untuk adanya wasiat. Hal ini merupakan kensekuensi dari
pandangan KUH Perdata bahwa wasiat merupakan perbuatan hukum sepihak.
Meskipun sifat sepihak (eenzijdigheid) bukan sifat yang menentukan adanya

wasi at.

M ekanisme pencabutan wasiat diatur dalam Pasal 199 ayat (2), (3) dan
(4) yang menegaskan bahwa pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan
dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh
dua orang saksi, atau berdasarkan akta notaris bila wasiat terdahulu dibuat

secara lisan. Sedangkan apabilawasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat

Y2 Fghmi Al-Amruzi, Rekonstrukss Wasiat Wajibah dalam Kompilas Hukum
Islam(Y ogyakarta: Aswaja Presindo, 2012), h. 61.

“ Hartono Soerjopratiknjo, Hukum Waris Testamenter (Y ogakarta: Seksi NotariatUniversitas
Gadjah Mada, 1984), h. 3.
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dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau
berdasarkan akta notaris. Suatu wasiat yang dibuat berdasarkan akta notaris

hanya dapat dicabut berdasarkan akta notaris.

KHI juga mengatur pembatasan benda yang boleh diwasiatkan
sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (2). Jumlah maksimum harta yang
boleh diwasiatkan adalah sepertiga harta peninggalan setelah dikurangi biaya
perawatan jenazah dan membayar hutang, kecuali semua ahli waris
menyetujuinya. Klausula “kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya” ini
sangat tepat, sebab pembatasan jumlah maksimum wasiat ini dalam rangka

melindungi kepentingan ahli waris agar mereka tetap mendapat warisan.

Oleh sebab itu, jika pewasiat bermaksud mewasiatkan lebih dari
sepertiga hartanya dan maksud itu disetujui oleh ahli waris lainnya, maka
wasiat yang demikian tetap sah. Ketentuan Pasal 195 ayat (2) ini diikuti oleh
Pasal 201 yang menyatakan,apabila wasiat melebihi sepertiga harta warisan,
sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya
dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan.

. Hukum Wasiat

Menurut pendapat yang berasal dari empat Imam dan para ulama
Zaidiyah, hukum wasiat dapat berubah-ubah seiring dengan perubahan kondisi.
Kadang wasiat menjadi wajib, sunah, haram, makhruh, dan kadang mubah.

a. Wasiat hukumnya wagjib, jika seseorang menanggung kewagjiban syar’i
yang dia khawatirkan akan tersia-siakan jika tidak diwasiatkannya, seperti
zakat.

b. Wasiaa hukumnya sunah, jika dilakukan dalam ibadah-ibadah atau
diberikan kepada karib kerabat yang miskin dan orang-orang miskin yang
shaleh diantara manusia.

c. Wasiat hukumnya haram, jika menimbulkan kerugian bagi ahli waris.
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d. Wasiat hukumnya makruh, jika harta orang yang berwasiat sedikit,
sedangkan dia memiliki seorang ahli waris atau beberapa orang ahli waris
yang membutuhkannya.

e. Wasiat hukumnya mubah, jika wasiat itu ditujukan kepada kerabat-kerabat
atau tetanggatetangga yang penghidupan mereka sudah tidak
kekurangan.***

Awalnya wasiat wajibah dilakukan karena terdapat cucu/cucu-cucu dari
anak/anak-anak pewaris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Atas
fenomena ini, Abu Muslim a-Asfahant berpendapat bahwa wasiat diwajibkan
untuk golongan-golongan yang tidak mendapatkan harta pusaka. Ditambahkan

oleh Ibnu Hazmin. **®

Ketentuan wasiat wajibah diatas merupakan hasil ijtihad para ulama
dalam menafsirkan QS: a-Bagarah:180

e ANy AN Al VSR ST ) Sl KT Tylan 1) e (i
Ol e Land el

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan
(tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta banyak, berwasiat

untuk ibu-bapak dan kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah)
kewajiban atas Orang-orang yang bertaqwa (QS. a-Bagarah: 180).*

Sebagian ulama, dalam menafsirkan ayat 180 surat al-Bagarah di atas,
berpendapat bahwa wasiat (kepada ibu-bapak dan kerabat) yang asalnya wajib,
sampai sekarang pun kewagjiban tersebut masih tetap dan diberlakukan,

“Asyhari Abta, Djunaidi Abd. Syakur, Ilmu Waris Al-Faraidl, (Surabaya: Pustaka Hikamah
Perdana, 2005), h.227

“*Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama Republik
Indonesia, Laporan Hasil Seminar Hukum Waris Islam, 1982, h, 78

8K ementerian Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, (Sinergi Pustaka Indonesia : 2012), h.
34
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sehingga pemberian wasiat wajibah kepada walidain dan agrabin yang
mendapatkan bagian (penerimaan) dapat diterapkan dan dil aksanakan.

Wasiat wajibah ini harus memenuhi dua syarat; Pertama, yang wajib
menerima wasiat, bukan waris. Kalau dia berhak menerima pusaka walaupun
sedikit, tidaklah wajib dibuat wasiat untuknya, Kedua, orang yang meninggal,
baik kakek maupun nenek belum memberikan kepada anak yang wajib dibuat
wasiat, jumlah yang diwasiatkan dengan jalan yang lain, seperti hibah

umpamanya.
Tabel 1
Membedakan Wasiat dengan Wasiat Wajibah
No | Perbedaan Weasiat biasa Wasiat wajibah

1 Dari segi yang | Orang lain | Diberikan kepada anak angkat
orang menerima | selain  orang | yang tidak mendapat wasiat
wasiat. yang menjadi | biasa

ahli waris. Cucu laki-laki  maupun cucu
perempuan yang orang tuanya
mati mendahului atau bersama-
sama kakek atau neneknya
(pewasiat).

2 Dari segi | sunah wajib
hukum

4. Rukun Wasiat
Adapun rukun wasiat adalah:
a. Orang yang berwasiat, dengan syarat; 1) Beraka sehat, 2) Baligh, 3) Atas
kehendak sendiri, 4) Harta yang sah/miliknya.
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b. Orang yang menerima wasia (Mushalahu), dengan syarat; 1) Jelas
identitasnya, 2) Harus ada ketika pembuatan pernyataan wasiat, 3) Bukan

bertujuan untuk maksiat, 4) Bukan pewaris, kecuali diizini keluarga.

C. Sesuatu yang diwasiatkan (Mushabihi), dengan syarat; 1) Milik pemberi
wasiat, 2) Sudah berwujud, 3) Dapat dimiliki/pemberi manfaat, 4) Tidak
melebihi 1/3.

Adapun rukun dan syarat-syarat wasiat,yaitu diantaranya:

a. Orang yang berwasiat (mushi) dengan syarat:
1) Berakal sehat
2) Baligh
3) Atas kehendak sendiri
4) Hartayang sah/miliknya
b. Orang yang menerimawasiat (mushalahu) dengan syarat:
1) Jelasidentitasnya
2) Harus ada ketika pembuatan pernyataan wasi at
3) Cakap menjaankan tugas yang diberikan oleh pemberi wasiat
c. Sesuatu yang diwasiatkan (mushabihi) dengan syarat:
1) Milik pemberi wasiat
2) Sudah berwujud
3) Dapat dimiliki
4) Tidak melebihi 1/3
5) Sighat wasiat dengan syarat
6) Kalimat yang dapat member pengertian wasiat, dan disaksikan oleh
saks yang adil atau pejabat (notaris)
5. Batas Pemberian dan Pelaksanaan Wasi at

Adapun batasan dalam pelaksanaan wasiat, maka apabila wasiat itu
telah cukup syarat-syarat dan rukun-rukunnya hendaklah wasiat tersebut
dilaksanakan sepeninggal s pewasiat. Sejak itu S penerima wasiat sudah



193

memiliki harta wasiat dan karenanya dia dapat memanfaatkan dan
mentransaksikannya menurut kehendaknya. Para ulama sepakat bahwa orang
yang meninggalkan ahli waris tidak boleh memberikan wasiat lebih dari 1/3
(sepertiga) hartanya.*!’

6. Pembatalan Wasi at
Yang membatal kan adanya pel aksanaan wasiat adal ah:

Mushi (menarik wasiatnya)

Mushalahu (menolak wasiat)

Mushalahu (membunuh washi)

Mushalahu (meninggal sebelum mushi meninggal)
Mushabihi (binasa atau mengalami perubahan bentuk)
Mushabihi diputuskan hakim sebagai milik orang lain
g. Habiswaktu wasiatnya, jika ada batasannya.**®

- o o 0 T @

Pada dasarnya memberikan wasiat merupakan tindakan ikhtiyariyah,
yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam
keadaan bagaimanapun. Dengan demikian, pada dasarnya seseorang bebas apakah
membuat atau tidak membuat wasiat. Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat
bahwa kebebasan untuk membuat wasiat atau tidak, itu hanya berlaku untuk
orang-orang yang bukan kerabat dekat.**®

Ahmad bin Hambal, lbnu Hzm, Said Ibnul Musyyab, dan Al-Hasanul
Bashri berpendapat bahwa untuk kerabat dekat yang tidak mendapat warisan,
seseorang wajib membuat wasiat. Hal ini berdasarkan pada surah Al-Bagarah ayat

180.

“7 Jbnu Rusyd, Analisis Fikih Para Mujtahid, terjemahan Bidayatul Mujtahid, Juz
Dedelapan(Jakarta: Pustaka Imani, 1990), h. 45. Lihat juga Muhibbin, Hukum Kewarisan Islam,
(Jakarta: sinar Garfika, 2007), h. 150

“8 Aulia Muthiah, Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga, (Y ogyakarta: Pustaka
Baru Press, 2017), h. 218

“9 Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaruan Hukum
Hukum di Indonesia), (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 148
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Aljashshash dalam bukunya Akhkamul Qur’an menegaskan bahwa dalam
surah di atas jelas menunjuk pada wajibnya berwasiat untuk keluarga yang tidak
mendapatkan warisan. Dalam kaitannya dengan hal ini, Ibnu Hazm berpendapat
bahwa apabila tidak diadakan wasiat untuk kerabat dekat yang tidak mendapatkan
warisan maka hakim harus bertindak sebagai pewaris, yakni memberikan sebagian
harta warisan kepada kerabat yang tidak mendapat warisan sebagai suatu wasiat
wajibah untuk mereka.**

Menurut Ahmad Rafig, wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan
penguasa atau hakim sebagal aparat Negara untuk memaksa atau member putusan
wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang
tertentu dalam keadaan tertentu pula.

Dadam vers lan Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis
mengemukakan bahwa wasiat wagjibah adalah wasiat yang dipandang sebagai
telah dilakukan oleh seseorang yang akan meninggal dunia, walaupun sebenarnya
iatidak meninggalkan wasiat itu.**

Dasar hukum penentuan wasiat wajibahadalah kompromi dari pendapat-
pendapat ulama salaf dan kalaf. Fatchur Rahman mengemukakan wasiat wajibah
ini muncul karena:

a. Hilangnya unsur ikhtiar bagi orang yang member wasiat dan munculnya
kewajiban melalui perundang-undangan atau surat keputusan tanpa tergantung
kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan orang yang menerimawasi at.

b. Ada kemiripan dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam penerimaan
laki-laki duakali lipat bagian perempuan.

c. Orang yang berhak menerima wasiat wajibah adalah cucu laki-laki maupun
perempuan, baik pancar laki-laki maupun perempuan yang orang tuanya méti
yang mendahului atau bersama-sama dengan kakek atau neneknya.

20 Rachmad Budiono, Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, 1999, h. 9.

21 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Isam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006, h.
166.
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Secara garis besar antara waris pengganti (penggantian kedudukan)
dengan wasiat wajibah adalah sama. Perbedaanya jika dalam wasiat wajibah
dibatasi penerimaannya yaitu sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan,
maka dalam waris pengganti adalah menggantikan hak yang disesuaikan
dengan hak yang diterima orang yang digantikan itu. Untuk mengetahui
besarnya wasiat wajibah dan berapa besarnya ahli waris lainnya, menurut
professor Hasbi Ash shiddieqy hendaklah diikuti langkah-langkah sebagai
berikut:

a. Dianggap bahwa orang yang meninggal dunialebih dulu daripada pewaris
masih hidup. Kemudian warisan dibagikan kepada para ahli waris yang
ada, termasuk ahli waris yang sesungguhnya telah meninggal lebih dulu
itu. Bagian orang yang disebutkan terakhir inilah menjadi wasiat wajibah,
asal tidak lebih dari sepertiga.

b. Diambil bagian wasiat wajibah dari warisan yang ada. Mungkin, besarnya
sama dengan bagian yang seharusnya diterima oleh orang yang meninggal
dunialebih dahulu daripada pewaris, mungkin pula sepertiga.

C. Sesudah warisan diambil wasiat wajibah, sisa warisan inilah yang
dibagikan kepada ahli warislain.

Oleh karena wasiat wajibah ini mempunyai titik singgung secara
langsung dengan hukum kewarisan Islam, maka pelaksanaannya diserahkan
kepada kebijaksanaan hakim untuk menetapkannya dalam proses pemeriksaan
perkara waris yang digjukan kepadanya. Hal ini penting diketahui oleh hakim
karena wasiat wajibah itu mempunyai tujuan untuk mendistribusikan keadilan,
yaitu memberikan bagian kepada ahli waris yang mempunyai pertalian darah
namun nash tidak memberikan bagian yang semestinya, atau orang tua angkat
dan anak angkat yang mungkin sudah banyak berjasa kepada si pewaris tetapi
tidak diberi bagian dalam ketentuan hukum waris Islam, maka hal ini dapat

422 A Rachmad Budiono, Op.Cit, h. 28.
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dicapai jalan keluar dengan menerapkan wasiat wajibah sehingga mereka dapat
menerima bagian dari harta pewaris.**
5. Larangan Wasiat
Ada beberapa ketentuan tentang larangan wasiat, diantaranya:
a. Larangan Mewas atkan Harta Lebih Dari Sepertiga

Selain adanya sebuah aturan tentang wasiat, hukum Islam juga
melarang pemberian wasiat yang melebihi dari sepertiga, ha ini
berdasarkan hadis Rasul saw., tentang kebolehan pemberian wasiat

sepertigadari harta yang ada.

Dari Sa’ad bin Abi Wagash ia berkata, “Aku bertanya kepada
Rasulullah: Wahai Rasulullah bolehkah aku mewasiatkan seluruh hartaku?”
Rasul menjawab, “Tidak boleh!” Aku bertanya lagi, “Separuh?” Rasul
menjawab, “Tidak boleh!” Aku bertanya lagi, “Sepertiga?” Rasul

menj awab:

e agedi o o pd elied i 5 eui o el LA il o Gl

ael & alll () 8

Artinya: ““Sepertiga boleh, sepertiga itupun banyak! Engkau tinggalkan

ahli warismu dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada

engkau tinggalkan dalam keadaan kekurangan sehingga terpaksa
menadahkan tangan meminta minta kepada orang lain.”**

Larangan mewasiatkan seluruh harta atau separuhnya atau lebih dari

sepertiga, karena sepertiga itupun sudah banyak.Dianjurkan mewasiatkan

kurang dari sepertiga, berdasarkan riwayat shahih dari ‘Abdullah bin ‘Abbas

bahwa ia berkata, “Alangkah baik bila orang-orang menguranginya sampai

seperempat karena Rasulullah bersabda :
HAS Gl g Culilla

“ZAbdul Manan, Op.Cit, h. 169.
“2HR. Al Bukhori 1295 dan Muslim 1628
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Semakin sedikit dari sepertiga, semakin afdhal jika ahli warisnya
orang orang fakir. Jika mereka orang berkecukupan maka tidak mengapa
sepertiga. al-Tirmidzi berkata dalam sunannya: “Inilah yang dipilih oleh ahli
ilmu, yaitu tidak boleh seseorang mewasiatkan hartanya lebih dari sepertiga.
Sebagian ahli ilmu menganjurkan mewasiatkan harta kurang dari sepertiga
berdasarkan sabda Nabi.”

Hikmah syar’i dari larangan mewasiatkan harta lebih dari sepertiga
adalah meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan tanpa harus
meminta minta, dan tidak boleh merugikan ahli waris, jika seseorang

mewasi atkan sepertiga hartanya, ahli waris tidak boleh menolaknya

b. Tidak adawasiat bagi ahli waris
Dari Abu Umamah al-Bahili ia berkata, “Aku Mendengar Rasulullah
berkhutbah pada haji wada’:

Gyl s dpa s Mo dia 3a 3 S el 35 4l

Artinya: “Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada tiap tiap orang
haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris.””**

Hadis di atas memansukhkan (menghapus hukum) ayat wasiat,
yaitu firman Allah al-Bagarah ayat 180:

=0
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Artinya: ““Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu
kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang
banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara

“®Hadis Shahih, Abu Dawud 2870 dan 3565
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ma’ruf, kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.” (QS. a-

Bagarah: 180).

Abdullah bin Abbas berkata, “Dahulu harta menjadi hak anak dan
wasiat bagi kedua orang tua. Lalu Allah menghapus apa sga yang Dia
kehendaki. Allah menetapkan bagian laki-laki dua kali lipat bagian wanita
dan menetapkan kedua orang tua masing masing mendapat seperenam.
Allah menetapkan bagi istri seperdelapan atau seperempat dan bagi suami

setengah atau seperempat. %

Ini merupakan penegasan dari Habrul Immat bahwa ayat wasiat
telah dimansukhkan (dihapus) hukumnya dengan hadismarfu’ di atas
sebagaimana ditetapkan dalam ilmu hadis dan ushul figh. Demikianlah
ditegaskan oleh a-Hafidz Ibnu Haar daam Fathal-Bari, karena tidak
mungkin hal tersebut ditetapkan kecuali berdasarkan nas.

Tidak boleh menggabungkan antara wasiat dan warisan, karena
Allah telah memberikan masing-masing orang apa yang menjadi haknya.
Ahli ilmu berbeda pendapat tentang wasiat bagi ahli waris apabila diizinkan
oleh ahli waris lainnya. Sebagian ulama berpendapat itu bathil/ tidak sah.
Kebanyakan lainnya berpendapat boleh/sah. Mereka berdalil dengan
hadishadis yang tidak shahih, di antaranya hadis Abdullah bin Abbas yang
marfu’ berbunyi, “Tidak boleh diberikan wasiat kepada ahli waris kecuali

para ahli waris lainnya menyetujui.”**’

Maka tetaplah hadis itu sebagaimana makna dzahirnya yaitu tidak
ada wasiat bagi ahli waris. Barang sigpa mensyaratkan persetujuan ahli
waris, maka syarat tersebut bathil (tidak sah). Karena syarat tersebut tidak
ada dalam kitabullah.

c. Larangan memberi wasiat pada saat sekarat (menghadapi sakaratul maut)

‘YR, Bukhari (2747)
*'Didhoifkan oleh Baihagi (V1/264)
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Sebagaimana firman Allah swt.,yang berbunyi:
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Artinya: ““Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah)
sebagian dari rezki yang Telah kami berikan kepadamu sebelum

datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak

ada lagi syafa’at. Dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang
zalim.” (al-Bagarah : 254).

Dari Abu Hurairah ia berkata, “seorang laki laki bertanya kepada
Nabi, “Wahai Rasulullah, sahadaqah apakah yang paling afdhal?” Nabi
Menjawab :

\J\@;MY})@\MJM\&Uum);@ma@\}éwu\
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Artinya ““Shadagoh yang engkau keluarkan pada saat engkau sehat dan
kuat engkau berharap kaya dan takut miskin, janganlah kamu tunda
hingga nyawa sudah sam’ai kerongkongan baru engkau katakan:
untuk si fulan ini, untuk si fulan ini, padahal harta itu menjadi hak
si fulan.””*

Kemudian Rasulullah meludah pada telapak tangannyalau berkata:

g 13) S oda Jio (e Bl 88y g haad (S aal Gl o) J8
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Artinya: “Allah berfirman: hai anak Adam, bagaimana mungkin kamu bisa
melemahkan aku sedangkan Aku-lah yang menciptakan kamu dari
tanah seperti ini. Hingga apabila Aku menyempurnakan ciptaanmu
kemudian kamu berjalan dengan mengenakan dua pakaian bergaris
sedangkan bumi terus mengeluhkan perbuatannmu. Kamu terus
mengumpulkan harta akan tetapi kamu menahannya. Hingga apabila

2B ukhori (1419) dan Muslim (1032)
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nyawa sudah sampai kerongkongan barulah kamu berkata ‘Aku
bershodagoh’ padahal bukan waktunya bershadagah.”**

Larangan menunda-nunda wasiat hingga kondis sekarat sementara
nyawa sudah sampa di kerongkongan. Karena biasanyaha itu akan
menimbulkan kerugian dalam wasiat disebabkan keterikatan hak ahli waris
dengan hartanya. Oleh karena itu sebagian salaf berkomentar tentang orang-
orang kaya “Mereka dua kali durhaka kepada Allah dalam harta mereka.
Pertama, mereka bakhil saat harta itu berada di tangan mereka, yakni ketika
mereka masih hidup. Kedua, mereka menghamburkannya ketika harta itu

terlepas dari tangan mereka, yakni setelah mati.”

Jika orang yang memberi wasiat merugikan pihak ahli waris, maka
mereka boleh menolaknya, yaitu apabila wasiat tersebut |ebih dari sepertiga,
karena Rasulullah saw., melarang bagi umatnya untuk memberikan wasiat
melebihi dari sepertiga, karena sepertiga dari harta yang diberikan tersebut,
sudah terhitung banyak, sehingga dilarang berlebihan. Orang yang berwasiat
menshadagahkan harta atau membebaskan budak karena kematian sama seperti
orang yang memberi hadiah setelah kenyang, ia tidak merasakan hikmah
shadagah.Mengeluarkan shadagah dan menunaikan hutang ketika masih hidup
dan sehat lebih utama daripada saat sakit dan setelah mati.**

C. Tinjauan Putusan Mahkamah Agung tentang Waris Beda Agama
Masyarakat Indonesia yang majemuk berpengaruh pada pola pembentukan
keluarga. Acapkali ditemukan dalam satu keluarga, sesama saudara kandung
memeluk agama yang berbeda. Mereka hidup rukun tanpa terusik oleh perbedaan
keyakinan itu.

“®Hadis hasan, diriwayatkan oleh ibnu Majah (2707) Ahmad (1V/210)
430Ensiklopedi Larangan Menurut Al Qur’an dan As Sunnah, Syaikh Salim Bin ‘Ted Al Hilali, Jilid

2., h. 447
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Namun dalam praktik, kerukunan itu sering terganggu oleh masalah
pembagian harta warisan. Perbedaan agama telah menjadi penghalang. Menurut
garan Islam, salah satu hijab hak waris adalah perbedaan agama. Seorang anak
yang menganut agama lain di luar agama orang tuanya yang Muslim dengan
sendirinya terhalang untuk mendapatkan waris.

Sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b UU No. 7
tahun 1989 tentang Peradilan Agama, salah satu bidang hukum tertentu yang
dimasukkan ke dalam kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama adalah
mengadili perkara warisan. Perlu untuk meneliti luas jangkauan kewenangan
tersebut mengingat berbagal permasalahan titik singgung perselisihan yurisdiksi
mengenal perkara warisan antara lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan
Agama di masa lalu dan di masa sekarang, berkaitan dengan putusan Pengadilan

Agama yang diteliti.

1. Asas Personalitas Ke-lslaman dan Wawasan Nusantara.

Pendekatan pertama meneliti luas jangkauan kewenangan Peradilan
Agama mengadili perkara-perkara warisan bertitik tolak dari asas personaitas
ke-llaman dan asas wawasan nusantara yang digariskan UU No. 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2, jo. Pasal 49 ayat
(2), jo. Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga UU No. 7 Tahun 1989, telah
ditetapkan salah satu asas sentra dalam undang-undang ini ialah asas
personalitas ke-lslaman. Asas personaditas kelslaman dipancang sebagai salah
satu fundamen menegakkan eksistensi lingkungan Peradilan Agama, sebagai
pelaksanaan dari penjelasan Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970, yang menentukan
bahwa salah satu dari ciri eksistensi kekhususan lingkungan Peradilan Agama
digantungkan kepada faktor golongan rakyat tertentu. Golongan rakyat tertentu
tersebut yakni golongan rakyat yang beragama Islam sebagaimana tercantum di
dalam Pasal 2, jo. Pasal 49 ayat (1), jo. Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga
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UU No. 7 Tahun 1989.*"

Luas jangkauan mengadili lingkungan Peradilan Agama dari segi
wawasan nusantara tidak terlepas dari permasalahan adanya pemisahan berdasar
faktor territorial berlakunya hukum warisan Islam di masa yang lalu. Pemisahan
territorial atas berlakunya hukum warisan Islam bagi mereka yang beragama
Islam merupakan produk kebijaksanaan hukum yang tertuang dalam St. 1937-
116 dan PP No. 45 Tahun 1957. Inti pokok kebijaksanaan hukum di bidang
warisan yang digariskan dalam St. 1937-116, menentukan untuk daerah Jawa
dan Madura, hukum waris yang berlaku dan diterapkan bagi golongan rakyat
bumi putera adalah hukum adat. Begitu pula kebijaksanaan yang digariskan St.
1937-638 dan 639, menetapkan bahwa untuk daerah Karesidenan Kalimantan
Timur, berlaku waris Islam kecuali onderafdeling. Pulau Laut dan Tanah
Bambu, berlaku hukum warisan adat.**

Sedangkan menurut kebijaksanaan yang digariskan dalam PP No. 45
Tahun 1957, sama sekali tidak membawa perubahan. Tetapi lebih bersifat status
guo dengankecenderungan yang semakin tidak menentu, sebagai akibat
rumusan kabur Pasal 4 yang berisi kalimat “sepanjang hal itu merupakan
hukum yang hidup.” Dengan kalimat mengambang tersebut terjadi kegalauan
menentukan kewenangan yurisdiksi perkara warisan bagi mereka yang
beragama I slam.

Oleh karena itu, boleh dikatakan tidak ada suatu pegangan yang pasti
baik bagi rakyat pencari keadilan maupun bagi Peradilan Agama apakah di
daerah hukum kekuasaannya perkara warisan menjadi kewenangan
yurisdiksinya. Padahal, kalau berpegang pada patokan kebijaksanaan yang
digariskan St. 1937-116, hanya di pulau Jawa-Madura sgja perkara warisan
yang tidak menjadi yurisdiksi Peradilan Agama. Tetapi disebabkan rumusan
Pasal 4 PP No. 45 Tahun 1957 mengambang, serta tidak ada petunjuk siapa

1 M. Yahya Harahap, Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata
Dalam Tingkat Banding, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h. 147
*2 1bid, h. 148
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yang berwenang menentukan hukum adat atau hukum warisan Islam yang
hidup di suatu daerah, terjadilah selisih pendapat antara berbagai kalangan
menafsirkan apa hukum yang hidup itu.

Kaangan Hakim Peradilan Umum ada yang berpendapat bahwa hukum
warisan yang hidup di masyarakat adalah hukum Adat. Berarti yang berwenang
untuk mengadili sengketa waris adalah Pengadilan Negeri. Tetapi dari kalangan
lingkungan Peradilan Agama mendakwa bahwa hukum warisan yang hidup di
tengah-tengah masyarakat adalah hukum warisan Islam dan yang berwenang
mengadili sengketa waris adalah Pengadilan Agama.**

Menurut Undang-Undang No.7 tahun 1989, masalah sengketa perkara
warisan yang terjadi bagi mereka yang beragama Islam, baik dari sudut hukum
materiil maupun dari sudut kewenangan yurisdiksi mengadili, ditempatkan
dalam suatu gugus wawasan nusantara. Asas wawasan nusantara sengketa waris
ditempatkan di bawah wewenang yurisdiks lingkungan Peradilan Agama bagi
mereka yang beragama Islam, dapat dipastikan melalui pendekatan konsideran
huruf d, jo. Penjelasan Umum angka 1 alinea kedua, jo. Pasal 107 ayat (1) UU
No. 7 Tahun 1989. Ketiga aturan itu sama ketentuannya. Terutama ketentuan
yang dicantumkan dalam konsideran huruf d, menegaskan:

“Bahwa pengaturan tentang susunan, kekuasaan dan hukum acara
pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang selama ini masih beraneka
karena didasarkan pada:

a. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad Tahun
1882 Nomor 152 dihubungkan dengan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116
dan 610);

b. Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian
Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad Tahun1937 Nomor 638
dan 639).

c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan

43 |bid, h. 148
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Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di luar Jawa dan Madura (Lembaran
Negara Tahun 1957 Nomor 99), perlu segera diakhiri demi terciptanya
kesatuan hukum yang mengatur Peradilan Agama dalam kerangka sistem dan
tata hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”

Untuk mencapal dan mewujudkan kesatuan sistem dan tata hukum di
lingkungan Peradilan Agama, Pasal 107 menyatakan, pada saat mulai berlaku
Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, semua peraturan Peradilan Agama yang
lama dinyatakan tidak berlaku. Apa yang diamanatkan konsideran huruf d dan
Pasal 107, jelas menegaskan asas kesatuan wawasan nusantara. Tidak adalagi
perbedaan territorial pulau Jawa-Madura dan daerah Seberang atau luar Jawa-
Madura. Sehinggasejak tanggal 29 Desember 1989, saat diundangkannya UU
No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Agama
dan tata hukum Islam yang mengatur perkawinan, warisan, wasiat, hibah,
wakaf dan shadagah, berlaku secara nasional berdasar asas personalitas ke-
Isaman. Dengan demikian bagi setiagp orang yang beragama Islam
diperlakukan dan diterapkan hukum warisan Islam dimana sgja dia berada
dan kewenangan mengadili perkara yang timbul dalam bidang warisan tunduk
kepada lingkungan Peradilan Agama.
Seluruh Bidang Hukum Waris Islam

Jangkauan kewenangan mengadili sengketa perkara warisan ditinjau
dari segi hukum waris Islam dapat dilihat melalui pendekatan ketentuan Pasal
49 ayat (3), jo. Penjelasan Umum angka 2 ainea keenam UU No. 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama. Makna yang terkandung dalam kedua
ketentuan tersebut sama. Pasal 49 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang menyatakan: “Bidang kewarisan sebagaimana yang
dimaksud dalam ayat 1 huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli
waris, penentuan mengena harta peninggalan, penentuan bagian masing-
masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.”

Jika ketentuan Pasal 49 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 diurai lebih
lanjut, pokok-pokok hukum waris Islam yang akan diperlakukan dan
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ditetapkan kepada golongan rakyat yang beragama Islam di depan
lingkungan Peradilan Agamaterdiri dari:
a. Siapa-siapayang Menjadi Ahli Waris
Ditinjau dari segi ketentuan hukum warisan Islam, ke dalam
pokok masalah sigpa-siapa yang menjadi ahli waris, meliputi segi-segi
hukum:

1) Penentuan kelompok ahli waris.
a) Penentuan kelompok ahli waris menurut hubungan darah:
(1) Golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki,
saudara | aki-laki, paman dan kakek.
(2) Golongan perempuan yang terdiri dari ibu, anak perempuan,
saudara perempuan dan nenek.
b) Penentuan kelompok ahli waris menurut hubungan perkawinan
yang terdiri dari duda atau janda.
2) Penentuan siapa yang berhak mewarisi.
3) Penentuan yang terhalang menjadi ahli waris, karena:
a) Dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau
menganiaya berat Sl pewaris.
b) Dipersalahkan memfitnah si pewaris.
1) Menentukan hak dan kewajiban ahli waris, terutama kewgjiban yang
berkenaan dengan:
a) Mengurus pemakaman.
b) Menyelesaikan utang-piutang si pewaris.
c) Menyelesaikan wasiat s pewaris.
d) Meakukan pembagian harta warisan (harta peninggalan) diantara
para ahli waris yang berhak.

Selain daripada itu, penentuan sigpa ahli waris yang diatur di
dalam Pasa 185 Kompilass Hukum Islam mengenai diakuinya
kedudukan ahli waris pengganti atau plaatsvervulling, yaitu dalam hal
ahli waris lebih dulu meninggal dari pewaris, kedudukannya dapat
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digantikan anaknya.
b. Penentuan Mengenai Harta Peninggalan
Ditinjau dari segi ketentuan hukum waris Islam, hal-ha yang
termasuk ke dalam masalah penentuan harta peninggalan meliputi segi-
Segi:
1) Penentuan hartatirkah yang dapat diwarisi:
a) Semua hartayang ditinggal pewaris.
b) Berupahak milik kebendaan, atau
c) Hak milik lain yang tidak berupa benda.

2) Penentuan besarnya harta warisan ialah penjumlahan dari harta tirkah
ditambah dengan apa yang menjadi haknya dari harta bersama
dikurang biaya keperluan jenazah dan hutang pewaris dan wasiat.

c. Penentuan Bagian Masing-Masing Ahli Waris
Apa yang ditentukan dalam masalah ini meliputi porsi setiap ahli
waris dan secara umum garis besarnya melipuiti:

1) Apabila anak hanya terdiri dari anak perempuan sgja mendapat 1/2

harta warisan.

2) Apabila anak hanya terdiri dari dua anak perempuan sga, bersekutu

mendapat */3 harta warisan.

3) Apabila anak terdiri dari anak laki-laki dan perempuan, bagian anak

laki-laki dua berbanding satu dengan bagian anak perempuan.

4) Bagian ayah:

a) Kalau pewaris tak meninggalkan anak, ayah mendapat /3 bagian.
b) Apabila pewaris meninggalkan anak, ayah mendapat /6 bagian.
5) Bagian ibu
a) Apabila pewaris tidak meninggalkan anak atau dua orang saudara,
ibu mendapat /3 bagian.
b) Apabilaanak adadan dua orang saudara, ibu mendapat /6 bagian.
6) Bagian duda
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a) Apabilatidak adaanak, duda mendapat /3 bagian.

b) Apabilaadaanak, duda mendapat /4 bagian.
7) Bagian janda

a) Apabilatidak ada anak, janda mendapat /4 bagian.

b) Apabilaada anak, janda mendapat /8 bagian.
M el aksanakan Pembagian Harta Peninggalan

Pokok permasalahan ini menyangkut hukum materiil dan hukum

formal. Dari segi hukum materiil, hukum waris Islam tidak
memperkenankan harta warisantertumpuk. Wajib dibagi kepada ahli waris
yang berhak sesegera mungkin setelah warisan terbuka. Dari segi hukum
formal, dapat ditinjau dari dua ketentuan, yaitu: 1) Pembagian berdasar
putusan pengadilan, Pembagian harta warisan kepada ahli waris berdasar
Keputusan Pengadilan, termasuk fungs kewenangan Pengadilan Agama
dalam menjalankan tugas eksekusi dengan syarat:
a) Putusan yang bersangkutan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Artinya terhadap putusan yang bersangkutan tidak ada lagi
upaya banding atau kasasi. Suatu putusan yang sudah tertutup upaya
banding atau kasasi, bisa terjadi apabila mengaukan permintaan
banding atau kasasi sudah lewat batas tenggang waktunya atau
memang tidak digjukan permintaan banding atau kasasi, atau bisa juga
perkara yang bersangkutan sudah diputus dalam tingkat banding dan
kasasi.

b) Putusan yang telah memperoleh kekuatan tetap tersebut mengandung
amar atau dictum yang bersifat condemnatoir.

Artinya disamping telah dipenuhi syarat bahwa putusan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus pula dipenuhi syarat
condemnatoir. Yang dimaksud dengan condemnatoir, salah satu amar
putusan mengandung pernyataan: menghukum para ahli waris
melakukan pembagian atau amar yang memerintahkan pembagian.

Bisa juga berupa amar “melaksanakan” pembagian. Pernyataan
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menghukum, memerintahkan atau melaksanakan pembagian adalah
beberapa ciri putusan yang bersifat condemnatoir. Hanyaputusan yang
bersifat condemnatoir yang dapat dieksekusi melalui kewenangan
pengadilan (Ketua Pengadilan).

Jika amar putusan hanya bersifat declaratoir, pengadilan tidak
berwenang melakukan pembagian warisan melalui tindakan eksekusi,
sekalipun putusan telah berkekuatan hukum tetap. Misalnya amar
putusan hanya menyatakan harta warisan adalah peninggalan si
pewaris dan para ahli waris (penggugat atau tergugat) sama-sama
berhak untuk mewarisi. Tidak ada amar yang memerintahkan
menghukum atau melakukan pembagian. Putusan tersebut bersifat
declaratoir. Dalam putusan yang bersifat seperti itu tidak melekat
kekuatan eksekutorial. Pengadilan tidak berwenang melakukan
pembagian berdasar kekuatan upaya eksekusi. Agar putusan yang
bersifat declaratoir dapat dilaksanakan, tergantung pada kerelaan para
pihak untuk memenuhi pembagian secara sukarela atau harus lagi
digjukan gugat baru untuk meminta pel aksanaan eksekusi atau putusan
yang bersifat declaratoir tadi.

Kemudian, sekiranya putusan memang bersifat
condemnatoir, carapenyelesaian pembagian melalui kewenangan
eksekusi terhadap harta warisan bisa sekaligus bertemu dalam
pembagian tersebut eksekusi riil dan executorial verkoop (penjualan
lelang). Jika harta warisan yang hendak dibagi melalui kewenangan
eksekusi dan harta warisan hanya terdiri dari sejumlah uang atau
beberapa rumah yang terletak pada satu lokasi yang sama, eksekusi
dapat dengan mudah dilakukan secara nyata (eksekusi riil) dengan
membagi rata dan langsung menyerahkan dan penguasaannya
kepada masing-masing ahli waris.

Tetapi apabila harta terdiri daribeberapa jenis dengan nilai
harga yang berbeda dan masing-masing ahli waris tidak ada yang mau
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mengalah untuk saling memperhitungkan nilai  kelebihan dan
kekurangannya, eksekusi ditempuh melalui dua tahap. Tahap pertama
dilakukan executorial verkoop (jua lelang) atas semua harta. Dari
jumlah harga penjualan baru dilakukan eksekusi riil, yakni membagi
harta penjualan sesual besarnya dengan bagian masing-masing.

2) Pembagian berdasar permohonan pertolongan.

Pembagian warisan dapat dilakukan pengadilan di luar
eksekusi berdasar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap, yakni melalui ketentuan Pasal 236 a HIR berupa pembagian atas
dasar permohonan pertolongan pembagian harta warisan di luar
sengketa. Kebolehan dan kewenangan Pengadilan Agama melakukan
pembagian harta warisan berdasar ketentuan Pasal 236 a HIR, sesuai
dengan apa yang ditegaskan Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989, yang
menyatakan hukum acara Perdata yang berlaku pada pengadilan di
lingkungan Peradilan Agama ialah hukum acara perdata yang berlaku
dalam lingkungan Peradilan Umum. Sedang hukum acara perdata
yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum ialah HIR dan RBG.
Berarti HIR dan RBG pula yang berlaku dalam lingkungan Peradilan
Agama. salah satu aturan yang terdapat dalam HIR adalah Pasal 236 a.
Pasal 107 ayat 2 UU No. 7 Tahun 1989 sendiri sudah menegaskan
tentang kewenangan Pengadilan Agama melakukan pembagian harta
warisan berdasar Pasal 236 a HIR dengan syarat dan tata cara:

a) Hartawarisan yang hendak dibagi diluar sengketa di pengadilan.
b) Ada permohonan minta tolong dilakukan pembagian dari seluruh
ahli waris.

Apabila kedua syarat terpenuhi, barulah pengadilan dapat
melaksanakan pembagian berdasar ketentuan Pasal 236 a HIR.
Pengadilan harus terlebih dahulu meneliti dan yakin bahwa yang
memohon pembagian terdiri dari semua ahli waris, jika yang memohon
hanya terdiri dari sebagian ahli waris sga, pengadilan tidak bisa
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mempergunakan Pasal 236 aHIR.

Demikian uraian segi-segi hukum warisan Islam yang
dihubungkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3), jo. Penjelasan Umum
angka 2 alinea keenam UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
Dari uraian di atas, semua aspek hukum warisan Islam sudah tercakup
dalam ketentuan Pasal 49 ayat 3 UU No. 7 Tahun 1989. Berdasar hal
tersebut, tidak ada lagi keraguan untuk menyimpulkan bahwa jangkauan
kewenangan lingkungan Peradilan Agama mengadili sengketa perkara
warisan bagi mereka yang beragama Islam meliputi seluruh bidang
hukum warisan Islam, bahkan sampai kepada eksekusi pembagian
kepada para ahli waris, bailk pembagian itu dalam bentuk kewenangan
eksekus berdasar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap maupun pembagian berdasar kewenangan melalui kekuatan
Pasal 236 aHIR.

3. Kewenangan Pengadilan Agama Mengenai Sengketa Milik Menurut UU No.
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Kewenangan Pengadilan Agama mengena sengketa milik dapat dilihat
daam putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1979 No.
11K/AG/1979. Dalam putusan tersebut ditentukan suatu kaidah hukum acara
yang menegaskan: “Apabila dalam suatu gugatan yang menyangkut
pembagian harta warisan masih terkandung sengketa hak milik maka perkara
yang bersangkutan tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama untuk
memeriksanya tapi termasuk kewenangan Peradilan Umum.” Kaidah di atas
telah dianggap dalam praktek peradilan sebagai salah satu yurisprudensi
tetap.

Hampir semua kalangan telah menjadikannya sebagal pedoman, baik
lingkungan Peradilan Agama maupun lingkungan Peradilan Umum.
Sebagian besar telah menjadikannya sebagai patokan dalam menentukan
kewenangan perkaraperkara warisan bagi mereka yang beragama Islam.
Apalagi sgjak hal itu dikukuhkan sebagai salah satu patokan beracara dalam
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rapat kerja Mahkamah Agung dengan semua lingkungan peradilan di
Yogyakarta 23-25 Maret 1985. Semakin banyak para Hakim yang
mengindahkan  putusan tersebut. Tetapi belum semua Hakim
mel aksanakannya.

Masih sering terjadi pelanggaran atas patokan tersebut. Ada beberapa
Hakim dari lingkungan Peradilan Umum yang mengadili perkara warisan
orang yang beragama Islam atas alasan hukum warisan yang hidup di daerah
hukum yang bersangkutan adalah hukum waris adat. Sementara itu, ada pula
Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa dan memutus perkara warisan
sekalipun dalam perkara harta warisan tersebut tersangkut sengketa milik.
Padahal bidang perdata mengenai kebendaan dengan segala bentuk sengketa
hak yang mengikutinya, sgjak dari dulu tidak pernah menjadi kewenangan
lingkungan Peradilan Agama.

UU No. 7 Tahun 1989 bersikap positif tapi ragu-ragu dalam
menyelesaikan permasalahan titik singgung sengketa milik dalam gugatan
pembagian harta warisan. Sikap positifnya dengan cara mengukuhkan lebih
tegas Yurisprudensi MA 13 Desember 1079 No. 11 K/AG/1979. Nilai kaidah
hukum yang terkandung dalam yurisprudensi tersebut diangkat menjadi
ketentuan Undang-Undang dan dicantumkan menjadi rumusan Pasal 50 UU
No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi: “Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak
milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasa 49 maka khusus mengena objek yang menjadi
sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan dalam
lingkungan Peradilan Umum.”Kemudian terhadap ketentuan Pasal 50 UU No.
7 Tahun 1989, pembuat Undang-Undang memberi penjelasan yang berbunyi:
“Penyelesaian terhadap objek yang menjadi sengketa dimaksud tidak berarti
menghentikan proses peradilan di Pengadilan Agama atas objek yang tidak
menjadi sengketa.”

Memperhatikan bunyi Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989 serta penjelasan
Pasal tersebut, dapat ditarik beberapa asas sebagai acuan pedoman bagi
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Pengadilan Agama mengadili perkara yang didalamnya terkandung sengketa
milik.
a. Sengketa Milik Kompetensi Absolut Peradilan Umum

Ini adalah asas pertama. Segala sengketa keperdataan yang
menyangkut hak kebendaan atau berdasar perikatan, sekalipun objek
sengketa itu tersangkut perkara di Pengadilan Agama maka sepanjang
sengketa hak kebendaan mutlak menjadi kewenangan Peradilan Umum
(Pengadilan Negeri) untuk mengadilinya. Mengenai bentuk-bentuk
sengketa hak kebendaan bisa berupa sengketa hak milik, hak gadai
berdasar hukum Adat, hak agunan, bailk agunan bisaa atau hipotek, tukar
menukar,jual beli dan sebagainya. Terhadap sengketa keperdataan
dimaksud mutlak menjadi kewenangan Peradilan Umum untuk mengadili.
Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus
pembagian harta sampa ada putusan yang berkekuatan hukum tetap
tentang kepastian pemilik harta-harta tersebut.

b. Kewenangan Absolut Peradilan Umum Atas Sengketa Milik Melipuiti
Perkara Warisan, Harta Bersama, Hibah dan Wakaf.

Putusan MA tanggal 13 Desember 1979 No. 11 K/AG/1979 hanya
menyinggung kemutlakan kewenangan Peradilan Umum mengadili
sengketa hak milik atas perkara warisan yang sedang diperiksa Pengadilan
Agama. Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989 tidak membatasinya sepanjang
yang berkenaan dengan perkara warisan, tetapi meliputi semua perkara
yang menjadi yurisdiks Peradilan Agama. Penegasan tersebut jelas
terbaca dalam Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989. Apabila terjadi sengketa
hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989, khusus mengenai objek
yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dulu oleh Pengadilan
dalam lingkungan Peradilan Umum. Ketentuan di dalam Pasal 50 UU No.
7 Tahun 1989 menyebutkan: “semua perkara-perkara sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 49.”
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Perkara-perkara yang dimaksud Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989
adalah perkara-perkara yang menjadi yurisdiksi absolut lingkungan
Peradilan Agama. Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 berisi muatan jumlah
totalitas kewenangan absolut yurisdiksi lingkungan Peradilan Agama.
Dengan ditunjuknya Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 oleh Pasal 50 UU
No. 7 Tahun 1989, kaitan sengketa hak milik ataukeperdataan lain
dengan kewenangan Peradilan Umum untuk mengadilinya, tidak lagi
hanya terbatas terhadap perkara warisan, tetapi meliputi seluruh perkara
apa sga yang diperiksa Pengadilan Agama, termasuk perkara harta
bersama, hibah, wakaf dan shadagah dan dalam perkara-perkara itu
tersangkut sengketa hak milik atau keperdataan lain maka sepanjang
yang menyangkut sengketa milik menjadi kewenangan mutlak
Pengadilan Negeri untuk mengadilinya. Kewenangan untuk itu dapat
disimpulkan dari perkataan harus yang tercantum dalam Pasal 50 UU
No. 7 Tahun 1989, yaitu “....harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan
dalam lingkungan Peradilan Umum.”

Demikian jangkauan sengketa milik setelah berlaku UU No. 7
Tahun 1989 yang dijelaskan di dalam ketentuan Pasal 50. Tidak semata-
mata hanya terbatas dalam perkara warisan tetapi meliputi semua jenis
perkara dalam semua bidang hukum yang menjadi yurisdiksi lingkungan
Peradilan Agama. Selama dalam suatu perkara yang diperiksa lingkungan
Peradilan Agama terkait sengketa milik atau sengketa keperdataan lain,
selama itu kewenangan Pengadilan Agama menjadi pasif.
Kewenangannya baru aktif kembali untuk memeriksa dan mer
perkara apabila sengketa milik atau keperdataan lain telah tuntas selesai
dalam lingkungan Peradilan Umum.**

BAB 11

DESKRIPSI HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MENGADILI

*Ibid.
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PERKARA PEWARISAN BEDA AGAMA DAN HUBUNGANNYA DENGAN
WASIAT WAJIBAH

A. Sgarah Terbentuknya Mahkamah Agung
Pada sekitar tahun 1980an barulah dirasakan pentingnya fungsi
pengawasan dalam penyelenggaraan negara di Indonesia. Hal ini ditandai dengan

dikeluarkannya:

1. Instruks Presiden Nomor 15 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengawasan
2. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 Tentang Pembentukan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pengawasan
melekat.*®
Sampal dengan tahun 2001 fungs pengawasan ini dilaksanakan oleh
Mahkamah Agung dengan menunjuk Hakim Agung Penanggung jawab
Pengawasan Wilayah, tanpa memiliki struktur dan Supporting Unit.

Pada tahun 2001 atas usulan dari Mahkamah Agung RI dikeluarkanlah
Surat Keputusan Presiden Rl Nomor 131 / M Tahun 2001 tanggal 23 April 2001
Tentang Pengangkatan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Pengawasan dan
Pembinaan. Jadi sgjak tahun 2001 di Mahkamah Agung sudah ditunjuk seorang
Hakim Agung yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan yang
merupakan salah satu fungs dari Mahkamah Agung, Namun pelaksanaan tugas
Ketua Muda Mahkamah Agung RI urusan Pengawasan dan Pembinaan ini tidaklah
dapat terlaksana secara maksimal karena tidak memiliki struktur dan tidak

tersedianya Supporting Unit untuk membantu melaksanakan tugas-tugasnya.

“®Ahmad Rifa’I, Penemuan Hukum Oleh Hakim, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 7
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Guna mengatasi kendala tersebut, Mahkamah Agung mengajukan konsep
pembentukan unit Pengawasan dan Pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara, atas mana Menteri memberikan persetujuannya dengan Surat
Nomor 156 / M.PAN / VI / 2002 tanggal 10 Juni 2002. Persetujuan tersebut oleh
Panitera / Sekretaris Jendera Mahkamah Agung RI ditindaklanjuti dengan
pembentukan Unit Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan Mahkamah Agung
RI berdasarkan Surat Keputusan Panitera / Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung
Rl Nomor : MA / PANSEK / 013 / SK. VI / Tahun 2002 tanggal 12 Juni 2002
Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Panitera / Sekretaris Jenderal
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : MA/ PANSEK / 02/ SK / Tahun
1986 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan / Sekretariat Jenderal
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut,
dibentuklah struktur organisas Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan
Mahkamah Agung RI yang terdiri atas:

1. Seorang Pejabat Struktural Eselon Ila selaku Asisten Bidang Pengawasan dan
Pembinaan Mahkamah Agung RI (Surat Keputusan Panitera/l Sekretaris
Jenderal Mahkamah Agung RI Nomor: URIV / 116/ PSJ/ SK/ 2003 tanggal 14
April 2003 Tentang Pengangkatan Para Pejabat Struktural Eselon Il di
Lingkungan Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung RI ).

2. Sembilan orang Hakim Tinggi Pengawas / Pejabat Fungsional Pengawasan.

3. Tiga orang Pegabat Struktural Eselon 111 yaitu Kepala Bidang Peradilan Uum
dan Peradilan Tata Usaha Negara, Kepala Bidang Peradilan Agama dan
Peradilan Militer dan Kepala Bidang Peradilan M ahkamah Agung.

4. Enam orang Pegjabat Struktural Eselon IV yang masing-masing adalah Kepala
Sub Bidang Peradilan Umum, Tata Usaha Negara, Agama, Militer, Mahkamah
Agung dan Tata Operasional.

5. Sebelas orang Staff.**®

“®sabian Ulsman, Metodologi Penelitian Hukum Progresif, (Y ogyakarta: Pustaka Pelgjar, 2014),
h. 88
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Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan Mahkamah Agung RI
(Ashidwashin) secara struktural organisatoris berada dibawah Paniteral Sekretaris
Mahkamah Agung RI yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah koordinasi
Ketua Mahkamah Agung RI Urusan Pengawasan dan Pembinaan.

Dengan diundangkannya Undang- Undang Nomor 4 dan 5 Tahun 2004
maka organisasi, administrasi dan finansial seluruh badan peradilan berada di
bawah kekuasaan Mahkamah Agung, ha mana juga membawa dampak terhadap
fungsi pengawasan Mahkamah Agung.

Pasal 46 Undang — Undang Nomor 4 Tahun 2004 memberikan tenggat
waktu kepada Mahkamah Agung paling lambat 12 bulan terhitung sejak undang —
undang tersebut diundangkan yaitu tanggal 15 Januari 2004 untuk menyusun
organisasl dan tata kerja yang baru di lingkungan Mahkamah Agung.

Pasal 5 ayat (2) Undang- nUndang Nomor 5 Tahun 2004 menentukan
bahwa Wakil Ketua Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas Wakil Ketua Yudisial dan Wakil Ketua Bidang Non- Yudisia. Pada ayat (5)
ditentukan bahwa Wakil Ketua Bidang Non-Yudisial membawahi Ketua Muda

Pembinaan dan Ketua M uda Pengawasan.

Selanjutnya Pasal 25 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004
menentukan bahwa pada Mahkamah Agung ditetapkan adanya Sekretariat yang
dipimpin oleh seorang Sekretaris Mahkamah Agung. Pada ayat (3) ditentukan
bahwa pada Sekretariat Mahkamah Agung dibentuk beberapa Direktorat Jenderal
dan Badan yang dipimpin oleh beberapa Direktur Jenderal dan Kepala Badan. Dan
sgjak saat itu terdapat Badan yang bertugas untuk melakukan Pengawasan
Fungsional di Mahkamah Agung RI dan seluruh Badan Peradilan di bawahnya

dengan status “Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI«.*

“"Ibid.
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Tidak dapat dilepaskan dari masa penjgjahan atau sgarah penjgjahan di
bumi Indonesia ini.Hal mana terbukti dengan adanya kurun-kurun waktu, dimana
bumi Indonesia sebagian waktunya dijgjah oleh Belanda begitu juga dalam
pemerintahan Inggris dan terakhir oleh Pemerintah Jepang. Oleh karenanya
perkembangan peradilan di Indonesia pun tidak luput dari pengaruh kurun waktu
tersebut.

1. Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda
Pada tahun 1807 Mr. Herman Willem Deandels diangkat menjadi
Gubernur Jenderal oleh Lodewijk Napoleon untuk mempertahankan jgjahan-
jaahan Belanda di Indonesia terhadap serangan-serangan pihak Inggris.

Deandels banyak sekali mengadakan perubahan-perubahan di lapangan
peradilan terhadap apa yang diciptakan oleh Kompeni, diantaranya pada tahun
1798 telah merubah Raad van Justitie menjadi Hooge Raad. Kemudian tahun
1804 Betaafse Republiek telah menetapkan suatu Charter atau
Regeringsreglement buat daerah-daerah jgjahan di Asia Dalam Pasa 86
Charter tersebut, yang merupakan perubahan-perubahan nyata dari jaman
Pemerintahan Daendels terhadap peradilan di bumi Indonesia, ditentukan
sebagai berikut:

“Susunan pengadilan untuk bangsa Bumiputera akan tetap tinggal
menurut hukum serta adat mereka. Pemerintah Hindia Belanda akan
menjaga dengan alat-alat yang seharusnya, supaya dalam daerah-daerah
yang langsung ada dibawah kekuasaan Pemerintahan Hindia Belanda
sedapat-dapatnya dibersihkan segala kecurangan-kecurangan, yang
masuk dengan tidak diketahui, yang bertentangan dengan tidak
diketahui, yang bertentangan degan hukum serta adat anak negeri, lagi
pula supaya diusahakan agar terdapat keadilan dengan jalan yang cepat
dan baik, dengan menambah jumlah pengadilan-pengadilan negeri
ataupun dengan mangadakan pengadilan-pengadilan pembantu, begitu
pula mengadakan pembersihan dan pengenyahan segala pengaruh-
pengaruh buruk dari kekuasaan politik apapun juga”;
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Charter tersebut tidak pernah berlaku, oleh karena Betaafse Republiek
segera diganti oleh Pemerintah Kergjaan, akan tetapi ketentuan didalam
“Charter” tidak sedikit mempengaruhi Deandels di dalam menjalankan

tugasnya.*®

Masa Pemerintahan Inggris
Sir Thomas Stamford Raffles, yang pada tahun 1981 diangkat menjadi
Letnan Gubernur untuk pulau Jawa dan wilayah di bawahnya, mengadakan

perubahan-perubahan antaralain :

Di kota-kota Batavia, Semarang dan Surabaya dimana dulu ada Raad
van Judtitie, didirikan Court Of Justitice, yang mengadili perkara sipil maupun
kriminil. Court of Justitice yang ada di Batavia merupakan juga Supreme Court
of Justitice, pengadilan appel terhadap putusan-putusan Court onvoeldoende
gemotiveerd Justitice yang ada di Semarang dan Surabaya **°

Masa Kembalinya Pemerintahan Hindia Belanda (1816-1942)

Dalam sistem pengadilan mana pun di dunia, keberadaan lembaga
kepaniteraan merupakan hal yang mutlak diperlukan sebaga unsur pendukung
jalannya pengadilan. Dalam setigp susunan pengadilan, seorang ketua
pengadilan selalu didampingi oleh seorang panitera pengadilan.

Ketika Indonesia berada di zaman kolonial Belanda, lembaga
pengadilan tertinggi yang kini disebut dengan Mahkamah Agung dalam sistem
pemerintahan kolonia disebut dengan namaHooggerechtshof.
Hooggerechtshof ini berkedudukan di Jakarta dengan daerah hukum melipuiti
seluruh Indonesia.  Susunan Hooggerechtshof terdiri dari seorang Ketua dan 2

81 bid.

4P pid,
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orang anggota, seorang pokrol jenderal dan 2 orang advokat jendral, seorang

Panitera yang dibantu seorang Panitera Muda atau lebih.

Setelah peperangan di Eropa berakhir dengan jatuhnya Kaisar
Napoleon, maka menurut Conventie London 1814, semua daerah-daerah
jajahan Belanda yang diduduki oleh Inggris, dikembalikan kepada negeri
Belanda. Penyerahan kembali Pemerintahan Belanda tersebut di atur dalam
St.1816 No.5, yang beris ketetapan bahwa akan dibuat Reglement yang
mengatur acara pidana dan acara perdata yang berlaku bagi seluruh Jawa dan
Madura, kecuali Jakarta, Semarang dan Surabaya dengan daerah sekitarnya.
Bagi Jakarta, Semarang dan Surabaya dengan daerah sekitarnya untuk perkara
pidana dan sipil tetap menjadi kekuasaan Raad van Justitie. Dengan demikian
ada perbedaan dalam susunan pengadilan buat Bangsa Indonesia yang
bertempat tinggal di kota-kota dan sekitarnya dan bangsa Indonesia yang
bertempat tinggal di “desa-desa” (di pedalaman).

Untuk bangsa Eropa, berlaku susunan Pengadilan Hooggerechtshof di
Jakarta dengan Raad van Justitie yaitu masing-masing di Jakarta, Semarang
dan Surabaya.Dengan Keputusuan Gubernur Jenderal tanggal 3 Desember
1847 No.2a (St.1847 No.23 yo No.57) yang diperlakukan tanggal 1 Mei 1948
(R.O) ditetapkan bahwa Susunan Peradilan di Jawa dan Madura sebagai
berikut :

a. districtgerecht
b. regentschapsgerecht
c. landraad
d. rechtbank van omgang
e. raadvan Judtitie
f.  hooggerechtshof
Daam fungs judisialnya, Hooggrechtshof memutus perkara-perkara

banding mengenai putusan—putusan pengadilan wasit tingkat pertama di
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seluruh Indonesia, jikalau nilai harganya lebih dari £500 dan mengenai

putusan-putusan residentiegerechten di luar Jawa dan Madura. **°

Masa Pendudukan Jepang (1942-1945)

Pada zaman pemerintahan kolonial Jepang, lembaga peradilan tertinggi
ini disebut dengan namaSaikoo Hooin. Pada tahun 1944, Saikoo Hooin ini
dihapus denganOsamu Seirel (Undang-Undang) No. 2 tahun 1944. Peran dan
tugas dari Saikoo Hooin ini selanjutnya dilimpahkan kepada Kooto Hooin
(Pengadilan Tinggi).

Setelah pulau Jawa diduduki dan dikuasai sepenuhnya oleh Balatentara
Jepang, maka dikeluarkanlah Undang-Undang No.1 tanggal 8 Maret 1942,
yang menentukan bahwa buat sementara segala Undang-Undang da peraturan-
peraturan dari Pemerintahan Hindia Belanda dahulu terus berlaku, asal tidak

bertentangan dengan peraturan-peraturan Balatentara Jepang.

Mengenai peradilan sipil, maka dengan Undang-Undang 1942 No.14
ditetapkan “Peraturan Pengadilan Pemerintah Balatentera Dai Nippon”. Atas
dasar peraturan ini didirikan pengadilan-pengadilan sipil yang akan mengadili
perkara-perkara pidana dan perdata. Disamping itu dibentuk juga K gjaksaan.

Pengadilan-pengadilan bentukan Dai Nippon adalah sebagai berikut:

Gun Hooin (Pengadilan Kewedanaan) |anjutan districtsgerecht dahulu.
Ken Hooi (Pengadilan Kabupaten) lanjutan regentschapgerecht dahulu.
Keizai Hooin (Pengadilan Kepolisian) lanjutan landgerecht dahulu.

o o T @

Tihoo Hooin (Pengadilan Negeri)lanjutan Landraad dahulu, akan tetapi
hanya dengan seorang hakim sgja (tidak lagi majelis), kecuali terhadap
perkara tertentu apabila Pengadilan Tinggi menentukan harus diadili dengan
3 orang Hakim.

“Ibid.
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Dengan dicabutnya Undang-Undang 1942 No.14 dan diganti dengan
Undang-Undang 1942 No.34, maka ada penambahan badan pengadilan
diantaranya Kootoo Hooin (Pengadilan Tinggi), lanjutan dari Raad van Justitie
dahulu dan Saikoo Hooin (Mahkamah Agung) , lanjutan dari Hooggerechtshof
dahulu.**

5. Masa setelah Republik Indonesia

Pada saat berlakunya Undang-undang Dasar 1945 di Indonesia tidak
ada badan Kehakiman yang tertinggi. Satu satunya ketentuan yang menunjuk
kearah badan Kehakiman yang tertinggi adalah pasal 24 ayat 1 Undang-
Undang Dasar 1945. Maka dengan keluamya Penetapan Pemerintah No. 9/S.D.
tahun 1946 ditunjuk kota Jakarta Raya sebagai kedudukan Mahkamah Agung
Republik Indonesia. Peraturan tersebut hanya penunjukan tempatnya saja.
Penetapan Pemerintah tersebut pada alinea Il berbunyi sebagai berikut:

Menundjukkan sebagai tempat kedudukan Mahkamah Agung tersebut
ibu-kota Djakarta-Rga. Baru dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1947
ditetapkan tentang susunan kekuasaan Mahkamah Agung dan Keaksaaan
Agung yang mulai berlaku pada tangga 3 Maret 1947.Pada tahun 1948,
Undang-Undang No. 7 tahun 19,47 diganti dengan Undang-Undang No. 19
tahun 1948 yang dalam pasal 50 ayat 1 mengandung

6. Mahkamah Agung Indonesiaialah pengadilan federal tertinggi.
Pengadilan-pengadilan federal yang lain dapat diadakan dengan
Undang-Undang federal, dengan pengertian, bahwa dalam Distrik Federal
Jakarta akan dibentuk sekurang-kurangnya satu pengadilan federal yang
mengadili dalam tingkat pertama, dan sekurankurangnya satu pengadilan
federa yang mengadili dalam tingkat apel.

“Ubid.
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Oleh karena kita telah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan
tidak sesuai dengan keadaan, maka pada tahun 1965 dibuat UndangUndang
yang mencabut Undang-Undang No. 19 tahun 1948 dan Undang-Undang No. 1
tahun 1950 dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1965 tentang Pengadilan
dalam lingkungan Peradilan Umum den Mahkamah Agung.

Di jaman pendudukan Jepang pernah Badan Kehakiman tertinggi
dihapuskan (Saikoo Hooin) pada tahun 1944 dengan Undang-Undang (Osamu
Seirel) No. 2.tahun 1944, yang melimpahkan segala tugasnya yaitu kekuasaan
melakukan pengawasan tertinggi atas jalannya peradilan kepada Kooto Hooin
(Pengadilan Tinggi). Meskipun demikian kekuasaan kehakiman tidak pernah
mengalami kekosongan.

Namun sgjak Proklamasi Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945
dari sgjak diundangkannya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
tanggal 18 Agustus 1945, semakin mantaplah kedudukan Mahkamah Agung
sebagai badan tertinggi bidang Yudikatif (peradilan) dengan kewenangan yang
diberikan oleh pasa 24 Undang-Undang Daser 1945, dimana Mahkamah
Agung diberi kepercayaan sebagai pemegang kekuasaan K ehakiman tertinggi.

Mahkamah Agung pernah berkedudukan di luar Jakarta yaitu pada
bulan Juli 1946 di Jogyakarta dan kembali ke Jakarta pada tanggal 1 Januari
1950, setelah selesainya KMB dan pemulihan Kedaulatan. Dengan demikian
Mahkamah Agung berada dalam pengungsian selama 3 1/2 (tiga setengah)
tahun.

Susunan Mahkamah Agung sewaktu di JogyakartaK et u a Mr. Dr.
Kusumah AtmadjaWakilKetua Mr. R. Satochid Kartanegara. Anggota-
anggota; 1) Mr. Husen Tirtasmidjga. 2) Mr. WWono Prodjodikoro. 3) Sutan
Kali Malikul Add. Panitera: Mr. Soebekti.Kepala Tara Usaha: Ranuatmadja.
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Mulai pertama kali berdirinya Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung itu
berada dibawah satu atap dengan Mahkamah Agung, bahkan: bersama dibawah
satu departemen, yaitu: Departemen Kehakiman. Dulu namanya: Kehakiman
Agung pada Mahkamah Agung, seperti Kegaksaan Negeri dulu namanya
K gjaksaan Pengadilan Negeri.

Kegaksaan Agung mulai memisahkan diri dari Mahkamah Agung yaitu
sgjak lahirnya Undang-Undang Pokok Keaksaan (Undang-Undang No. 15
tahun 1961) dibawah Jaksa Agung Gunawan, SH yang telah menjadi Menteri
Jaksa Agung.

Para pgjabat Mahkamah Agung.(Ketua, Wakil Ketua, Hakim Anggota
dan Panitera) mulai diberikan pangkat militer tutiler adalah dengan Peraturan
Pemerintah 1946 No. 7 tanggal 1 Agustus 1946, sebagai pelaksanaan pasa 21
Undang-Undang No. 7 tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara.

. Masamenjelang pengakuan Kedaulatan (tanggal 12 Desember 1947)

Pemerintah Belanda Federa yang mengusai daerah-daerah yang
dibentuk oleh Belanda sebagai negara-negara Bagian seperti Pasundan, Jawa
Timur, Sumatera Timur, Indonesia Timur, mendirikan Pengadilan Tertinggi
yang dinamakan Hoogierechtshof yang beraamat di J. Lapangan Banteng
Timur 1 Jakarta, disamping Istana Gubemur Jenderal yang sekarang adalah
gedung Departemen K euangan.

Susunan Hooggerechtshof terdiri atas: Ketua: Mr. G. Wijers. Anggota: 2
orang Indonesiaz Mr. Notosubagio dan Mr. Oeanoen 2 orang Belanda: Mr.
Peter Procursur General (Jaksa Agung): Mr. Bruyns. Procureur General (Jaksa
Agung): Mr. Oerip Kartodirdjo.

Hooggerechtshof juga menjadi instansi banding terhadap putusan Raad
no JustitieMr. G. Wijjers adalah Ketua Hooggerechtshof terakhir, yang
sebelum perang dunia ke 11 terkenal sebagai Ketua dari Derde kamar Read van
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Instills Jakarta yang memutusi perkara-perkara banding yang mengenai Hukum
Adat (kamar ketiga, hanya terdapat di Road van Justitie Jakarta).

Pada saat itu Mahkamah Agung masih tetap berkuasa di daerahdaerah
Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta. Dengan dipulihkan
kembali kedaulatan Republik Indonesia area seluruh wilayah Indonesia
(kecuali Irian Barat) maka pekerjaan Hooggerechtshof harus diserahkan
kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada tanggal 1 Januari 1950 Mr. Dr. Kusumah Atmadja mengoper
gedung dan personil serta pekerjaan Hooggerechtshof. Dengan demikian maka
para anggota Hooggerechtshof dan Procurer General meletakkan jabatan
masing-masing dan selanjutnya pekerjaannya diserahkan pada Mahkamah
Agung Republik Indonesia Serikat.

Pada waktu ini Mahkamah Agung terdiri dari: Ketua: Dr. Mr. Kusumah
Atmadja, Weakil: Mr. Satochid Kartanegara Anggota; 1) Mr. Husen
Tirteamidjgja. 2) Mr. Wiijono Prodjodikoro. 3) Sutan Kali Malikul Adil. 4)
Panitera: Mr. Soebekti. 5) JaksaAgung: Mr. Tirtawinata.

Mahkamah Agung pada saat itu tidak terbagi dalam majelismaelis.
Semua Hakim Agung ikut memeriksa dan memutus balk perkara-perkara
Perdata maupun perkara-perkara Pidana. Hanya penyelesaian perkara pidana
diserahkan kepada Wakil Ketua.

. Masa Republik Indonesia Serkat (RIS) 27 Desember 1949 sampai dengan 17
Aqgustus 1950

Sebagaimana lazimnya dalam suatu negara yang berbentuk suatu
Federasi atau Serikat, maka demikian pula dalam negara Republik Indonesia
Serikat diadakan 2 macam Pengadilan; yaitu Pengadilan dari masing-masing
negara Bagian disatu pihak.

Pengadilan dari Federas yang berkuasa disemua negara-negara Bagian
dilain pihak untuk seluruh wilayah Republik Indonesia Serikat (RIS) ada satu
Mahkamah Agung Republik Indonesia Serikat sebagai Pengadilan Tertinggi,
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sedang lain Badan-Badan pengadilan menjadi urusan. Masing-masing negara
Bagian. Undang-Undang yang mengatur Mahkamah Agung Republik
Indonesia Serikat adalah Undang-Undang No. 1 tahun 1950 tanggal 6 Me
1950 (I-N. tahun 1950 No. 30) yaitu tentang Susunan dan Kekuasaan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Serikat yang mulai berlaku tanggal 9
Me 1950.

Undang-Undang tersebut adalah hasil pemikiran Mr. Supomo yang
waktu itu menjabat sebaga Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat,
yang pertama (Menteri Kehakiman dari negara Bagian Republik Indonesia di
Yogya adaah Mr. Abdul Gafar Pringgodigdo menggantikan Mr. Susanto
Tirtoprodjo - lihat halaman 34. “Kenang-kenangan sebagai Hakim selama 40
tahun mengalami tiga jaman” Oleh Mr. Wirjono Prodjodikoro - terbitan tahun
1974). Menurut Undang-Undang Dasar RIS pasal 148 ayat 1 Mahkamah
Agung merupakan forum privilegiatum bagi pejabat-pegjabat tertinggi negara.
Fungs ini telah dihapuskan sewaktu kita kembali kepada Undang-Undang
Dasar 1945.

Beruntunglah dengan keluarnya Undang-Undang No. 1 tahun 1950
(I.N. tahun 1950 No. 30) lembaga kasas diatur lebih lanjut yang terbatas pada
lingkungan peradilan umum sga. Pada tahun 1965 diundangkan sebuah
Undang-Undang No. 13 tahun 1965 yang mengatur tentang: Pengadilan dalam
lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Sayang sekali bahwa
Undang-Undang tersebut tidak memikirkan lebih jauh mengenai akibat hukum
yang timbul setelah diundangkannya tanggal 6 Juni 1965, terbukti pasal 70
Undang-Undang tersebut menyatakan Undang-Undang Mahkamah Agung No.
1 tahun 1950 tidak berlaku lagi. Sedangkan acara berkasasi di Mahkamah
Agung diatur secara lengkap dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1950
tersebut. Timbullah suatu problema hukum yaitu adanya kekosongan hukum
acara kasasi. Jalan keluar yang diambil oleh Mahkamah Agung untuk
mengatasi kekosongan tersebut adalah menafsirkan pasal 70 tersebut sebagai

berikut:
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“Oleh karena Undang-Undang No. 1 tahun 1950 tersebut disamping
mengatur tentang susunan, kekuasaan Mahkamah Agung, mengatur pula
tentang jalannya pengadilan di Mahkamah Agung, sedangkan Undang-Undang
No. 13 tahun 1965 tersebut hanya mengatur tentang susunan, kedudukan
Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, dan,
tidak mengatur tentang bagaimana beracara di Mahkamah Agung, maka
Mahkamah Agung menganggap pasal 70 Undang-Undang No. 13 tahun 1965
hanya menghapus Undang-Undang No. 1 tahun 1950 sepanjang mengenai dan
kedudukan Mahkamah Agung sgja, sedangkan bagaimana jalan peradilan di
Mahkamah Agung masih tetap memperlakukan Undang-Undang No. 1 tahun
1950.

Pendapat Mahkamah Agung tersebut dikukuhkan lebih lanjut dalam
Jurisprudensi Mahkamah Agung yaitu dengan berpijak pada pasal 131
Undang-Undang tersebut.

Perkembangan selanjutnya dengan Undang-Undng No. 14 tahun 1970
tentang; “Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman” tanggal 17
Desember 1970, antara lain dalam pasa 10 ayat (2) disebutkan bahwa
Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara tertinggi dalam arti Mahkamah
Agung sebaga badan pengadilan kasasi (terakhir) bagi putusan-putusan yang
berasal dari Pengadilan-pengadilan lain yaitu yang meliputi keempat
lingkungan peradilan yang masing-masing terdiri dari:

a Peradilan Umum;
b. Pemdilan Agama;
c. Peradilan Militer;
d. Peadilan Tata Usaha Negara.

Bahkan Mahkamah Agung sebagai pula pengawas tertinggi atas
perbuatan Hakim dari semua lingkungan peradilan. Sejak tahun 1970 tersebut
Mahkamah Agung mempunyai Organisasi, administrasi dan keuangan sendiri.
Mahkamah Agung menjalankan tugasnya dengan melakukan 5 fungsi yang
sebenarnya sudah dimiliki sjak Hooggerechtshof, sebagai berikut:
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Fungsi Paradilan;

Fungs Pengawasan;
Fungsi Pengaturan;
Fungsi Memberi Nasehat;
Fungsi Administrasi.**

© 2 0 T ®

B. Kewenangan Mahkamah Agung
Perubahan-perubahan penting dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006
salah satunya adalah ketentuan Pasal 50. K etentuan Pasal 50 diubah menjadi:

1. Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 khusus mengenai objek sengketa
tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan
Peradilan Umum.

2. Apabilaterjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa
tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama perkara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49.

Ketentuan ini memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk
sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait
dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006,
apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini
menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian
sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya
tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya
gugatan di Pengadilan Agama.**®

Sebaliknya bila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau
keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subjek bersengketa di

“2Ibid.
“3 Abdul Manan, Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan, Suatu Kajian dalam Sistem
Peradilan Islam, Jakarta,K encana, 2007, h. 251.
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Pengadilan Agama, sengketa di Pengadilan Agama ditunda untuk menunggu
putusan gugatan yang digjukan ke pengadilan di lingkungan Peradilan
Umum. Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang
berkeberatan telah mengajukan bukti ke Pengadilan Agama bahwatelah
didaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri terhadap objek sengketa yang sama
dengan sengketa di Pengadilan Agama. Dalam hal objek sengketa lebih dari
satu objek dan yang tidak terkait dengan objek sengketa yang digjukan
keberatannya, Pengadilan Agama tidak perlu menangguhkan putusannya
terhadap objek sengketa yang tidak terkait dimaksud.

D. Putusan Mahkamah Agama tentang Waris Beda Agama
Ada beberapa putusan hakim Mahkamah Agung yang bersifat progresif,
responsif dan inovatif, yang dapat menghasilkan produk hukum sebagai
yurisprudensi bagi hakim di Pengadilan Agama, diantara Putusan Hakim
Mahkamah Agung tentang Waris Beda Agama adal ah:
1. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995
Dalam hal ini, peran hakim tidak hanya sebagai corong undang-undang,

namun ia harus mampu menjawab persoalan-persoalan yang ada di luar undang-
undang formil, dengan pendekatan interdisipliner, misalnya terdapat dua putusan
Mahkamah Agung tentang status ahli waris non Muslim yaitu Putusan
Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995.4*

Putusan ini berdasarkan dari putusan Pengadilan Agama yang tertolak dan
dilanjutkan pada putusan Pengadilan Negeri yang tertolak dengan alasan bahawa
dalam kgjian fikih yaitu pandangan para ulama dan Kompilass Hukum Islam
yang menjadi acuan para hakim dalam memutuskan perkara tidaklah
memberikan dasar tentang kebolehan bagi non Muslim mendapatkan bagian

warisan dari seorang Muslim atau sebaliknya.

““pytusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995
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Daam putusan Nomor 368 K/AG/1995 dinyatakan bahwa ahli waris non
Muslim mendapatkan bagian dari Harta Peninggalan Pewaris Muslim
berdasarkan wasiat wajibah sebesar bagian ahli waris muslim, dalam putusan ini
ahli waris non musim tidak dinyatakan sebagai ahli waris.

Daam kasus tersebut pewaris meninggalkan 6 orang anak yang satu di
antaranya memeluk agama Kristen. Untuk menyelesaikan permasalahan
pembagian waris salah satu anak dari pewaris mengajukan gugatan dan meminta
Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menetapkan ahli waris yang sah.
Penggugat beranggapan, saudaranya yang berbeda agama tersebut tidak patut
untuk memperoleh hak waris karena telah berpindah agama.

Akhirnya pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, majelis hakim agung
memutuskan anak pewaris yang non Muslim tersebut tetap berhak memperoleh
bagian dari harta orang tuanya berdasarkan wasiat wajibah. Yang mana besarnya
sama dengan bagian ahli waris perempuan lainnya.**

. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 51 K/AG/1999

Putusan Mahkamah Agung tersebut melihat surat-surat yang bersangkutan,
menimbang bahwa dari surat-surat tersebut tersebut bahwa sekarang termohon
kasas sebagai penggugat asli telah menggugat pemohon kasasi sebagai para
tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Agama Yogyakarta pada pokoknya
atas dalil-dalil, bahwa telah meninggal dunia Murtadi Hendre Lesono pada
tanggal 17 November 1995 dengan meninggakan seorang istri bernama Jazilah
Murtadi Hendro Lesono (penggugat asli) tanpa meninggalkan anak.

Bahwa pewaris adalah beragama Islam, maka pembagian waris dilakukan
dengan cara pembagian Islam, dan tidak menggunakan hukum adat maupun
hukum agama lain. Sedangkan istri yang seharusnya menjadi ahli waris yang
tanpa meninggalkan anak, sebagaimana ketentuan KHI Pasal 180 disebutkan
bahwa janda mendapatkan % bagian, apabila ia tidak meninggalkan anak,

“45pytusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995
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sedangkan hak penggugat asli adalah 1/3 bagian, dalam KHI ditegasakan bahwa
istri tidak mendapatkan warisan, karenaia beragama Kristen (non Muslim).

Putusan ini ditolak, kemudian melakukan banding pada Pengadilan
Tinggi Agama Yogyakarta dengan Putusannya tangga 24 Juni 1998 M,
bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1419 H. No. 007/Pdt.G/19987PTA.Yk.
Pengadilan Tinggi Agama pun menolak, yang kemudian digjukan kemabi ke
Mahkamah Agung.

Demikianlah putusan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung
pada hari selasa tanggal 28 September 1999 dengan Taufig Ketua Muda yang
ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagal ketua sidang, Chabib Sarbini
dan Achmad Syamsudin sebagai hakim-hakim anggota Fahrurozi Harlin.**°

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 51 K/AG/1999 dinyatakan
bahwa ahli waris non muslim dinyatakan sebagai ahli waris dari pewaris muslim
dan mendapatkan bagian yang sama dengan ahli waris muslim berdasarkan
wasiat wajibah, dalam putusan ini dinyatakan bahwa ahli waris non muslim
dianggap sebagai ahli waris.

Hal ini sebagaimana dipertegas oleh ketua Sidang Chalib Sarbini, bahwa:
“Putusan ini diputuskan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dan social
kemasnusiaan, demi menjunjung nilai-nilai keadilan substansif””.*’ Nilai-nilai
kemanusiaan dan nilai socia yang dimaksud adalah bahwa istri adalah orang
yang paling dekat hubungannya terhadap suami, ia berhak mendapatkan warisan
karena selama hidupnya almarhum selalu bersama istrinya dan selama sakitpun
dia yang merawatnya. Mungkin berbeda halnya ketika seorang istri tersebut
memang sudah lama menjauhi suaminya “tidak bersamanya, meninggalkannya,
yang kemudian suami meninggal kemudian meminta warisan.**®
. Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010

448pytusan Mahkamah Agung Nomor: 51 K/AG/1999
“"Hasi| wawancara pada Tanggal 25 Desember 2018
“®pytusan Mahkamah Agung Nomor 51 K/AG/1999
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Hakim yang memberikan hak waris kepada seorang ahli waris non
Muslim. Hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010,
yang memberikan hak waris kepada seorang istri yang berbeda agama dengan
suaminya.

Pada hari Rabu tanggal 30 April 2010, maelis hakim yang diketuai oleh
Andi Syamsu Alam, dengan anggota Rifyal Ka’bah, dan Mukhtar Zamzami,
mengeluarkan keputusan yang bernomor 16K/AG/2010 dimana keputusannya
adalah memberikan bagian warisan kepada Evie Lany Mosinta yang beragama
Kristen (Kafir) dari peninggaan suaminya Muhammad Armaya bin Renreng
yang beragama Islam.

Pokok Perkaranya adalah menyatakan bahwa Muhammad Armaya bin
Rengreng, telah meningga dunia pada tanggal 22 Mei 2008. Mahkamah Agung
mengabulkan kasasi dari Pemohon Kasasi Evie Lany Mosinta tersebut demi
membatal kan Putusan Pengadilan Tinggi M akasar Nomor:
59/Pdt.G./2009/PTA.Mks. Tanggal 5 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22
Rajab 1430 H. Putusan ini sgjatikan berawal dari putusan Pengadilan Agama
Makasar Nomor: 732/Pdt.G/2008/PA.MKs, tanggal 2 Maret 2009 M. bertepatan
pada tanggal 5 Rabiul Awal tahun 1430 H. yang amarnya menyatakan menolak
ekseps Tergugat.

Dalam keputusan tersebut diceritakan bahwa M. Armaya bin Renreng
(MAR) menikahi Evie Lany Mosinta (ELM) padatangga 1 November 1990 dan
tercatat secararesmi di catatan sipil. Selama pernikahan merekatidak dikaruniai
anak. Pada tanggal 22 Mei 2008 MAR meninggal dunia dalam keadaan masih
memeluk agama Islam, beliau meninggalkan harta warisan dan 5 ahli waris
yaitu: Halimah Daeng Bgji (Ibu Kandung), Murnihati binti Renreng (saudara
kandung perempuan), Muliyahati binti Renreng (saudara kandung perempuan),
Djelitahati binti Renreng (saudara kandung perempuan) dan Arsal bin Renreng
(saudara kandung laki-laki). Namun sampai MAR meninggal dunia, ELM masih
tetap beragama Kristen.
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Sebelumnya dalam pengadilan agama Makassar telah ditetapkan
keputusan yang bernomor 732/Pdt.G/2008/PA.Mks tanggal 12 maret 2008/5
Rabiul Awal 1430 H yang intinya berbunyi:

a. Hartamilik MAR dibagi 2 dengan ELM karena merupakan harta gono-gini

b. Bagian ¥2 MAR diserahkan kepada 5 ahli waris diatas dengan pembagian
(pokoknya adalah 30): 1) Ibu kandung mendapat 1/6 x 30 = 5 bagian, 2)
Saudara kandung perempuan yang berjumlah 3 masing-masing mendapat 1/5 x
25 = 5 bagian, 3) Saudaralaki-laki 2/5 x 25 = 10 bagian.

Keputusan ini ditolak oleh penggugat dan digukan banding, namun
Pengadilan Tinggi agama Makassar menguatkan keputusan tersebut dengan
nomor 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks tanggal 15 Juli 2009/22 Rajab 1430 H.
Kemudian tidak puas penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan
keluarlah keputusan Mahkamah Agung dengan nomor diatas.

Inti dari isi keputusan Mahkamah Agung adal ah:

a. Menetapkan harta gono-gini antara MAR dengan ELM sebesar 1/2 bagian
dan 1/2 bagian.

b. ELM berhak mendapatkan harta warisan dari ¥2 harta MAR bersama 5 ahli
waris diatas, sehingga pembagiannya adalah (pokoknya adalah 60); 1) Ibu
kandung menerima 10/60 bagian. 2) ELM menerima 15/60 atau ¥ bagian.
3) U Saudara kandung perempuan yang berjumlah 3 masing-masing 7/60
bagian. 4) U Saudara kandung laki-laki sebanyak 14/60 bagian.

Alasan yang mendasari keputusan M ahkamah Agung memberikan harta

warisan kepada ELM yang notabene tidak seagama dengan MAR vyaitu:

a. Alasan undang-undang bahwa perkawinan mereka sah dan tercatat di
catatan sipil sehingga mengacu kepada undang-undang perdata.

b. ELM sebagai istri MAR telah mengabdi kepada suaminya selama kurang
lebih 18 tahun.
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c. Para ulama seperti Yusuf al-Qordhawi telah memberikan fatwa bolehnya
non Muslim mewarisi seorang Muslim.
d. MA menganggap hal tersebut sebagai wasiat wajibah.**
Terdapat tiga Putusan Mahkamah Agung tentang status ahli waris non
Muslim yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995 tanggal 16 Juli
1995 dan Nomor : 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999.

Daam putusan nomor 368 K/AG/1995 dinyatakan bahwa ahli waris non
muslim mendapatkan bagian dari Harta Peninggalan Pewaris muslim berdasarkan
wasiat wajibah sebesar bagian ahli waris muslim, dalam putusan iniahli waris non

musim tidak dinyatakan sebagai ahli waris.

Dari tiga putusan di atas, bahwa melalui yurisprudensinya Mahkamah
Agung telah melakukan pembaruan hukum waris Islam dari tidak memberikan
harta bagi ahli waris non muslim menjadi memberikan harta bagi ahli waris non
muslim, dan dari tidak mengakui ahli waris non muslim sebagai ahli waris dari
pewaris muslim menuju pengakuan bahwa ahli waris non muslim juga dianggap
sebagal ahli waris dari pewaris muslim. Dengan kata lain Mahkamah Agung telah
memberikan status ahli waris bagi ahli waris non muslim dan memberikan bagian
harta yang setara dengan ahli waris muslim.

Salah satu bentuk putusan Mahkamah Agung terhadap pembagian waris
beda agama setelah beberapa kali gagal di pengadilan Tinggi, yang kemudian
dinyatakan boleh oleh Hakim Mahkamah Agung, sebagaimana berikut di bawah
ini:

1. Posisi Kasus
Pewaris bernama Muhammad Armaya bin Renreng, dias Armaya
Renreng, beragama Islam yang meninggal pada tanggal 22 Mei 2008. Pewaris
meninggalkan seorang Istri yang bernama Evie Lany Mosinta (Tergugat),
beragama Kristen. Mereka menikah pada tanggal 1 November 1990, di Bol[ E,

49 putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010
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Kabupaten Poso, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 57/K.PS/XI /1990.
Dalam perkawinan almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya
Renreng dengan Evie Lany Mosinta, tidak dikarunia seorang anak.

Dikarenakan Evie Lany Mosinta beragama Kristen, maka menurut Hukum
Islam ia tidak termasuk ke dalam ahli waris Muhammad Armaya bin Renreng,
alias Armaya Renreng. Jadi para ahli waris almarhum yakni:

a. Halimah Daeng Bgji (Ibu Kandung)

b. Dra. Hj. Murnihat | binti Renreng, M.Kes. (Saudara Kandung);

c. Dra Hj. Muliyahati binti Renreng, M.Si. (Saudara Kandung);

d. Djdlitahati binti Renreng, SST. (Saudara Kandung);

e. Ir. Arsal bin Renreng (Saudara Kandung);

Bahwa di samping amarhum Muhammad Armaya bin Renreng, alias
Armaya Renreng, meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris juga meninggalkan
beberapa harta benda yang telah diperoleh dalam perkawinannya dengan
perempuan Evie Lany Mosinta, baik harta tidak bergerak maupun harta bergerak
antaralain berupa:

. Harta Tidak Bergerak:

a. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas +216 m2 yang
terletak di J. Hati Murah, No. 11, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso,
Makassar, dengan batas-batas sebagai mana tersebut dalam gugatan.

b. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas +100 m2 yang
terletak di J. Manuruki, Kompleks BTN Tabariah G 11 /13 dengan batas-batas
sebagaimana tersebut dalam gugatan;

. Harta Bergerak:

a. 1 (satu) unit sepeda motor jenis /merk Honda Supra Fit, No. Pol. DD 5190 KS
warna merah hitam

b. Uang asurans jiwadari PT. Asuransi AIA Indonesia, sebesar Rp 50.000.000, —
(I ima puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh Evie Lany Mosinta
(Tergugat)
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Bahwa harta benda atau harta peninggalan tersebut yang telah diperoleh
antara amarhum Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng, dalam
perkawinannya dengan Tergugat menurut hukum menjadi harta bersama antara
amarhum Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng, dengan
Tergugat yang hingga sekarang ini seluruhnya masih dalam penguasaan Tergugat
dan belum dibagi olehnya.

Menurut Hukum Islam, almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, alias
Armaya Renreng, berhak memperoleh 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama
tersebut dan menurut hukum adalah menjadi harta warisan dari amarhum
Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng, yang merupakan hak
dari pada para ahli warisnya, tetapi harta tersebut seluruhnya masih dalam
penguasaan Evie Lany Mosinta dan belum diserahkan atau dibagikan oleh Evie
kepada para ahli waris dari almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, aias
Armaya Renreng.

Berbagai upaya yang telah di lakukan oleh para ahli waris dari almarhum
Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng, agar bagian almarhum
Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng, atas harta bersama
diserahkan oleh Evie Lany Mosinta dan dibagi secara kekeluargaan namun tetap
tidak berhasil, sehingga para ahli waris menggjukan gugatan ke Pengadilan
Agama Makassar untuk mengadakan pembagian atas harta bersama tersebut
menurut hukum Islam.

Daam gugatan tersebut, para ahli waris (para Penggugat) memohon
kepada Pengadilan Agama Makassar agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan
atas objek sengketa. Adapun tuntutan para Penggugat kepada Tergugat ialah
bahwa amarhum Muhammad Armaya bin Renreng, aias Armaya Renreng berhak
memperoleh 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersamanya dengan Tergugat yang
kemudian merupakan harta warisan dari pewaris serta menjadi hak dari para ahli
warisnya yang besar bagian para Penggugat selaku ahli warisnya dibagi
berdasarkan hukum faraidh.
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Selain itu para Penggugat menuntut tertugat agar menyerahkan bagian
amarhum Muhammad Armaya bin Renreng, aias Armaya Renreng, atas harta
bersama sebagai harta warisan dari almarhum Muhammad Armaya bin Renreng,
alias Armaya Renreng, baik dalam bentuk natura maupun in natura dengan cara
melelang dan hasilnya dibagikan sesuai hak masing- masing para ahli waris
berdasarkan hukum faraidh.

Dalamn gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada
pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut: Bahwa identitas Tergugat Evie Lany
Mosinta beragama Kristen, maka kompetensi absolute untuk mengadili perkara
tunduk kepada kewenangan Pengadilan Negeri.

Bahwa perkawinan Muhammad Armaya bin Renreng, aias Armaya
Renreng dengan Evie Lany Mosinta dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil yang
berakibat hukum tidak tunduk pada hukum Islam.

Bahwa gugatan para Penggugat kabur, karena seharusnya gugatan harusliah
ditujukan kepada subjek hukum yang secara Feitelijk menguasai barang- barang
sengketa. Maka seharusnya pihak para Penggugat menjadikan subjek hukum
tersebut (pihak yang telah menguasai objek sengketa) sebagai salah satu Tergugat
dalam pekara ini. Objek yang dimaksud dalam perkara ini adalah sebagaimana
yang tertera dalam gugatan para Penggugat yai tu harta tidak bergerak poin b,
yang mana harta tersebut telah ada dalam penguasaan pihak lain (telah terjadi jual
beli).

Berdasarkan hal-hal tersebut maka Tergugat memohon dalam eksepsinya
agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan Pengadilan Agama M akassar
tidak berwenang mengadili gugatan tersebut. Namun pada tanggal 2 Maret 2009
M bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1430 H Pengadilan Agama M akassar
menjatuhkan putusan Nomor: 732/Pdt .G/2008/PA.Mks yang menyatakan
menolak eksepsi Tergugat dan mengabulkan gugatan Tergugat untuk sebahagian.
Gugatan yang dikabulkan termasuk pernyataan bahwa para Penggugat adalah ahli

waris amarhum Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng dan
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berhak atas 1/2 dari harta bersama antara pewaris dengan Tergugat serta
pembagiannya diatur sesuai hukum faraidh.

Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 732/Pdt .G/2008/PA juga
dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan putusannya
Nomor: 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks, tanggal 15 Juli 2009 M. bertepatan dengan
tanggal 22 Rajab 1430 H yang dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat.

. Memori Kasasi

Setelah putusan tingkat banding diberitahukan kepada
Tergugat/Pembanding pada tanggal 10 September 2009 kemudian terhadapnya
oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2009, digjukan permohonan kasasi secara lisan
pada tanggal 24 September 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan
Kasas Nomor: 732/Pdt.G/2008 /PA. Mks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Agama Makassar, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi
yang memuat al asan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama
tersebut pada tanggal 8 Oktober 2009.

Alasan-alasan yang digjukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam
memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah: “Bahwa judex facti salah
menerapkan hukum telah bertentangan dengan ketentuan atau setidak-tidaknya
tidak memenuhi Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 vyaitu
putusan aquo hanya memuat alasan-alasan untuk menolak eksepsi
Tergugat/Pemohon Kasas antaralain:

Almarhum Muhammad Armaya semasa hidup beragama Islam dan secara
defacto Tergugat/Pemohon kasasi selaku pihak yang menguasai objek harta
warisan amarhum Muhammad Armaya, sehingga tepat penyelesaian sengketanya
di Pengadilan Agama Makassar.

Alasan- adasan tersebut tidak mempunyai dasar hukum dalam
putusan/penetapan serta pula tidak mencantumkan Pasal-Pasal dari peraturan-
peraturan hukum yang bersangkutan atau sumber hukumnya yang tidak tertulis
yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dengan tidak dipenuhi ketentuan Pasal 62
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ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, maka secara hukum judex facti telah
lala memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan
batal nya putusan tersebut.

Bahwa judex facti Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang
membenarkan kedudukan para Termohon Kasasi/para Penggugat sebagai ahli
waris dan berhak untuk mewarisi harta benda milik almarhum Muhammad
Armaya adalah keliru dan tidak berdasar hukum. Secara hukum Pemohon
Kasasi/Tergugat berkedudukan hukum sebagai ahli waris utama/pokok oleh
karena putus perkawinan karena kematian, bukan karena perceraian. Sehingga
secara hukum otomatis atau serta merta harta warisan yang ditinggalkan oleh
suaminya almarhum Muhammad Armaya yang adalah merupakan harta gono-gini
(harta bersama dalam perkawinan mereka) jatuh ketangan Pemohon
Kasasi/Tergugat sebagai istri sah, apalagi proses perkawinan mereka dilakukan
secara pencatatan sipil pada kantor catatan sSipil yang secara ketentuan
perkawinannya tunduk pada ketentuan hukum perdata (BW) dan maupun
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Bahwa judex facti Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan Tinggi
Agama Makassar telah salah menerapkan hukum atau bertentangan dengan
hukum yang mengabulkan gugatan para Penggugat/Termohon Kasas sebagai ahli
waris dari amarhum Muhammad Armaya dan berhak mewarisi 1/2 (separuh)
bagian dari harta-harta yang sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan
Tinggi Agama.

Bahwa secara fakta hukum putusnya perkawinan antara Pemohon
Kasasi/Tergugat dengan almarhum Muhammad Armaya bukan karena perceraian
melalui pengadilan melainkan karena kematian dan mengenai hal tersebut telah
diatur dalam ketentuan hukum baik dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan
maupun dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 38 Undang-Udnang No.
1 Tahun 1974 dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam. Secara hukum oleh karena
putusnya perkawinan Pemohon Kasasi/Tergugat dikarenakan kematian, maka
harta gono-gini tidak dapat dibagi %2 (separuh) bagian kepada para Termohon
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Kasasi/para Penggugat dengan menerapkan Ketentuan Pasal 37 Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974 sebagaimana yang diterapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama.

Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung. Menimbang, bahwa terhadap
alasan-adlasan dalam memori kasas yang digukan Pemohon Kasasi/Tergugat,
maka Mahkamah Agung berpendapat: Mengena alasan ke 1 dan 2. Bahwa
alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti salah menerapkan
hukum dengan pertimbangan sebagal berikut: Bahwa perkawinan pewaris dengan
Pemohon Kasasi sudah cukup lama yaitu 18 tahun, berarti cukup lama pula
Pemohon Kasas mengabdikan diri pada pewaris, karena itu walaupun Pemohon
Kasasi nonmuslim layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku istri
untuk mendapat bagian dari harta peninggalan berupa wasiat wajibah serta bagian
harta bersama sebagaimana yurisprudenss Mahkamah Agung dan sesuai rasa
keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama
Makassar harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan
pertimbangan sebagai berikut: Bahwa persoalan kedudukan ahli waris non muslim
sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama diantaranya ulama Y usuf Al Qardhawi,
menafsirkan bahwa orang-orang non Islam yang hidup berdampingan dengan
damai tidak dapat dikategorikan kafir harbi, demikian halnya Pemohon Kasas
bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda
keyakinan, karena itu patut dan layak Pemohon Kasas memperoleh bagian dari
harta peninggal an pewaris berupa wasiat wajibah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat
Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi
dari Pemohon Kasasi: Evie Lany Mosinta dan membatalkan putusan Pengadilan
Tinggi Agama Makassar Nomor: 59/Pdt.G/2009/PTA. Mks, tanggal 15 Juli 2009
M. bertepatan dengan tanggal 22 Raab 1430 H yang menguatkan putusan
Pengadilan Agama Makassar Nomor: 732/Pdt .G/2008/PA.Mks, tanggal 2 Maret
2009 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1430 H. serta Mahkamah
Agung mengadili sendiri perkaraini dengan amar putusan sebagaimana yang akan
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disebutkan dibawah ini: Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada
dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam
semua tingkat peradilan.

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009,
Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah
diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain
yang bersangkutan.

Dari pertimbangan hakim di atas maka hakim Mahkamah Agung
mmemutuskan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:
Evie Lany Mosinta tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama
Makassar Nomor: 59/Pdt .G/2009 /PTA.MKs, tangga 15 Juli 2009 M. bertepatan
dengan tangga 22 Ragjab 1430 H. yang menguatkan putusan Pengadilan Agama
Makassar Nomor: 732/Pdt .G/2008 /PA.MKs, tanggal 2 Maret 2009 M. bertepatan
dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1430 H.

Selain itu juga menyatakan bahwa Tergugat berhak mendapat 1/2 bagian
dari harta bersama tersebut di atas dan 1/2 bagian lainnya adalah merupakan harta
warisan yang menjadi hak atau bagian ahli waris amarhum Ir. Muhammad
Armaya bin Renreng, dengan rincian bagian masing-masing sebaga berikut
dengan pokok masalah 60 bagian:

a. Halimah Daeng Bagji (ibu kandung) mendapat 10/60 bagian

b. Evie Lany Mosinta (istri) wasiat wajibah mendapat 15/60 bagian

c. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes. (saudara perempuan) mendapat 7/60
bagian

d. Mulyahati binti Renreng, (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian;

e. Djedlitahati binti Renreng, (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian

f. Muhammad Arsal bin Renreng (saudaralaki-laki) mendapat 14/60 bagian,
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Dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 bahagian dari harta
bersama tersebut (harta warisan) kepada Penggugat.

Kewarisan yang merupakan salah satu cara perpindahan kepemelikan
antara satu budaya, keyakinan, dan agama memiliki kekhasan masing-masing.
Isam memberikan cara terbaik dan adil dalam menetapkan waris dan secara
eksplisit, jelas, sudah diterangkan bagiaannya msing-masing. Namun demikian,
perhitungan adakalannya memerlukan pengembangan pemakanaan, dalam hal ini
mengenai waris beda agama. Para ulama sepakat bahwa non muslim tidak dapat
menjadi ahli waris,dari muwarris muslim,yang menjadi salahsatu dasarnya ialah
Mereka mengiyaskan kepada masalah pembunuhan,jika pembunuhan dapat
memutuskan hubungan kekerabatan hingga mencabut hak kewarisan,maka
demikian juga halnya dengan perbedaan agama,sebab wilayah hukum islam dalam
hal ini khususnya hukum waris tidak mempunyai daya berlaku bagi non muslim.
Sedangkan mengenai kewarisan beda agama dalam hal ini yang menjadi muwarris
non muslim dan yang menjadi ahli waris muslim.para ulama terbagi menjadi dua
kelompok, yang satu dengan tegas menolak adanya pembagian warisan dan
kelompok |ainnya membolehkan.

Y ang kelompok satu bahwa hadis dan ayat yang melarang kewarisan beda
agama sudah jelas dan tidak bisa di ganggu gugat, satu pihak lagi mengangap
masih bisatafsirkan dengan caralain demi kemasl ahatan umat.

Meskipun hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antar
orang-orang yang berbeda agama (antara Muslim dengan non-muslim), tetapi
terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa pemberian harta antar orang berbeda
agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah. Hal tersebut
mengacu pada ketentuan Fatwa Magelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor:
5/MUNAS VI1/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama. Sedangkan Mahkamah
Agung RI telah memutuskan tentang status ahli waris non muslim yaitu Putusan
Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 dan Nomor : 51
K/AG/1999 tanggal 29 September 1999. Dalam putusan nomor 368 K/AG/1995
dinyatakan bahwa ahli waris non muslim mendapatkan bagian dari Harta
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Peninggalan Pewaris muslim berdasarkan wasiat wajibah sebesar bagian ahli
waris muslim. Dalam putusan ini, ahli waris non musim tidak dinyatakan sebagai
ahli waris. Sedang dalam putusan nomor 51 K/AG/1999 dinyatakan bahwa ahli
waris non muslim dinyatakan sebagai ahli waris dari pewaris muslim dan
mendapatkan bagian yang sama dengan ahli waris muslim berdasarkan wasiat
wajibah, dalam putusan ini dinyatakan bahwa ahli waris non muslim dianggap
sebagal ahli waris. Dengan munculnya dua putusan tersebut jelas Mahkamah
Agung telah menyimpangi ketentuan dalam Kompilas Hukum Islam pasal 171
Huruf ¢ bahwa tidak memberikan harta bagi ahli waris non muslim dan tidak
mengakui ahli waris non muslim sebagai ahli waris dari pewaris muslim.

Dalam memutuskan suatu perkara, majelis hakim memiliki banyak
pertimbangan. Jika dilihat dari aspek hukum Islam, maka pemberian wasiat
wajibah terhadap ahli waris non Muslim oleh Mahkamah Agung atas dasar
pertimbangan demi keadilan sebenarnya tidak dapat dibenarkan dalam hukum
Islam karena tidak sesuai dengan nash dan ketentuan Hukum Kewarisan Islam.
Namun jika dilihat dari aspek sosial-geografisnya, dimana Indonesia merupakan
Negara kepulauan dengan berbagai suku dan agama serta bukan merupakan
Negara Islam, maka putusan Mahkamah Agung yang memberikan wasiat wgjibah
kepada ahli waris non Muslim atas dasar keadilan tidak pula dapat dipersalahkan
mengingat banyak aturan-aturan Indonesia yang diadopsi dari hukum Adat yang
berlandaskan kepada keseimbangan dan kemaslahatan umat tanpa memandang
agamanya. Implikasi atau akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung Nomor
16 K/AG/2010 adalah pemberian wasiat wajibah terhadap istri pewaris (Tergugat)
disebabkan dalam Hukum Islam ia tidak termasuk dalam kategori ahli waris oleh
karena ia beragama nonmuslim. Akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung
tersebut tidak serta-merta dapat dijadikan yurisprudensi meskipun putusan
tersebut merupakan putusan Mahkamah Agung karena salah satu syarat suatu
putusan dapat dikatakan sebagai yurisprudensi adalah putusan tersebut telah
berulang kali dijadikan dasar untuk memutus perkara yang sama.
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Wasiat sebagal salah satu dari bidang hukum keluarga yang mempunyai
peran penting, yakni menentukan dan mencerminkan adanya sistem yang bentuk
hukum di dalam masyarakat. Sebagai salah satu gjaran dalam hukum Islam, tentu
wasiat untuk keadilan dan kemaslahatan ummat dan keadilan. Wasiat dapat
berupa materi atau non materi, wasiat materi dapat berupa harta benda yang
bernilai, wasiat materi inilah yang sering menjadi konflik di masyaraat. Masalah
yang bisa muncul adalah suatu wasiat disebut secara lisan, atau seorang wasiat
disebut sebagai penerimawasiat.

Wasiat merupakan salah satu bentuk penyerahan atau pelepasan harta
dalam syari’at Islam. Dimana wasiat dibuat karena berbagai macam alasan antara
lain, untuk menghindari persengketaan, perwujudan rasa kasih sayang dan agar
harta yang dimilikinya bisa digunakan untuk kepentingan orang lain.

Kata wasiat dalam bahasa Indonesia adalah pesan terakhir yang
disampaikan oleh orang yang akan meningga (biasanya berkenaan dengan harta
kekayaan dan sebaginya). Dalam istilah syara’ wasiat itu adalah pemberian
seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk
dimiliki olen orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati.
Sebagian fugaha mendefiniskan bahwa wasiat itu adalah pemberian hak milik
secara sukarela yang dilaksanankan setelah pemberinya mati. Dari pengertian
tersebut, wasiat dapat dipahami sebagai tindakan sukarela pewasiat memberikan
hak atau benda kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, yang
pelaksanaanya berlaku setelah pewasiat meninggal dunia. Ketentuan mengenai
berlakunya hukum wasiat setelah wafathya orang yang berwasiat ini,
menunjukkan perbedaan prinsipil antara wasiat dengan bentuk-bentuk pemberian
atau pelepasan harta lainnya seperti jual beli, wakaf dan hibah. Disebutkan dalam
al-Qur’an (2) ayat 180.

Sedangkan dalam Kompilas Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf f
disebutkan bahwa yang dimaksud dengan wasiat adalah pemberian suatu benda
dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris
meninggal dunia.
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Lebih lanjut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf f disebutkan
bahwa anak angkat dengan orang tua angkat terbina hubungan saling berwasiat
yang tertuang dalam pasal 209, yaitu:Harta peninggalan anak angkat dibagi
berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan
terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah
sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya. (2) Terhadap anak
angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari
harta warisan orang tua angkatnya.

Berdasarkan pasal ini, harta warisan seorang anak angkat atau orang tua
angkat harus dibagi sesuai dengan aturan kewarisan biasa yaitu kepada orang
yang mempunyal pertalian darah (hukum kerabat) yang menjadi ahli warisnya.
Oleh karena itu orang tua angkat atau anak angkat tidak akan memperoleh hak
kewarisan, karena dia bukan ahli waris. Akan tetapi menurut Kompilasi Hukum
Isam (KHI) orang tua angkat tersebut secara serta merta dianggap telah
meninggalkan wasiat (dan karena itu diberi nama wasiat wajibah) maksimal
sebanyak sepertiga harta, untuk anak angkatnya atau sebaliknya anak angkat
untuk orang tua angkatnya. Dengan demikian sebelum pembagian waris
pembagian warisan kepada para pihak yang berhak, wasiat wajibah ini perlu
ditunaikan dahulu.

Konsep di atas dinamakan wasiat wajibah, karena mempunyai makna
suatu tindakan pembebanan oleh hakim atau lembaga yang mempunyai hak agar
harta seseorang yang telah meninggal dunia, tetapi tidak melakukan wasiat secara
suka rela, agar diambil hak atau benda peninggalannya untuk diberikan kepada
orang tertentu dalam keadaan tertentu pula.

Wasiat wagjibah ini sebenarnya pertama kali dicetuskan oleh Negara Mesir
melalui Undang-undang nomor 71 Tahun 1946 (tentang wasiat). Dimana dalam
Undang-undang Mesir, penerima wasiat wajibah hanya terbatas pada cucu yang
ditinggal mati ayahnya, yang terhijab oleh anak-anaknya.

Sedangkan di Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Kompilasi
Hukum Islam (KHI) penerima wasiat wajib adalah anak angkat atau orang tua
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angkatnya. Tidak diketahui secara pasti, mengapa Kompilass Hukum Islam
merubah konsep wasiat wajibah ini hanya terbatas kepada anak angkat atau
kepada orang tua angkatnya sgja. Karena sewaktu diadakan wawancara dengan
kalangan ulama di seluruh Indonesia, pada saat pengumpulan bahan-bahan
Kompilass Hukum Islam, tidak seorang ulama pun yang dapat menerima
penerapan status anak angkat menjadi ahli waris.

Seperti yang telah diungkapkan para ulama diatas perbedaan agama
sebagal penghalang untuk dapat saling waris mewarisi, tampaknya mash
mewarnai hukum kewarisan dalam Islam dewasa ini. Sedangkan di Indonesia,
sekalipun pasa 173 Kompilas Hukum Islam (KHI) tidak meyatakan perbedaan
agama sebaga penghalang untuk saling mewarisi, namun pasal 171 hurf b dan ¢
Kompilass Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris dalam
keadaan beragama Islam.

T.M. Hasby a-Shiddieqt berpendapat bahwa wasiat wajibah dalam konsep
Undang-undang Mesir itu bertujuan agar cucu-cucu yang tidak mendapatkan
pusaka menerima hak orang tuanya masing-masing.

Kemudian Abdullah Siddik menjelaskan tentang perkembangan hukum
Islam, dimulai dari Mesir sebagai pencetus pertama bahwa cucu yatim yang
bapaknya meninggal lebih dahulu dari datuk mendapat harta pusaka dari
datuknya, yang diletakkan di dalam peraturan Undang-undang Mesir nomor 71
tahun 1946, dengan syarat tidak boleh melebihi sepertiga harta pusaka. Jika si
datuk tidak berbuat demikian, inilah yang disebut Wasiyyatul al-Wajibah dan
mempunyai keutamaan (proritas dari wasaiat lain). Wasiyyatul al-Wajibah ini
dilakukan terhadap keturunan langsung (liheal descendants) bagaimanapun
rendah menurunnya dari seorang anak lelaki maupun anak perempuan yang
meningga lebih dahulu dari si pewaris. Prinsip baru ini kemudian diambil alih
oleh Suriah, Tunisia, dan Maroko dalam kitab Undang-undang Hukum keluarga
mereka dengan sedikit perubahan. Di Tunisia wagjib wasiat dilakukan hanya
terhadap cucu laki-laki maupun perempuan keturunan pertama (first generation)
dari anak lelaki atau perempuan yang mati lebih dahulu. Sedang di Maroko dan
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Suriah wajib wasiat dilakukan hanya terhadap keturunan langsung dari anak |aki-

laki yang mati lebih dahulu dari si mati.

Sayyid Sabiq menjelaskan tentang tata cara pemecahan masalah yang
meliputi wasiat wagjibah yaitu:

a. Anak laki-laki yang telah mati diwaktu salah seorang dari kedua orang tuanya
masih hidup itu dianggap hidup dan mewarisi, dan bagiannya itu ditentukan
menurut kadar seperti halnya kalau ada dia.

b. Bagian orang yang mati tadi dikeluarkan dari harta peninggalan dan diberikan
kepada keturunannya yang berhak memeperoleh hak wasiat wajibah, bila
wasiat wajibah itu sama dengan sepertiga atau lebih kecil. Bila lebih dari
sepertiga, maka dikembalikan kepada anak-anaknya, yang laki-laki mendapat
bagian seperti bagian dua orang perempuan.

c. Sisa harta peninggalan dibagikan diantara ahli waris yang sebenarnya menurut
ketentuan-ketentuan mereka yang sah.

Kemudian Ridwan menjelaskan, ketentuan wasiat wajibah dalam banyak
hal dipengaruhi oleh hukum agar menyamakan hak dan kedudukan anak angkat
dengan status anak kandung. Dengan demikian konsep wasiat wajibah merupakan
modifikas dari pembaharu yang digali dari nilai lokal. Konsep ahli waris
pengganti dan wasiat wajibah merupakan jalan keluar untuk memberi hak kepada
Zawil Arham yang dalam figh suny tidak mendapat bagian, selama ahli waris
ashab al-furud ada.

Begitu juga dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, Nomor 263
tahun XV 2004 pembahasan mengenai wasiat wajibah juga diangkat oleh Eko
Budiono, dimana beliau mengatakan bahwa wasiat wajibah dapat diberikan
kepada kerabat yang non muslim apabila mereka kondisinya sangat miskin dalam
bidang ekonomi dibandingkan dengan kerabat lainnya. Jika ternyata kerabat yang
non Muslim hidupnya berkecukupan dibanding kerabat yang muslim, maka dia
tidak mendapatkan wasiat wajibah, karena Islam melarang orang non muslim

untuk dapat mendapatkan harta warisan kerabatnya yang muslim.
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Fatchur Rahman menjelaskan bahwa timbulnya wasiat wajibah karena dua
hal yaitu:

a. Hilangnya unsur ikhtiar bagi s pemberi wasiat dan munculnya unsur
kewajiban melalui perundangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan
orang yang berwasiat dan persetujuan s penerimawasiat.

b. Ada kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam hal
penerimaan laki-laki 2 (dua) kali lipat bagian perempuan.

Sedangkan dalam Mimbar Hukum Aktualisas Hukum Islam, Nomor 23

tahun VI 1995 pembahasan mengenal wasiat wajibah diangkat oleh Raihan A.
Rosyid, menyatakan bahwa pasal 209 KHI setelah ditinjau dari berbagai segi,
tidak patut untuk dipertahankan. Padahal wasiat wajibah ini diterapkan sebagai
jalan untuk pemerataan harta peninggalan bagi orang-orang yang tidak dapat
mewaris, tetapi orang-orang tersebut mempunya hubungan batin yang sangat
erat walaupun bukan hubungan pertalian darah. Jadi pada intinya wasiat wajibah
ini ditetapkan untuk menciptakan kemaslahatan bagi orang yang berhak
mendapatkannya.

Peradilan Agama adalah Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan
daam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus
dalam undang undang ini. (misalnya tatacara mengajukan gugatan cira di tempat

kediaman penggugat, permohonan talak ditempat kediaman termohon).

Hukum Acara yang berlaku pada lingkungan peradilan umum, meliputi
Reglemen Daerah Seberang (RBG) Stb. N0.227 tahun 1927 untuk daerah diluar
Jawa dan Madura. Reglemen Indonesia yang dibaharui (RIB/HIR) Stb.N0.1941,
Untuk wilayah jawa dan Madura. Samai sekarang perbedaan kedua aturan ini
masih dipertahankan dan belum barhasil disatukan. Selain itu ada Undangundang
no. 20 Th.1947 Tentang tata cara Peradilan Ulangan.

Dalam keluarga am Sanusi-Suyatmi. Pasangan suami istri ini memiliki

enam orang anak yakni Djoko Sampurno, Untung Legianto, Siti Aigah, Sri
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Widyastuti, Bambang Setyabudhi dan Esti Nuri Purwanti. Sebelum Sanusi-
Suyatmi meninggal dunia, salah seorang anaknya, bernama Sri Widyastuti, pindah
agama. Meskipun berkali-kali diminta untuk kembali, Sri tetap pada pilihannya
memeluk agama Kristen. Persoalan waris muncul ketika orang tua mereka
meningga dunia. Almarhum memang meninggalkan harta yang tersebar di

Jakarta, Bogor dan Purworejo.

Anak kelima, Bambang Setyabudhi mengajukan gugatan dan meminta
Pengadilan Agama Jakarta menetapkan ahli waris yang sah. Kebetulan seluruh
anak-minus Sri Widyastutisepakat harta waris orang tuanya dibagi berdasarkan
hukum Islam. Di mata penggugat, Sri tidak layak lagi mendapatkan hak waris
karena telah berpindah agama. Sebaliknya, Sri menolak pembagian secara Islam.
la juga menganggap Pengadilan Agama (PA) bukan forum yang tepat untuk
mengadili perkara waris yang dipersengketakan oleh orang yang berbeda agama.
Menurut Sri, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, PA adalah forum peradilan bagi
mereka yang beragama Islam; bukan bagi orang yang beragama Kristen seperti

dirinya.

Rupanya PA Jakarta berpendapat lain. Mengacu pada Pasal 1 dan 2 jo
Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, persona keislaman ditentukan oleh
pewaris. Dalam kasus ini, karena pewaris Sanusi. Suyatmi beragama Islam, maka
yang diterapkan dalam pembagian waris adalah hukum Islam. Konsekuensinya,
Sri Widyastuti terhijab untuk mendapatkan harta waris dari orang tuanya.

Argumen itu dimentahkan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jakarta dan
Mahkamah Agung. Meskipun Sri Widyastuti tidak termasuk golongan ahli waris,
ia tetap berhak atas harta warisan itu. Menariknya, majelis kasas terdiri dari
Taufig, M. Muhaimin dan Chabib Sjarbini, yang notabene adalah hakim-hakim
agung kuat pemahaman keislamannya. Menurut majelis kasasi, Sri Widyastuti
berhak atas harta peninggalan kedua orang tuanya, baik harta peninggalan Sanusi



249

maupun Suyatmi. Sri Widyatuti mendapatkan harta waris berdasarkan wasiat
wajibah sebesar bagian anak perempuan ahli waris Sanusi dan Suyatmi.

Pengadilan Tinggi Agama sebenarnya mengakui adanya hak Sri
berdasarkan wasiat wajibah, tetapi jumlahnya hanya tiga perempat dari bagian
seorang anak perempuan ahli waris. Mahkamah Agung mengubah jumlah harta
yang bisa diperoleh Sri, dari tiga perempat menjadi sama dengan bagian yang
diperoleh seorang ahli waris perempuan. Pertimbangan dan putusan MA yang
mengakui hak anak yang berbeda agama atas waris terdapat dalam register
perkara No. 368K/AG/1995. Putusan atas perkara ini baru dijatuhkan tiga tahun
kemudian.

Hakim sebagai penegak hukum mempunyai posisi sentral dalam penerapan
hukum. Hakim tidak hanya dituntut agar dapat berlaku adil tetapi ia juga harus
mampu menafsirkan undang-undang secara aktual sesuai dengan kebutuhan dan
perkembangan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat pencari
keadilan dengan tetap mempertimbangan aspek keadilan, kepastian hukum dan
nila kemanfaatannya.8 Melalui putusan-putusannya seorang hakim tidak hannya
menerapkan hukum yang ada dalam teks undang-undang (hakim sebagai corong
undang-undang) tetapi sesugguhnya ia juga melakukan pembaruan-
pembaruanhukum ketika dihadapkan pada masalah-masalah yang digjukan
kepadanya dan belum diatur dalam undang-undang ataupun telah ada aturan tetapi
dipandang tidak relevan dengan keadaan dan kondis yang ada (hakim

menciptakan hukum baru/jadge made law)

Hakim di lingkungan peradilan agama di Indonesia sebagai salah satu
penegak hukum Islam ternyata juga telah melaksanakan fungsi menetapkan
putusan terhadap perkara-perkara yang digjukan kepadanya dengan terlebih
dahulu mengemukakan pertimbangan-pertimbangan hukum pada putusannya
tersebut.10 Dan melalui putusan tersebut tidak dapat disangka bahwa ia telah
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turut berperan dalam pemikiran hukum Islam terlebih lagi ketika putusannya

tersebut mengandung pembaruan terhadap pemikiran hukum Islam.

Buku Il tentang Hukum Kewarisan terdiri dari Bab I: Ketentuan Umum
(pasal 171); Bab II: Ahli Waris (pasal 172-175); Bab Il1I: Besarnya Bahagian
(pasal 176-191); Bab I1V: Aul dan Rad (pasal 192-193); Bab V: Wasiat (pasal 194-
209); dan Bab VI: Hibah (pasal 210-214). Dalam pasa 171 huruf c dijelaskan
bahwa ahli waris beragama Islam pada saat meninggalnya pewaris. Pasal ini
menjelaskan bahwa ahli waris harus beragama Islam pada saat meningganya
pewaris sehingga berimplikasi bahwa jika tidak beragama Islam maka tidak
dianggap sebaga ahli waris dari pewaris Muslim. Adapun untuk
mengidentifikasikan seorang ahli waris beragama Islam pasa 172 KHI
menjelaskan bahwa ahli waris dipandang beragama Islam diketahui dari kartu
identitasnya atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan untuk bayi
yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, agamanya menurut ayahnya atau
lingkungannya.

Adapun identitas pewaris dijelaskan pada pasal 171 huruf b yaitu orang
yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan
putusan pengadilan, beragama Islam, meninggakan ahli waris dan harta

peninggalan.

Dari ketentuan-ketentuan di atas dapat diambil sebuah pemahaman bahwa
dalam Hukum Kewarisan Islam dalam perundang-undangan di Indonesia seorang
ahli waris yang bisa mewaris pewaris keduanya haruslah beragama Islam.

Implikasinya adalah ahli waris non Muslim bukan ahli waris dari pewaris Muslim.

Dalam putusan nomor 368 K/AG/1995 dinyatakan bahwa ahli waris non
muslim mendapatkan bagian dari Harta Peninggalan Pewaris muslim berdasarkan
wasiat wajibah sebesar bagian ahli waris muslim, dalam putusan ini ahli waris non
muslim tidak dinyatakan sebagai ahli waris, dan mendapatkan bagian yang sama

dengan ahli waris muslim berdasarkan wasiat wajibah, dalam putusan ini
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dinyatakan bahwa ahli waris non muslim dianggap sebagai ahli waris. Dengan
mencermati kasus tersebut dapat memunculkan pertanyaan kenapa dalam putusan
nomor 368 K/AG/1995 ahli waris non muslim tidak dinyatakan sebagai ahli waris

melainkan hanya diberikan harta berdasarkan wasiat wajibah.

Dari putusan di atas dapat ditarik satu gambaran bahwa melalui
Yurisprudensinya Mahkamah Agung telah melakukan pembaruan hukum waris
Islam dari tidak memberikan harta bagi ahli waris non muslim menuju pemberian
harta bagi ahli waris non muslim dan dari tidak mengakui ahli waris non muslim
sebagal ahli waris dari pewaris muslim menuju pengakuan bahwa ahli waris non
muslim juga dianggap sebagai ahli waris dari pewaris muslim. Dengan kata lain
Mahkamah Agung telah memberikan status ahli waris bagi bagi ahli waris non

Muslim dan memberikan bagian harta yang setara dengan ahli waris Muslim.

Para ulama ketika menyebutkan salah satu penghalang seorang menerima
warisan adalah karena Beda Agama. Dari Usamah bin Zaid ra., bahwa Nabi saw.,
bersabda:

AL TR Y AR ALY & 5 Y

Artinya: “Seorang Muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak
mewarisi harta seorang Muslim” (Bukhari-Muslim).

Imam Ibnu Bathdl dalam Syarah Bukhori, al-Maktabah Rusydi-
Riyaadhberkata:

alall &y Vs Al Cuaa ) jlaeVU g gl Al delea (aad
Cull (2 )y dgme il s Aoy e oo 1 5o pluall AN Y i)
Ol ) gean g e Gl

Artinya: “*Sekelompok para Imam Fatwa diseluruh penjuru negeri berpendapat
dengan hadits Usamah ini bahwa “Seorang Muslim tidak mewarisi
harta orang kafir dan orang kafir tidak mewaris harta seorang
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Muslim”. Hal ini diriwayatkan dari Umar, Ali, Ibnu Mas’ud, Zaid bin
Tsabit, Ibnu Abbas rodhiyallahu anhum ajmain dan mayoritas tabi’in”.

Indonesia yang mayoritas kaum Musliminnya bermadzhab Syafi’i, maka

Imam kita yakni Muhammad bin Idris a-Syafi’i dalam al-Ummpernah ditanya

oleh murid sekaligus perawi kitab al-Umm tersebut, yakni Imé@m al-Rabi’ bin
Sulaimaan berikut:

Eagn ol T ol e W 5 (&b *5f o 7al& S (8 1)l A6 -AT s

AL & Uy Al adle Al Ta L) e s 106 sUSh O s

«é;.ﬁd\ 35\53\ U, &)

Artinya: ““aku bertanya kepada beliau: ‘mengapa engkau mengatakan bahwa jika

bapak kafir atau seorang budak atau dibunuh dengan sengaja atau

karena keliru, maka seorang pun diantara mereka tidak mewarisi?’ Imam

Syafi’i menjawab: ‘telah datang hadits Nabi saw.: ““Seorang Muslim

tidak mewaris harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta
seorang Muslim”’,

Imam a-Qurthubi (w. 474 H) dalam “al-Muntaga Syarah Muwatha’
Malik™ berkata:

SRS 38y ALl DY & RN 3 ks Ay Mak Do (s

a e Jal (e sl ) i Lo e Ll

Artinya: ““diriwayatkan dari Mu’adz, Mu’awiyah dan Muhammad ibnul
Hanafiyyah bolehnya seorang kafir mewarisi seorang Muslim. Maka

ini membatalkan ijma sebagaimana yang dipegangi oleh mayoritas
ulama dipenjuru negeri’.

Namun penukilan Imam Qurthubi ini kuranglah tepat, bahwa ulama
yang disebutkan tadi, membolehkan seorang kafir mewarisi seorang Muslim.
Yang betul adalah ulama yang disebutkan tadi hanya berpendapat bolehnya

seorang Muslim mewarisi orang kafir. Imam Ibnu Bathool dalam *“Syarah
Bukhari’ berkata:
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Artinya: “tentang hal ini terjadi khilaf dari sebagian salaf, diriwayatkan dari
Mu’adz bin Jabal dan Mu’awiyah rodhiyallahu anhumaa bahwa
seorang Muslim mewaris orang kafir dan Seorang kafir tidak
mewarisi seorang Muslim. Yang berpendapat seperti ini juga adalah

Sa’id ibnul Musayyib, Ibrohim an-Nakho’i dan Masruuq (dari
kalangan tabi’in-pent.). Mereka berdalil: ‘kita mewarisi orang kafir

dan mereka orang kafir tidak mewaris kita, sebagaimana kita (boleh)
menikahi wanita kafir dan mereka tidak boleh menikahi wanita kita™.

Maka dari sini terjadi ijma’ (kesepakatan) bahwa orang kafir tidak
boleh mewarisi seorang Muslim dan dianggap belum tepat perkataan Imam
Qurthubi yang mengatakan batalnya ijma’ ini. Salah satu pensyarah Muwatha
Malik juga, Imam Ibnu Abdil Bar dalam ““al-Istidzkaar’ berkata:

Opalusall ¢ Lealy aliaall &y Y ASI (Y

Artinya: ““karena orang Kkafir tidak mewarisi seorang muslim dengan
kesepakatan kaum Muslimin™.

Hukum bagi seorang Muslim menerima warisan orang kafir. Telah
dinukil diatas, pendapat sebagian Aimah salaf yang berfatwa bahwa seorang
Muslim menerima warisan orang Kafir, namun ini adalah pendapat yang
marjuh (lemah). ImamSyafi’i pernah ditanya oleh muridnya Imam al-Rabi’i
berkaitan dengan fatwa dari sebagian Aimah tadi, dalam ““al-Umm” dijelaskan
bahwa:
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Artinya: ““Aku (Robii’) bertanya: ‘bagaimana dengan riwayat dari Mu’adz bin
Jabal dan Mu’awiyah Rodhiyallahu ‘anhuma serta Sa’id ibnul
Musayyib, Muhammad bin Ali bin Husain bahwa mereka mengatakan
seorang Muslim mewarisi seorang kafir, sebagian mereka beralasan
bahwa kita dihalalkan menikahi wanita mereka. Adapun seorang kafir
tidak mewarisi seorang muslim, sebagaimana mereka tidak dihalalkan
menikahi wanita kita, apa pendapatmu?’ Imam Syafi’i menjawab:
‘tidak ada pendapat seorang pun dihadapan Nabi Sholallahu “alaihi
wa salaam dan hadits Nabi Sholallahu ‘alaihi wa salaam menetapkan
hal tersebut’. Lanjut Imam: ‘jika ada orang yang mengatakan, mereka
lebih mengetahui hadits Nabi Sholallahu ‘alaihi wa salaam, mungkin
yang dimaksud adalah sebagian orang kafir tidak semuanya?’
jawabannya adalah yang keluar dari sabda Nabi Sholallahu *alaihi
wa salaam adalah umum, maka tetap pada keumumannya, kita tidak
bisa mengklaim suatu penafsiran sabda Nabi Sholallahu “alaihi wa
salaam dengan ucapan orang lain. Kemudian ucapan mereka yang
tidak membawa hadits ini dengan penafsiran, menunjukkan bahwa
mereka belum mendengar hadits tersebut.”.

Maksud Imam Syafi’i adalah kemungkinan sebagian Aimah yang
berpendapat bahwa seorang Muslim mendapatkan warisan orang kafir adalah
karena mereka belum mendengar hadits dalam perkarawasiat ini, dengan bukti
mereka tidak menakwilkan hadits ini ketika berpendapat yang berbeda, maka
hal ini sebagai udzur kepada Aimah tersebut dan tentu sgja orang yang lebih
tahu hujjah bagi orang yang belum mendapatkan informasi.

Imam Ibnu Bathal masih di kitab yang sama menambahkan:
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Artinya: “lbnul Qoshoor berkata: ‘pewarisan berkaitan dengan loyalitas, tidak
ada loyalitas antara seorang Muslim dengan kafir, berdasarkan

Firman Allah Subhanahu wa Ta’alaa: ““Hai orang-orang yang

beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan

Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu)” (QS. Al Maidah: 51).

Hal ini menunjukkan bahwa kaum muslimin tidak akan berloyalitas

kepada orang kafir, maka wajib untuk mereka tidak mewarisi orang

kafir, demikian juga antara seorang muslim dengan orang kafir

berbeda jauh dibandingkan kafir dzimiy dengan harbi, jika tsabit

bahwa kafir dzimi tidak mewarisi kafir harbi, padalah agamanya

sama, maka seorang muslim tidak mewarisi orang kafir lebih utama,
karena perbedaan agama mereka”.

Berkaitan dengan keputusan MA diatas yang memberikan fatwa ELM
yang notabene beragama kafir mendapatkan warisan dari MAR, suaminya yang
beragama Islam adalah tidak sesuai dengan syari’at Islam. Adapun dalil
keputusan ini dengan mengacu kepada fatwa Yusuf Qordhawi, maka ada

beberapa point yang perlu diluruskan:

1. Yusuf Qordhowi semoga Allah mengampuni dan memberinya jalan lurus-
banyak mengeluarkan fatwa-fatwa yang “nyeleneh” dan beliau banyak
mengambil fatwa-fatwa yang cenderung mudah tanpa dasar-dasar ilmiyah
yang kuat.

2. Informasi yang penulis dapat bahwa fatwa Yusuf Qordhowi berkaitan
dengan warisan seorang Muslim dari orang kafir, bukan sebaliknya.
Sehingga keputusan MA yang berdalil dengan fatwanya Yusuf Qordhowi
salah alamat.
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3. Fatwa bolehnya seorang Muslim mewarisi seorang kafir adalah lemah,
sebagai mana penjel asannya diatas.

4. Fatwa MA menyelisihi ijma kaum muslimin, sebagaimana dinukil Imam
Ibnu Abdil Bar diatas yang mengatakan seorang kafir tidak boleh mewarisi
seorang Muslim.

Adapun dalil mereka dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun

1974, maka seorang mukmin hanya berucap:
5585 ) Al (e (] s 5438 A 8

Artinya: “Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum)
siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang
yang yakin?” (QS. Al Maidah: 50).

Daam kasus ini, MAR meninggalkan harta yang dapat diwariskan dan
meninggalkan ahli waris: Ibu kandung, 3 saudara perempuan dan 1 saudara
laki-laki dan tidak memiliki anak. Adapun ELM yang merupakan istrinya tidak
dianggap sebagai ahli waris karena beda agama. Terhadap hal ini, pengadilan
agama dan pengadilan tinggi agama Makassar telah memberikan keputusan
yang tepat berkaitan ahli waris MAR dengan tidak mengikutkan ELM istri
yang kafir.

Adapun pembagian warisannya adalah sebagai berikut:lbu kandung,
bagian warisannya telah disebutkan dalam al-Qur’an surat al-Nis&” ayat 11 :
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Artinya: “Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam
dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai
anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia
diwaris oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga;
jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya
mendapat seperenam”.
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KarenaMAR memiliki 4 saudara kandung, maka sang ibu mendapatkan
1/6 dari harta warissn MAR.Saudara kandung, bagian warisannya telah
disebutkan dalam al Qur’an surat a-Nisa’ ayat 176:
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Artinya “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah:
“Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang
meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai
saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu
seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang |aki-

laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak
mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka

bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang
meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-

saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-
laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan”.

Karena MAR tidak meninggalkan anak, maka saudara-saudara
kandungnya mendapatkan harta warisan dengan bagian saudara laki-laki dua
bagian dari saudara perempuan. Dan warisan mereka semua setelah dikurangi
warisan untuk ibu.Seandainya ELM, istri MAR adalah seorang muslimah tentu
ia akan mendapatkan bagian yang disebutkan dalam surat a-Nisa’ ayat 12:
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Artinya: “Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika
kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para
isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan™.

Berdasarkan syari’at IsSlam yang tidak mengikutkan orang kafir dalam
warisan, maka bagian ibu kandung MAR adalah 1/6 dan sisanya 5/6 dibagi
untuk saudara-saudaranya MAR dengan laki-laki mendapatkan 2 bagian dari
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wanita. Perincian perhitungannya adalah dengan mengunakan faktor angka 30.
Yaitu:

a. lbu kandung 1/6 x 30 = 5 bagian atau 16.67 %
b. Saudara perempuan masing-masing 1/6 x 30 = 5 bagian atau 16.67 %
c. Saudaralaki-laki 2/6 x 20 = 10 bagian atau 33.32 %
Maka keputusan pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama dalam
pembagian warisan ini sudah sesuai dengan syariat Islam.

Dalam al Qur’an dan al-Sunah tidak disebutkan pembagian harta antara
suami-istri dengan prosentase tertentu pada saat mereka berpisah, karena cerai
atau meninggal dunia. Islam mengakui harta masing-masing pihak, harta suami
adalah punya suami dan harta istri adalah milik istri. Misanya bisa sga
seorang suami memiliki harta sebelum menikah, maka itu adalah harta suami,
begitu juga istri bisa jadi sebelum menikah ia memiliki harta, maka itu tetap
menjadi hartanya. Adapun setelah menikah maka suami berkewajiban
menafkahi istri dan anak-anaknya dengan memberikan sandang, papan dan
pangan. Maka sandang, papan dan pangan yang telah dihibahkan kepada istri
atau anak-anaknya, otomatis menjadi harta istri dan anaknya. Namun mungkin
sgja sepasang suami istri tersebut mendapat harta yang memang dihadiahkan
kepada mereka berdua, maka tentunya harta itu adalah milik bersama. Inilah
yang disebut dengan harta gono-gini. Karena daam undang-undang
perkawinan pasal 35 ayat 1 didefinisikan “bahwa harta benda yang diperoleh

selama perkawinan menjadi harta bersama”.

Jika sepasang suami-istri tidak membuat perjanjian untuk memisahkan
harta mereka, maka harta yang diperoleh setelah berlangsungnya pernikahan,
bisa dianggap sebagai harta bersama dan jika keduanya berpisah, baik karena
berceral atau meninggal dunia, maka hartanya dibagi menjadi 2. Sebagaimana
dijelaskan dalam pasal 97 KHI disebutkan:*Janda atau duda cerai hidup
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masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak

ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Namun dalam undang-undang perkawinan mengakui adanya bawaan,
karena dalam pasal 35 ayat 2 dikatakan:Harta bawaan dari masing-masing
suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah
atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing Ssepanjang para
pihak tidak menentukan lain

Dan pembagian harta bersama juga dapat fleksibel tidak harus separuh-
separuh, karena dalam pasal 37 disebutkan:Bila perkawinan putus karena

perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing

Yang dimaksud hukum masing-masing adalah hukum agama, hukum
adat atau hukum lainnya. Bisa sgja sepasang suami istri tersebut mengadakan
kesepakatan dengan pembagian prosentase tertentu, maka ini  dapat
mengesampingkan peraturan yang berlaku, namun jika menempuh jalur hukum
dengan mengambil hukum agama Islam, maka akan mengacu kepada
kompilasi hukum islam (KHI) dimana pada pasal 97 disebut hartanya akan
dibagi separuh-separuh.

Daam kasus MAR dan ELM ini keputusan pengadilan agama,
pangadilan tinggi agama dan MA mengacu kepada peraturan tersebut yang
membagi menjadi separuh-separuh. Adapun dalam hukum Islam maka harta
bersama tidak harus dibagi 2, tapi bisa dengan pembagian prosentase yang
lebih banyak dari lainnya, sesuai kesepakatan atau keputusan hakim, jika tidak
mencapai kata mufakat.

Ada beberapa pembahasan berkaitan dengan masalah wasiat, yang
pertama adalah masalah rukun dan syarat wasiat. Imam Muhammad bin Abdul
Mukmin al-Syafi’i dalam kitab Kifayat al-Akhyar menjelaskan rukun wasiat,
kata beliau rukun wasiat adalah:
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a Is wasiat, maka dipersyaratkan bukan sesuatu yang berupa maksiat,
seandainya seorang mewasiatkan untuk membangun gereja, maka hal ini
diharamkan.

b. Orang yang mewasiatkan sah kepemilikan harta yang akan diwasiatkan,
berakal dan baligh atau cakap hukum.

Permasalahan berikutnya adalah berkaitan dengan hukum wasiat
seorang Muslim kepada orang kafir. Imam Muhammad bin Abdul Mukmin
dalam kitab diatas mengatakan:
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Artinya. “jika telah diketahui hal tersebut, maka dipersyaratkan dalam

masalah wasiat beberapa perkara, yang pertama adalah Islam, maka

tidak boleh seorang muslim mewasiatkan kepada kafir dzimiy, karena

wasiat adalah amanah dan loyalitas, maka dipersyaratkan pada
keduanya islam”.

Namun Syaikh Muhammad bin Shalih a-Mungjid dalam fatawanya

mengatakan bolehnya seorang Muslim mewasiatkan kepada orang kafir

demikian teks fatwanya:
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Apa hukum wasiat seorang muslim kepada orang kafir, yang mana ia
mewasiatkan hartanya kurang dari sepertiga dan bagaimana hukum
kebalikannya yakni seorang Muslim meneriwa harta dari orang kafir yang
berwasiat kepadanya?

Para fugoha kaum muslimin dari hanafiyah, hanabilah dan kebanyakan
syafi’iyah mengatakan sahnya wasiyat dari seorang muslim kepada kafir
dzimiy atau kafir dzmi kepada muslim dengan syarat-syarat wasiyat yang
syar’l, mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa Ta’ala: “Allah
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tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-
orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir
kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku
adil” (QS. al-Mumtahanah: 8). Karena orang kafir tidak menafikan kecakapan
dalam kepemilikan. Sebagaimana sahnya jual beli orang kafir dan hibahnya,
maka demikian juga sah wasiatnya.

Sebagian syafi’iyah berpendapat bahwa wasiat yang sah kepada dzimiy,
jika disebutkan secara personal orangnya, seperti la berkata: ‘aku wasiatkan
kepada fulan’. Adapun jika ia mengatakan: ‘aku wasiatkan kepada yahudi atau
nashroni. Maka tidak boleh, karena menjadikan orang kafir sebagai pembawa
wasiat. Adapun Malikiyyah mereka bertawaquf sama saja apakah wasiat
seorang muslim kepada orang kafir dzimiy atau dzimiy kepada muslim. 1bnul
Qosim dan Asyhab (dari malikiyyah) berpendapat bolehnya jika hal tersebut
bertujuan untuk menyambung tali silaturahmi, karena untuk pendekatan diri,
jika tidak seperti maka dimakruhkan, yang mana tidaklah seorang berwasiat
kepada orang kafir dan meninggalkan Muslim, kecuali seorang muslim yang
sakit imannya (al-Maushu’ah al-Fighiyah (2/312).

Pada hari ini kita melihat sebagian kaum muslimin sangat disayangkan,
terlebih lagi mereka yang tinggal di negeri-negeri kafir, mewasiatkan hartanya
kepada yayasan Nashrani atau Yahudi atau selainnya dari yayasan-yayasan
kafir dengan dalil bahwa yayasan tersebut adalah yayasan kebaikan,
pengetahuan atau kemanusian dan yang semisalnya yang mana mereka tidak
bermanfaat bagi kaum muslimin. Hal ini tidak bermafaat kecuali menambah
kekafiran mereka saja, dan hal tersebut mengabaikan saudara muslim yang
ditimpa kesulitan, kelaparan di seluruh dunia tanpa memberikan kepada
mereka bantuan dan pertolongan, ini adalah bersumber dari kelemahan iman
dan tanda berkurangnya dan juga tanda loyalitasnya kepada orang kafir dan
kelompok kufar. Kita memohon kepada Allah keselamatan dan afiyat dari
perkara yang menakjubkan ini, sholawat dan salam kepada Nabi kita
Muhammad Sholallahu “alaihi wa salaam.

Pembahasan ketiga berkaitan dengan hukum wasiat. Syaikh Abu Bakar
Jabir a-Jaza’iri dalam “Figih ala madzabil al-arba’ah” mengatakan bahwa
dalam madzhab syafi’i hukum wasiat sebagai berikut:
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Syafi’iyah berkata: wasiat ditinjau dari hukum syar’i terbagi menjadi 5
macam:

1. Wasiat wajib yaitu wasiat yang berupa amanat, hutang-hutang yang
diketahui, maka wajib untuk berwasiat, sekalipun tidak dalam kondisi
sakit, hingga tidak menyia-nyiakan hak orang lain dengan kematiannya
yang tiba-tiba.

2. Wasiat haram, sebagaimana jika berwasiat maka menjadikan hak orang
yang tidak mendapatkan wasiat menjadi rusak.

3. Wasiat makruh, yaitu wasiat yang lebih dari sepertiga harta atau untuk
ahli warits.

4. Wasiat mustahab, yaitu yang kuat anjurannya yaitu yang memenuhi
gyarat-syaratnya dan bukan sesuatu yang wajib atau haram atau
makruh, seperti wasiat kepada selain ahli warits yang lurus akalnya dan
wasiat kepada orang miskin dan semisalnya.

5. Wasiat mubah, seperti wasiat kepada orang kaya.

Ini adalah hukum ditinjau dari Sisi is atau kandungan wasiat itu sendiri,

adapun berkaitan dengan wasiat dari sisi memberikan harta kepada seorang
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yang diwasiati, maka pembahasannya adalah jumhur (mayoritas) ulama
berpendapat bahwa hukumnya sunnah seorang mewasiatkan hartanya, ini
adalah pendapatnya ulama 4 madzhab, ats-Tsauri, a-Sya’bi dan Ibrahim al-
Nakha’i, mereka berdalil bahwa kebanyakan sahabat Rasulullah saw., tidak
dinukil dari mereka adanya wasiat, seandainya perkara tersebut wajib tentu
akan dinukil kepada kita dengan penukilan yang gamblang, karena wasiat
adalah pemberian, maka hal tersebut tidak wajib ketika seorang masih hidup,
maka tidak wajib juga setelah meninggal dunia. Kemudian mereka
menganjurkan wasiat dengan harta jika memiliki harta, sebagaimana firman-
Nya:
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Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan
(tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak,
berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya” (QS. al Bagarah:
180).

Lalu kewgjiban dalam ayat ini dimansukh dengan datangnya ayat tentang
warisan. Namun wasiat masih tetap mustashab kepada karib kerabat yang tidak

mendapatkan warisan, karena Nabi saw., bersabda:
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Artinya: “Sesungguhnya Allah memberikan kepada yang berhak haknya, maka
ketahuilah tidak ada wasiat kepada ahli waris” (HR. Ibnu Mgah dan
selainnya, dishahihkan oleh Imam al-Albani).

Sebagian ulama seperti Masrliq, Qotadah, a-Thabari berpendapat bahwa
wasiat wajib kepada kerabat yang tidak menerima warisan dalil mereka adalah
ayat yang mulia diatas dan sabda Nabi saw.,yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar

ra. .
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Artinya: “Tidak ada hak seorang Muslim yang memiliki wasiat, ia bermalam
selama 2 malam, kecuali wasiatnya sudah tertulis disisinya™ (Bukhari
Muslim).

Dalan riwayat Musim terdapat tambahan bahwa Ibnu Umar
rodhiyallahu anhu berkata:
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Artinya: ““saya tidak melewatai suatu malam pun semenjak saya mendengar
sabda Nabi sholallahu alaihi wa salam tersebut, kecuali aku sudah

memper siapkan wasiatku™.

Namun pendapat yang rgjih adalah pendapat mayoritas ulama yang
mengatakan wasiat harta adalah sunah, karena hak-hak harta telah ditetapkan
dalam warisan ketika seorang meninggal dunia dengan membawa harta.
Seandainya wasiat wgjib tentu para sahabat membuat wasiat dan akan
dinukilkan kepada kita, namun ternyata tidak dinukilkan kepada kita wasiat-
wasiat tersebut, kecuali dari beberapa orang sgja.

Maka putusan MA yang memberikan bagian harta MAR kepada ELM
dengan menganggap hal itu sebagai wasiat wajibah. Wasiat wajibah yang
dimaksud dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) adalah disebutkan dalam pasal
209 KHI secaraimplisit yakni terkandung didalamnya 3 unsur:

1. Subyek hukumnya adalah anak angkat terhadap orang tua angkat atau
sebaliknya.
2. Tidak diberikan atau dinyatakan oleh pewaris kepada penerima wasiat
secarategas dan jelas, akan tetapi dilakukan oleh negara.
3. Bagian penerima wasiat tidak boleh melebihi 1/3 harta peninggal an warisan.
Jadi konsep wasiat wajibah dalam peraturan negara kita adalah tindakan
dari penguasa yang diwakili hakim untuk memberikan bagian warisan kepada
anak angkat atau orang tua angkat yang tidak melebihi 1/3 harta peninggalan
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warisan, sekalipun pewaris tidak pernah menyatakannya sepanjang hidupnya.
Kemungkinan konsep ini diadops dari undang-undang Mesir yang
menyebutkan wasiat wajibah untuk menyelesaikan kasus-kasus masalah
kerabat yang tidak mendapatkan warisan. Sekalipun dinegara kita mayoritas
kaum musliminnya menggunakan madzhab Syafi’i dimana madhzab tersebut
memandang bahwa wasiat harta adalah sunah, maka jika seorang tidak
membuat wasiat, tentu tidak boleh diambil dari hartanya sebagai wasiat. Maka
seharusnya ELM tidak mendapatkan bagian warisan, karena ia seorang kafir
yang terhalangi menerima warisan dan tidak ada wasiat dari MAR sebagai
pewaris kepadanya.

Namun atas pertimbangan tertentu, yang penulis tidak mengetahuinya,
pemerintah Mesir yang kemudian diikuti juga oleh pemerintah kita dalam
masalah wasiat wajibah ini berpegang kepada pendapatnya Imam Ibnu Hazm
yang merupakan pembawa madhzab dhahiri.
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Artinya: ““wajib atas setiap muslimin untuk berwasiat kepada kerabatnya yang
tidak menerima warisan, hal dilakukan untuk menyambung tali
silaturahmi atau untuk orang kafir dan bisa jadi mereka adalah
orang-orang yang terhalangi dari mendapatkan bagian warisan atau
bahwa mereka memang tidak berhak mendapatkan warisan, maka
muslim tadi berwasiat kepada mereka dengan kebaikan hatinya, tidak
ada batasan tertentu. Jika s Muslim tidak membuat wasiat, maka
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mereka semua diberikan harta yang harus memperhatikan ahli
warisnya atau wasiat.

Jika kedua orang tuanya atau salah satunya beragama kafir (non
Muslim) atau sebagai budak (sehingga menghaangi warisan), maka wajib juga
bagi orang Muslim tersebut untuk berwasiat kepada keduanya atau salah
satunya tersebut, jika tidak ada orang lain yang kondisinya seperti itu. Jika
orang muslim tidak berwasiat, maka diberikan hartanya kepada mereka atau
kedua orang tuanya diberi harta dan ini adalah keharusan, lalu diwasiatkan

kepada siapa saja setelahnya”.

Namun dalam KHI, wasiat wajibah ini dibatas hanya kepada anak
angkat dan ayah angkat sgja dengan pembagian tidak boleh lebih dari 1/3 harta
peninggalan warisan. Adanya keputusan MA yang memberikan ELM bagian
warisan adalah ijtihad’majelis hakim yang memberikan keputusan tanpa
adanya dasar dari hukum positif apalagi hukum Islam. Mgelis hakim
melakukan kewenangannya untuk berijtihad dengan membuat keputusan diluar
aturan bailk hukum positif apalagi syariat Isslam, hal inilah yang memberikan

makna progresif terhadap perkara yang muncul.

Pendapat Imam Ibnu Hazm yang mewagjibkan seorang yang tidak
berwasiat kepada kerabatnya untuk diambil hartanya ‘secara paksa’ adalah

pendapat yang lemah dari sisi:

1. Tidak ada dalil dari Kitabullah, Sunah Nabi dan atsar para sahabat yang
secara tegas menunjukkan adanya pengambilan secara paksa harta pewaris
kepada kerabat yang tidak menerima waris, dan juga tanpa adanya wasiat.
Padahal biasanya Imam Ibnu Hazm berpegang dengan dhahirnya nas dan
yang mengherankan beliau berisyarat dengan giyas bolehnya shodagah dari
harta warisan, sekalipun pewaris tidak menyebutkan dalam wasiat, padahal
beliau adalah ulama anti giyas.
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2. Atsar-atsar yang dinukil Imam Ibnu Hazm dari ulama salaf adalah pendapat
mereka yang mewagjibkan wasiat kepada kerabat dan telah berlalu bahwa
pendapat ini menyelishi mayoritas ulama yang menganggap sunahnya
was at harta.

3. Aya tentang wasiat telah dinasakh (dihapus hukumnya) dengan ayat-ayat
tentang pembagian warisan, maka syariat telah menunaikan hak-hak orang
yang seharusnya mendapatkan hak dari harta warisan.

4. Setelah syariat menghalangi beberapa jenis ahli waris untuk menerima
warisan karena aasan-alasan tertentu seperti kekafiran, perbudakan dan
pembunuhan, maka dengan alasan wasiat ini semuanya jadi mendapatkan
pembagian, maka tentu ini akan menyia-nyiakan hukum syar’i terhadap
penghalang tersebut.

5. Adanya penghalang warisan yang dibuat oleh syari’at kepada mereka yang
seharusnya berhak mendapatkan warisan adalah terdapat hikmah dibalik itu
semua, bisa jadi ini sebagai hukuman kepada ahli waris yang melakukan
perkara yang menghalangi warisan, seperti pembunuhan kepada pewaris,
atau kekafiran. Karena dengan adanya kekafiran memutuskan hubungan
kekeluargaan. Nabi Nuh as., ketika dijanjikan oleh Allah swt., ketika banjir
besar melanda negerinya, bahwa semua keluarganya akan diselamatkan,
maka Nabi Nuh as., memohon kepada Allah agar anaknya yang tidak mau
bergabung didalam kapalnya juga diselamatkan, namun Allah mengatakan
bahwa anaknya bukan termasuk keluarganya. Firman-Nya :
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Artinya: “Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata: *““Ya Tuhanku,
sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dansesungguhnya janji

Engkau itulah yang benar. Dan Engkau adalah Hakim yang seadil-

adilnya. Allah berfirman: ““Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah
termasuk keluargamu (yang dijanjikan akan diselamatkan),
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sesungguhnya (perbuatan)nya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu
janganlah kamu memohon kepada-Ku sesuatu yang kamu tidak
mengetahui  (hakekat)nya. Sesungguhnya Aku memperingatkan
kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak
ber pengetahuan” (QS. HUd: 45-46).

6. Pendapat Imam Ibnu Hazm bahwa kedua orang tua yang kafir wajib diberikan
wasiat, bertentangan dengan sabda Nabi Sholallahu ‘alaihi wa salaam: “tidak
ada wasiat bagi ahli waris”

Sedangkan kedua orang tua yakni Ibu Bapak adalah termasuk ahli
waris mayit. Adapun karena kekafirannya kemudian keduanya atau salah
satunya terhijab dari menerima warisan adalah kesalahan dan hukuman kepada

mereka yang lebih memilih kufur daripadaiman.
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Artinya: “Dan katakanlah: “Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka
barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan
barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir.”” Sesungguhnya Kami
telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka” (QS. Al Kahfi :
29).

. Harta seorang Muslim adalah haram dan terjaga, tidak boleh seseorang
sewenang-wenang terhadap harta kaum muslimin. Ini adalah sesuatu yang
diharamkan atas sesama Muslim, maka bagaimana lagi harta seorang muslim
dihadapan orang kafir, tentu lebih haram dan terjaga. Nabi Sholallahu ‘alaihi
wa salaam bersabda :

NEPUTPRNCA A PRPN P PRSP
Artinya: “sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian diantara kalian
adalah haram” (Bukhari-Muslim).

Maka harta seorang Muslim tidak boleh diambil paksa kecuali jika

memang dibenarkan oleh syariat.
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Sehingga berdasarkan pemaparan diatas, keputusan Mahkamah Agung

(MA) yang memberikan bagian warisan kepada ELM padahal berbeda agama

dengan MAR menyalahi syari’at Islam dari sisi:

a. Tidak bolehnya seorang kafir mewarisi harta seorang Muslim.

b.

Tidak boleh wasiat kepada ahli waris, seandainya seorang Muslim
mewasiatkan sgjumlah harta kepada ahli warisnya ha ini tidak
diperbolehkan kecuali dengan ijin ahli waris lainnya, apalagi dalam hal ini
tidak adawasiat dari pewaris.

Wasiat wajibah adalah pendapat yang lemah menurut mayoritas fugaha 4
madzhab, sedangkan kaum muslimin di  Indonesia kebanyakan
menggunakan madzhab Syafi’i yang berpendapat sunahnya wasiat jika
dimutlakkan.

Seandainya ahli warits dihukumi mendapatkan wasiat, maka itu atas
sepertujuan ahli warits lainnya. Diriwayatkan bahwa Nabi saw., bersabda:
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Artinya: “Tidak boleh wasiat kepada ahli warits, kecuali jika diijinkan oleh
ahli warits (lainnya)” (HR. Daruquthni, Imam Dzahabi berkata:
‘sholihul isnad (hasan haditsnya), namun Imam Baihagi berkata :
‘sesungguhnya ‘Athoo’, salah satu perowinya tidak kuat dan tidak
pernah berjumpa dengan Ibnu Abbas Rodhiyallahu ‘anhu perowi
hadits ini. Imam Al Albani mendhoifkan hadits ini)

Sekalipun hadits ini lemah, namun para ulama bersepakat
mengamalkan tambahan ini. Imam Ibnul Mundzir dalam ““al-ljma’”* (1/21)
berkata:

Artinya: “para ulama bersepakat bahwa tidak boleh wasiat kepada ahli
waris, kecuali jika diijinkan hal tersebut (oleh ahli waris lainnya-
pent.)”.
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Maka hendaknya pemberian wasiat kepada ahli waris harus

mendapatkan persetujuan dari ahli waris lainnya.
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BAB IV
KONSTRUKSI PEMIKIRAN HAKIM TENTANG PEWARISAN BEDA
AGAMA DAN RELASINYA DENGAN WASIAT WAJIBAH

A.Pemikiran Hakim Mahkamah Agung Dalam Memutuskan Perkara Waris
Beda Agama Dan Hubungannya Dengan Putusan Tentang Wasiat Wajibah

Dalam analisa ini yang berkaitan dengan pemikran hakim tentang pewarisan
beda agama, maka dalam hal ini haruslah tidak bertentangan dengan teori hukum
progresif yag berlandaskan pada hukum adalah untuk manusia dan manusia bukuan
untuk hukum. Sebagai hakim haruslah tetap berusaha untuk berijtihad terhadap
perkara-perkara baru, meskipun tidak ada dasar hukumnya secara legal, namun ia
tetap harus berusaha mendapatkan keadilan yang substantif.

Kita sadar, di tengah kehidupan yang cenderung materialistis, hedonistik, dan
sekuler saat ini, untuk menjadi hakim yang amanah terhadap tugas dan jabatannya
bukan persoalan mudah. Kita paham, hakim tidak bekerja sendirian dan imun dari
pengaruh lingkungan. Oknum-oknum pengacara, jaksa, polisi, calo-calo perkara,
politisi, birokrasi, hingga kini masih menjadi faktor-faktor determinan yang
berpengaruh terhadap integritas hakim.

Dalam rasionalitas kita, untuk memiliki hakim-hakim amanah, tampaknya
masih perlu perjuangan keras. Redlitas di sekitar kita menunjukkan masih banyak
hakim-hakim sebagai "mulut undang-undang” belaka. Mereka tunarungu terhadap
suara keadilan masyarakat. Mereka setigp saat terlihat sibuk memeriksa dan
mengadili perkara, tetapi ketika menjatuhkan vonis, kiblatnya kepada perundang-
undangan.

Perundang-undangan ditafsirkan subjektif dan sekuler. Sikap demikian
diduga banyak dilandasi motif-motif kepentingan duniawi, seperti; ingin cepat
kaya, ingin bekerja nyaman dan aman, ingin cepat naik pangkat, atau ingin
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memenangkan pihak-pihak tertentu, dan sebagainya. Mereka lupa makna irah-irah
vonis yang berbunyi: "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’.
Mereka lalai terhadap amanah Sila kelima "Keadilan sosiad bagi seluruh rakyat
Indonesia’.

Dari perspektif moralitas hukum, hakim yang tidak amanah adalah hakim
yang "gelap hati". Betul bahwa hakim adalah manusia, dan dia punya hati. Tetapi
hanya hati dalam pengertian fisik, sementara hati dalam makna spiritualnya telah
keruh dan beku, sehingga tidak dapat difungsikan untuk menerima hidayah Tuhan
Yang MahaAdil, dan mendengarkan suara hati masyarakat.

Langkanya hakim amanah di dunia peradilan dapat dilihat dari semakin
maraknya perilaku menyimpang. Misalnya;, tanpa kontrol, keluar dari etika,
melanggar hukum, seperti mafia peradilan, jual-beli perkara, suap-menyuap,
kongkalikong, dan sebagainya. Kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme sangat jamak
di masyarakat. Sebagian daripadanya telah diproses dan diputus di pengadilan,
tetapi koruptor yang masih berkeliaran dan lolos dari hukuman masih banyak.

Tak terbantahkan, mulai dari pusat hingga daerah, mulai dari kalangan €elite
tingkat tinggi hingga masyarakat termiskin, pada kekuasaan eksekutif, legislatif
maupun yudikatif, di sana masih marak korupsi. Korupsi tidak hanya berupa uang,
melainkan juga manipulas anggaran, pencucian uang, dan tindak pidana lain
sgenis. Hakim amanah mesti sigap dan progresif ikut serta memberantas berbagai
tindak kejahatan tersebut.

Sgjak lama Satjipto Rahardjo telah mengingatkan dan mendorong perlunya
hakim bersikap progresif. Dalam pemikiran demikian, hakim hendaknya bekerja
dengan hati nurani dan bukan bekerja sekadar dengan otak. Kecerdasan intelektual
(intellectual quotion) sgja tidak cukup, melainkan perlu dilengkapi dengan
kecerdasan sosial (social quotion) dan kecerdasan spiritual (spiritual quotion).

Dengan kecerdasan yang komplit itu maka hakim akan mampu mengubah
paradigma hukum sebagai teks-teks perundang-undangan menjadi tatanan
kehidupan yang utuh, mencakup: transcendental order, sociological order, dan
political order. Pikiran (mindset) positif-tekstual yang cenderung hanya mengea
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suatu peraturan, dapat diperluas cakupannya menjadi pencarian esensi keadilan
substantif yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di situ hakim
bekerja melalui kontemplasi, menggunakan hati nurani, menempatkan diri sebagai
"telinga sosia", agar dapat mendengar suara keadilan masyarakat dan
mengej awantahkannya dalam vonis yang dibuatnya.

Ketika mindset dan orientasi hakim tertuju pada keadilan substantif,
terbukalah panorama dan cakrawala luas. Bahwa kita (hakim dan masyarakat)
adalah makhluk sosial sekaligus makhluk spiritual, dan bukan sekadar makhluk
individual. Kehidupan tidak berhenti di dunia (planet) bumi sga, melainkan
berlanjut sampai di alam baga, dan di sanadah segala ama perbuatan masing-
masing dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Mahaadil. Dengan demikian,
hakim progresif adalah hakim yang salim kalbunya, profesional kerjanya, ramah
pelayanannya, mampu berbagi suka-duka dengan masyarakat, dan putusan-
putusannya selaras dengan suara hati rakyat, baik rakyat pencari keadilan maupun
masyarakat luas sebagai bangsa.

Menjadi hakim (agung) tidak cukup hanya berbekal kepintaran membaca
dan menghafal peraturan, lolos dari seleksi oleh panitia seleksi di Komis Yudisial,
dan lolos fit and proper test di DPR. Melainkan perlu moralitas, keberanian, dan
tangguh menghadapi godaan-godaan. Hakim (agung) itu harus tangguh, sengguh
ora mingkuh (tegar, kuat, dan tidak goyah, senantiasa komitmen pada amanah tugas
dan jabatan). Pesan moral itu semoga singgah di hati para hakim dan mereka yang
terlibat dalam proses peradilan di negeri ini.

Aliran dalam ilmu hukum beragam. Ada yang berairan positivis atau
legalistik formil, ada juga yang beraliran progresif. Selama ini, di Indonesia,
disebut-sebut masih sedikit hakim yang beraliran progresif. Kebanyakan masih
beraliran positivis yang hanya mendasarkan kepada teks hukum tertulis atau
undang-undang belaka. Mereka dinilai kurang menggali keadilan yang ada di
masyarakat.

Bila merujuk ke ‘Bapak Hukum Progresif Indonesia’ Satjipto Rahardjo,
hukum progresif merupakan hukum yang tak hanya terpaku pada teks undang-
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undang, tetapi harus menggali keadilan di masyarakat. Jargonnya yang terkenal
adalah hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Paham inilah yang
cobadigali oleh hakim yang tergabung dalam forum komunikasi ini.

“Tujuan kami memang ingin menghimpun semua pemikiran-pemikiran
terutama hakim-hakim yang progresif, karena kita tahu kebanyakan hakim itu kan
berpikir legal formal. Kami ingin mendekatkan nuansa keadilan dalam putusan,”.

Hukum Progresif memecahkan kebuntuan di dalam mencari sebuah
keadilan. Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak
secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi
kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selau berada
dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah ingtitusi yang secara terus
menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan
yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi ke dalam faktor-
faktor keadilan, kesgahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah
hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (law as a process, law in the
making), ini lah wajah hukum progresif yang sesungguhnya secara esensial dapat
dipahami untuk mencari hakekat hukum yang sesungguhnya.

Ha yang juga termasuk urgen dalam hukum progresif yakni bagimana
menuntut keberanian aparat hukum khusunya seorang hakim dalam menafsirkan
pasal untuk memperadabkan bangsa ini kearah yang lebih baik. Apabila proses
tersebut benar, idealitas yang dibangun dalam penegakan hukum di Indonesia
sgjgar dengan upaya bangsa mencapai tujuan bersama. ldedlitas itu akan
menjauhkan dari praktek ketimpangan hukum yang tak terkendali seperti sekarang
ini. Sehingga Indonesia dimasa depan tidak ada lagi dskriminasi hukum, bagi kaum
papa karena hukum tak hanya melayani kaum kaya juga semua masyarakat yang
berada di Negara Indonesia khusunya. Apabila kesetaraan didepan hukum tak bisa
diwujudkan, keberpihakan itu mutlak dan abadi sampa kapanpun. Manusia
menciptakan hukum bukan hanya untuk kepastian, tetapi juga untuk kebahagiaan
dan keadilan yang sesungguhnya.
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Tetapi melihat realitas Negara Indonesia khusunya yang mana menyatakan
diri sebagai sebuah Negara hukum yang mana sudah tercantum di dalam hukum
dasar yakni konstitus (Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945) khusunya pada pasal 1 ayat (3) yang berbunyai; “Negara Indonesia adalah
Negara Hukum” yang mana patokan dalam penyelesaian suatu permalahan yang
terjadi di Negara Indonesia harus diselesaikan secara undang-undang tertulis
(terkodifikasi), sehingga para hakim khusunya dalam menegakkan hukum untuk
mencari suatu keadilan harus menjadikan kibalat suatu undang-undang yang sudah
diratifikas oleh para legidator. Pertanyaan yang paling mendasar dalam
pembahasan ini apakah para hakim berani memasukkan hukum progresif dalam
menempu keadilan yang seutuhnya dalam suatu peradilan yang menganut sistem
Negara hukum.

Lahirnya hukum progresif dapat dikatakan sebagai hukum yang
bertentangan dengan hukum prositivisme, dalam hal ini menurut salah satu Guru
Besar Fakultas Hukum Universitas Di Ponegoro (UNDIP) yang terkena sebagai
pecetus aliran progresif ini yakni Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum progresif
adalah menjaankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata dan hitam-putih dari
peraturan (according to the letter), melainkan menurut semangat dan makna lebih
dalam (to very meaning) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak
hanya kecerdasan Intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata
lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati,
dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian hakim
untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan dalam artian para hakim
harus dapat memberikan keadilan socia yang ada pada pelaku tindak pidana
khususnya.

Pada tingkat kasasi pengadilan tidak lagi melihat dan membicarakan fakta
(judic facti). Yang dilakukan adalah memeriksa apakah hukum telah dijalankan
dengan benar oleh pengadilan di tingkat bawah. Membaca sepintas, orang bisa
berkesimpulan, yang diperlukan Mahkamah Agung hanya membaca teks undang-
undang dan menggunakan logika hukum.
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Berdasarkan hal-hal yang terungkap dalam tingkat-tingkat persidangan
sebelumnya, Mahkamah Agung akan memeriksa apakah peraturan yang digunakan
hakim di Pengadilan Negerai dan Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan putusan
sudah benar. Bila benar demikian, tidak akan ada pintu masuk bagi pengadilan
progresif itu sendiri dalam rangka menegakkan hukum. Pengadilan progresif adalah
proses yang sarat dengan compassion yang memuat empati, determinasi, nurani,
dan sebagainya.

Karakteristik pengadilan yang demikian itu tentu akan bisa diekspresikan
dengan baik manakala pengadilan sendiri memeriksa kenyataan yang terjadi, tidak
hanya menggunakan kredo "peraturan dan logika'. Di situ hakim akan bisa
menyaksikan sendiri "daging dan darah" perkara yang diperiksa. Pengadilan bisa
menangkap penuh aroma perkara. Masalah menjadi gawat saat kita hanya melihat
peraturan dan fakta yang tersgji tanpa mengorek lebih jauh dari beberapa sisi yang
termasuk ugen dalam menyelesaikan suatu masalah tersebut. Di sini orang hakim
lebih bertumpu pada bagaimana suatu teks Undang-undang tertulis akan dibaca
untuk kemudian diterapkan terhadap kejadian yang sudah terekam dalam dokumen.

Selama hakim adalah manusia, kompleks atau predisposisi pilihan yang ada
padanya akan menentukan bagaimana suatu teks itu dibaca dan diartikan secara
aturan yang ada (aturan-aturan tertulis yang bersifat undang-undang).
Kasasi linier dan nonlinier. Pikiran (mind-set) positif tekstual kurang lebih hanya
akan "mengeja" suatu peraturan.

Cara berpikir hukum seperti itu di sini disebut "linier”. Memang itu amat
mudah, tetapi dangkal (lihat Menjalankan Hukum dengan Kecerdasan Spiritual). Di
sini kita bisa diingatkan kembali pada pendapat Paul Scholten, seorang pemikir
hukum Negara Belanda, yang mengatakan "hukum itu ada dalam Undang-Undang,
tetapi masih harus ditemukan". Maka menjadi salah sekaligus dangkal bila orang
hanya "mengegja” peraturan.

Cara lain adalah melakukan perenungan (contemplation) dan mencari
makna lebih dalam dari suatu peraturan. Ini sesuai gagasan Paul Scholten. Apabila
"pintu perenungan makna' dibuka, terbentanglah panorama baru di hadapan hakim.
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Perenungan tidak akan berhenti pada dimensi subyektif, tetapi juga sosial dalam arti
hukum progresif itu sendri. Hakim tidak hanya mendengarkan dengan telinga
subyektif, tetapi juga dengan "telinga sosia”. Tulisan ini ingin mengatakan, betapa
kecil pun sudut masuk aspek pengadilan kasas, ia tetap ada dan itu semua
tergantung pada hakim-hakimnya yang memimpin persidangan tersebut “ mengapa
demikian karena salah satu asas hukum pidana mengatakan” “ius curia novit”
dengan arti dimana hakim orang yang dianggap paling tau tentang hukum.

Hakim progresif. Pengadilan progresif mengikuti Maksim yang
menyatakan, "hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknya'. Bila rakyat adalah
untuk hukum, apa pun yang dipikirkan dan dirasakan rakyat akan ditepis karena
yang dibaca adalah kata-kata Undang-undang. Dalam hubungan ini, pekerjaan
hakim menjadi lebih kompleks. Seorang hakim bukan hanya teknis Undang-
undang, tetapi juga makhluk sosial. Karena itu, pekerjaan hakim sungguh mulia
karena ia bukan hanya memeras otak, tetapi juga nuraninya (dapat dibaca pada
literature yang berjudul Perang di Balik Toga Hakim. Menjadi makhluk sosial akan
menempatkan hakim di tengah hiruk-pikuk masyarakat, keluar dari gedung
pengadilan. Malah ada yang mengatakan, seorang hakim sudah tidak ada bedanya
dengan wakil rakyat. Bila ia berada di tengah masyarakat, berarti ia berbagi
sukaduka, kecemasan, penderitaan, harapan, seperti yang ada di masyarakat.
Melalui putusanputusannya, hakim suka disebut mewakili suara mereka (suara
rakyat) yang tak terwakili (unrepresented) dan kurang terwakili (under-
represented).

Hakim yang berpikiran progresif, menjadikan dirinya bagian masyarakat,
akan selau menanyakan, "Apakah peran yang bisa saya berikan dalam masa
reformas ini" Apa yang diinginkan bangsa saya dengan reformasi ini? Dengan
demikian, ia akan menolak bila dikatakan pekerjaannya itu hanya mengeja suatu
perundang-undangan. Hakim progresif akan selalu meletakkan telinga ke degup
jantung rakyatnya yang semata-mata mencari keadilan yang hakikih tanpa adanya

diskriminasi dalam mengekkan hukum yang sesungguhnya.



279

Hakim sekaligus sosiolog. Indonesia tidak kekurangan contoh menarik
dalam dunia pengadilan dan hakim, khususnya dalam kaitan dengan gagasan
penegakan hukum progresif. Hakim Agung Adi Andojo Soetjipto adalah salah satu
contoh, yaitu saat mengadili kasasi Muchtar Pakpahan di masa pemerintahan
Presiden Soeharto. Oleh pengadilan di bawah, Pakpahan dijatuhi pidana atas
tuduhan berbuat makar, yaitu kejahatan terhadap Negara.

Dalam tingkat kasas Mahkamah Agung mengatakan, Pakpahan tidak
melakukan perbuatan makar. Menurut Mahmakah Agung, para hakim di bawah
telah melakukan penerapan hukum yang salah dengan menggunakan yurisprudens
yang sudah ada sgak zaman kolonial. Itu secara sosiologis tidak benar karena
Indonesia sudah menjadi Negara merdeka dan sudah mulai menjalankan demokrasi
dan memperhatikan hak asasi manusia. Hakim Agung Adi Andojo Soetjipto boleh
dimasukkan kategori hakim yang "meletakkan telinganya ke jantung masyarakat".
Putusan itu juga bisa disebut progresif, bila mengingat Indonesia saat itu masih
dalam pemerintahan Soeharto yang kita tahu wataknya. Seorang hakim agung
berani melawan arus dominan kekuasaan otoriter di zamannya. Inilah yang ingin
dimaknai sebagai hakim independen dan progresif. Mungkin hakim seperti ini amat
sulit dibengkokkan dan dibeli. la hanya bisa dibeli oleh rakyatnya, dengan tujuan
semata-mata hanya mencari keadilan karkayat.

Teringat dengan seorang "hakim kecil”, tetapi pantas menjadi teladan bagi
"hakim-hakim besar”. la mengatakan, moralitas sgja tidak cukup, yang paling
penting adalah keberanian, ucap Teguh Haryanto. Memang untuk menciptakan
pengadilan progresif tidak hanya dibutuhkan komitmen moral, tetapi juga
keberanian. Hakim-hakim yang memiliki nurani kuat adalah satu hal dan yang
memiliki keberanian untuk menampilkan komitmennya adalah hal lain. Hakim
Agung Adi Andojo Sosetjipto yang mencoba melawan korupsi dalam tubuh
Mahkamah Agung akhirnya harus menerima risiko pahit. Bangsa kita sebaiknya
menaruh hormat kepada hakim-hakim yang akhirnya harus mental hanya karena

keinginan untuk memperbaiki citra pengadilan.
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Dari beberapa contoh di atas ini memang sangat sulit menemukan hakim
yang mempunyai keberanian dan mempunyai visi untuk menciptakan keadilan yang
sesungguhnya yakni keadilan hukum. Dalam hal ini sudah saatnya Negara
Indonesiatidak terpuruk pada hal-hal yang normative sgja melainkan pada keadilan
sosia itu sendiri sehingga tidak terjadinya penyimpangan dalam nilai keadialan
memang dalam merumuskan konsep keadilan progresif bisa menciptakan keadilan
yang subtantif dan bukan keadilan prosedur.

Akibat dari hukum modren yang memberikan perhatian besar terhadap
aspek prosedur, maka hukum di Negara Indonesia dihadapkan pada dua pilihan
besar antara yang menekankan pada prosedur atau pada substansi. Keadilan
progresif bukanlah keadilan yang menekan pada prosedur melainkan keadilan
substantif.

Kerusakan dan kemerosotan dalam perburuan keadilan melalui hukum
modren disebabkan permainan prosedur yang menyebabkan timbulnya pertanyaan
“apakah pengadilan itu mencari keadilan atau kemenangan?”. Proses pengadilan di
Negara yang sangat sarat dengan prosedur (heavly proceduralizied) menjaankan
prosedur dengan baik ditempatkan diatas segala-galanya, bahkan diatas penanganan
substansi.

Dalam rangka menjadikan keadilan subtantif sebagai inti suatu pengadilan
khususnya pada tingkat kasas yang dijalankan di Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) ini, Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting.
Sebagai puncak dari badan pengadilan, ia memiliki kekuasaan untuk mendorong
(encourage) Pengadilan dan hakim dinegeri ini untuk mewujudkan keadilan yang
progresif tersebut dalam artian keadilan hukum yang memihak kepada rakyat bukan
hanya pada para kuam penguasa semata, dengan begitu terciptanya keadilan hukum
yang bak. Kita mengetahui seorang hakim menjadi faktor penting dalam
menentukan, bahwa pengadilan di Indonesia bukanlah suatu permainan (game)
untuk mencari menang, melainkan mencari kebenaran dan keadilan.

Sehingga dalam tulisan ini dalam menegakkan hukum dalam suatu Negara
hukum hakimlah yang paling menentukan untuk menciptakan suatu keadilan yang
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pada nantinya dapat meberikan kepastian hukum yang sesungguhnya dengan
mengedepankan beberapa unsur sebelum memutuskan suatu perkara. Salah satunya
dengan memasukkan aliran progresif dalam mencari keadilan, karena hukum
progresif dapat memberikan kesempurnaan suatu Negara hukum. Selain itu tidak
hanya hakim yang mempunyai tugas dalam menegakkan keadilan semata, juga para
sarjana hukum dan para penegak hukum di Negara Indonesiaini.

Tetapi tentu dengan landasan-landasan yang logis untuk menetapkan hukum
yang pada nantinya tidak mengandung diskriminasi (tidak membeda-bedakan).
Yang mana dalam tujuan memasukkan nuansa hukum progresif dalam Negara
hukum formal ini semata-mata untuk menciptakan hukum yang ideal. Sehingga
pada nantinya semua persoalan yang terjadi (problematika) yang terjadi di Negara
hukum seperti Indonesia ini diserahkan sepenuhnya kepada hukum, Negara, dan
perangkat pendukungnya.

Sehingga pada nantinya kepercayaan masyarakat sepenunya diserahkan
kepada Negara dalam mencari keadilan melalui lembaga-lembaga peradilan yang
telah ada bailk Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT) dan Mahmah
Agung (MA), tanpa adanya keraguan masyarakat secaraluas.

Daam hal ini, peran hakim tidak hanya sebagai corong undang-undang,
namun ia harus mampu menjawab persoalan-persoalan yang ada di luar undang-
undang formil, dengan pendekatan interdisipliner, misalnya terdapat dua putusan
Mahkamah Agung tentang status ahli waris non muslim yaitu Putusan Mahkamah
Agung Nomor: 368K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1995 dan Nomor : 51 K/AG/1999
tanggal 29 September 1999.

Dalam Putusan Nomor 368 K/AG/1995 dinyatakan bahwa ahli waris non
Muslim mendapatkan bagian dari Harta Peninggalan Pewaris muslim berdasarkan
wasiat wajibah sebesar bagian ahli waris muslim, dalam putusan iniahli waris non
musim tidak dinyatakan sebagai ahli waris.**°

40pytusan Nomor 368 K/AG/1995
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Sedangkan dalam Putusan Nomor 51 K/AG/1999 dinyatakan bahwa ahli
waris non Muslim dinyatakan sebaga ahli waris dari pewaris Musiim dan
mendapatkan bagian yang sama dengan ahli waris muslim berdasarkan wasiat
wajibah, dalam putusan ini dinyatakan bahwa ahli waris non muslim dianggap
sebagai ahli waris.**

Dari dua putusan di atas dapat ditarik pemahaman bahwa melalui
yurisprudensinya Mahkamah Agung telah melakukan pembaharuan hukum waris
Islam dari tidak memberikan harta bagi ahli waris non muslim menjadi memberikan
harta bagi ahli waris non muslim, dan dari tidak mengakui ahli waris non muslim
sebagai ahli waris dari pewaris muslim menuju pengakuan bahwa ahli waris non
muslim juga dianggap sebagai ahli waris dari pewaris muslim. Dengan kata lain
Mahkamah Agung telah memberikan status ahli waris bagi ahli waris non muslim
dan memberikan bagian harta yang setara dengan ahli waris muslim.

Dengan munculnya dua putusan tersebut jelas Mahkamah Agung telah
menyimpangi ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 Huruf ¢ bahwa
tidak memberikan harta bagi ahli waris non muslim dan tidak mengakui ahli waris
non muslim sebagai ahli waris dari pewaris muslim.

Selain itu juga putusan hakim Mahkamah Agung bertentangan dengan
ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 5’MUNAS V11/9/2005
tentang Kewarisan Beda Agama, yang menetapkan bahwa :

1. Hukum Waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antar orang-orang
yang berbeda agama (antara muslim dengan non Muslim).

2. Pemberian harta antar orang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam
bentuk hibah, wasiat dan hadiah.**

Meskipun demikian, pada dasarnya putusan hakim Mahkamah Agung
tidaklah bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum progresif, yaitu; 1) hukum

adalah untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum, 2) hukum bukanlah law in

“*1pytusan Nomor 51 K/AG/1999
“2ratwa Magjelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 5/MUNAS V11/9/2005
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book akan tetapi law in action, 3) hukum adalah institusi moral kemanusiaan dan

bukan teknologi yang bukan berarti benar.

Putusan hakim Mahkamah Agung tentunya menggunakan pendekatan sosial
dengan illah hukumnya adalah kemanusiaan. Keputusan ini merupakan ha yang
kemudian menjadi yurisprudensi bagi para hakim untuk dapat memutuskan perkara
dengan keadilan substantif, sehingga hakim tidak hanya menjadi corong undang-
undang, namun juga mampu berijtihad terhadap tantangan-tantangan yang ada
dalam masyarakat yang membutuhkan putusan.

Amir Syarifuddin berpandangan bahwa penemuan hukum (rechtssvinding)
merupakan proses pembentukan hukum dalam upaya menerapkan peraturan hukum
umum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode
tertentu, seperti interpretasi, argumentasi atau penelaran (redenering), konstruksi
hukum dan lain-lain. Kadah-kaidah atau metode tersebut digunakan agar
penerapan aturan hukumnya terhadap peristiiwa tersebut dapat dilakukan secara
tepat dan relevan menurut hukum, sehingga hasil yang diperoleh dari proses
tersebut juga dapat diterima dan dipertanggungjawabkan dalam ilmu hukum. Hal
ini berarti bahwa penemuan hukum dapat diartikan sebagal proses konkretisasi
peraturan (das sollen) ke dalam peristiwa konkret tertentu (das sein). Tiga tahap
tugas hakim menurut Sudikno Mertokuso adal ah:

1. Tahap konstatir, dimana hakim mengkonstatir benar tidaknya suatu peristiwa
yang digjukan. Dalam tahap ini kegiatan hakim bersifat logis dimana penguasaan
hukum pembuktian bagi hakim sangat dibutuhkan dalam tahap ini;

2. Tahap kualifikasi, dimana hakim mengkualifisir hubungan hukum para pihak;

3. Tahap konstituir, dimana hakim menetapkan hukumnya terhadap yang
bersangkutan (para pihak atau terdakwa). Hakim menggunakan logisme, yaitu
hakim menarik ssimpulan dari premis mayor berupa aturan hukumnya dan premis
minor berupa tindakan yang bersangkutan.

Proses penemuan hukum oleh hakim dimulai pada tahap kualifikasi dan
berakhir pada tahap konstituir. Hakim memerlukan hukum dari sumber-sumber
hukum yang tersedia. Dalam hal ini, Indonesia tidak menganut pandangan legisme
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yang hanya menerima undang-undang sgja sebagai satu-satunya hukum dan sumber
hukum, tetapi di sini hakim dapat menemukan hukum melalui sumber-sumber
hukum, yaitu undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi, putusan desa
doktrin, hukum agama, bahkan keyakina hukum yang dianut masyarakat.

Hakim dalam memutuskan perkaranya harus benar-benar memegang teguh
pada prinsip keadilan sesuai dengan dasar dan pertimbangan hukum yang ada. Jika
pertimbangan yang bersifat materiil belum tersedia, maka langkah yang ditempuh
oleh hakim peradilan agama adalah menggali dan menemukan hukum, yang dalam
khazanah Islam disebut dengan ijtihad, yang dimana hukumnya bagi para hakim
adalah fardu kifayah. Ijtihad intinya adalah suatu usaha sungguh-sungguh untuk
menemukan hukum yang belum ada dan dilakukan oleh mujtahid (secara individu
maupun kelompok).

Selain hakim mampu melakukan ijtihad atau mengeluarkan hukum dari
sumbernya dalam rangka menemukan hukum, sekaligus juga harus mampu untuk
menerapkannya. Hakim sebagai penegak hukum, menyangkut kewenangannya
dalam memutuskan hukum, ia harus mencerminkan cara berpikir dan bertindak
sebaga mana mestinya penegak hukum.

Kitab Undang-Undang Warisan Mesir mengoper pendapat yang
menyatakan bahwa seorang Muslim tidak dapat mewarisi ahli warisnya yang
nonmuslim, sebagaimana tercantum dalam pasal 6 ayat (i) KUHW tersebut:“Tidak
ada saling mewarisi antara orang muslim dengan orang nonmuslim.”

Meskipun ada ketentuan yang menyatakan bahwa seorang ahli waris harus
beragama Islam dan telah dikuatkan dengan hadits yang menyatakan bahwa tidak
adanya hubungan waris mewaris antara seorang Muslim dengan nonmuslim, tetapi
pada praktiknya masih ada putusan.

Salah satu permasalahan pembagian waris yang paling krusia yaitu

apabila dalam suatu keluarga terdapat ahli waris yang berbeda agama dengan
pewaris (orang yang meninggal) dan ahli waris lainnya. Baik perbedaan agamaitu

terjadi sewaktu pewaris masih hidup atau ketika pewaris telah meninggal dunia.
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Hukum perdata yang berlaku di Indonesia sebagaimana dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak mengatur dalam hal

terjadinya perbedaan agama antara ahli waris dan pewaris.

Berbeda dengan Kompilas Hukum Islam (KHI), yang keberlakuannya
khusus bagi masyarakat yang beragama Islam, yang mengatur mengenai

perbedaan agama pewaris dan ahli waris.

Daam Pasal 171 butir (c) KHI disebutkan, yang termasuk ahli waris yaitu
seseorang yang mana saat pewaris meninggal dunia memenuhi persyaratan
sebagal berikut:

1. Mempunya hubungan darah atau hubungan perkawinan;
2. Beragama lslam; dan
3. Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
Ketiga persyaratan tersebut bersifat kumulatif yang berarti agar dapat
menjadi ahli waris menurut hukum Islam harus memenuhi seluruh syarat tersebut.

Jadi misalnya ketika seorang bapak (beragama Islam) meninggal dunia dan
salah satu anak kandungnya ada yang beragama non-Islam, maka anak tersebut
tidak berhak menjadi ahli waris.

Dalam salah satu hadist Nabi Muhammad saw., yang selau dijadikan
rujukan bagi Pengadilan Agama dalam memutus perkara waris disebutkan
tidaklah berhak seorang muslim mewarisi harta orang non-muslim dan tidak
berhak pula bagi orang non-muslim mewarisi harta seorang muslim.

Bahkan dalam ketentuan tersebut berlaku sebaliknya juga. Jika seorang
anak dalam suatu keluarga beragama Islam namun orang tuanya beragama selain

Islam, maka anak tersebut jugatidak berhak mewaris dari orang tuanya tersebui.

Namun terdapat jalan keluar penyelesaian bagi anggota keluarga yang
tidak berhak menerima waris tersebut yaitu dengan diberikannya wasiat wajibah.
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Hal tersebut sebagaimana dalam Yuriprudensi Mahkamah Agung dengan No. 368
K/AG/1995.

Sedangkan dalam putusan nomor 51 K/AG/1999 dinyatakan bahwa ahli
waris non muslim dinyatakan sebagai ahli waris dari pewaris muslim dan
mendapatkan bagian yang sama dengan ahli waris muslim berdasarkan wasiat
wajibah, dalam putusan ini dinyatakan bahwa ahli waris non muslim dianggap
sebagai ahli waris.

Fakta yuridis yang mengangkat tentang kedudukan ahli waris beda agama
menurut Kompilass Hukum Islam (Anadlisis Yuridis Putusan Yurisprudensi
Makamah Agung RI. Nomor: 51K/AG/1999 tangga 29 September 1999). Dalam
putusan nomor 51 K/AG/1999 dinyatakan bahwa ahli waris non muslim
dinyatakan sebagai ahli waris dari pewaris muslim dan mendapatkan bagian yang
sama dengan ahli waris muslim berdasarkan wasiat wajibah, dalam putusan ini
dinyatakan bahwa ahli waris non muslim dianggap sebagai ahli waris. Kompilasi
Hukum Islam (KHI) sgja tidak ada mengatur tentang wasiat wajibah bagi orang
yang berbeda agama. Wasiat wajibah yang terdapat dalam Kompilas Hukum

Islam hanya mengatur tentang anak angkat dan orang tua angkat.

Harusnya hakim tidak hanya mempertimbangkan asas keadilan dan
berimbang yang memberikan porsi warisan kepada ahli waris beda agama dengan
berdasarkan pada wasiat wajibah. Akan tetapi, harus menjunjung tinggi Al-Qur’an
beserta hadis sebagai hukum tertinggi dalam kewarisan Islam. Dalam khazanah
hukum Islam, wasiat wajibah ini dirasa baru karena memberikan bagian porsi

warisan kepada saudara kandung non muslim.

Dasar pertimbangan Hakim disini yang mengabulkan bahwa ahli waris
beda agama juga mendapatkan kedudukan yang sama dengan ahli waris yang
tidak beda agama adalah rasa keadilan. Amar putusan tersebut diatas
menimbulkan kontroversi karena tidak ada satu dalil yang mengatur tentang

pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris yang berbeda agama dengan si pewaris.
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Daam Kompilass Hukum Islam (KHI) sga tidak ada mengatur tentang wasiat
wajibah bagi orang yang berbeda agama. Wasiat wajibah yang terdapat dalam
Kompilass Hukum Islam hanya mengatur tentang anak angkat dan orang tua

angkat.

Kehadiran putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51 KJAG/1999 untuk
menciptakan standar hukum. Yurisprudens yang benar-benar mengandung unsur
rasional, praktis dan aktual dapat dijadikan sebaga standar hukum mengenal
kasus tertentu dalam kehidupan peradilan suatu bangsa. Jika dalam suatu
peraturan perundang-undangan yang telah dijadikan hukum positif tidak mengatur
secara konkrit suatu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, hakim harus
berperan menciptakan hukum baru yang sesuai dengan perkembangan dan

kebutuhan masyarakat.

Ada pun pors harta warisan yang dikeluarkan lewat wasiat wajibah ini
untuk saudara kandung berbeda agama adalah sama dengan bagian warisan
saudara kandung muslim yang sedergjat Jadi adasan dasar hakim mengenai asas
keadilan dapat menyimpangi aturan kewarisan dalam Hukum Islam.

Sgjauh ini ada dua putusan Mahkamah Agung tentang Status ahli waris
non Muslim yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368 K/AG/1995 tanggal 16
Juli 1998 dan Nomor: 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999. Dalam putusan
nomor 368 K/AG/1995 dinyatakan bahwa ahli waris non muslim mendapatkan
bagian dari Harta Peninggalan Pewaris muslim berdasarkan wasiat wajibah
sebesar bagian ahli waris muslim, dalam putusan ini ahli waris non muslim tidak
dinyatakan sebagai ahli waris, dan dalam putusan nomor 51 K/AG/1999
dinyatakan bahwa ahli waris non muslim dinyatakan sebagai ahli waris dari
pewaris muslim dan mendapatkan bagian yang sama dengan ahli waris muslim
berdasarkan wasiat wajibah, dalam putusan ini dinyatakan bahwa ahli waris non

muslim dianggap sebagai ahli waris.
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Dari putusan di atas dapat ditarik satu gambaran bahwa melaui
yurisprudensinya Mahkamah Agung telah melakukan pembaruan hukum waris
Islam dari tidak memberikan harta bagi ahli waris non muslim menuju pemberian
harta bagi ahli waris non Muslim dan dari tidak mengakui ahli waris non muslim
sebagai ahli waris dari pewaris muslim menuju pengakuan bahwa ahli waris non
muslim juga dianggap sebagai ahli waris dari pewaris muslim. Dengan kata lain
Mahkamah Agung telah memberikan status ahli waris bagi bagi ahli waris non

Muslim dan memberikan bagian harta yang setara dengan ahli waris Muslim.

Satu ha menarik yang perlu dicermati di sini adalah bahwa dalam
pertimbangan hukumnya baik dalam perkara nomor 368 K/AG/1995 tanggal 10
,16 Juli 1998 maupun nomor 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 keduanya
didasarkan pada wasiat wajibah. Dengan mencermati kasus tersebut dapat
memunculkan pertanyaan kenapa dalam putusan nomor 368 K/AG/1995 ahli
waris non muslim tidak dinyatakan sebagai ahli waris melainkan hanya diberikan
harta berdasarkan wasiat wagjibah sementara dalam putusan nomor 51 K/AG/1999
disamping mendapatkan harta berdasarkan wasiat wajibah ahli waris non muslim

juga dinyatakan sebagai ahli waris dari pewaris Muslim.

Hakim yang memberikan hak waris kepada seorang ahli waris non
Muslim. Hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010, yang
memberikan hak waris kepada seorang istri yang berbeda agama dengan

suaminya.

Dengan munculnya tiga putusan tersebut jelas Mahkamah Agung telah
menyimpangi ketentuan dalam Kompilas Hukum Islam yang tidak memberikan
harta bagi ahli waris non Muslim dan tidak mengakui ahli waris non Muslim
sebagal ahli waris dari pewaris Muslim. Dalam konteks ini perlu disinggung
bahwa Hakim memiliki kewenangan untuk menyimpangi ketentuan-ketentuan

hukum tertulis yang telah ada yang dianggap telah usang dan ketinggalan zaman
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sehingga tidak lagi mampu menciptakan keadilan di tengah-tengah kehidupan
masyarakat.

Daam llmu Hukum cara ini disebut dengan istilah Contra legem. Dalam
menggunakan Contra legem ini Hakim harus mencukupkan pertimbangan
hukumnya secara jelas dan tagjam dengan mempertimbangkan berbagai aspek
hukum. Putusan hukum oleh hakim yang kemudian dijadikan sebagai dasar bagi
putusan yang memiliki kasus serupa disebut sebagai hukum yurisprudensi
tujuannya adalah untuk menghindari adanya disparitas putusan hakim dalam

perkara yang sama.

Dalam dua kasus di atas yang dijadikan dasar pembaruan Hukum
Kewarisan Islam adalah wasiat wajibah yang menurut sebagian pemikir 1slam ahli
waris non Muslim dapat mendapat bagian harta warisan melaui jalan wasiat
wajibah. Pendapat tersebut seperti yang dikemukakan oleh 1bnu Hazm, al-Tabari
dan Muhammad Rasyid Rida. Namun tidak ada pertimbangan hukum yang
menyatakan bahwa ahli waris non Muslim dianggap sebagai ahli waris bagi
pewaris Muslim. Di sinilah letak kelemahan dari putusan tersebut yang tidak

menjelaskan tentang pertimbangan hukum bagi status ahli waris non Muslim.

Dengan diberikannya hak wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim
sebagal aternatif agar memperoleh haknya, sebagaimana dalam putusan
Mahkamah Agung, sesungguhnya telah memberikan gambaran positif bahwa
hukum Islam tidaklah eksklusif dan diskriminatif yang seolah-olah telah
menempatkan warga negara non-Muslim sebagai kelas dua di depan hukum.
Apabila ahli waris non-Muslim tetap dipertahankan sebagai orang yang tidak
dapat mewarisi dengan jalan apapun, sebagaimana hukum asalnya, maka hukum
Islam akan dipandang sebaga suatu ancaman (menghilangkan hak waris) apabila
ditransformasikan ke dalam hukum nasional (hukum positif), hal ini sangat tidak

menguntungkan bagi perkembangan hukum Islam selanjutnya.
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Kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili sengketa waris di antara
yang berbeda agama (Muslim dan non-Muslim) masih tetap dipertanyakan,
khususnya oleh warga hegara non-Muslim, karena berdasarkan ketentuan pasal 49
UU Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama hanya berwenang mengadili perkara
perdata tertentu di antara orang-orang yang beragama Islam dan dilaksanakan
berdasarkan hukum Islam. Pertanyaan tersebut mengemukakan tidak terlepas dari
pemahaman bahwa hukum Islam tidak memberi hak mewarisi kepada ahli waris

non-Muslim.

Oleh karena itu, dengan adanya hak wasiat wajibah bagi ahli waris non-
Muslim pertanyaan tersebut barangkali sudah tidak muncul lagi karena hukum
Islam telah mengakomodir hak dan kepentingan warga negara non-Muslim. Lebih
dari padaitu, redlitas yang terjadi selamaini warga negara non muslim kerap kali
membawa perkara kewarisan Islam ke Pengadilan Negeri (Umum), sehingga
menghambat penyelesaian perkara, atas sengketa waris yang digukan warga
negara Muslim ke Pengadilan Agama diharapkan tidak akan terjadi lagi.

Dari tiga putusan di atas dapat dipemahami bahwa melaui
yurisprudensinya Mahkamah Agung telah melakukan pembaharuan hukum waris
Isam dari tidak memberikan harta bagi ahli waris non muslim menjadi
memberikan harta bagi ahli waris non muslim, dan dari tidak mengakui ahli waris
non muslim sebagai ahli waris dari pewaris muslim menuju pengakuan bahwa ahli
waris non muslim juga dianggap sebagai ahli waris dari pewaris muslim. Dengan
kata lain Mahkamah Agung telah memberikan status ahli waris bagi ahli waris

non muslim dan memberikan bagian harta yang setara dengan ahli waris muslim.

Dengan munculnya dua putusan tersebut jelas Mahkamah Agung telah
menyimpangi ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 Huruf ¢ bahwa
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tidak memberikan harta bagi ahli waris non muslim dan tidak mengakui ahli waris

non muslim sebagai ahli waris dari pewaris muslim.**

Membahas tentang konstruksi baru budaya hukum hakim berbasis hukum
progresif. Konstruksi baru ini merupakan hasil suatu rekonstruksi atas kondisi
existing budaya hukum hakim di pengadilan. Rekonstruksi sendiri dimaknai sebagai
proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan
pengorganisasian kembali atas sesuatu.”* Sesuatu yang dimaksudkan adaah
budaya hukum hakim.

Jadi, rekonstruksi budaya hukum hakim berbasis hukum progresif adalah
proses membangun kembali budaya hukum hakim dalam menangani suatu perkara
yang didasarkan pada asumsi, konsep, dan prinsip hukum progresif. Budaya hukum
hakim sendiri dimaksudkan seperangkat pengetahuan dan keyakinan hakim yang
termanifestasikan dalam putusan yang dibuat sebagai hasil proses dan produk
budaya hakim dalam mewujudkan nilai-nilai hukum.”® Nilai-nilai hukum itu
terssmbolkan dalam judul (irah-irah) di setiap putusan hakim, yaitu: “Demi
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa™**®

Pentingnya suatu konstruksi baru budaya hukum hakim bertolak dari
kondisi existing (hasil studi), atas penanganan perkara oleh hakim di Pengadilan
saat ini banyak mengalami kemerosotan atau dapat dibilang kegagalan untuk
menghadirkan hukum yang adil, bermanfaat dan melindungi kepentingan

masyarakat (social justice). Nilai-nilai budaya hukum lama perlu dibangun kembali

3 bid.

““Baca Bryan A. Garner, 1999, Black' Law Dictionary, edis ke-7. S.T. Paul minu: West
Group, h. 1278. Reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing
something.

“*Bandingkan dengan rumusan nilai-nilai hukum oleh Radbruch, yaitu nilai keadilan,
kepastian, dan kegunaan. Gustav Radbruch dalam The Legal Philosophies of Lask, Radbytold, and
Dabin, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, h. 107-108.

“CJudul (irah-irah) tersebut harus dicantumkan di setiap putusan hakim dan jika tidak
dicantumkan berdasarkan Pasal 197 ayat (1) KUHAP putusan batal demi hukum. Lihat juga Pasal 2
ayat (1) UU No. 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: peradilan dilakukan “Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Juga lihat Pasal 8 ayat (3) UU Kejaksaan No.16 Tabun 2004:
Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan
dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah.
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(ditata ulang) berdasarkan nilai-nilai budaya hukum baru, karena nilai-nilai hukum
lama sudah tidak sesuai dan memadai lagi sebagai pegangan dalam menyelesaikan

problem hukum yang muncul akhir-akhir ini yang semakin kompleks dan rumit.

Rekonstruks budaya hukum hakim merupakan suatu proses terbentuknya
budaya hukum baru yang dimulai dari: budaya sebaga input (BSI), dilanjutkan
budaya sebagai proses (BSP), dan berakhir pada budaya sebagai output (BSO).
Keadaan tersebut akan berputar terus sebaga siklus sehingga BSO yang merupakan
produk budaya selanjutnya diproses menjadi BSI untuk siklus berikutnya.
Hubungan antara BSI dan BSO adalah hubungan antara input dan output melalui
sebuah proses budaya atau budaya sebagal proses (BSP). Lengkapnya proses
tersebut digambarkan sebagal berikut:

’ Input (BS[) —— Proses (BSP) ——» Output(BSO}
% Feedback 4———— Evaluasi <———— Quscome ’

Gambar 5.1

Teori atau rangkaian konsep dibutuhkan sebaga kerangka penyorot-
an/refleksi secara tgam terhadap data empiris, sehingga dapat dipahami dan
dijelaskan kejadian (genesis) serta kausalnya secara bertanggung jawab. Dengan
teori, penulis mendalami proses dan hukum yang berlaku dalam lalu-lalang dan
timbul tenggelamnya fenomena empiris danbahkan mampu menguasai dan
mengendalikan secara artifisial. Perlu disadari bahwa teori bersumber dari dan
terarah pada data empiris, sedangkan data empiris pada hakikatnya adalah faktual.
Artinya de facto terjadi dalam bentuk tertentu, meskipun per se tidak harus
demikian atau sebaliknya apa yang per se harus terjadi ke arah tertentu, namun de
facto tidak demikian, sehingga dapat disimpulkan adanya deviasi. Hal itu dapat
dilihat pada kejadian-kejadian yang berhubungan dengan perikehidupan masyarakat
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seperti adanya ketidakadilan dan bentukbentuk alienasi lainnya dalam masyarakat.
Deviasi semacam itu dapat dikonstantasikan segjauh ada ukuran yang diberlakukan,

yaitu nilai.*’

Oleh karena itu, daam membahas masalah-masalah manusia dan
masyarakat, khususnya masalah budaya hukum, perlu dilibatkan nilai etis sebagai
tolok ukurnya. Untuk dapat memberikan kritik dan evaluasi terhadap redlitas
faktual yang disodorkan melalui sense-data dibutuhkan nilai-nilai. Dalam hal ini,
maka dibutuhkan asumsi-asumsi dasar tertentu yang tidak dapat dielakkan yang

justru dibutuhkan untuk memberikan orientasi, arah, dan perspektif.

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa proses rekonstruksi budaya
hukum hakim harus dilakukan dengan melibatkan tiga komponen tersebut, yakni:
data, teori, dan nilai. Data semata-mata tanpa teori dan nilai, maka menjadi buta.
Data dan teori semata-mata tanpa nilai, maka menimbulkan empirisme yang
terpaku pada faktualitas belaka tanpa idealisme yang memberikan gairah, arah,
serta perspektif ke depan. Teori dan nila sematamata tanpa data, maka
menimbulkan konstruktivisme yang kehilangan sikap realistis, karena tidak
mempunyai pengalaman terhadap realitas sosial. Data dan nilai semata-mata tanpa
teori menimbulkan kritisisme yang melayang dan dapat jatuh ke dalam fanatisme
buta. Oleh karena itu, dibutuhkan proses budaya secara komprehensif dan evaluatif
yang mengintegrasikan antara empirisme (data), konstruktivisme (teori), dan

kritisisme (nilai).

Di tengah kehidupan yang cenderung materialistis, hedonistik, dansekuler
saat ini, untuk menjadi hakim yang amanah terhadap tugas dan jabatannya bukan
persoalan mudah. Kita paham, hakim tidak bekerja sendirian dan imun dari
pengaruh lingkungan. Oknum-oknum pengacara, jaksa, polisi, calo-calo perkara,
politisi, birokrasi, hingga kini masih menjadi faktor-faktor determinan yang

berpengaruh terhadap integritas hakim.

“"Ibid.
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Daam rasiondlitas kita, untuk memiliki hakim-hakim amanah, tampaknya
masih perlu perjuangan keras. Redlitas di sekitar kita menunjukkan masih banyak
hakim-hakim sebagai corong undang-undang. Mereka tunarungu terhadap suara
keadilan masyarakat. Mereka setiap saat terlihat sibuk memeriksa dan mengadili
perkara, tetapi ketika menjatuhkan vonis, kiblatnya kepada perundang-undangan
semata.

Perundang-undangan ditafsirkan subjektif dan sekuler. Sikap demikian
diduga banyak dilandasi motif-motif kepentingan duniawi, seperti, ingin cepat
kaya, ingin bekerja nyaman dan aman, ingin cepat naik pangkat, atau ingin
memenangkan pihak-pihak tertentu, dan sebagainya. Mereka lupa makna irah-irah
vonis yang berbunyi: "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Mereka lalai terhadap amanah Sila kelima "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia”.

Dari perspektif moralitas hukum, hakim yang tidak amanah adalah hakim
yang gelap hati. Betul bahwa hakim adalah manusia, dan dia punya hati. Tetapi
hanya hati dalam pengertian fisik, sementara hati dalam makna spiritualnya telah
keruh dan beku, sehingga tidak dapat difungsikan untuk menerima hidayah Tuhan
Yang MahaAdil, dan mendengarkan suara hati masyarakat.

Langkanya hakim amanah di dunia peradilan dapat dilihat dari semakin
maraknya perilaku menyimpang. Misalnya tanpa kontrol, keluar dari etika,
melanggar hukum, seperti mafia peradilan, jual-beli perkara, suap-menyuap,
kongkalikong, dan sebagainya. Telah banyak putusan-putusan hakim terkadang
bersifat konservatif dan belum bersifat progresif. Hakim amanah mesti sigap dan
progresif ikut serta memberantas berbagai tindak kejahatan tersebut.

Sgak lama Satjipto Rahardjo (2000) telah mengingatkan dan mendorong
perlunya hakim bersikap progresif. Dalam pemikiran demikian, hakim hendaknya
bekerja dengan hati nurani dan bukan bekerja sekadar dengan otak. Kecerdasan
intelektual (intellectual quotion) sgja tidak cukup, melainkan perlu dilengkapi
dengan kecerdasan sosial (social quotion) dan kecerdasan spiritua (spiritual

guotion).
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Dengan kecerdasan yang komplit itu maka hakim mampu mengubah
paradigma hukum sebagai teks-teks perundang-undangan menjadi tatanan
kehidupan yang utuh, mencakuptranscendental order, sociological order, dan
political order. Pikiran (mindset) positif-tekstual yang cenderung hanya mengega
suatu peraturan, dapat diperluas cakupannya menjadi pencarian esensi keadilan
substantif yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di situ hakim
bekerja melalui kontemplasi, menggunakan hati nurani, menempatkan diri sebagai
telinga sosia, agar dapat mendengar suara keadilan masyarakat dan
menge awantahkannya dalam vonis yang dibuatnya.

Ketika mindset dan orientass hakim tertuju pada keadilan substantif,
terbukalah panorama dan cakrawala luas. Bahwa kita (hakim dan masyarakat)
adalah makhluk sosial sekaligus makhluk spiritual, dan bukan sekadar makhluk
individual. Kehidupan tidak berhenti di dunia (planet) bumi sga, melainkan
berlanjut sampai di alam baga’, dan di sanalah segala ama perbuatan masing-
masing dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Mahaadil. Dengan demikian,
hakim progresif adalah hakim yang salim kalbunya, profesional kerjanya, ramah
pelayanannya, mampu berbagi suka-duka dengan masyarakat, dan putusan-
putusannya selaras dengan suara hati rakyat, baik rakyat pencari keadilan maupun
masyarakat luas sebagai bangsa.

Menjadi hakim (agung) tidak cukup hanya berbekal kepintaran membaca
dan menghafal peraturan, lolos dari seleksi oleh panitia seleksi di Komis Yudisial,
dan lolos fit and proper test di DPR. Melainkan perlu moralitas, keberanian, dan
tangguh menghadapi godaan-godaan. Hakim (agung) itu harus tangguh, sengguh
ora mingkuh (tegar, kuat, dan tidak goyah, senantiasa komitmen pada amanah tugas
dan jabatan). Pesan moral itu semoga singgah di hati para hakim dan mereka yang
terlibat dalam proses peradilan di negeri ini.

Aliran dalam ilmu hukum beragam. Ada yang berairan positivis atau
legalistik formil, ada juga yang beraliran progresif. Selama ini, di Indonesia,
disebut-sebut masih sedikit hakim yang beraliran progresif. Kebanyakan masih
beraliran positivis yang hanya mendasarkan kepada teks hukum tertulis atau
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undang-undang belaka. Mereka dinilai kurang menggali keadilan yang ada di
masyarakat.

Bila merujuk kepada pemikran Satjipto Rahardjo, hukum progresif
merupakan hukum yang tak hanya terpaku pada teks undang-undang, tetapi harus
menggali keadilan di masyarakat. Jargonnya yang terkenal adalah hukum untuk
manusia, bukan manusia untuk hukum. Paham inilah yang coba digali oleh hakim
yang tergabung dalam forum komunikasi ini.

Sutjipto berkata; “Tujuan kami memang ingin menghimpun semua
pemikiran-pemikiran terutama hakim-hakim yang progresif, karena kita tahu
kebanyakan hakim itu kan berpikir legal formal. Kami ingin mendekatkan nuansa
keadilan dalam putusan”.

Hukum Progresif memecahkan kebuntuan di dalam mencari sebuah
keadilan. Hukum progresif tidak memahami hukum sebagal institusi yang mutlak
secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi
kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada
dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah ingtitusi yang secara terus
menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan
yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi ke dalam faktor-
faktor keadilan, kesgahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah
hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (law as a process, law in the
making), ini lah wajah hukum progresif yang sesungguhnya secara esensial dapat
dipahami untuk mencari hakekat hukum yang sesungguhnya.

Hal yang juga termasuk urgen dalam hukum progresif yakni bagimana
menuntut keberanian aparat hukum khusunya seorang hakim dalam menafsirkan
pasal untuk memperadabkan bangsa ini kearah yang lebih baik. Apabila proses
tersebut benar, idealitas yang dibangun dalam penegakan hukum di Indonesia
sggar dengan upaya bangsa mencapa tujuan bersama. Ideditas itu dapat
menjauhkan dari praktek ketimpangan hukum yang tak terkendali seperti sekarang
ini. Sehingga Indonesia dimasa depan tidak ada lagi dskriminasi hukum, bagi kaum
papa karena hukum tak hanya melayani kaum kaya juga semua masyarakat yang
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berada di Negara Indonesia khusunya. Apabila kesetaraan didepan hukum tak bisa
diwujudkan, keberpihakan itu mutlak dan abadi sampa kapanpun. Manusia
menciptakan hukum bukan hanya untuk kepastian, tetapi juga untuk kebahagiaan
dan keadilan yang sesungguhnya.

Tetapi melihat realitas Negara Indonesia khusunya yang mana menyatakan
diri sebagai sebuah Negara hukum yang mana sudah tercantum di dalam hukum
dasar yakni konstitusi (Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945) khusunya pada pasal 1 ayat (3) yang berbunyai; “Negara Indonesia adalah
Negara Hukum” yang mana patokan dalam penyelesaian suatu permalahan yang
terjadi di Negara Indonesia harus diselesailkan secara undang-undang tertulis
(terkodifikasi), sehingga para hakim khusunya dalam menegakkan hukum untuk
mencari suatu keadilan harus menjadikan kibalat suatu undang-undang yang sudah
diratifikas oleh para legidator. Pertanyaan yang paling mendasar dalam
pembahasan ini apakah para hakim berani memasukkan hukum progresif dalam
menempu keadilan yang seutuhnya dalam suatu peradilan yang menganut sistem
Negara hukum.

Lahirnya hukum progresif dapat dikatakan sebagai hukum yang
bertentangan dengan hukum prositivisme, dalam hal ini menurut Satjipto Rahardjo,
Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-
kata dan hitam-putih dari peraturan (according to the letter), melainkan menurut
semangat dan makna lebih dalam (to very meaning) dari undang-undang atau
hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan Intelektual, melainkan dengan
kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan
penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan
diserta keberanian hakim untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan
dalam artian para hakim harus dapat memberikan keadilan social yang ada pada
pelaku tindak pidana khususnya.

Pada tingkat kasas pengadilan tidak lagi melihat dan membicarakan fakta
(judic facti). Yang dilakukan adalah memeriksa apakah hukum telah dijalankan
dengan benar oleh pengadilan di tingkat bawah. Membaca sepintas, orang bisa
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berkesimpulan, yang diperlukan Mahkamah Agung hanya membaca teks undang-
undang dan menggunakan logika hukum.

Berdasarkan hal-hal yang terungkap dalam tingkat-tingkat persidangan
sebelumnya, Mahkamah Agung dapat memeriksa apakah peraturan yang digunakan
hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan putusan
sudah benar. Bila benar demikian, tidak ada pintu masuk bagi pengadilan progresif
itu sendiri dalam rangka menegakkan hukum. Pengadilan progresif adalah proses
yang sarat dengan compassion yang memuat empati, determinasi, nurani, dan
sebagainya.

Karakteristik pengadilan yang demikian itu tentu bisa diekspresikan dengan
baik manakala pengadilan sendiri memeriksa kenyataan yang terjadi, tidak hanya
menggunakan kredo peraturan dan logika. Di situ hakim dapat menyaksikan sendiri
daging dan darah perkara yang diperiksa. Pengadilan bisa menangkap penuh aroma
perkara. Masalah menjadi gawat saat kita hanya melihat peraturan dan fakta yang
tersgji tanpa mengorek lebih jauh dari beberapa sisi yang termasuk ugen dalam
menyelesaikan suatu masalah tersebut. Di sini orang hakim lebih bertumpu pada
bagaimana suatu teks Undang-undang tertulis dibaca untuk kemudian diterapkan
terhadap keadian yang sudah terekam dalam dokumen.

Selama hakim adalah manusia, kompleks atau predisposisi pilihan yang ada
padanya akan menentukan bagaimana suatu teks itu dibaca dan diartikan secara
aluran yang ada (aturan-aturan tertulis yang bersifat undang-undang).
Kasas linier dan nonlinier. Pikiran (mindset) positif tekstual kurang lebih hanya
akan mengeja suatu peraturan. Cara berpikir hukum seperti itu di sini disebut linier.
Memang itu amat mudah, tetapi dangkal. Di sini kita bisa diingatkan kembali pada
pendapat Paul Scholten, seorang pemikir hukum Negara Belanda, yang mengatakan
hukum itu ada dalam Undang-Undang, tetapi masih harus ditemukan.

Maka menjadi salah sekaligus dangkal bila orang hanya mengeja peraturan.
Cara lain adalah melakukan perenungan (contemplation) dan mencari makna lebih
dalam dari suatu peraturan. Ini sesual gagasan Paul Scholten. Apabila pintu
perenungan makna dibuka, terbentanglah panorama baru di hadapan hakim.
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Perenungan tidak berhenti pada dimensi subyektif, tetapi juga sosial dalam arti
hukum progresif itu sendri. Hakim tidak hanya mendengarkan dengan telinga
subyektif, tetapi juga dengan telinga sosial.

Hakim progresif, Pengadilan progresif mengikuti Maksim yang
menyatakan, hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknya. Bila rakyat adalah
untuk hukum, apa pun yang dipikirkan dan dirasakan rakyat akan ditepis karena
yang dibaca adalah kata-kata Undang-undang. Dalam hubungan ini, pekerjaan
hakim menjadi lebih kompleks. Seorang hakim bukan hanya teknisi Undang-
undang, tetapi juga makhluk sosial. Karena itu, pekerjaan hakim sungguh mulia
karenaia bukan hanya memeras otak, tetapi juga nuraninya.

Menjadi makhluk sosial akan menempatkan hakim di tengah hiruk-pikuk
masyarakat, keluar dari gedung pengadilan. Maah ada yang mengatakan, seorang
hakim sudah tidak ada bedanya dengan wakil rakyat. Bila ia berada di tengah
masyarakat, berarti ia berbagi sukaduka, kecemasan, penderitaan, harapan, seperti
yang ada di masyarakat. Melalui putusan-putusannya, hakim suka disebut mewakili
suara mereka (suararakyat) yang tak terwakili (unrepresented) dan kurang terwakili
(under-represented).

Hakim yang berpikiran progresif, menjadikan dirinya bagian masyarakat,
akan selalu menanyakan, apakah peran yang bisa saya berikan dalam masa
reformasi ini?, apa yang diinginkan bangsa saya dengan reformasi ini? Dengan
demikian, ia akan menolak bila dikatakan pekerjaannya itu hanya mengeja suatu
perundang-undangan. Hakim progresif akan selau meletakkan telinga ke degup
jantung rakyatnya yang semata-mata mencari keadilan yang hakiki tanpa adanya
diskriminasi dalam menegakkan hukum yang sesungguhnya.

Hakim sekaligus sosiolog. Indonesia tidak kekurangan contoh menarik
daam dunia pengadilan dan hakim, khususnya dalam kaitan dengan gagasan
penegakan hukum progresif. Hakim Agung Adi Andojo Soetjipto adalah salah satu
contoh, yaitu saat mengadili kasasi Muchtar Pakpahan di masa pemerintahan
Presiden Soeharto. Oleh pengadilan di bawah, Pakpahan dijatuhi pidana atas
tuduhan berbuat makar, yaitu kejahatan terhadap Negara. Dalam tingkat kasas
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Mahkamah Agung mengatakan, Pakpahan tidak melakukan perbuatan makar.
Menurut Mahmakah Agung, para hakim di bawah telah melakukan penerapan
hukum yang salah dengan menggunakan yurisprudensi yang sudah ada sejak zaman
kolonial. Itu secara sosiologis tidak benar karena Indonesia sudah menjadi Negara
merdeka dan sudah mulai menjalankan demokrasi dan memperhatikan hak asas
manusia. Hakim Agung Adi Andojo Soetjipto boleh dimasukkan kategori hakim
yang meletakkan telinganya ke jantung masyarakat. Putusan itu juga bisa disebut
progresif, bila mengingat Indonesia saat itu masih dalam pemerintahan Soeharto
yang kita tahu wataknya. Seorang hakim agung berani melawan arus dominan
kekuasaan otoriter di zamannya. Inilah yang ingin dimakna sebagai hakim
independen dan progresif. Mungkin hakim seperti ini amat sulit dibengkokkan dan
dibeli. la hanya bisa dibeli oleh rakyatnya, dengan tujuan semata-mata hanya
mencari keadilan substantif.

Teringat dengan seorang hakim kecil, tetapi pantas menjadi teladan bagi
hakim-hakim besar. la mengatakan, moralitas sgja tidak cukup, yang paling penting
adalah keberanian, ucap Teguh Haryanto. Memang untuk menciptakan pengadilan
progresif tidak hanya dibutunkan komitmen moral, tetapi juga keberanian. Hakim-
hakim yang memiliki nurani kuat adalah satu hal dan yang memiliki keberanian
untuk menampilkan komitmennya adalah hal lain. Hakim Agung Adi Andojo
Soetjipto yang mencoba melawan korupsi dalam tubuh Mahkamah Agung akhirnya
harus menerimarisiko pahit. Bangsa kita sebaiknya menaruh hormat kepada hakim-
hakim yang akhirnya harus mental hanya karena keinginan untuk memperbaiki citra
pengadilan. Dari beberapa contoh di atas ini memang sangat sulit menemukan
hakim yang mempunyai keberanian dan mempunya visi untuk menciptakan
keadilan yang sesungguhnya yakni keadilan hukum.

Daam hal ini sudah saathya Negara Indonesia tidak terpuruk pada hal-hal
yang normative sgja melainkan pada keadilan sosial itu sendiri sehingga tidak
terjadinya penyimpangan dalam nilai keadidlan memang dalam merumuskan
konsep keadilan progresif bisa menciptakan keadilan yang subtantif dan bukan
keadilan prosedur. Akibat dari hukum modern yang memberikan perhatian besar
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terhadap aspek prosedur, maka hukum di Negara Indonesia dihadapkan pada dua
pilihan besar antara yang menekankan pada prosedur atau pada substansi. Keadilan
progresif bukanlah keadilan yang menekan pada prosedur melainkan keadilan
substantif.

Kerusakan dan kemerosotan dalam perburuan keadilan melalui hukum
modern disebabkan permainan prosedur yang menyebabkan timbulnya pertanyaan,
apakah pengadilan itu mencari keadilan atau kemenangan?. Proses pengadilan di
Negara yang sangat sarat dengan prosedur (heavlyproceduralizied) menjalankan
prosedur dengan baik ditempatkan diatas segala-galanya, bahkan diatas penanganan
substansi.

Dalam rangka menjadikan keadilan subtantif sebagai inti suatu pengadilan
khususnya pada tingkat kasas yang dijalankan di Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) ini, Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting.
Sebagai puncak dari badan pengadilan, ia memiliki kekuasaan untuk mendorong
(encourage) Pengadilan dan hakim dinegeri ini untuk mewujudkan keadilan yang
progresif tersebut dalam artian keadilan hukum yang memihak kepada rakyat bukan
hanya pada para kaum penguasa semata, dengan begitu terciptanya keadilan hukum
yang bak. Kita mengetahui seorang hakim menjadi faktor penting dalam
menentukan, bahwa pengadilan di Indonesia bukanlah suatu permainan (game)
untuk mencari menang, melainkan mencari kebenaran dan keadilan.

Sehingga dalam tulisan ini dalam menegakkan hukum dalam suatu Negara
hukum hakimlah yang paling menentukan untuk menciptakan suatu pengekaan
yang pada nantinya dapat meberikan kepastian hukum yang sesungguhnya dengan
mengedepankan beberapa unsur sebelum memutuskan suatu perkara. Salah satunya
dengan memasukkan aliran progresif dalam mencari keadilan, karena hukum
progresif dapat memberikan kesempurnaan suatu Negara hukum. Selain itu tidak
hanya hakim yang mempunyai tugas dalam menegakkan keadilan semata, juga para
sarjana hukum dan para penegak hukum di Negara Indonesia ini. Tetapi tentu
dengan landasan-landasan yang logis untuk menetapkan hukum yang pada nantinya
tidak mengandung diskriminas (tidak membeda-bedakan). Yang mana dalam
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tujuan memasukkan nuansa hukum progresif dalam Negara hukum formal ini
semata-mata untuk menciptakan hukum yang ideal. Sehingga pada nantinya semua
persoalan yang terjadi (problematika) yang terjadi di Negara hukum seperti
Indonesia ini diserahkan sepenuhnya kepada hukum, Negara, dan perangkat
pendukungnya.

Sehingga pada nantinya kepercayaan masyarakat sepenunya diserahkan
kepada Negara dalam mencari keadilan melalui lembaga-lembaga peradilan yang
telah ada bailk Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT) dan Mahmah
Agung (MA), tanpa adanya keraguan masyarakat secara luas.

Daam hal ini, peran hakim tidak hanya sebagai corong undang-undang,
namun ia harus mampu menjawab persoalan-persoalan yang ada di luar undang-
undang formil, dengan pendekatan interdisipliner, misanya terdapat dua putusan
Mahkamah Agung tentang status ahli waris non muslim yaitu Putusan Mahkamah
Agung Nomor: 368K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1995 dan Nomor : 51 K/AG/1999
tanggal 29 September 1999.

Dalam putusan nomor 368 K/AG/1995 dinyatakan bahwa ahli waris non
muslim mendapatkan bagian dari Harta Peninggalan Pewaris muslim berdasarkan
wasiat wajibah sebesar bagian ahli waris muslim, dalam putusan iniahli waris non
musim tidak dinyatakan sebagai ahli waris.

Sedangkan dalam putusan nomor 51 K/AG/1999 dinyatakan bahwa ahli
waris non muslim dinyatakan sebagal ahli waris dari pewaris musiim dan
mendapatkan bagian yang sama dengan ahli waris muslim berdasarkan wasiat
wajibah, dalam putusan ini dinyatakan bahwa ahli waris non muslim dianggap
sebagal ahli waris.

Dari dua putusan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa melaui
yurisprudensinya Mahkamah Agung telah melakukan pembaharuan hukum waris
Islam dari tidak memberikan harta bagi ahli waris non muslim menjadi memberikan
harta bagi ahli waris non muslim, dan dari tidak mengakui ahli waris non muslim
sebagai ahli waris dari pewaris muslim menuju pengakuan bahwa ahli waris non
muslim juga dianggap sebagai ahli waris dari pewaris muslim. Dengan kata lain
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Mahkamah Agung telah memberikan status ahli waris bagi ahli waris non muslim
dan memberikan bagian harta yang setara dengan ahli waris muslim.

Dengan munculnya dua putusan tersebut jelas Mahkamah Agung telah
menyimpangi ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 Huruf ¢ bahwa
tidak memberikan harta bagi ahli waris non muslim dan tidak mengakui ahli waris
non muslim sebagai ahli waris dari pewaris muslim.

Selain itu juga putusan hakim Mahkamah Agung bertentangan dengan
ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 5’MUNAS V11/9/2005
tentang Kewarisan Beda Agama, yang menetapkan bahwa :

3. Hukum Waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antar orang-orang
yang berbeda agama (antara muslim dengan non-muslim).

4. Pemberian harta antar orang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam
bentuk hibah, wasiat dan hadiah.

Meskipun demikian, pada dasarnya putusan hakim Mahkamah Agung
tidaklah bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum progresif, yaitu; 1) hukum
adalah untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum, 2) hukum bukanlah law in
book akan tetapi law in action, 3) hukum adalah institusi moral kemanusiaan dan
bukan teknologi yang bukan berarti benar.

Putusan hakim Mahkamah Agung tentunya menggunakan pendekatan sosial
dengan illah hukumnya adalah kemanusiaan. Keputusan ini merupakan hal yang
kemudian menjadi yurisprudensi bagi para hakim untuk dapat memutuskan perkara
dengan keadilan substantif, sehingga hakim tidak hanya menjadi corong undang-
undang, namun juga mampu berijtihad terhadap tantangan-tantangan yang ada
dalam masyarakat yang membutuhkan putusan.

Amir Syarifuddin berpandangan bahwa penemuan hukum (rechtssvinding)
merupakan proses pembentukan hukum dalam upaya menerapkan peraturan hukum
umum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode
tertentu, seperti interpretasi, argumentasi atau penelaran (redenering), konstruksi
hukum dan lain-lan. Kadah-kaidah atau metode tersebut digunakan agar
penerapan aturan hukumnya terhadap peristiiwa tersebut dapat dilakukan secara
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tepat dan relevan menurut hukum, sehingga hasil yang diperoleh dari proses

tersebut juga dapat diterima dan dipertanggungjawabkan dalam ilmu hukum. Hal

ini berarti bahwa penemuan hukum dapat diartikan sebagai proses konkretisasi
peraturan (das sollen) ke dalam peristiwa konkret tertentu (das sein). Tiga tahap
tugas hakim menurut Sudikno Mertokuso adal ah:

4. Tahap konstatir, dimana hakim mengkonstatir benar tidaknya suatu peristiwa
yang digjukan. Dalam tahap ini kegiatan hakim bersifat logis dimana penguasaan
hukum pembuktian bagi hakim sangat dibutuhkan dalam tahap ini;

5. Tahap kudlifikasi, dimana hakim mengkualifisir hubungan hukum para pihak;

6. Tahap konstituir, dimana hakim menetapkan hukumnya terhadap yang
bersangkutan (para pihak atau terdakwa). Hakim menggunakan logisme, yaitu
hakim menarik simpulan dari premis mayor berupa aturan hukumnya dan premis
minor berupa tindakan yang bersangkutan.

Proses penemuan hukum oleh hakim dimulai pada tahap kualifikasi dan
berakhir pada tahap konstituir. Hakim memerlukan hukum dari sumber-sumber
hukum yang tersedia. Dalam hal ini, Indonesia tidak menganut pandangan legisme
yang hanya menerima undang-undang sgja sebagai satu-satunya hukum dan sumber
hukum, tetapi di sini hakim dapat menemukan hukum melalui sumber-sumber
hukum, yaitu undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi, putusan desa
doktrin, hukum agama, bahkan keyakina hukum yang dianut masyarakat.

Hakim dalam memutuskan perkaranya harus benar-benar memegang teguh
pada prinsip keadilan sesuai dengan dasar dan pertimbangan hukum yang ada. Jika
pertimbangan yang bersifat materiil belum tersedia, maka langkah yang ditempuh
oleh hakim peradilan agama adalah menggali dan menemukan hukum, yang dalam
khazanah Islam disebut dengan ijtihad, yang dimana hukumnya bagi para hakim
adalah fardu kifayah. Ijtihad intinya adalah suatu usaha sungguh-sungguh untuk
menemukan hukum yang belum ada dan dilakukan oleh mujtahid (secara individu
maupun kelompok).

Selain hakim mampu melakukan ijtihad atau mengeluarkan hukum dari

sumbernya dalam rangka menemukan hukum, sekaligus juga harus mampu untuk
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menerapkannya. Hakim sebaga penegak hukum, menyangkut kewenangannya
dalam memutuskan hukum, ia harus mencerminkan cara berpikir dan bertindak
sebaga mana mestinya penegak hukum.

Adapun metode-metode yang dapat dipakai oleh hakim dalam rangka
menemukan hukum, yaitu sebagai berikut, pertama, analisis historis dengan melihat
sgjarah penyusunan suatu aturan yang sudah tentu akan ditemukan keterlibatan
banyak pihak dalam proses penyusunana aturan itu. Karena itu, melihat motif
historis dibalik penyusunan peraturan perundang-undangan yang dimaksud men;jadi
penting untuk dilakukan, kedua, analisis struktural dengan melihat berbagal
pertanyaan mengapa ketentuan, misalnya di dalam Pasal 5 dalam sebuah undang-
undang atau peraturan lainnya tidak dimuat di dalam Pasal yang lain, ketiga,
anadlisis gramatikal dengan mencari makna normative suatu aturan hukum dari
aspek kebahasaan, termasuk juga pengguna tanda baca, pengguna huruf, dan yang
ada kaitannya dengan bahasa undang-undang, keempat, analisis ekstensif yang
berusaha mencari makna normative suatu aturan dengan memperluas makna suatu
istilah, kata, atau frasa tertentu, kelima, analisis restriktif dengan pembatasan atau
pengurangan makna normatif dari suatu kata, istilah, atau frasa.

Dilihat dari perspektif budaya, setiap aktivitas manusia selalu mengikuti
dan diarahkan oleh suatu sistem budaya yang dianut. Sistem budaya akan menjadi
dan dijadikan pedoman yang memberi arah dan orientasi pada kehidupan orang di
lingkungan budayanya masing-masing. Sistem budaya itu berisi tentang ide,
gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan yang hidup di alam pikiran
sebagian besar warga masyarakat. Sebagai pedoman, sistem budaya berada di
wilayah emosional dari aam jiwa para individu pendukung kebudayaan yang
bersangkutan.**®

Sistem budaya pada hakikatnya merupakan sistem nilai-nilai yang tersusun
menurut struktur tertentu. Spranger (dalam Suryabrata, 1993) menggolongkan

sistem nilai tersebut menjadi enam lapangan nilai. Keenam nilai tersebut meliputi:

“*®Baca K oentjaraningrat, 1984, Kebudayaan Jawa, (Jakarta: Balai Pustaka), h. 184.
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nilai pengetahuan (teori), nilai ekonomi, nilai seni, nilai agama, dan nilai sosia, dan
nilai politik.*®

Sikap hidup seseorang ditentukan oleh nilai budaya yang dominan, yaitu
nila budaya yang dipandang sebagai nilai yang tertinggi (yang paling bernilai). la
akan memandang segala sesuatu dengan kacamata nilai yang dihargainya paling
tinggi. Enam nila pokok manusia tersebut memengaruhi pembentukan sikap
manusia, sehingga terdapat pula enam sikap dasar manusia berdasarkan enam nilai
dasar tersebut. Di samping enam pokok sikap tersebut masih pula dijumpai
pembedaan sikap dan kombinasi-kombinasi dari sikap tersebut. Sikap terhadap ilmu
pengetahuan (teori) misalnya dibedakan lagi atas variasi-variasi lain, yaitu: (i)
manusia teori yang empiris; (ii) manusia teori yang rasionalis, dan (iii) manusia
teori yang kritis. Sikap yang betul-betul murni dalam kehidupan praktis tidak
pernah dijumpai, dan yang dijumpai adalah sikap-sikap kombinas dari keenam
sikap tersebut, misalnya kombinasi antara sikap teori dan sikap ekonomi, sikap
teori dan sikap keagamaan, dad seterusnya.*®

Sistem nilai budaya akan menentukan orientasi nilai budaya seseorang
dalam memandang sesuatu. Kluckhohn (dalam Koentjaraningrat, 1987) menyusun
lima masalah dasar dalam hidup yang menentukan orientas nilai budaya
seseorang.®®’  Makna orientas nilai  budaya itu berfungs untuk: (i)
merepresentasikan dunia angan yang ingin dicapai; (ii) mengarahkan yang
bersangkutan melakukan sesuatu sebatas yang diinginkan; dan (iii) memantapkan
perasaan bahwa diri yang bersangkutan telah berbuat sesuai yang diangankan.*®

Berdasarkan perspektif budaya tersebut, aktivitas hakim dalam menangani
suatu perkara di pengadilan, jugatidak dapat |epas dari dan dipengaruhi oleh sistem

*“Baca Soemadi Suryabrata, 1993, Psikologi Kepribadian, Cetakan keenam, (Jakarta:

Rajawali Press), h. 20.

460) |;
Ibid.
“!Baca kembali lima masalah dasar dalam hidup yang menentukan orientasi nilai budaya

manusia, yaitu hakikat hidup, hakikat karya, pandangan tentang waktu, pandangan tentang alam, dan
hubungan manusia dengan manusia. Koentjaraningrat, 1987, Kebudayaan, Mentalitas dan
Pembangunan, (Jakarta: PT Gramedia), h. 30-31.

“62\udjahirin Thohir, 2007, Op. Cit. h. 22.



307

nilai budaya yang dianut. Hakim akan selalu bergumul dan berdialog dengan sistem
nilai yang bersemayam dalam struktur kejiwaan dan mentalitas hakim tersebut.
Hakim akan memilih nilai-nilai apa yang dipentingkan dan yang diutamakan
terhadap suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Nilai-nilai itu dapat berupa
nila keadilan, nila kebenaran, nilai kepastian, dan nilai estetika, dan sebagainya,
hakim akan memilih dan menentukan nilai-nilai mana yang diprioritaskan. Ada
yang memprioritaskan kepastian sgja, ada yang keadilan, dan sebagainya. Hal itu
tergantung pada penghayatan dan pilihan terhadap nilai-nilai tersebut.

Para hakim itu selalu bergumul dan berdiadlog dengan nilai-nilai pada
waktu menangani suatu perkara. Jika Hakim menyimpangi nilai-nilai yang dianut,
maka ia akan merasa bersalah, berdosa, tidak enak tidur, dan perasaan-perasaan
yang menghantui lainnya. Hal ini berlaku bagi hakim yang mempunyai kepekaan
moral dan hati nurani. Akan tetapi jika hakim tersebut tidak mempunyai kepekaan
moral dan hati nurani, maka yang diikuti adalah dorongan nafsu dan kepentingan
yang menguntungkan dirinya. Pilihan nilai-nilai ini akan dipertanggungjawabkan di
hadapan Allah dan tentunya juga harus dipertanggungjawabkan dari aspek
keilmuan hukum di hadapan masyarakat. *®®

Aktivitas hakim dalam menangani suatu perkara, banyak sekali godaannya
terutama godaan yang bersifat material.Dalam konteks ini, penanganan suatu
perkara dapat menjadi sumber komoditas untuk mendapatkan keuntungan secara
material. Singkat kata, aktivitas hakim dalam memutuskan perkara sangat rentan
dengan praktik-praktik koruptif.Merespons keadaan ini terdapat beberapa sikap
hakim yang dapat digjukan, yaitu: pertama, hakim yang memang rakus dan aktif
menawarkan penyelesaian perkara dengan meminta imbalan materi; kedua, hakim
yang hanya pasif, jika diberi hadiah oleh pihak-pihak yang berkepentingan
diterima, kalau tidak diam sgja; ketiga, hakim yang aktif menolak pemberian apa
pun dari pihak-pihak tertentu (terdakwa), tetapi ini hampir jarang sekali.

*3Ibid.
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Paparan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa proses pemeriksaan
perkara oleh hakim di pengadilan tidak hanya semata-mata urusan teknis yuridis,
akan tetapi pada kenyataannya melibatkan pilihan nilai-nilai dan syarat dengan
kepentingan-kepentingan pihak tertentu. Hakim selalu bergumul dan berdialog
dengan nilai-nila yang bersemayam di balik kepala hakim tersebut. Hakim akan
memilih nilai-nilai apa yang dipentingkan atau diutamakan, baik untuk kepentingan
diri pribadinya, kariernya, orang lain, kelompoknya, dan juga masyarakat secara

luas.

Nilai-nilai dan kepentingan tersebut menjadi semacam taruhan bagi hakim
dalam memutuskan perkara. Pilihan terhadap nilai-nilai itu sangat tergantung
kepada orientas nilai-nila yang dianut oleh hakim dalam menentukan pilihan-
pilihan. Pilihan terhadap nilai-nilai itu dalam praktik sangat dipengaruhi oleh
tingkat kepentingan, kebutuhan hidup, lingkungan, dan kebiasaan serta karakter
pribadi hakim. Oleh karena itu, dalam praktik dapat sgja terjadi pergeseran pilihan
nilai-nilai oleh hakim, yakni dari nilai-nilai dasar atau ideal atau nilai objektif
htrktrm bergeser ke nilai-nilai subjektif yang dipentingkan oleh subjek pada waktu

tertentu dengan berbagai cara dan kesempatan.

Hasil studi ini menemukan bahwa kepentingan dan kebutuhan hidup yang
bersifat material/finansial bagi hakim ikut menentukan dalam proses pengambilan
putusan. Hakim dalam proses memeriksa perkara tidak dapat steril dari
kepentingan-kepentingan pribadi di luar hukum. Temuan penelitian ini juga

memperkuat tesis adanya mafia peradilan khususnya di kalangan hakim.***

Hasil studi ini membuktikan dan sekaligus memperkuat tesis yang
dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Menurut Rahardjo terdapat dua tipe hakim

dalam pengambilan putusan. Pertamn, sebeltun mengambil putusan sang hakim

“*Tentang mafia peradilan pernah diteliti oleh Wasingatu Zakiyah, dkk, 2002, Menyingkap
Tabir Mafin Peradilan, Jakarta: ICW. Juga baca Tedy Asmara, 2010. “Budaya Ekonomi Hukum
Hakim: Kagjian Antropologis tentang Rasionalitas Ekonomik pada Penggunaan K ebebasan Hakim dalam
Penanganan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Kotamaju” Disertasi di PDIH Undip Semarang.
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terlebih dahulu berdialog dengan undang-undang semata. Setelah ditemukan dasar
hukumnya dalam perundang-undangan, kemudian diterapkan ke dalam kasus-kasus
konkret. Akan tetapi di dalam penerapannya sang hakim tidak mempersoa kan
apakah rumusan undang-undang masih relevan dengan rasa keadilan dalam
masyarakat. Sudah cukup apabila rumusan dalam undang-undang sesuai dengan
kasus yang ditanganinya. Boleh dikatakan bahwa sang hakim di sini berperan
sebagal terompet undang-undang semata. Prosedur yang demikian biasa diterapkan
oleh hakim-hakim yang berpendirian legalis positivistik.

Kedua, dalam pengambilan putusan, sang hakim terlebih dahulu berdialog
dengan nuraninya. Dia bertanya pada hati nuraninya tentang ketepatan dari putusan
yang akan diambilnya. Setelah berdialog dengan hati nuraninya, kemudian ia baru
mencari dasar hukumnya dalam perundang-undangan. Setelah ditemukan dasar
hukumnya, baru sang hakim mengambil putusan. Namun putusan yang diterapkan
bukan menurut bunyi undang-undang semata, melainkan disesuaikan dengan rasa
keadilan dalam masyarakat. Prosedur seperti ini biasanya diterapkan oleh hakim-

hakim yang berpandangan sosiologis.*®

Satjipto Rahardjo juga membuat dua penggolongan hakim di Indonesia
menjadi dua, yaitu: (i) tipe hakim yang apabila memeriksa, terlebih dahulu
menanyakan hati nuraninya atau mendengarkan putusan hati nuraninya dan
kemudian mencari pasal-pasal dan peraturan untuk mendukung putusan itu; dan (ii)
tipe hakim yang apabila memutus terlebih dahulu berkonsultasi dengan kepentingan
perutnya dan kemudian mencari pasal-pasal untuk memberikan legitimasi terhadap

putusan perutnya.*®®

Secara normatif, hakim itu bebas dalam atau untuk mengadili sesuai dengan
hati nuraninya atau keyakinannya tanpa dipengaruhi oleh sigpa pun. Hakim bebas
membuktikan dan inemutuskan perkara berdasarkan hati nuraninya. Di samping itu

“> Antonius Sudirman, Op. Cit., h. 198.
“%6 Satjipto Rahardjo, KOMPAS, 1 Agustus, 1996.
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juga bebas dari campur tangan pihak ekstrayudisial. Segala campur tangan dalam
urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang,
kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam Undang-Undang Dasar.

Namun, di dalam praktik ketentuan itu tidak jarang dilanggar. Para penegak
hukum (termasuk hakim) pada tataran ini belum sepenuhnya menjalankan
fungsinya secara tepat dan optimal untuk mewujudkan tujuan autentik hukum.
Fungsi penegakan hukum yang semestinya diarahkan untuk mencapa tujuan
hukum, yakni keadilan (berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dalam proses
perjalanannya mengalami distorsi, disfungsi atau bahkan malfungsi yang dilakukan
oleh penegakhukum sendiri, baik dari unsur hakim, panitera, pengacara, polis,
jaksa, dan para broker perkara. Keadaan ini digambarkan sebagai “mafioso

peradilan”.

Suatu nilai, dalam perjalanannya terkadang mengalami berbagai macam
kondis atau perubahan. Kondisi dan perubahan tersebut dapat digambarkan sebagai
berikut: (i) nilai tertinggal, misalnya aspek sosia tertinggal ketimbang aspek
bangunan fisiknya yang mengakibatkan ketidakseimbangan nilai; (ii) nila tercemar,
yakni nilai yang disalahartikan atau disalahgunakan, misalnya nilai senyum sebagai
tanda simpati disalahgunakan sebagai alat tipu; (iii) nilai terkabur, yakni pengerti-
annya tidak jelas sehingga membingungkan, misalnya pelanggaran hukum disebut
pelanggaran prosedur; (iv) nilai bergeser atau tertekan (pergeseran nilai), yakni nilai
spiritual atau sosia suatu benda bergeser atau melemah, nilai sosial perkawinan
bergeser oleh nilai ekonomi atau politik; (v) nilai terhilang, yakni ibarat barang
yang sudah terpakai dan nilai gunanya habis atau berkurang lalu disingkirkan atau
dibuang; (vi) nilai terputus, terberai (value splitting), yakni terputusnya hubungan
antara nilai das sollen dengan nilai das sein, antara kemarin dan hari ini, antara aku
dan dia; (vii) nilai berkonflik, misalnya konflik antara nilai ekonomi dan nilai
sosial, dan antara nilai. politik dan nilai sosial; (viii) nilai dilematik, yakni seperti
makan buah simalakama; (ix) nilai bertambah; dan (x) nilai berlebih dan sebaliknya
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nila kosong, menunjukkan ketidakserasian atau ketidakterpaduan antara nila

sebagai muatan dan budaya sebagai wahana (vehicle).*®’

Kondis perubahan nilai tersebut membawa dampak tertentu terhadap
perilaku manusia maupun masyarakat, sehingga dibutuhkan solusi atau tindakan
dalam menghadapinya. Dampak yang diperkirakan dapat timbul dan tindakan yang
dipandang tepat dalam menghadapi dampak perubahan nilai dapat dibaca pada tabel

berikut ini*®®
Tabel 1

Kondisi Nilai, Dampak, dan Solusi

Kondis Nilal Dampak Solusi

Tertingga Ketidakserasian Perubahan sistem

K etidakseimbangan Transmisi
Tercemar Kemerosotan Redefinis
Terkabur Kebingungan Klarifikasi
Bergeser Misunderstanding Adjustment
Terhilang K etidakbermaknaan Pemulihan
Terputus Kemunafikan, Kepura-puraan, Kontrol Sosial

K etidakpercayaan Kontrol Budaya
Berkonflik K etidakselarasan Manajemen Konflik
Dilematik Pengorbanan Manajemen Risiko

“"Taliziduhu Ndraha, 1997, Budaya Organisasi, (Jakarta: PT Rineka Cipta), h. 28-29.
B bid.
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Bertambah Pertambahan nilai Manajemen Pertambahan Nilai
Berlebih Overcapacity Braking
Berkurang Undercapacity Empowering

Paparan fakta-fakta menunjukkan bahwa dalam menangani perkara,
terkadang terjadi pergeseran nilai-nilai yang diikuti oleh hakim dari nilai objektif
(normatif) ke nilai subjektif (pragmatis). Hakim belum sepenuhnya mengikuti nilai-
nilai objektif dalam menjalankan tugas. Nilai-nilai objektif terdesak oleh nilai
subjektif, sehingga terjadi pergeseran-pergeseran nilai, yakni dari nilai objektif ke
nila subjektif. Oleh karena itu diperlukan reorientasi terhadap nilai-nilai yang
menjadi pedoman hakim dalam menjalankan tugas. Diperlukan kontrol sosial dan
kontrol budaya untuk mengembalikan nilai-nilai yang tercemar, terputus dan hilang
tersebut. Hal ini akan membawa dampak merosotnya kualitas penanganan perkara
oleh hakim di pengadilan, yang pada akhirnya akan menyebabkan krisis dalam

proses peradilan.

. Metode Dan Pendekatan Yang Digunakan Hakim Mahkamah Agung Dalam
Memutuskan Perkara Pewarisan Beda Agama Y ang Berkeadilan Substantif

Mengenai perkara wasiat wajibah yang dilakukan Mahkamah Agung bagi
ahli waris non Muslim, menurut beberapa kalangan, merupakan ijtihad sebagai
penemuan hukum dengan menggunakan metode yuridis sosiologis, dengan merujuk
pada pandangan Haziarin yang mengambil pendapat Ibnu Hazm dan menekankan
bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil aamin yang menjunjung tinggi asas
keadilan berimbang, asas kepastian (kemutlakan), asas individual dan asas
liberal.*®

“®Asep Saipudin Jahar, Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis, (Jakarta: Kencana Pranada Media,

2013), h. 94
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Dasar hukum pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama oleh

Mahkamah Agung adalah dengan berbagai alasan sebagai berikut:

1. Faktor historis adanya larangan pemberian warisan pada ahli waris beda agama,
alasannya adalah ketentuan yang menghalangi pemberian warisan kepa ahli
waris non muslim, secara historis ditetapkan pada masa peperangan antara kaum
muslimin dan kaum non muslim di masa lalu. Untuk menjaga akidah dan harta
yang dimiliki orang Muslim dari penguasaan ahli waris kafir yang berpotens
untuk digunakan sebagai alat untuk memerangi umat Islam sendiri, maka
larangan tersebut diberlakukan. Melihat kondisi saat itu dimana saat itu tidak ada
lagi peperangan antara orang Muslim dengan non muslim, maka larangan
tersebut dianggap tidak berlaku lagi.*"

2. Menggunakan metode intepretasi social dalam melakukan penemuan hukum,
terkait dengan kewajiban hakim untuk menemukan hukum atas setiap perkara
yang diperiksanya. Kewajiban ini bersumber dari salah satu asas dalam hukum
acara, bahwa hakim dilarang menolak perkara dengan alasan tidak ada
hukumnya, karena hakim memiliki kewenangan hukum  untuk melakukan
penemuan hukum. Penetgpan wasiat wagjibah bagi non muslim atau yang
terhalang untuk menerima warisan karenatidak beragama Islam merupakan hasil
dari penemuan hukum yang dilakukan hakim dengan metode intepretasi
sosial "

3. Menggunakan metode argumentum per analogium dalam melakukan penemuan
hukum, penggunaaan metode ini dalam penerapan wasiat wajibah dilakukan
sebagal penerapan asas ius curia novit oleh hakim di lingkungan Pengadilan
Agama, dalam melakukan penemuan hukum atas pemberian wasiat wajibah
terhadap ahli waris yang berbeda agama, hakim menggunakan metode tersebut
dengan cara menemukan ketentuan hukum lain yang sgenis, memiliki
kemiripan, serta adanya tuntutan dalam masayarakat untuk mendapatkan

“®Destri Budi Nugrahani, Haniah Ilham, dan Y ulkarnain Harahap, Pengaturan dan |mplementasi
Wasiat Wajibah di Indonesia, Minbar Hukum, No. 2 Val. 22 Juni 2010, h. 318
“Mbid., h. 319
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penilaian yang sama. Ketentuan yang sgenis untuk mengatasi kekosongan

dalam ha ini adalah menggunakan ketentuan wasiat wajibah yang ada dalam

KHI khususnya untuk anak angkat dan orang tua angkat.*"2

4. Pilihan agama sebagai bagian dari hak asas manusia, mengenai wasiat wajibah
bagi ahli waris non Muslim atau beda agama, adalah kondisi nyata kehidupan
masyarakat Indonesia sendiri. Indonesia terdiri dari berbagai suku dan agama.
K eberadaan agama yang berbeda-beda sudah ada sejak dahulu dan tidak menjadii
penghalang bagi masyarakat Indonesia untuk hidup berdampingan, adapun
perbedaan agama bahkan di dalam lingkungan keluarga bukan merupakan hal
asing di Indonesia. Masyarakat Indonesia telah melakukan kesepakatan social
untuk hidup rukun, damai, saling menghormati, dan tidak saling merendahkan
martabat manusia atas dasar apapun juga, baik karena perbedaan suku, budaya
atau agama. Kesepakatan socia itu tercantum dalam Undang-Undang dasar
Republik Indonesia 1945. Perbedaan agama merupakan bagian dari hak asasi
manusia, Negara melarang dilakukannya segala bentuk tindakan diskriminatif
degan menyatakan, bahwa; “setiap orang berhak bebas dari perlakukan yang
diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan yang
diskriminatif itu.*®

Dalam menemukan sebuah keadilan, tentunya harus dilakukan dengan
analisa yang sangat dalam dan kajian yang menukik, sehingga akan ditemukannya
keadilan yang substantif serta dapat menjadi sebuah yurisprudensi nhukum yang
dapat menjadi acuan para hakim di lingkungan Pengadilan Agama.

Sikap progresif hakim haruslah muncul ketika berbenturan dengan perkara
yang belum diatur dalam perundang-undangan yang ada. Karena hakim pada
dasarnya memiliki peran penting dalam bentuk pembaharuan hukum, karena hakim
memiliki peran dalam berijtihad, yaitu menggali dan menemukan hukum dan

memutuskan perkara yang berada di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini,

4721 i
Ibid., h. 321
“Muhammad 1sna Wahyudi, Penegakan keadilan dalam Kewarisan Beda Agama, Kajian Lima
Penetapan dan Dua Putusan Pengadilan Agama dalam Perkara Waris Beda Agama, 2015, Jurnal
Yudisia Vol. 8 Nomor 3 Desember, h. 277
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peran hakim tidak hanya sebagal corong undang-undang, namun ia harus mampu
menjawab persoaan-persoalan yang ada di luar undang-undang formil, dengan
pendekatan interdisipliner, baik secara filosofis maupun secara sosiologis, misalnya
terdapat tiga putusan Mahkamah Agung tentang status ahli waris non Muslim yaitu
Putusan Mahkamah Agung No. 368K/AG/1995, dan Putusan No. 51K/SG/1999,
serta Putusan No. 16 K/AG/2010 tentang kebolehan seorang ahli waris non Muslim
mendapatkan warisan dengan cara diberikannya wasit wajibah kepadanya. Perkara
inilah yang menarik untuk dikaji, diteliti kembali, dianalisa serta dicari nilai-nilai
keadilan yang ada yang |ebih maslahat dan bernilai social yang berprikemanusiaan.

Suatu ijtihad dapatlaha dilakukan dengan pendekatan social misalnya dalam
hal ini bahwa hakim mempertimbangkan sebuah nilai yang ada pada seseorang
yang sangat dekat dengan orang yang meningga dunia, sedangkan secara strustural
ia mendapatkan warisan seperti istri atau anak, maka dalam hal ini ia terhalang
karena beda agama, maka solusi adanya sebuah wasiat wajibah merupakan sebuah
trobosan yang logis dan ilmiah, dan ini seirama dengan tujuan hukum itu sendiri,
yakni li jalb al-mashalih wa li daf’i al-mafasid. Selama tidak bertentangan dengan
hukum Islam, hal ini dilakukan demi menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan
harta.

Menurut hukum Islam, kewarisan baru terjadi setelah pewaris meninggal
dunia. Dengan demikian, pengoperan harta kekayaan kepada yang termasuk ahli
waris pada waktu pewaris masih hidup tidak dipandang sebaga kewarisan.

Orang Mudlim tidak mengambil pusaka dari orang kafir, begitu juga
sebaliknya.*"* Hukum ini disepakati paraimam yang empat. Dihikayatkan oleh Said
ibn Musaiyab dan an-Nakhai bahwa muslim mengambil pusaka dari orang kafir,
tidak sebaliknya, sebagaimana orang Islam boleh mengawini wanita kafir, wanita
Ilam tidak boleh dikawini lelaki kafir.*”

4"3yekh Mahmud Syalthut, Figih Tujuh Madzhab, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV
Pustaka Setia, 2000, h.293

“*TM.Hasbi Ash Shiddieqy, Hukum-Hukum Figih Islam, Tinjauan antar Mazhab, Semarang:
PT.Pustaka Rizki Putra, 2001, h. 310.
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Menurut al-Ghazzi, orang yang tidak dapat menerima waris sebab terhalang
ada tujuh orang, salah satu di antaranya adalah ahli dua agama (berlainan agama).
Maka seorang Islam tidak dapat mewaris orang kafir, dan sebaliknya.*”® Berlainan
agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila antara ahli waris dan al-
muwarris, salah satunya beragama Islam, yang lain bukan Islam. Misalnya, ahli
waris beragama Islam, muwarissnya beragama Kristen, atau sebaliknya. Demikian
kesepakatan mayoritas Ulama. Jadi apabila ada orang meninggal dunia yang
beragama Budha, ahli warisnya beragama Hindu di antara mereka tidak ada
halangan untuk mewarisi. Demikian juga tidak termasuk dalam pengertian berbeda
agama, orang-orang Islam yang berbeda mazhab, satu bermazhab Sunny dan yang
lain Syi'ah.

Dasar hukumnya Qur’an, hadits Rasulullah yaitu riwayat al-Bukhari dan
Muslim yang artinya: Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan suatu jalan bagi
orang-orang kafir (untuk menguasai orang mukmin) (QS. al-Nisa: 141).4"”

Maksud ayat di atas bahwa Allah swtakan menutup semua akses bagi orang-
orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman. Hal ini diperkuat lagi
dengan petunjuk hadits Rasulullah sebagai berikut: Artinya: Dari Usamah bin Zaid,
sesungguhnya Nabi saw. Bersabda: Orang Muslim tidak mewarisi orang kafir, dan
orang kafir tidak mewarisi orang Muslim. (Muttafaq ‘alaih’4"

Hadits di atas mengisyaratkan bahwa tidak ada waris mewarisi antara
Muslim dengan orang kafir, antara orang kafir dengan orang Muslim. Demikian
juga dalam hadits riwayat Turmuzi sebagai berikut: "Dan dari Abdullah bin Umar

ra., mengatakan: Rasulullah saw., bersabda: tidak ada waris mewarisi terhadap

4®gyekh Muhammad ibn Qasyim al-Ghazzi, Fath al-Qarib al-Mujib, Dar a-lhya a-Kitab, al-
Arabiah, Indonesia, tth, h. 6.

#7"Y ayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Depag
RI, 1986, h. 103

*8Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, Sahih
al-Bukhari, Juz 4, Beirut Libanon: Dar a-Fikr, 1410 H/1990 M, h. 194, Sayid al-Iman Muhammad ibn
Ismail ash-San’ani, Subul as-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillat al-Ahkam, Juz 3, Mesir:
Mushthafa al babi al-Halabi Wa Auladuh, 1379 H/1960 M, h. 98
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orang yang berbedaagama” (HR.Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’i, dan Ibnu
Majah. Nasa’i juga meriwayatkan dari Usamah bin Zaid).479

Hadits ini mengisyaratkan bahwa tidak ada waris mewarisi antara Muslim
dengan orang kafir, demikian pula sebaliknya. Nabi saw., sendiri mempraktikkan
pembagian warisan, di mana perbedaan agama dijadikan sebagal penghaang
mewarisi. Ketika paman beliau, Abu Thalib orang yang cukup berjasa dalam
perjuangan Nabi saw., meninggal sebelum masuk Islam, oleh Nabi saw., harta
warisannya hanya dibagikan kepada anak-anaknya yang masih kafir, yaitu 'Uqail
dan Thalib. Sementara anak-anaknya yang telah masuk Islam, yaitu 'Ali dan Jafar,
oleh beliau tidak diberi bagian.*®

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang menjadi pertimbangan
apakah antara ahli waris dan muwarris berbeda agama atau tidak, adalah pada saat
muwarris meninggal. Karena pada saat itulah hak warisan itu mulai berlaku. Jadi
misalnya ada seorang Muslim meninggal dunia, terdapat ahli waris anak laki-laki
yang masih kafir, kemudian seminggu setelah itu masuk Islam, meski harta warisan
belum dibagi, anak tersebut tidak berhak mewarisi harta peninggalan s mati. Dan
bukan pada saat pembagian warisan yang dijadikan pedoman. Demikian
kesepakatan mayoritas Ulama.

Imam Ahmad ibn Hanbal dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa
apabila seorang ahli waris masuk Islam sebelum pembagian warisan dilakukan,
maka ia tidak terhalang untuk mewarisi. Alasannya, karena status berlainan agama
sudah hilang sebelum harta warisan dibagi. Pendapat Imam Ahmad di atas sgjalan
dengan pendapat golongan mazhab Syi‘ah Imamiyah. Alasan yang dikemukakannya
adalah, sebelum harta dibagi, harta-harta tersebut belum menjadi hak ahli waris
yang pada saat kematian muwarris telah memeluk Islam.

Namun pendapat terakhir ini, agaknya sulit diikuti, karena besar

kemungkinan, kecenderungan seseorang untuk menguasai harta warisan akan

“"Al- Imam Abu Isa Muhammad ibn Isaibn Saurah ibn Musa ibn ad -Dahak as-Salmi at-Turmuzi,
Sunan at-Turmuz, Kairo: Dar a-Kutub a-Misriyyah, 1931, 137. Al-Hafidz ibn Hajar a-Asgaani,
Bulug al-Marram Fi Adillati al-Ahkam, Beirut Libanon: Daar al-Kutub al-ljtimaiyah tth, h. 196.

“Oratchur Rahman, lmu Waris, Bandung: Al-Maarif, 1981, h. 12
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dengan mudah mengalahkan agama yang dipeluknya, dan menyalahgunakan agama
Islam sebagal upaya memperoleh harta warisan. Walaupun pada saat kematian
muwarris, ia masih berstatus sebagai kafir, sebelum harta dibagi ia dapat
menyatakan diri memeluk Islam untuk tujuan mendapatkan warisan.***

Mayoritas Ulama mengajukan alasan, apabila yang menjadi ketentuan hak
mewarisi adalah saat pembagian warisan, tentu akan muncul perbedaan pendapat
tentang mengawalkan atau mengakhirkan pembagian warisan.*®* Pemahaman yang
dapat diambil dari praktik pembagian warisan Abu Thalib, adalah bahwa perbedaan
agama yang sama-sama bukan Islam tidak menjadi penghalang saling mewarisi.
Hakikatnya, antara agama-agama selain Islam adalah satu, yaitu agama yang sesat.
Demikian pendapat Ulama-ulama Hanafiyah, Syafiiyah, dan Abu Dawud al-
Zahiry. Dasar hukumnya adalah Firman Allah swt., yang artinya:...maka tidak ada
sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan... (QS.Y unus-.32).%%

Selanjutnya Imam Malik dan Ahmad mengemukakan pendapat bahwa
perbedaan agama yang samasama bukan Islam tetap menjadi penghalang
mewarisi. Dasarnya adalah, bahwa masing-masing agama mereka mempunyai
syari‘at sendiri-sendiri, seperti diisyaratkan Firman Allah swt., yang artinya sebagai
berikut: Bagi setiap umat di antara kamu, Kamijadikan suatu peraturan dan tata cam
(sendiri-sendiri)... (QS. al-Maidah: 48).%*

Mengenai orang murtad orang yang keluar dari agama Islam, para Ulama
memandang mereka mempunyai kedudukan hukum tersendiri. Hal ini karena orang
murtad dipandang telah memutuskan tali (shilah) syari‘ah dan melakukan kejahatan
agama.*® Karena itu, meskipun dalam isyara a-Qur'an bahwa mereka
dikatagorikan sebagai orang kafir, para Ulama menyatakan bahwa harta warisan

orang murtad tidak diwarisi oleh siapa pun, termasuk ahli warisnya yang sama-

“pid., h. 12

**|bid, h. 13

“83y ayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Op.Cit.
h. 401

**Ipid.,h. 209.

“BMuslich Maruzi, Pokok-pokok IImu Waris, Semarang: Pustaka Amani, 1981, h. 16
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sama murtad. Harta peninggalannya dimasukkan ke baitul-mal sebagai harta fai'
atau rampasan, dan digunakan untuk kepentingan umum.

Imam Hanafi memberi ketentuan, apabila orang yang murtad memiliki harta
yang diperoleh ketika dia masih memeluk Islam, dapat diwaris oleh ahli warisnya
yang Muslim. Selebihnya, dimasukkan ke baitul-mal. Sudah barang tentu hal ini
dapat dilakukan jika dapat dipisah-pisahkan harta mana yang diperoleh ketika
masih Muslim dan mana yang diperolehnya setelah murtad. Apabila tidak bisa
dipisah-pisahkan, maka sebaiknya semua kekayaannya dimasukkan ke baitul-
mal .486

Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidayah al-Mujtahid menerangkan tentang
waris beda agama secara rinci yang uraiannya dapat diikuti di bawah ini:**"Jumhur
ulama dari kalangan sahabat dan tabiin serta fugaha Amshar berpendapat bahwa
orang muslim tidak mewaris orang kafir karena adanya hadits sahih tersebut.

Daam pada itu, Mu'adz bin Jabal dan Mu'awiyah dari kalangan sahabat,
serta Said bin a-Musayyab dan Masruq dari kalangan tabiin, dan segolongan
fugaha berpendapat bahwa orang Muslim itu mewaris orang kafir. Dalam kaitan ini
mereka menyamakan ha itu dengan wanita-wanita orang kafir yang boleh
dikawini.

Mereka berkata, "Kami boleh mengawini wanita mereka, tetapi kami tidak
diperbolenkan mengawinkan mereka dengan wanita kami, maka begitu halnya
dengan hal warisan." Dan dalam hal ini mereka meriwayatkan hadits yang musnad.
Abu Umar berkata, "Pendapat tersebut tidak kuat bagi jumhur fugaha" Mereka
juga menyamakan kepewarisan dari orang kafir tersebut dengan gishash darah yang
tidak seimbang.*®

Adapun mengena harta orang murtad, jumhur fugaha Hijaz berpendapat
bahwa harta orang murtad jika ia terbunuh atau mati secara waar untuk kaum

“8TM.Hashi Ash Shiddieqy, Op. Cit., h. 310.

“87)bnu Rusyd, Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Mugtasid, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, h.
413 - 417.

“®hid., h. 417.
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muslim, sedang keluarganya tidak mewarisinya. Pendapat ini dikemukakan oleh
Malik dan Syafi'i serta dipegangi oleh Zaid ra., dari kalangan sahabat.*®

Dalam pada itu, Abu Hanifah, ats-Tsauri, jumhur fugaha Kufah, dan
kebanyakan fugaha Basrah berpendapat bahwa orang murtad itu diwarisi oleh para
pewarisnya yang memeluk agama Islam. Ini adalah pendapat Ali dan Ibnu Masud
ra., dari kalangan sahabat.*°

Fugaha golongan pertama berpegangan pada keumuman hadits. Sedang
fugaha golongan kedua berpegangan dengan mentakhsiskan keumuman hadits
dengan giyas. Qiyas mereka dalam hal ini ialah hubungan kekerabatan para pewaris
Muslim itu lebih utama dibanding kaum Muslim, karena pewaris tersebut
mengumpulkan dua sebab, yakni Islam dan kekerabatan, sementara kaum muslim
hanya mempunyai satu sebab saja, yaitu Islam.**

Nampaknya golongan kedua ini menguatkan pendapat bahwa hukum Islam
masih diberlakukan terhadap harta orang murtad, dengan bukti hartanya tidak
diambil seketika, tetapi ditunggu sampai ia mati. Karena itu, hidupnya mash
dianggap dalam rangka memelihara hartanya tetap berada dalam hak miliknya. Itu
berarti hartanya harus dihormati sesuai ketentuan hukum Islam. Karena itu,
hartanya tidak boleh ditetapkan atas dasar kemurtadan, berbeda dengan harta orang
kafir.*?

Menurut Syafi'i dan yang lain, gadla’ salat yang ditinggalkan selama murtad
dapat diterima, jika ia bertobat dari murtadnya. Golongan lain mengatakan,
hartanya itu ditangguhkan dulu, karena masih kehormatan Islam. Dengan
penangguhan itu diharapkan ia mau kembali kepada Islam dan penguasaan kaum
muslim terhadap hartanya itu, tidak melalui jaan warisan. Sementara itu, ada
segolongan fugaha yang nyleneh pendapatnya, dengan mengatakan, begitu terjadi

“BAmir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Prenada Media, 2004, h.86
*OMuslich Maruzi, Op. Cit., h. 16.

“!pid

“92Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Prenada Media, 2004, h.86.
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kemurtadan, hartanya itu untuk kaum Muslim. Menurut dugaan saya, Asyhab
adal ah salah seorang yang berpendapat demikian.**®

Adapun tentang warisan antar agama, bahwa fugaha sependapat untuk
memberikan warisan kepada pemeluk agama yang satu, sebagian mereka atas
sebagian yang lain. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang pewarisan antar

agama yang berbeda-beda.**

Malik dan segolongan fugaha berpendapat bahwa
pemeluk agama yang berbeda-beda tidak saling mewaris, seperti orang Y ahudi dan
Nasrani. Pendapat seperti ini juga dikemukakan oleh Ahmad dan segolongan
fugaha.*®®

Sydfi'i, Abu Hanifah, Abu Tsaur, aTsauri, Dawud dan yang lain-lain
berpendapat, bahwa semua orang kafir saling mewaris. Sementara itu, Syuraih,
Ibnu Abi Laila, dan segolongan fugaha membagi agama-agama yang tidak saling
mewaris menjadi tiga golongan. Orang-orang Nasrani, Y ahudi, dan Sabi'in adalah
satu agama; orang-orang Majusi dan mereka yang tidak mempunyai kitab suci
adalah satu agama; dan orang-orang Islam adalah satu agama pula. Dari 1bnu Abi
Laila diriwayatkan bahwaia berpendapat, seperti pendapat Malik.*%

Malik dan fugaha yang sependapat dengannya berpegangan pada hadits
yang diriwayatkan oleh orang-orang terpercaya dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya
dari kakeknya. Sedang ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah berpegangan pada sabda
Nabi saw, dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi saw. Bersabda: Orang
Muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang Muslim.
(Muttafaq 'alaih).*”

Berdasarkan dalil khithab mafhum hadits tersebut adalah orang Muslim itu

dapat mewaris sesama orang Muslim, dan orang kafir dapat mewaris sesama orang

45,

“BAthoilah, Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis), Bandung: Yrama Widya, 2013, h.

“*Amir Syarifuddin, Op. Cit., h. 87

“%*Athoilah, Op. Cit., h. 46.

“%|bnu Rusyd, Op. Cit, h. 414

“9TAl-lmam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, Sahih

al-Bukhari, Juz 4, Beirut Libanon: Dar a-Fikr, 1410 H/1990 M, h. 194, Sayid al-Iman Muhammad ibn
Ismail ash-San’ani, Subul as-Salam Sarh Bulugh al-Maram, Juz 3, Mesir: Mushthafa al babi al-Halabi
Wa Auladuh, 1379 H/1960 M, h. 98
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kafir. Pendapat yang menggunakan dalil khithab mengandung kelemahan, seperti
nampak dalam kasus warisini.

Y ang dimaksud berbeda agama di sini adalah antara orang Islam dan non-
Islam. Perbedaan agama yang bukan Islam misalnya antara orang Kristen dan
Budha tidak termasuk dalam pengertian ini. Seorang ulama kontemporer bernama
Yasuf al-Qaralawi menjelaskan dalam bukunya Hadyu al-Islam Fatawi
Mu’a’sirah bahwa orang Islam dapat mewarisi dari orang non-lslam sedangkan
orang non-Islam itu sendiri tidak boleh mewarisi dari orang Islam.

Menurutnya Islam tidak menghalangi dan tidak menolak jalan kebaikan
yang bermanfaat bagi kepentingan umatnya. Terlebih lagi dengan harta peninggalan
atau warisan yang dapat membantu untuk mentauhidkan Allah, taat kepada-Nya
dan menolong menegakkan agama-Nya. Bahkan sebenarnya harta ditujukan
sebagai sarana untuk taat kepada-Nya, bukan untuk bermaksiat kepada-Nya.**®

Hal tersebut mengacu pada ketentuan Fatwa Maelis Ulama Indonesia
(MUI) Nomor : 5/MUNAS VI11/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama, yang
menetapkan bahwa:

a. Hukum Waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antar orang-orang
yang berbeda agama (antara muslim dengan non-muslim).

b. Pemberian harta antar orang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam
bentuk hibah, wasiat dan hadiah.**

Hukum kewarisan menurut Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang
Kompilas Hukum Islam yang selanjutnya disebut INPRES No. 1/1991 tentang
KHI adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta
peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli
waris dan berapa bagiannya masing-masing (Pasal 171 huruf a). Menurut H.A.
Mukti Arto, Islan sebagai agama samawi menggarkan hukum kewarisan,

disamping hukum-hukum lainnya, untuk menjadi pedoman bagi umat manusia agar

“%8Al-Qarallawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer, terjemah Hadyu al-Islam Fatawi Mu’asirah, Jilid
ke-3 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 850.
“Cpid.
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terjamin adanya kerukunan, ketertiban, perlindungan dan ketentraman dalam
kehidupan di bawah naungan dan ridho Illahi. Aturan hukum kewarisan Islam
diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan
kesadaran hukumnya sehingga menjadi suatu sistem hukum kewarisan yang
sempurna. Selanjutnya H.A. Mukti Arto menjelaskan bahwa sgarah Hukum
Kewarisan Islam tidak terlepas dari hukum kewarisan zaman Jahiliyah. Dasar untuk
dapat saing mewarisi pada Zaman Jahiliyah adalah; 1) Adanya hubungan
nasab/kekerabatan; 2) Adanya pengangkatan anak; 3) Adanya janji setia untuk
bersaudara.

Ketiga jenis ahli waris tersebut disyaratkan harus laki-laki dan sudah
dewasa. Oleh karena itu, perempuan dan anak-anak tidak dapat menjadi ahli waris.
Kemudian pada masa permulaan Isaam di Madinah, Rasulullah saw.
Mempersaudarakan Muhgjirin dengan Anshor, persaudaraan karena hijrah ini juga
dijadikan dasar untuk saling mewaris. Dalam perkembangannya, dasar saling
mewaris karena adanya pengangkatan anak, janji setia, dan persaudaraan karena
hijrah inipun dihapus. Untuk selanjutnya berlaku hukum kewarisan yang ditetapkan
oleh a-Qur’an dan al-Sunah sebagai suatu ketentuan yang harus ditaati oleh setiap
Muslim.

Sgjak dikeluarkannya Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, dimana kekuasaan Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili, serta
menyelesaikan sengketa waris dipulihkan kembali, maka kebutuhan terhadap
hukum waris yang jelas, rinci, mudah dan pasti serta sesuai dengan tata kehidupan
masyarakat I1slam Indonesia yang bilateral semakin terasa mendesak. Untuk itu
pulalah kemudian dikeluarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan
dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991.

Ada beberapa pihak yang terdapat dalam Hukum Waris Islam, diantaranya:

1. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan
meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggal kan ahli

waris dan harta peninggalan (Pasal 171 huruf b).
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2. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan
darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak
terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasa 171 huruf c).
Selanjutnya, mengenai ahli waris tersebut secara lebih rinci dijelaskan dalam
Pasal 172-175. Pasal-pasal tersebut membahas bagaimana seseorang terhalang
menjadi ahli waris, Kelompok-kelompok ahli waris, kewagjiban dan tanggung
jawab ahli waris terhadap pewaris.

3. Sebelum kita membahas besarnya bahagian waris, sebaiknya kita memahami
dulu beberapaistilah yang nantinya berhubungan dengan bahagian waris. Istilah-
istilah tersebut yaitu:

a. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang
berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (Pasal 171 huruf
d).

b. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah
digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya
pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat
(Pasal 171 huruf €).

c. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau
lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (Pasal 171 huruf
f).

d. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari
seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (Pasal 171
huruf g).

e. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-
hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang
tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan (Pasal
171 huruf h).

f. Baitul Ma adalah Balai Harta Keagamaan (Pasal 171 huruf i).

Besarnya bahagian waris Islam dalam KHI diatur pada Bab |11 Pasal

176-191 yang dapat dijabarkan secara garis besar sebagi berikut:
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1) Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua
orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan
apabila anask perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian
anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan (Pasal
176).

2) Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila
ada anak, ayah mendapat seperenam bagian (Pasal 177). Maksud pasal ini
ialah ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak,
tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat seperenam
bagian (Berdasarkan Surat Edaran M ahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1994).

3) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih.
Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat
sepertiga bagian (Pasal 178 (1)). Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa
sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersamasama dengan ayah (Pasal
178 (2)).

4) Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan
bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagaian
(Pasal 179).

5) Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak,
dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan
bagian (Pasal 180).

6) Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara
laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam
bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama
mendapat sepertiga bagian (Pasal 181).

7) Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia
mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ua mendapat
separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan
saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka
bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut
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bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian

saudaralaki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan (Pasal 182).

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian

harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya (Pasal 183).Bagi

ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan
kewgjibannyua, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim

atas usul anggota keluarga (Pasal 184).

Ahli waris yang meningga lebih dahulu dari pada sipewaris maka

kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut

dalam Pasal 173 (Pasal 185 (1)). Bagian ahli waris pengganti tidak boleh

melebihi dari bagian ahli waris yang sederagjat dengan yang diganti (Pasal 185

(2)).

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunya hubungan saling

mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya (Pasal 186).

Bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh

pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa

orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:

a) Mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, bailk berupa benda
bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli
waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang,

b) Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan
Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan ¢ (Pasal 187 (1)).

Sisadari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan
yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak (Pasal 187 (2)).

13.Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan

permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta
warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu,
maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan
Agama untuk dilakukan pembagian warisan (Pasal 188).
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14) Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang
dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan
dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan
(Pasal 189 (1)). Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak
dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang
memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih
ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang

berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing (Pasal 189 (2)).

15) Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri
berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya,
sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya
(Pasal 190).

16) Bila pewaris tidak meninggalkanahli waris sama sekali atau ahli warisnya
tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan
Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Ma untuk
kepentingan Agama Islam dan kesegjahteraan umum (Pasal 191).

Hukum waris perdata atau yang sering disebut hukum waris barat
berlaku untuk masyarakat nonmuslim, termasuk warga negara Indonesia
keturunan, baik Tionghoa maupun Eropa yang ketentuannya diatur dalam Kitab
Undang-undang Hukum Perdata (KUHP).

Penegasan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam KHI Pasal 171 huruf
b dan ¢ sebagal berikut:

a. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan
meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan
ahli waris dan harta peninggalan.

b. Ahli waris adalah orang yang pada saat meningal dunianya pewaris
mempunya hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris,
beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli
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waris.
Hukum waris perdata menganut sistem individual di mana setiap ahli
waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-

masing. Dalam hukum waris perdata ada dua cara untuk mewariskan:

a. Mewariskan berdasarkan undang-undang atau mewariskan tanpa surat
wasiat yang disebut sebagai Ab-instentato, sedangkan ahli warisnya disebut
Ab-instaat. Ada 4 golongan ahli waris berdasarkan undang-undang:
Golongan | terdiri dari suami istri dan anak-anak beserta keturunannya;
Golongan Il terdiri dari orang tua dan saudara-saudara beserta
keturunannya; Golongan Il terdiri dari kakek, nenek serta seterusnya ke
atas;, dan Golongan 1V terdiri dari keluarga dalam garis menyamping yang
lebih jauh, termasuk saudara-saudara ahli waris golongan Ill beserta
keturunannya.

b. Mewariskan berdasarkan surat wasiat yaitu berupa pernyataan seseorang
tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia yang oleh si
pembuatnya dapat diubah atau dicabut kembali selama ia masih hidup
sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 992. Cara
pembatal annya harus dengan wasiat baru atau dilakukan dengan Notaris.

Syarat pembuatan surat wasiat ini berlaku bagi mereka yang sudah
berusia 18 tahun atau lebih dan sudah menikah meski belum berusia 18
tahun. Yang termasuk golongan ahli waris berdasarkan surat wasiat adalah
semua orang yang ditunjuk oleh pewaris melalui surat wasiat untuk menjadi

ahli warisnya.

Dalam kaitannya dengan wasiat wajibah bagi non Muslim maka ketentuan
ini merupakan implementas rumusan dari konsep Magasid al-Syari’ah dalam
wasiat wajibah bagi non muslim, yaitu perlindungan terhadap harta (hifz al-Mal).
Hifz al-Mal, yaitu sebuah perlindungan harta sehingga dapat meningkatkan
kekayaan secara proporsional dengan melalui cara-cara yang hala, bukan dengan
hal-ha yang curang. Dengan adanya perlindungan ini, maka seseorang akan dapat
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mempertahankan apa sgja yang menjadi hak miliknya seperti dalam hal waris dan

wasiat.

Waris Beda Agama ialah praktek pembagian harta warisan yang melibatkan
dua orang atau lebih yang berkeyakinan beda satu pihak muslim dan lainnya non
musim  dadam  ha ini antara  muwarris dan  ahli  waris.
Waris beda agama adalah praktek waris yang amat pelik, di zaman modern, |ebih-
lebih ketika terjadi yang berhak menerima warisan adalah Muslim dari orang tua
atau kerabat yang masih kafir atau non muslim, seperti banyak kasus di beberapa
tempat di Indonesia, hal ini bukanlah persoalan sepele dan bisa di abaikan begitu
sgja karena soal pembagian harta warisan sudah di atur sedemikian rupa dalam
Islam untuk mencegah konflik yang sering terjadi dalam pembagian harta warisan.

Para ulama sepakat bahwa non muslim tidak dapat menjadi ahli waris, dari
muwarris muslim, Mereka mengiyaskan kepada masalah pembunuhan, jika
pembunuhan dapat memutuskan hubungan kekerabatan hingga mencabut hak
kewarisan, maka demikian juga halnya dengan perbedaan agama,sebab wilayah
hukum Islam dalam hal ini khususnya hukum waris tidak mempunyai daya berlaku

bagi non muslim.

Selain itu hubungan kerabat yang berlainan agama hanya sebatas pada
pergaulan dan hubungan baik, dan tidak menyangkut ranah syari’ah dasar
hukumnya: “Tetapi jika mereka (orang tuamu) berusaha menyuruhnu untuk
memperseutukan dengan daku sesuatu yang tiada pengetahuanmu tentang
itu,janganlah kau turuti mereka,namun bergaullah dengan mereka di dunia ini
dengan baik,dan ikutilah jalan meraka yang kembali kepada-Ku”. (QS.a-
Lugman:15).

Mereka juga beralasan bahwa nabi juga melaksakan hal ini yakni tidak
membagi harta warisan dengan saudara non muslim,adalah berkenaan dengan
ketika Abu Talib meninggal dunia dengan meninggalkan 4 orang anak, masing-
masing bernama Ali, Ja’far, Ugail dan Thalib. Ali dan Ja’far pada waktu Abi Talib
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meninggal mereka berdua sudah masuk agama Islam, sedangkan Ugail dan Talib
masih menjadi penyembah berhala (non Muslim). Rasulullah membagikan harta
pusaka Abu Talib kepada mereka yang masih kafir yakni kepada Uqail dan Thalib
dan tidak kepada Ali dan Ja’far.

Dari peristiwa di atas, bahwa Nabi hanya membagikan harta peninggalan
AbuTalib kepada anaknya yang masih kafir yaitu Uqail dan Talib, sedangkan Ali
dan Ja’fartidak mendapatkan warisan dari orang tuanya, dengan alasan karena Ali
dan Ja’far telah memeluk agama Islam.

Sedangkan mengenai kewarisan beda agama dalam hal ini yang menjadi
muwarris non muslim dan yang menjadi ahli waris muslim. Para ulama terbagi
menjadi dua kelompok,yang satu dengan tegas menolak adanya pembagian warisan
dan kelompok lainnya membolehkan dengan ketentuan dan syarat berlaku, berikut
pembagianya:

a. Kelompok yang menolak dengan argumennya.

Kebanyakan dari kalangan ulama salaf mereka mengambil pendapat
yang menyatakan bahwa seorang Muslim tidak memperoleh waris dari non
Muslim, sebagaiamana orang kafir tidak memperoleh waris dari Muslim.
Pendapat ini dikenal di kalangan ulama yang empat dan para pengikutnya.
Mereka menyatakan bahwa dua hadis ini: La yaritsu al-Muslim al-kafira wala
alk-kafir al-muslima”, tidak mewarisi orang kafir kepada Muslim, demikian
orang Muslim kepada kafir (HR. Bukhari dan Muslim), “la yatawaratsu ahlu
millatain syatta, tidak waris mewarisi penganut dua agama yang berbeda”, (HR.
Ahmad, Abu Dawud, dan Ibn Majah). Tidak dapat di giyaskan dan menjadi dalil
mutlak.

4) Argumen dan lasan Kelompok yang menbol ehkan.

Menurut keterangan hadis yang menapikan kewarisan beda agama,
dengan menggunakan huruf la nafyiyah yang diartikan tidak, bukan la nahyi,
yang berarti larangan. Huruf la nafyiyah ini mengandung faidah tidak dan
dengan kata tidak ini, tidak dilakukan suatu tindakan hukum. Sabda Nabi yang
berkaitan dengan menapikan waris mewaris antar agamaialah: (1). Hadis yang
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diterima dari Usamah bin Zaid dari Nabi saw. “la yaritsu al-Muslim al-kafira
wala alk-kafir al-muslima”, tidak mewaris orang kafir kepada Muslim,
demikian orang Muslim kepada kafir (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis lain
dari Amr bin Syaib dari kakeknya Abdullah bin Amr dari Nabi saw.,“la
yatawaratsu ahlu millatain syatta, tidak waris mewarisi penganut dua agama
yang berbeda”, (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Ibn Mgjah).

Dua hadis inilah yang menjadi standar kewarisan di kalangan umat Islam
yang dianut oleh para ulama, sgak sahabat, ulama salaf dan khalaf. Namun
demikian, tidak menjadi ijmé&’, karena ada beberapa sahabat tidak menyepakatinya
kafir di dalam hadis itu masth umum dan memerlukan khas (pengkhususnya) atau
mungkin taqyid-nya, bila dianggap mutlaq. Maka kafir di situ kafir harbi, bukan
kafir dzimmi. Kholifah Umar bin Khatab, Muadz, Muawiyah, tidak menerapkan
praktek hadis yang diriwayatkan di atas, bahkan sebaliknya dalam kasus tertentu,
sebagaimana diriwayatkan, “Mereka mengambil waris dari orang kafir, tetapi tidak

sebaliknya, yaitu orang kafir dari orang Islam.

Dari kalangan ulama muta’akhirin ternyata sepakat dengan pendapat
ulama di atas, sebagian kelompok mengatakan, ‘Bahkan orang Muslim menerima
waris dari kafir, tidak sebaliknya. Ini adalah pendapat Muadz bin Jabal, Muawiyah
bin Abi Sufyan. Muhammad bin al-Hanafiyah, Abu Ja’far al-Bagir, Said bin al-
Musayyab, Masruq bin Ajda, Abdullah bin Mughaffal, al-Syu’bi, al-Nakha’i, Yahya
bin Ya’mur, dan Ishaq ibn Rahawaih. Mereka katakan, ‘Kita memperoleh warisan
dari mereka dan mereka tidak memperolehnya dari kita, sebagaimana kita bisa
menikahi perempuan-perempuan mereka, tetapi tidak sebaliknya”. Namun,
kesahihan riwayat ini diragukan keabsahannya oleh lbn Qudamah. Artinya, di
kalangan ulama Hanbaliyah pun ada perbedaan tetang ketentuan warisini.

Memang, keberadaan penolakan waris-mewarisi antara Muslim dan kafir
dasarnya adalah dua hadis di atas itu, sehingga menjadi dasar pula penolakan untuk
menerima waris dari kaum zindig, munafig, dan murtad. Padahal, menurut Ibn
Taimiyah, dalam sunnah mutawatir, jelas sekali sesungguhnya Nabi saw.,
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menetapkan mereka dalam hukum lahiriyah sebagaimana kepada orang Islam, yaitu
saling waris mewarisi. Abdullah bin Ubay meninggal, tetapi anaknya mengambil
waris, juga yang lainnya dari kalangan munafik, orang murtad pun menurut Ali dan
Ibn Masud, hartanya bagi ahli waris dari kaum Muslimin sementara Ahli Dzimmah,
kalau membunuh dibunuh lagi pembunuhnuya, walau orang Islam dan kafir harbi

dibunuh lagi.

Di sis lain, umat Isam harus menempatkan diri yang tertinggi,
sebagaimana Nabi berssabda, “Al-Islamu ya’lu wala yu’la *alaih”, Islam itu tinggi
dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya”.Keterangan lain menyebutkan dari
Muadz bin Jabal, “Al-lsamu yazidu wala yanqushu”. (HR. Abu al-Aswad).
Kemudian Muadz menyatakan, wa li annana nankihu nisa’ahum wala yankihuna

nisa’ana fakadzalika naritsuhum wa la yaritsunana”.

Problem yang dirasakan dengan dua hadis di atas ialah sebagai berikut:
(). Kerugian harta yang mestinya diambil umat Islam bisa jatuh kepada yang lain,
bahkan kepada lembaga-lembaga keagamaan non-Muslim yang selanjutnya
digunakan untuk memurtadkan umat Islam.(2). Banyak muallaf yang sengsara atau
hidup pas-pasan, padahal keluarganya berada. (3). Dimungkinkan seseorang yang
tidak masuk Islam karena takut tidak kebagian warisan orang tuanya yang kaya itu.
(4). Penguasaan harta dari non-Muslim, dibenarkan oleh perundang-undangan
negara sudah diatur di negara-negara modern sekarang. Mungkin hibah, wasiyat,
hadiyah, dari mereka atau malah jual beli. Adalah kerugian bila harta itu dibiarkan
tak ada “pemiliknya”.

Dalam persoaan ini, maka perkataan, la yaristu al-Muslim al-kafira wala
al-kafir al-Muslima yang dimasud adalah kafir harbi, sementara dari kafir dzimmi
tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Hanafiyah. Bila memang masih keberatan
secara syar’i dan dianggap melanggar ushul al-syari’ah, maka mungkin harta
diambil jalan tawassuth (moderat), seperti dikemukakan oleh al-Qardhawi, yaitu

“Ahli waris mengambil harta tersebut, sesuai dengan peraturan undang-undang di
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negara tersebut, tetapi untuk kemaslahatan umat, dakwah, dan pendidikan Islam,
sementara yang bersangkutan dengan pribadinya mengambil untuk sekedar
menutupi  kebutuhan pokok hidupnya daripada harus menta-minta (tasawwul)

kemana-mana, apalagi dengan membawa nama muallaf.”

Ada tiga yang menjadi penghalang warisan yaitu; 1) pembunuhan, 2) beda
agama dan 3) perbudakan. Beda agama adalah apabila antara ahli waris dan pewaris
salah satunya beragama Islam dan yang lain tidak beragama Islam. Apabila
seseorang yang meninggal dunia dan memiliki harta untuk dibagi kepada ahli waris
yang berbeda agama, makatidak terjadi pewarisan antara keduanya.

Adapun dalil yang menjadi dasar hukumnya adalah Sabda Rasulullah saw,
yaitu :

(e G3iia) alusall SAASUI Y 5 SASU alsall &y Y

Artinya : “Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi harta orang kafir, dan tidak
berhak pula orang kafir mewarisi harta seorang muslim”. (HR. Bukhari
dan Muslim).

Dalam pandangan konsep figih konvensional seorang muslim tidak bisa
mewarisi harta seorang non muslim dan sebaliknya seorang non muslim tidak dapat

mewarisi harta seorang muslim.

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan
bahwa ahli waris muslim tetap mendapat harta warisan dari pewaris yang kafir.
Mereka mengaku bersandar pada pendapat Mu’adz bin Jabal ra, yang mengatakan
bahwa seorang muslim boleh mewarisi harta orang kafir, tetapi tidak boleh

mewariskan hartanya kepada orang kafir.

Sebagian ulama lainnya mengatakan tidak bisa mewariskan. Jumhur ulama
termasuk yang berpendapat demikian adalah keempat Imam Mujtahid yaitu Imam
Abu Hanifah, Imam Malik, Imam al-Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal.
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Apabila dilihat dari sudut pandang Hukum Waris Islam, maka anak yang
lahir dari perkawinan beda agama atau ahli waris yang berbeda agama dengan
pewaris tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris apabila tidak

seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam.

Dalam hukum kewarisan Islam ada ketentuan halangan untuk menerima
warisan. Halangan untuk menerima warisan adalah hal-ha yang menyebabkan
gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan pewaris.
Hal-hal yang dapat menghalangi tersebut yang disepakati para ulama adatiga, yaitu
Pembunuhan, Berlainan agama, Perbudakan, dan yang tidak disepakati ulama
adalah Berlainan negara.

Daam hubungannya dengan waris mewaris pada keluarga beda agama,
maka ini menunjukkan adanya anggota keluarga yang beragama Islam dan anggota
keluarga yang beragama non Islam. Dalam kondisi seperti ini akan bersentuhan
dengan persoalan waris beda agama bila pihak pewaris meninggal dunia. Dalam
hukum Islam telah ditentukan bahwa berlainan agama bisa menjadi penghaang

mewaris.

Konkritnya apabila antara ahli waris dan al-muwarris, saah satunya
beragama Islam, yang lain bukan Islam. Misanya, ahli waris beragama Islam,
muwarisnya beragama Kristen, atau sebaliknya, demikian kesepakatan mayoritas
ulama. Jadi apabila ada orang meninggal dunia yang beragama Budha, ahli
warisnya beragama Hindu di antara mereka tidak ada halangan untuk mewarisi.
Demikian jugatidak termasuk dalam pengertian berbeda agama, orang-orang Islam
yang berbeda madzhab, satu bermadzhab Sunni dan yang lain Syi’ah.

Dasar hukumnya adalah a-Qur’an dan hadis Rasulullah saw.,sebagai
berikut:

S (e gall A& 0 8 WA Jasy
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Artinya: “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan suatu jalan bagi orang-

orang kafir (untuk menguasai orang mukmin)” (QS. a-Nisa: 14l)

Firman Allah swt., menunjukkan bahwa orang-orang mukmin tidak boleh
tunduk pada orang kafir, dan orang kafir tidak boleh menaklukkan orang mukmin,
dan Allah tidak akan memberi akses ke arah itu.

Adapun yang dimaksud dengan berlainan agama adalah perbedaan agama
yang dianut antara pewaris dengan ahli waris, artinya seseorang Muslim tidaklah
mewaris dari yang bukan Muslim, begitu pula sebaliknya seseorang yang bukan
Muslim tidaklah mewarisi dari seseorang muslim.
Ketentuan ini didasarkan kepada bunyi sebuah hadits dari Usamah ibn Zaid
menurut riwayat al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Tirmidzi, dan IbnuMagah
yang artinya sebagai berikut: Seseorang Muslim tidak menerima warisan dari yang
bukan Muslim dan yang bukan Muslim tidak menerima warisan dari seorang
Muslim.

Apabila pembunuhan dapat memutuskan hubungan kekerabatan hingga
mencabut hak kewarisan, maka demikian jugalah halnya dengan perbedaan agama,
sebab wilayah hukum Islam (khususnya hukum waris tidak mempunyai daya
berlaku bagi orang-orang non Muslim.

Selain itu, hubungan antara kerabat yang berlainan agama dalam
kehidupan sehari-hari hanya terbatas dalam pergaulan dan hubungan baik
(hubungan kemasyarakatan), dan tidak termasuk dalam ha pelaksanaan hukum
syari’ah (termasuk hukum waris), hal ini sejalan dengan ketentuan al-Qur’an Surah
Lugman (31) ayat 15 sebagai berikut:
Mﬂ\@%@;@&#mﬂﬂu@dﬁuiéd\&\;ub
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Artinya: “Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku
sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu
mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di duniadengan baik, dan

ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-

Kulah kembalimu, maka Kuberitahukan kepadamu apa yang telah kamu
kerjakan.” (QS. Lugman (31): 15)
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Namun demikian, disebabkan hak kewarisan mempunyai hubungan yang
erat dengan persoalan perkawinan, maka para ahli hukum tidak mempunyai
pendapat/pandangan yang sama tentang ketentuan hadits yang menyatakan bahwa
muslim tidak menjadi ahli waris dari non Muslim dan sebaliknya

Perbedaan pendapat tersebut didasarkan adanya ketentuan QS. al-Maidah
(5) ayat 5 sebagai berikut:

PR B8 N APS SR g N LS I BT A PS AR Gh P A AN B N AP
13 R&LE e QUSH VT Gl e Clilandll Ty ciliaall e Sliandll
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Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik- baik. Makanan (sembelihan)
orang- orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu

halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang
menjaga kehormatan di antara wanita- wanita yang beriman dan wanita-

wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-

Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan

maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak

(pula)menjadikannya gundik- gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah

beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya

dan ia di hari akhirat termasuk orang- orang merugi.” (QS. a-Maidah

(5):5)

Tentang non Muslim (bukan Muslim) tidak dapat menjadi ahli waris dari
seorang non Muslim para ahli hukum Islam tidak sama pandangannya, dan secara
garis besar pendapat ahli hukum Islam tentang halini dapat diklasifikasikan kepada:
(Amir Syarifuddin 1984.47)

1. Kebanyakan ahli hukum Islam Ahlu Sunnah berpendapat bahwa Muslim tidak
dapat menjadi ahli waris bagi pewaris yang nonmuslim atau murtad. Pendapat
ini jugatelah terlebih dahulu dianut oleh sahabat Nabi, seperti Abu Bakar, Umar
bin a-Khattab, Utsman, Ali, Usamah Ibnu Zaid, Jabir, dan Urwah, sedangkan di
kalangan ulama muijtahid pendapat inijuga dianut oleh Abu Hanifah, Malik, dan
al-Syafi’i, demikian juga kalangan al-Zhahiri.

2. Sebagian yang lain berpendapat bahwa seorang Muslim dapat sgja menjadi ahli

waris dari seorang pewaris yang bukan Muslim (demikian juga yang murtad).
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Adapun yang menjadi dasar pemikiran pendapat ini adalah dipergunakannya
penafsiran analogi atau giyas kepada ketentuan hukum yang terdapat di dalam
QS. ad-Ma’idah ayat 5 (bolehnya laki-laki muslim mengawini perempuan
nonmuslim yang ahli kitab). Dengan perkataan lain, kalau seorang laki-laki
Muslim boleh mengawini perempuan-perempuan nonmuslim yang ahli kitab,
maka seorang Muslim dapat menjadi ahli waris seorang pewaris nonmuslim
yang ahli kitab.

Dapat dikemukakan bahwa kebanyakan ahli hukum Islam tidak ingin
mempergunakan penafsiran/analogi ini, sebab dalam hal kewarisan ini sudah ada
dalil sunah yang kuat yang sama sekali bertentangan dengan dalil analogi/qiyas,
dengan demikian yang dijadikan sebagai dasar hukum adalah ketentuan sunnah.

Orang yang tidak memeluk agama Islam (Kafir) tidak berhak menerima
pusakadari keluarganya yang memeluk agama Islam. Begitu juga sebaliknya, orang
Islam tidak berhak pula menerima pusaka dari keluarganya yang kafir.

Sabda Rasulullah saw: “Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, dan
orang kafir tidak pula mewaris orang Islam.” (Riwayat Jama’ah). Nash hadits di
atas merupakan salah satu dasar para ulama Mutjahid dalam menetapkan suatu
kesepakatan mengena ketentuan bahwa keluarga dekat (suami atau istri, bahkan
anak sekalipun) yang tidak muslim/muslimah bukan merupakan ahli waris.

Apabila salah seorang di antara anak-anak mayit ada yang non Muslim
lalu ia masuk Islam sesudah orang yang diwarisi itu meninggal dan tirkahnya tidak
dibagikan kepada para ahli warisnya, maka menurut kesepakatan para ulama
madzhab orang tersebut tidak berhak atas waris, namun dalam hal tirkahnya belum
dibagikan, Imamiyah dan hanabilah menyatakan bahwa orang tersebut berhak atas
waris.

Meskipun hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antar
orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non-muslim), tetapi
terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa pemberian harta antar orang berbeda
agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.
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Hal tersebut mengacu pada ketentuan Fatwa Maelis Ulama Indonesia
(MUI) Nomor : 5/MUNAS VI11/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama, yang
menetapkan bahwa:

1. Hukum Waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antar orang-orang
yang berbeda agama (antara muslim dengan non-muslim).

2. Pemberian harta antar orang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam
bentuk hibah, wasiat dan hadiah.

Sebagaimana prinsip-prinsip hukum progresif, bahwa seorang hakim tidak
hanya berperan sebagai corong undang-undang, dalam artian bahwa putusannya
hanya berputar pada peraturan yang tertera dalam undang-undang, ia dapat
memutuskan suatu keputusan hukum yang berbeda dengan perundang-undangan,
selamaada nilai-nilai kemaslahatan.

Dari paparan tentang pendapat para ulama tentang waris beda agama,
terdapar polemik dan kontroversi. Terdapat dua putusan Mahkamah Agung tentang
status ahli waris non Muslim yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor:
368K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 dan Nomor: 51 K/AG/1999 tanggal 29
September 1999.

Daam putusan nomor 368 K/AG/1995 dinyatakan bahwa ahli waris non
muslim mendapatkan bagian dari Harta Peninggalan Pewaris muslim berdasarkan
wasiat wajibah sebesar bagian ahli waris muslim, dalam putusan iniahli waris non

musim tidak dinyatakan sebagai ahli waris.

Sedangkan dalam putusan nomor 51 K/AG/1999 dinyatakan bahwa ahli
waris non muslim dinyatakan sebagal ahli waris dari pewaris musiim dan
mendapatkan bagian yang sama dengan ahli waris muslim berdasarkan wasiat
wajibah, dalam putusan ini dinyatakan bahwa ahli waris non muslim dianggap
sebagai ahli waris.
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Dari dua putusan di atas, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa melalui
putusan Mahkamah Agung telah melakukan pembaharuan hukum waris Islam dari
tidak memberikan harta bagi ahli waris non muslim menjadi memberikan harta bagi
ahli waris non muslim, dan dari tidak mengakui ahli waris non muslim sebagai ahli
waris dari pewaris muslim menuju pengakuan bahwa ahli waris non muslim juga
dianggap sebaga ahli waris dari pewaris muslim. Dengan kata lain Mahkamah
Agung telah memberikan status ahli waris bagi ahli waris non muslim dan

memberikan bagian harta yang setara dengan ahli waris muslim.

Putusan hakim ini atas pertimbangan maslahat,dan responsif hakim
terhadap realita yang harus hiputuskannya dengan ’illat bahwa hukum adalah untuk
manusia, sehingga suatu hukum haruslah untuk kemaslahatan manusia dan bukan
manusia yang harus mengikuti aturan yang baku dan kaku. Hukum juga bersifat
law in the making dan tidak law in the action, maka putusan hakim tidaklah final
yang harus mengacu pada undang-undang, melainkan ia boleh di luar undang-
undang selama ada kemaslahatan. Hukum juga merupakan institus mora

kemanusiaan, yang bukan teknologi yang tidak berarti benar.

Maka, dengan munculnya dua putusan tersebut, jelas Mahkamah Agung
telah menyimpangi ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 Huruf c
bahwa tidak memberikan harta bagi ahli waris non muslim dan tidak mengakui ahli
waris non muslim sebagai ahli waris dari pewaris muslim. Hal ini dilakukan dengan

alasan kemasl ahatan dengan pertimbangan sosial.

Daam soal wasiat pun terdapat terobosan unik, yakni persoalan wasiat
wajibah. Di mana wasiat wajibahnya adalah bolehnya anak angkat mendapatkan
wasiat wajibah,>® hal ini seperti dalam Pasal 209 ayat (2) KHI menyatakan bahwa

% | embaga adopsi tersebut pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw, yakni ketika beliau
mengangkat anak yang bernama Zaid bin Haritsah, tetapi oleh masyarakat jahiliyah pada masaitu Zaid
bin Haritsah tersebut dipanggil Zaid bin Muhammad, karena memang hukum pengangkatan anak pada
saat itu membawa konsekuensi akibat hukum dinasabkannya anak angkat ke dalam nasab orang tua
angkatnya. Kebolehan adanya anak angkat berdasarkan Alquran Q.S. al-Ahzéb ayat 5, yang meluruskan
konsepsi adopsi tersebut dengan menyatakan,”Panggilah mereka (anak-anak angkat) itu dengan tetap
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anak angkat hanya berhak mendapat wasiat wajibah, sebanyak-banyak sepertiga
dari harta warisan.®Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang
mengalihkan seseorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang
sah/walinya yang sah/orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan,
pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan kekuasaan
keluarga orang tua angkat angkat berdasarkan putusan/penetapan Pengadilan
Negeri.>%

Meskipun ada ketentuan yang menyatakan bahwa seorang ahli waris harus
beragama Islam dan telah dikuatkan dengan hadits yang menyatakan bahwa tidak
adanya hubungan waris mewaris antara seorang Muslim dengan nonmuslim, tetapi
pada praktiknya masih ada putusan. Hakim yang memberikan hak waris kepada
seorang ahli waris non Muslim. Hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung
No0.16K/AG/2010, yang memberikan hak waris kepada seorang istri yang berbeda
agama dengan suaminya.

Secarateoritis, penemuan hukum adalah suatu teori yang memberikan arah
bagaimana cara menemukan aturan yang sesuai untuk suatu peristiwa hukum
tertentu, dengan cara penyidikan yang sistematis terhadap sebuah aturan yang
menghubungkan antara satu aturan dengan aturan lainnya. Oleh karena itu,
penemuan hukum sebenarnya merupakan proses pembentukan hukum oleh hakim
atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum
terhadap peristiwa-peristiwva hukum yang konkrit. Sehingga dalam penemuan
hukum, selain hakim juga ada unsur lain yang bisa menemukan hukum, salah
satunya adal ah ilmuan hukum.

memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah”, maka kemudian Zaid
dipanggil oleh masyarakat saat itu menjadi Zaid bin Haritsah. Lihat Fauzan, Perbedaan Mendasar
Akibat Hukum Penetapan Pengangkatan Anak, Varia Peradilan, VariaPeradilan NO 256 edis Maret
2007, h. 32

! Ribyal Ka’bah, Pengangkatan anak dalam UU No. 3 Th 2006, Varia Peradilan, No. 248

edisi Juli 2006, h. 32.

%2 Erna Sofwan Sjukrie, Lembaga Pengangkatan Anak, (Jakarta: Mahkamah Agung R.l.,
1992), h. 17.



341



342

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Adapun kesimpulan dari disertasi ini adalah:

1. Pemikiran Hakim Mahkamah Agung memutuskan perkara pewarisan beda
agamadengan  menggunakan  prinsip-prinsip magasid  al-syari’ah
denganpendekatan filosofis dan sosiologis untuk mendapatkan kemaslahatan,
dengan menetapkan sebagai wasiat wajibah, bahkan dianggap sebaga ahli
waris, karena pada prinsipnya hakim haruslah bersifat responsip dan progresif
sertainivatif terhadap perkara yang dihadapinya.

2. Putusan Hakim Mahkamah Agung tentang kebolehan non Muslim menerima
dari ahli waris muslim melalui pintu wasiat wajibah, merupakan bentuk sikap
progresif, inivatif dan responsif, seorang hakim dan telah menjadi
yurisprudens bagi para hakim di lingkungan Pengadilan Agama. Namun
demikian, penerapan wasiat wajibah ini tidak dapat diterapkan secara umum

dan menyeluruh karenaharus dicermati bagaimana posisi kasus dan modusnya.

B. Rekomendasi

Diharapkan agar pemerintah dapat membuat aturan atau
menyempurnakan aturan yang sudah ada secara lebih jelas dan terperinci
khususnya dalam mengatur Hukum Kewarisan Islam dan sesuai dengan yang
telah disyariatkan oleh Islam. Diharapkan agar para penegak hukum dalam
mempertimbangkan suatu putusan perkara agar lebih cermat sehingga putusan
tersebut dapat membawa rasa keadilan bagi para pihak dan tidak bertentangan
dengan aturan yang berlaku.



